
BupATI KARA.wAnlG

PROVINSI .AWA BARAT

PERATURAN BUPAT]: KARAWANG

NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG
PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAII KABUPATBN

KARAWANG NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAEutAII

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Mcnimbang : bahwa untuk melaksamlkan ketentuan Pasal 32, Pasal 39,
Pasal 41,  Pasal 45,  Pasfil 50,  Pasal 53,  Pasal 54,  Pasal 60,
Pasal 66,  Pasal 76,  Pas€il 79,  Pasal 82,  Pasal 86,  Pasal 95,
Pasal   99,   Pasal   101   c.an   Pasal   103   Peraturan   Daerah
Kabupaten    Karawang   Nomor   7   Tahun    2018    tcntang
Pengelolaan   Barang   Milik   Daerah,    perlu    menetapkan
Peraturan     Bupati     t{mtang     Peraturan     Pelaksanaan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  7  Tahun
2018 tentang Pengelola€m Barang Milik Daerah;

Mengingat   :    1.      Undang-Undang      Nomor      14      Tahun      1950      tentang
Pembentukan        Daera 1-Daerah        Kabupaten        Dalam
Lingkungan  Propinsi  Djawa  Barat  (Berita  Negara  Tahun
1950)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang
Nomor  4  Tahun   1968  tentang  Pembentukan  Kabupatcn
Purwakarta  dan   Kabupaten   Subang  dengan   Mengubah
Undang-Undang     Nomi)r      14      Tahun      1950      tentang
Pembentukan        Daera. 1-Daerah        Kabupaten        Dalam
Lingkungan    Propinsi    Djawa    Barat    (Lembaran    Negara
Republik   Indonesia  Tahun   1968   Nomor   31,   Tambahan
Lembaran Negara Reput)lik Indonesia Nomor 2851);

2.      Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negaj-a Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor     47,     Tambahan     Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Nomor 4286);

3.      Undang-Undang      Nom..r      1      Tahun      2004      tentang
Perbendaharaan    Negala    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun   2004   Nomor   5,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik lndone:5ia Nomor 4355);
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4. Undang-Undang     Nonior      12     Tahun     2011      tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (I,embaran
Negara    Republik    Indonesia   Tahun    2011    Nomor    82,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5234):

5.      Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014      tentang
Pemerintahan     Daera]i     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik lndont3sia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah   beberapa   kali   terakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor   9   Tahun   201:5   tentang   Perubahan   Kedua   Atas
Undang-Undang     Nonior     23     Tahun     2014     Tentang
Pemerintahan     Daeral     (Lembara.n     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  20l:i  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang     Norior     30     Tahun     2014     tentang
Administrasi   Pemerintahan   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun  2014  Nomor  292,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7.      Peraturan   Pemerintah   Nomor   27   Tahun   2014   tentang
Pengelolaan    Barang    Milik    Negara/Daerah    (Lembaran
Negara    Republik    lnconesia   Tahun    2014    Nomor    82,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4737);

8.      PeraturaLn   Pemerintah   Nomor   84   Tahun   2014   tentang
Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah Berupa Kendaraan
Perorangan  Dinas  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2014   Nomor   305,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5610);

9.      Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja
Sama Daerah (Lembar€in Negara Republik Indonesia Tahun
2018  Nomor  97,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6219);

10.   Peraturan   Pemerintari   Nomor   12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indon esia Nomor 6322);

11.    Peraturan    Presiden    Nomor    16    Tahun    2018    tentang
Pengadaan   Barang/J€isa   Pemerintah   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Talun 2018 Nomor 33);

12.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   13  Tahun  2006
tentang      Pedoman      Pengelolaan      Keuangan      Daerah
sebagaimana  telah  beberapakali  diubah  terakhir  dengan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011
tentang Perubahan  Kc.dua Atas  Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri     Nomor     13     Tahun     2006     tentang     Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;



13.   Peraturan  Menteri  Dal{im  Negeri  Nomor  32  Tahun  2011
tentang  Pedoman  Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial
yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah   (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011
Nomor   450),   sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali
terakhir dengan Peratul.an Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun  2016  tentang  F'erubahan  Atas  Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri   Nomor  {32  Tahun   2011   tentang  Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran  Pendapatan dan  Belanja Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

14.   Peraturan  Menteri  Dal:am  Negeri  Nomor   19  Tahun  2016
tentang Pedoman Pengclolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

15.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang Nomor  14 Tahun
2016   tentang   Pembe]itukan   dan   Susunan   Perangkat
Daerah      Kabupaten      Karawang      (Lembaran      Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor  14);

16.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  1  Tahun
2017   tentang  Pengelo]aan  Keuangan  Daerah   (Lembaran
Daerah Kabupaten Kaniwang Tahun 2017 Nomor  1);

17.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  7  Tahun
2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah  (Lembaran
Daerah Kabupaten Kar,lwaLng Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUS]EN:

Menetaphan   :      PERATURAN         BUPA`rl         TENTANG         PERATURAN
PELAKSANA       PBRATI IRAN       DAERAII       KABUPATEN
KARAWANG     NOMOR      7     TAHUN      2018     TENTANG
PENGELOLAAN BARANa MILIK DAERAII.

BJne I
KE`rENTUAil UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2.      Pemerintah    Daerah    adalah    Bupati    sebagai    unsur    penyelenggara

pemerintahan      Daerah      yang      rrLemimpin      pelaksanaan      urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3.     Bupati adalah Bupati Karawang.
4.      Dewan  Perwakilan   Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  DPRD

adalah  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  yang  berkedudukan  sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5.      Sekretaris Daerah adalah pengelola baLrang milik daerah.
6.      Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola Barang

adalah   pejabat  yang  berwenang  d€in   bertanggung  jawab   melakukan
koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
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7.

9.

Perangkat  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Perangkat  Daerah  adalah
unsur   pembantu   Kepala   Daera.h   dta.n   DPRD   dalam   penyelenggaraan
urusa.n pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  selanjutnya  disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Karawang.
Pejabat  Penatausahaan  Barang  adalah  kepala  Perangkat  Daerah  yang
mempunyai   fungsi   pengelolaan   barang   milik   daerah   selaku   pejabat
pengelola keuangan daerah.

10.   Pengguna  barang  adalah  pejabat  pcmegang  kewenangan  penggunaan
barang milik daerah.

11.   Unit kerja adalah bagian Perangkat D{ierah yang melaksanakan satu atau
beberapa progran.

12.   Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  I)aerah  yang  selanjutnya  disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahu nan daerah yang ditetapkan dengan
Perda.

13.   Barang milik daerah ada.Iah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

14.   Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa
Pengguna  Barang adalah  kepala  unit  kerja  atau  pejabat yang  ditunjuk
oleh  Pengguna  Barang  untuk  meng€qunakan  barang  milik  daerah  yang
berada dalam penguasaannya dengar I sebaik-baiknya.

15.   Pejabat    Penatausahaan    Pengguna     Barang    adalah    Pejabat    yang
melaksanakan  fungsi  tata  usaha  barang  milik  daerah  pada  Pengguna
Barang.

16.   Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengurus Barang
adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fulgsional Umum yang diserahi tugas
mengurus barang.

17.   Pengurus Barang Pengelola adalah pe.iabat yang diserahi tugas menerima,
menyimpan,  mengeluarkan,  dan  me]iatausahakan  barang milik daerah
pada Pejabat Penatausahaan Barang.

18.   Pengurus  Barang  Pengguna  adalah  Jabatan  F`ungsional  Umum  yang
diserahi  tugas  menerima,  menyimpan,  mengeluarkan,  menatausahakan
barang milik daerah pada Pengguna 13arang.

19.   Pembantu  Pengurus  Barang  Pengelc)la  adalah  pengurus  barang  yang
membantu dalam penyiapan adminisTrasi maupun teknis penatausahaan
barang milik daerah pada Pengelola Rarang.

20.   Pembantu  Pengurus  Barang  Pengguna  adalah  pengurus  barang  yang
membantu dalam penyiapan adminis [rasi maupun teknis penatausahaan
barang milik daerah pada Pengguna 13arang.

21.   Pengurus   Barang   Pembantu   adalah   yang   diserahi   tugas   menerima,
menyimpan,   mengeluarkan,   menatausahakan   dan   mempertanggung
jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

22.   Penilai   adalah   pihak   yang   melakiikan   penilaian   secara   independen
berdasarkan kompetensi yang dimiliL:inya.

23.   Penilaian adalah proses kegiatan unt`ik memberikan suatu opini nilai atas
suatu objek penilaian berupa barang  milik daerah pada saat tertentu.
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24.   Penilai    Pemerintah    adalah    Penilal    Pemerintah    Pusat    dan    Penilai
Pemerintah Daerah.

25.   Pengelolaan  Bara.ng  Milik  Daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang
meliputi    perencanaan    kebutuhan    dan    penganggaran,    pengadaan,
penggunaan,  pemanfaatan,  pengamarian  dan  pemeliharaan,  penilaian,
pemindahtanganan,   pemusnahan,   penghapusan,   penatausahaan   dan
pengawasan dan pengendalian.

26.   Perencanaan     Kebutuhan     adalah     kegiatan     merumuskan     rincian
kebutuhan   barang   milik   daerah   untuk   menghubungkan   pengadaan
barang  yang  telah  lalu  dengan  keadaan  yang  sedang  berjalan  sebagai
dasar dalam melakukan tindakan yar]g akan datang.

27.   Rencana  Kebutuhan  Barang  Milik  Daerah,  yang  selanjutnya  disingkat
RKBMD,  adalah dokumen  perencana;in kebutuhan barang milik daerah
untuk periode  1  (satu) tahun.

28.   Penggunaan   ada.Iah   kegiatan  yang   dilakukan  oleh   Pengguna  Barang
dalam mengelola dan menatausahak€in barang milik daerah yang sesuai
dengan tugas dan fungsi Pera.ngkat D!lerah terkait.

29.   Pemanfaatan  adalah  pendayagunaari   barang  milik  daerah  yang  tidak
digunakan  untuk  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  Perangkat  Daerah
dan/atau  optimalisasi   barang  milik  daerah   dengan   tidak  mengubah
status kepemilikan.

30.   Sewa  adalah  pemanfaatan  barang  rriilik  daerah  oleh  pihak  lain  dalam
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

31.   Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang  antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah ata.u  antar pemerintah daerah dan lembaga
penunjang  pemerintahan  daerah  dalam  jangka  waktu  tertentu  tanpa
menerima    imbalan    dan    setelah   jangka    waktu    tersebut    berakhir
diserahkan kembali kepada Bupati.

32.   Kerja   Sama   Pema.nfaatan   yang   s€!lanjutnya   disingkat   KSP   adalah
pendayagunaan barang milik daerah ()leh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu  dalam  rangka  peningkatan  pendapatan  daerah  atau  sumber
pembiayaan lainnya.

33.   Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan
barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan
bangunan      dan/atau       sarana      l>erikut      fasilitasnya,       kemudian
didayagunakan  oleh  pihak  lain  terst3but  dalam jangka  waktu  tertentu
yang  telah  disepakati,  untuk  selanjutnya  diserahkan  kembali  tanah
beserta    bangunan    dan/atau    sar€ina    berikut    fasilitasnya.    setelah
berakhirnya jangka waktu .

34.   Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan
barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan
ba.ngunan   dan/atau   sarana  beriku:   fasilitasnya,   dan   setelah   selesai
pembangunannya  diserahkan  untuk  didayagunakan   oleh  pihak  lain
tersebut dalam jangka waktu tertenti I yang disepakati.

35.   Kerja  Sama  Penyediaan  lnfrastruktL.r  yang  selanjutnya  disingkat  KSpl
adalah  kerjasama antara pemerintah  dan  badan  usaha untuk kegiatan
penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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36.   Penanggung Jawab  Proyek  Kerjasam€i yang  selanjutnya disingkat  PJPK
adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kep€ila Daerah, atau badan usaha milik
negara/badan usaha milik daerah  sebagai  penyedia atau penyelenggara
infrastruktur berdasarkan peraturan I)erundang-undangan.

37.   Pemindahtanganan adalah pengalihar. kepemilikan barang milik daerah.
38.   Penjualan  adalah  penga.1ihan  kepemilikan  barang  milik  daerah  kepada

pihak lain dengan menerima pengganl:ian dalam bentuk uang.
39.   Tukar Menukar adalah pengalihan ke|)emilikan barang milik daerah yang

dilakukan  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah,  antar
pemerintah  daerah,  atau  antara pemerintah daerah  denga.n  pihak lain,
dengan  menerima  penggantian  utama  dalam   bentuk  barang,   paling
sedikit dengan nilai seimbang.

40.   Hibah  adalah  pengalihan  kepemilikim  barang  dari  pemerintah  pusat
kepada   pemerintah   daerah,    antar   pemerintah    daerah,    atau   dari
pemerintah daerah kepada pihak lain.  tanpa memperoleh penggantian.

41.   Penyertaan  Modal  Pemerintah  Daer€.h  adalah  pengalihan  kepemilikan
barang  milik  daerah  yang  semula  merupakan  kekayaan  yang  tidak
dipisahkan  menjadi  kekayaan  yang  dipisahkan  untuk  diperhitungkan
sebagai  modal/saham  daerah  pada  badan  usaha  milik  negara,  badan
usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

42.   Pemusnahan  adalah  tindakan  memusnahkan  fisik  dan/atau  kegunaan
barang milik daerah.

43.   Penghapusan  adalah  tindakan  menghapus  ba.rang  milik  daerah  dari
daftar   barang   dengan   menerbitkan   keputusan   dari   pejabat   yang
berwenang  untuk  membebaskan  Pengelola  Barang,  Pengguna  Barang
dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan
fisik atas barang yang berada dalam |Ienguasaannya.

44.   Penatausahaan  adalah  rangkaian  kc.giatan  yang  meliputi  pembukuan,
inventarisasi,    dan    pelaporan    bararig    milik    daerah    sesuai   dengan
ketentuan peraturan perundang-und€ingan.

45.   Inventa.risa.si adalah kegiatan untuk  melakukan pendataan,  pencatatan,
dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

46.   Dokumen   kepemilikan   adalah  dokumen   sah  yang  merupakan   bukti
kepemilikan atas barang milik daerah .

47.   Daftar  bara.ng  milik  daerah  adalah  daftar  yang  memuat  data  seluruh
barang milik daerah.

48.   Daftar barang pengguna adalah  dafta.r yang memuat data barang milik
daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.

49.   Daftar Barang Kuasa Pengguna adal€ih daftar yang memuat data barang
milik daerah yang dimiliki oleh rna.sing-masing Kuasa Pengguna Barang.

50.   Ruma.h  Negara  adalah  bangunan yaiiig dimiliki  Pemerintah  Daerah  dan
berfungsi  sebagai  tempat  tinggal  at;iu  hunian  dan  saraLna  pembinaan
keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai
negeri sipil Pemerintah Daerah.
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BAB 11
RUANG LINciKUP

Pasal 2

Rua.ng lingkup Peraturan Bupati ini, melip Liti :

a.     perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b.      pengadaan;
c.      penggunaan;
d.      pemanfaatan;
e.      pengamanan dan pemeliharaan;
f.       penilaian;

9.      pemindahtanganan;
h.     pemusnahan;
i.       penghapusan;

j.      penatausahaan;
k.     pengawasan dan pengendalian;
I.       pengelolaan    barang    milik    dacrah    pada    perangkat    daerah    yang

menggunakan pola pengelolaan keuarigan Badan Layanan Umum Daerah:
in.    barang milik daerah berupa rumah ni3gara; dan
n.     gantirugidan sanksi.

BAB Ill
PBRENCANAAN KEBUTUHAN )IARANG MILIK DAERAII

Bagian Kesatu
Lingkup Perencanaan KebutulLan Barang Millk I)aerah

Pasal (i

(1)    Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi:
a.      perencanaan pengadaan barang milik daerah;
b.      perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;
c.      perencanaan pemanfaatan barang milik daerah;
d.     perencanaan pemindahtanganari barang milik daerah; dan
e.      perencanaan penghapusan barang milik daerah.

(2)    Perencanaan  pengadaan  barang  milik  daerah  sebagaimana.  dimaksud
pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam dokumen RKBMD Pengadaan.

(3)    Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah  sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan.

(4)

(5)

Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah sebaigaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan.
Perencanaan   pemindahtanganan   tiarang   milik   daerah   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (I)  huruf d,  dituangkan  dalam  dokumen  RKBMD
Pemindahtanganan.
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(6)    Perencanaan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan.

Bagian Keclua
Tata Care Penyusunan RKBMD Peni;adean Baf'ang Milik Dacrah

Pada Pengguna Barang

Pasal 4

(1)    Kuasa  Pengguna  Barang  menyusun  usulan  RKBMD  Pengadaan  barang
milik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya.

(2)     Kuasa.   Pengguna   Barang   menyamp€Likan   usulan   RKBMD   Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) '{epada Pengguna Barang.

Paaal 5

(I)    Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD pengadaan
yang disampaikan c)leh Kuasa Pengguna Ba.rang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2).

(2)     Dalam  penelaahan  usulan  RKBMD  I)engadaan  yang  disampaikan  oleh
Kuasa Pengguna Barang seba.gaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pengguna
Barang mengikutsertakan Pejabat Per iatausahaan Pengguna Barang dan
Pengurus Barang Pengguna untuk mel akukan ret/ieu/ terhadap kebenaran
dan kelengka.pan usulan RKBMD Pengadaan.

(3)    Penelaahan   atas   usulan   RKBMD   Pi3ngadaan  yang  disampaikan   oleh
Kuasa    Pengguna    Barang    sebagailnana    dimaksud    pada    ayat    (1)
diutamakan    untuk    memastikan    kebenaran    data   masukan    (I.nput)
penyusunan   usulan   RKBMD   Penga.daan   yang   sekurang-kurangnya
mempertimbangkan:
a.      kesesuaian  program  perencanaan  kebutuhan  barang  milik  daerah

pada.  Rencana.  Kerja  Perangkat   Daerah  dengan   standar  barang,
standar kebutuha.n, dan/atau st{mdar hairga yang telah ditetapkan;

b.      ketersediaan barang milik daera.h di lingkungan pengguna Barang.

(4)     Hasil penelaahan atas usulan RKBM[l pengadaan yang disampaikan oleh
Kuasa Pengguna Barang sebagaiman€L dimaksud pada ayat (3) digunakan
oleh Pengguna Barang dalam menyusLln RKBMD Pengadaan barang milik
daerah pada tingkat Pengguna Baran€; yang sekurang-kurangnya memuat
informasi:

a.     nana Kuasa pengguna Barang;
b.     nana pengguna Barang;
c.      program;
d.      kegiatan;

e.      data daftar barang pada penggiina Barang dan/atau daftar barang
pada Kuasa Pengguna Barang; dan

f.       rencana kebutuhan pengadaan I)arang yang disetujui.
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Pasal 6

(1)    Hasil penelaahan pengguna Barang atas usulan RKBMD pengadaan yang
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Ba. rang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang.

(2)    Kuasa  Pengguna  Barang  menyusun  RKBMD  Pengadaan  barang  milik
da.erah berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk disampaikan kepada Pengg`Lna Barang.

Bagian Kel:iga
Tata Cara Penyusunan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada

Pengguna B{irang

Pasal 7

(I)    Kuasa pengguna Barang menyusun u*}ulan RKBMD pemeliharaan barang
milik daerah di lingkungan Kuasa. Pengguna Barang yang dipimpinnya.

Kuasa  Pengguna  Barang  menyampaikan  usulan  RKBMD  Pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)  kepada Pengguna Barang;

Pasal 8

(1)    Pengguna    Barang    melakukan    penelaahan    atas    usulan    RKBMD
Pemeliharaan    yang    disampaikan    oleh    Kuasa    Pengguna    Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7' ayat (2);

(2)     Dalam    penelaahan    usulan    RKBMI)    pemeliharaan    usula.n    RKBMD
Pemeliharaan    yang    disampaikan    oleh     Kuasa    Pengguna    Barang
sebagaimana      dimaksud       pada      ayat       (1),       Pengguna      Barang
mengikutsertakan    Pejabat    Penata.`Lsahaan    Pengguna    Barang    dan
Pengurus   Barang   Pengguna   untuk   melakukan   penelitian   terhadap
kebenaran dan kelengkapan usulan R KBMD pemeliharaan.

(3)    Penelaahan  atas  usulan  RKBMD  Pe]neliharaan  yang  disampaikan  oleh
Kuasa    Pengguna    Barang    sebagaiinana    dimaksud    pada    ayat    (2)
diutamakan    untuk    memastikan    kebenaran    data   masukan    (I.npttf)
penyusunan  RKBMD  pemeliharaan yang  sekurang-kurangnya  mengacu
pada  daftar  barang  Kuasa  Pengguna  Barang  yang  memuat  informasi
mengenai barang yang dipelihara.

(4)    Hasil penelaahan  sebagaimana dimafsud  pa.da  ayat  (3)  digunakan  oleh
Pengguna Barang dalam  menyusun  RKBMD  Pemeliharaan  barang milik
daerah  tingkat  Pengguna  Barang  y.ang  sekurang-kurangnya  memuat
informasi:
a.      mama Kuasa pengguna Barang;

b.      nama pengguna. Barang;

c,      mama barangyang dipelihara;
d.     usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
e.      rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui.
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Pasal 9

(1)     Hasil  penelaahan  Pengguna  Barang  {1tas  usulan  RKBMD  Pemeliharaan
yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
dala.in Pasal 8 ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang.

(2)     Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD  Pemeliharaan barang milik
daerah berdasarkan hasil penelaahan  sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.

Pasal 10

(1)    Pengguna    Barang    menghimpun    RKBMD    Pengadaan    sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal 6  ayat  (2)  dan  RKBMD  Pemeliharaan  dari  Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dima{sud  dalam  Pasal 9  ayat  (2)  untuk
disampaikan kepada Pengelola Barang.

(2)

(3)

Penyampaian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   dilengkapi  surat
pengantar RKBMD yang ditandatangani oleh Pengguna Barang;
Penyampa.ian      RKBMD      Pengadaan      dan      RKBMD      Pemeliharaan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  '1)  oleh  Pengguna  Barang  kepada
Pengelola Barang.

Bagian Kccmpat
Tata Cara Penelaahan RKBMD Pengadaan Barang Millk Daerah

Pada Pengelola. Barang

Pasal  1 1

(I)    Penelaahan   atas   RKBMD   Pengadaan   barang  milik
terhadap:
a.      Relevansi   program   dengan   rencana   keluaran

Baran8;

b.     Optimalisasi  penggunaan  barang  milik  daerah
Pengguna Barang; dan

daerah  dilakukan

(output)   Pengguna

yang  berada  pada

c.      Efektivitas   penggunaan   barang  milik   daerah  yang  berada   pada
Pengguna   Barang   telah    sesu€ii   peruntukannya   dalam   rangka
menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2)     Penelaahan  atas  RKBMD  Pengadaan  barang  milik  daLerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1 ) sekurang-kurangnya memperhatikan:
a.      kesesuaian  program  perencanaa.n  kebutuhan  barang  milik  daerah

pada  Rencana  Kerja  Perangkat   Daerah  dengan   standar  barang.
standar kebutuhan, dan/atau standar hargaL yang telah ditetapkan;
dan

b.     data barang, berupa:
1.      1aporan Daftar Barang pengguna bulanan;

2.      Iaporan Daftar Barang peng3una semesteran;
3.      Iaporan Daftar Barang pengguna tahunan;
4.      Iaporan Daftar Barang peng3lola bulanan
5.      Iaporan Daftar Barang peng3lola semesteran;

6.      Iaporan Daftar Barang peng3lola tahunan;
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7.      Iaporan Daftar Barang milik daerah semesteran; dan
8.      Iaporan Daftar Barang milik daerah tahunan.

(3)    Penelaahan  atas  RKBMD  Pengadaan  barang milik  daerah  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (2)  dituangkan  dalam  Hasil  Penelaahan  RKBMD
Pengadaan barang milik daerah yang {5ekurang-kurangnya memuat:
a.      nama Kuasa pengguna Barang;
b.     nama pengguna Barang;
c.      program ;

d.      kegiatan;
e.      data da.ftar barang pada pengguna Barang dan/atau daftar barang

pada Kuasa Pengguna Barang; d€in
f.       rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.

(4)    Dalam  melaksanakan  penelaahan   tarang  milik  daerah   sebagaimana
dimaksud  pada.  ayat  (1),   Pengelola  Barang  mengikutsertakan  Pejabat
Penatausahaan     Barang    dan     Pen€qurus    Barang    Pengelola    untuk
menyiapkan  dan  memberikan  pertimbangan  terhadap  kebenaran  dan
kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan.

Pasal 12

( 1)     Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik daerah dari Pengguna
Barang  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  I 1  ayat  (3)  ditandatangani
oleh Pengelola Barang.

(2)    Pengguna   Barang   menyusun   RKBMD   Pengadaan   berdasarkan   hasil
penelaahan seba.gaimana dimaksud pada ayat ( 1).
RKBMD  Pengadaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  disampaikan
oleh Pengguna Barang kepada Pengelt>la Barang .

Bagian Kelima
Tata Cara Penelaahan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada

Pengelola Bairang

Pasal 13

(1)     Penelaahan  atas  RKBMD  Pemeliharaan  barang  milik  daerah  dilakukan
untuk  melakukan  telaahan  terhadap  data  barang  milik  daerah  yang
diusulkan rencana pemeliharaannya.

(2)    Penelaahan atas RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1)   sekurang-kurangnya   memperhatikan   daftar
barang pada Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai status
barang dan kondisi barang.

(3)    Penelaahan atas RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (2)  dituangkar.  dalam  hasil  penelaahan  RKBMD
Pemeliharaan barang milik daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
a.      nama Kuasa pengguna Barang;
b.     nana pengguna Barang;
c.      mama barangyang dipelihara;

d.      usulan kebutuhan pemeliharaa.r]; da.n
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e.      rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui.

(4)    Dalam   melaksanakan   penelaahan   I)arang  milik  daerah   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1),   Pengelola  Barang  mengikutsertakan  Pejabat
Penatausahaan    Barang    dan    Pen!qurus    Barang    Pengelola    untuk
menyiapkan  dan  memberikan  pertimbangan  terhadap  kebenaran  dan
kelengkapan usulan RKBMD Pemelih€iraan.

Pa8al 14

(1)     Hasil   Penelaahan   RKBMD   Pemeliharaan   barang   milik   daerah   dari
Pengguna   Barang   sebagaimana   dirnaksud   dalam   Pasal   13   ayat   (3)
dita.ndatangani oleh Pengelola Barang.

(2)    Pengguna  Barang  menyusun  RKBMD  Pemeliharaan  berdasarkan  hasil
penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

(3)    RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
oleh  Pengguna  Barang  kepada  Pengelola  Barang  dengan jangka waktu
kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal I.5

(1)     RKBMD  Pengadaan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  12  ayat (3)  dan
RKBMD   Pemeliharaan   barang   milik   daerah   dari   Pengguna   Barang
sebagaimana  dimaksud   dalam   Pas€il   14   ayat  (3)   ditetapkan  menjadi
RKBMD pemerintah daerah oleh Pen£;elola Barang.

(2)    RKBMD  Pengadaan  dan  RKBMD  Pemeliharaa.n  sebagaimana  dimaksud
pada ayat ( 1) ditetapkan paling lamb€.t pada semester dua.

Bagian Ke€!nam
Penyusun&n Perubi)ham RKBMD

Pasal  :L6

( I)    Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD.
(2)     Perubahan   RKBMD   sebagaimana  dimaksud   pada  aya.t   (1)   dilakukan

sebelum penyusunan Perubahan APRD.

(3)    Penyusunan   RKBMD   sebagaimana  dimaksud  dalam   Pasal  4   sampai
dengan Pasal  15 berlaku secara mut{ltis mutandis terbadap penyusunan
perubalian RKBMD.

Bagian Kel:ujuh
Penyu8unan RKBMD Untuk Kondisi Darurat

Pasal  17

(1)     Dalam  hal  setelah  batas  akhir  pen:/ampaian  RKBMD  terdapat  kondisi
darurat, pengusulan penyediaan an{ngaran untuk kebutuhan baru (netu
{njt€at{ue)  dan penyediaan anggaran €ingka dasar (base!i.rie) da.lam rangka
rencana pengadaan dan/ atau rencan a pemeliharaan barang milik daerah
dilakukan   berdasarkan   mekanisme   penganggaran   sesuai   ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2)     Kondisi  darurat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  bencana
alam dan gangguan keamanan skala besar.
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(3)    Hasil pengusulan penyediaan anggarari sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  harus  dilaporkan  oleh  Pengguna  Barang  kepada  Pengelola  Barang
bersamaan dengan penyampa.ian  RKBMD  Perubahan dan/atau  RKBMD
tahun berikutnya.

(4)    Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  digunakan oleh Pengelola
Barang sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam penelaahan atas
RKBMD  yang  disampaikan  oleh  Pen{;guna  Barang  bersangkutan  pada
APBD  Perubahan  tahun  anggaran  tierkenaan  dan/atau  APBD  tahun
anggaran berikutnya.

DAB rv
PENGADAAN

Pa8al 18

(1)    Pengadaan   barang   milik   daerah   dilaksanakan   berdasarkan   prinsip
efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

(2)    Pelaksanaan  pengadaan  barang  milik  daerah  dilakukan  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1)     Pengguna Barang wajib menyampaik€in laporan basil pengadaan barang
milik daerah kepada Bupati melalui P{mgelola Barang milik daerah untuk
ditetapkan status penggunaannya.

(2)    Laporan  hasil  pengadaan  barang  mi.ik  daerah  sebagaimana  dimaksud
pada ayat ( 1), terdiri dari laporan ha€iil pengadaan triwulan,  semesteran
dan tahunan.

BABV
PBNGGUNJIAN

Bagian Ke€iatu
Umum

Pasal 20
Penggunaan barang milik daerah meliputi:

a.      Penetapan status penggunaan barang  milik daerah;
b.      Pengalihan status penggunaan baran!3 milik daerah;

c.      Penggunaan sementara barang milik daerah; dan
d.      Penet.apan  status  penggunaan  barang  milik  daerah  untuk  dioperasikan

oleh pihak lain.

Bagian Kcdua
PenetapaD Status PeDggunaan Barang Milik Daerah

Paragra(' 1
Penetapan Status Penggunaan Bareing Milik Daerah Oleh Bupati

Pasal :! I

(1)    Pengguna     Barang     mengajukan     permohonan     penetapan     status
penggunaan  barang  milik  daerah yang diperoleh  dari  beban  APBD  dan
perolehan lainnya yang sah kepada Bupati.
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(2)    Pengajuan permohonan  sebagaima.na dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah    diterimanya    barang    milik    daerah    berdasarkan    dokumen
penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan.

(3)    Permohonan    penetapan    status    penggunaan    barang    milik    daerah
sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (2)   diajukan   secara   tertulis   oleh
Pengguna Barang kepada Bupati.

(4)    Bupati  menerbitkan  keputusan  peneta.pan  status  penggunaan  barang
milik daerah setiap tahun.

Pasal 22

(1)    Pengajuan   permohonan   penetapan   status   penggunaan   barang   milik
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disertai dokumen.

(2)    Dokumen   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   untuk  barang  milik
daerah berupa tanah yaitu fotokopi se rtifikat.

(3)     Dokumen   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (1)   untuk  barang  milik
daerah berupa bangunan yang dipero .eh dari APBD yaitu:
a.      fotokopi Izin Mendirikan Banguman (IMB); dan

b.      fotokopi dokumen perolehan.

(4)    Dokumen   sebagaimana  dimaksud  Fiada  ayat   (1)   untuk  barang  milik
daerah berupa bangunan yang dipero leh dari perolehan lainnya yang sah
sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) .

(5)    Dokumen   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (1)   untuk  barang  milik
daerah berupa tanah dan bangunan }.ang diperoleh dari APBD yaitu:
a.      fotokopi sertifikat;

b.      fotokopi Izin Mendirikan Banguna.n (IMB); dan

c.      fotokopi dokumen perolehan.

(6)    Dokumen   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   untuk  barang  milik
daerah  berupa  tanah  dan  bangunarL  dari  perolehan  lainnya  yang  sah
sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) .

(7)    Dokumen   seba.gaimana  dimaksud  |iada  ayat   (1)   untuk  barang  milik
daerah selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen yaitu :
a.      fotokopi dokumen kepemilikan; (lan/atau

b.      fotokopi dokumen perolehan.

(8)    Dokumen   sebagaimana  dimaksud  I)ada  ayat  (1)   untuk  baraing  milik
daerah   yang   dari   awal   pengadaari   direncanakan   untuk   dilakukan
pemindahtanganan  dengan  cara  perLyerta.an  moda,I  pemerintaLh  daerah
yaitu:
a.      fotokopi dokumen pelaksanaan €inggaran;
b.     fotokopi dokumen  kepemilikan,  untuk barang  milik daerah  berupa

tanah;
c.      fotokopi lzin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk barang milik daerah

berupa bangunan; dan/ atau
d.      fotokopi dokumen perolehan.
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Pasal 23

(1)    Dikecualikan dari ketentuan sebagairLana dimaksud dalam pasal 22 ayat
(2) dan ayat (5) huruf a, apabila barang milik daerah berupa tanaLh belum
memiliki   fotokopi   sertifikat,   maka  (Lokumen   dimaksud   dapat  diganti
dengan:

a.      aktajualbeli;

b.       girik;

c.      Ietterc;

d.      surat pemyataan pelepasan hak ,alas tanah;
e.      surat keterangan lurah atau kep€ila desa, jika ada;
f.       berita acara penerimaan terkait [ierolehan barang; atau

9.      dokumen lain yang setara dengaii bukti kepemilikan.
(2)    Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat

(3)  apabila barang milik  daerah  berupa bangunan  belum  memiliki  IMB
dan  dokumen  perolehan  dapat  diganti  dengan  surat  pernyataan  dari
Pengguna    Barang       yang   menyat€ikan    bahwa    bangunan    tersebut
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(3)    Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(5)   apabila.   barang   milik   daerah   b€.rupa   tanah   dan   bangunan   yang
diperoleh   dari   APBD   belum   memiliki   sertifikat,   IMB,   dan   dokumen
perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang
yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk
penyelenggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(4)    Dikecualikan dari ketentuan sebagainiana dimaksud dalam pasal 22 ayat
(7) apabila barang milik daerah beruFia selain tanah da.n bangunan yang
diperoleh   dari   APBD   belum   memi]iki   dokumen   kepemilikan,   maka
dokumen   dimaksud   dapat   diganti   dengan   surat   pemyataan   dari
Pengguna  Barang yang  menyatakan  bahwa  barang  milik  daerah  selain
tanah  dan/atau  bangunan  tersebut  digunakan  untuk  penyelenggaran
tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(5)    Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(8)  huruf  b,  huruf  c,  dan  huruf  d   belum  ada,  maka  pengajuan  usul
permohonan  penerbitan  status  pens,gunaan  disertai  surat  pemyataan
dari  Pengguna  Barang  bersangkutar  yang  menyatakan  bahwa  barang
tersebut   adalah   barang  milik  daer€ih  yang  dari   awal   pengadaannya
direncanakan    untuk    dilakukan    I)emindahtanganan    dengan    cara
penyertaan modal pemerintah daerah.

(6)     Bara.ng  milik  daerah  yang  belum  mc`miliki  dokumen  kepemilikan  tetap
harus menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan meskipun telah
ditetapkan status penggunaan baran€; milik daerah.

Pa8al 24
(1)     Pengelola  Barang  melakuka.n   peneljtian   atas   permohonan   penetapan

status    penggunaan    barang    milik    daerah    dari    Pengguna    Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal :i 1  ayat ( 1).

(2)     Penelitian   sebagaimana  dimaksud   I)ada   ayat   (1)   dilakukan   terhadap
kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.
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(3)     Dalam  ha.I  hasil  penelitian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  belum
mencukupi, Pengelola Barang dapat:
a.     meminta keterangan atau data tambahan kepada pengguna Barang

yang   mengajukan   permohonan   penetapan   status   penggunaan
barang milik daerah; dan/atau

b.     melakukan pengecekan lapangan

(4)     Kegiatan    Pengelola    Barang    sebagaimana    dimaksud    pada   ayat    (3)
dilakukan   terhadap   barang   milik   daerah   berupa   tanah   dan/atau
bangunan  serta  barang milik  daerah  selain  tanah  dan/atau  bangunan
yang memiliki dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang sah.

Pasal 2§,

( 1)     Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dima.ksud dalam pasal 24 ayat
( 1), Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah.

(2)    Status  penggunaa.n  barang  milik  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3)    Dalam   hal   Bupati   tidak   menyetujui   permohonan   Pengguna   Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Bupati melalui Pengelola
Barang menerbitkan  surat penolakan  kepada  Pengguna Barang disertai
alasan.

Paragraf 2
Penetapan Status Penggunaaai Barang Milik Daerah

oleh Pengelola Barang

Pasal 2€)

(1)     Pengelola  Barang  menetapka.n  status  penggunaan  barang  selain  tanah
dan/atau  bangunan  dengan  kondisi  tertentu  berdasarkan  kewenangan
yang didelegasikan oleh Bupati.

(2)    Penetapan status penggunaan barang oleh pengelola Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dengan mekaiiisme:
a.      Pengguna   Barang   mengajukan   permohonan   penetapan   status

penggunaan  barang milik  daerali yang diperoleh  dari  beban  APBD
dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang.

b.     Pengajuan   permohonan   sebagaimana   dimaksud   pada   huruf   a,
dilakukan  setelah  diterimanya  barang  milik  daerah  berdasarkan
dokumen penerimaan barang pacla tahun anggaran yang berkenaan.

c`.      Permohonan   penetapan   status   penggunaan   barang  milik  daerah
diajukan  secara  tertulis  oleh  P{mgguna  Barang  kepada  Pengelola
Baran8.

(3)    Pengajuan   permohonan   penetapan   status   penggunaan   barang   milik
daerah    sebagaimana    dimaksud    p:a.da    ayat    (2)    disertai    dokumen
sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

(4)    Terhadap pengajuan  permohonan penetapan status penggunaan barang
milik daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  dilakukan penelitian
sebagaimana ketentuan Pasal 24.

(5)     Berdasarkan   hasil   penelitian   sebagaLimana   dimaksud   pada   ayat   (4),
Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang milik daerah.
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(6)    Dalam  hal  Pengelola  Barang  tidak  rnenyetujui  permohonan  Pengguna
Barang    sebagaimana    dimaksud    p€ida    ayat    (2),    Pengelola    Barang
menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.

Bagian Kel:lga
Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Pasal 2''

(1)    Barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaan.
(2)    Pengalihan   status  penggunaan   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (I)

dilakukan berdasarkan:
a.      Inisiatifdari Bupati; dan
b.      Permohonan dari pengguna Barang lama.

Pasal 2!3

(1)    Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berdasarkan inisiatif
dari  Bupati  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  a.yat  (2)  buruf  a,
dilakukan  dengan  pemberitahuan  terlebih   dahulu  kepada  Pengguna
Baran8.

(2)     Pengalihan    status    penggunaan    b€.rang   milik    daerah    sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) hu]uf b, dari Pengguna Barang kepada
Pengguna   Barang   lainnya  untuk   Fenyelenggaraan   tugas   dan   fungsi
dilakukan berdasarkan persetujuan E}upati.

(3)    Pengalihan  status  penggunaan  seb€igaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
dilakukan terhadap barang milik daera.h yang berada dalam penguasaan
Pengguna  Barang  dan  tidak  digumlkan  oleh  Pengguna  Barang  yang
bersangkutan.

(4)    Pengalihan   status  penggunaan   seb€igaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
dilakukan tanpa kompensasi dan tid€ik diikuti dengan pengadaan barang
milik daerah pengganti.

Pasal 29

(1)    Pengalihan    status    penggunaan    barang    milik    daerah    berdasarkan
perrnohonan dari Pengguna Barang ]ama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  27  a.yat  (2)  huruf  b,  dilakukan  dengan  pengajuan  permohonan
secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Bupati.

(2)     Pengajuan   permohonan   sebagaimaria  dimaksud   pada  ayat  (1)   paling
sedikit memuat:

a.      data     barang     milik     daerah     yang     akan     dialihkan     status
penggunaannya;

b.      calon pengguna Barang baru; d€in
c.      penjelasan   serta   pertimbangan   pengalihan   status   penggunaan

barang milik daerah.

(3)    Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
antara lain:
a.      kodebarang;

b.      koderegister;
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c.      namabarang;
d.     jumlah;

e.      jenis;

f.       nilai perolehan;

9.      nilai penyusutan;
h.      nilaibuku;

i.        Iokasi;

j.       Iuas;dan
k.      tahun perolehan.

(4)    Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
a.      fotokopi  daftar  barang  milik  dacrah  sebagaimana  dimaksud  pada

aya-t (3) ;

b.     surat pernyataan yang memuat  kesediaan  ca.Ion  Pengguna  Barang
baru untuk menerima pengalihan barang milik daerah dari Pengguna
Barang lama.

Pasal 3('

(1)     Pengelola  Barang  melakukan  penelil:ian  atas  permohonan  pengalihan
status    penggunaan    barang    milik    daerah    dari    Pengguna    Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat ( 1).

(2)     Penelitian   sebagaimana   dimaksud  [iada   ayat   (1)   dilakukan   terhadap
kelengkapan dan kesesuaian dokume]i yang dipersyaratkan.

(3)     Dalam  ha.I  ha.sil  penelitian  sebagaim€ina  dimaksud  pada  ayat  (2)  belum
mencukupi, Pengelola Barang dapat:
a.     meminta keterangan atau data tzimbahan kepada pengguna Barang

yang   mengajukan   permohonan    pengalihan   status   penggunaan
barang milik daerah; dan

b.     meminta konfirmasi kepada calon pengguna Barang baru.

Pasal 3:I

(1)    Berdasarkan  hasil  penelitian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30,
Bupati  memberikan  persetujuan  pen5alihan  status  penggunaan  barang
milik daerah.

(2)    Persetujuan    sebagaimana   dimak§ud    pada    ayat    (1)    berupa    Surat
Persetujuan Bupati.

(3)     Surat  persetujuan  sebagaimanaL  dima.ksud  pada  ayat  (2)  paling  sedikit
memuat:
a.      data     barang     milik     daerah     yang     akan     dialihkan     status

penggunaannya;
b.      Pengguna Barang lama dan pengguna Barang baru; dan
c.      kewajiban pengguna Barang lama.
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(4)    Kewajiban Pengguna Barang lama set)agaima.na dimaksud pada ayat (3)
huruf c, yaitu:
a.      melakukan   serah  terima  barang  milik  daerah  kepada  Pengguna

Barang baru yang selanjutnya dil.uangkan dalam Berita Acara Serah
Terima (BAST); dan

b.     melakukan penghapusan terhadap barang milik daerah yang telah
dialihkan  dari  daftar  barang  pada  Pengguna  Barang  berdasarkan
surat keputusan penghapusan b,arang.

(5)    Dalam   hal   Bupati   tidak   menyetujui   permohonan   Pengguna   Barang
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasa   29  ayat  (1),  Bupati  menerbitkan
surat penolakan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasan.

Pa8al 3:2

(1)    Berdasarkan persetujuan Bupati sebiigaimana dima.ksud dalam Pasal 31
ayat  (2),  Pengguna  Barang lama  melakukan  serah  terima  barang  milik
daerah kepada Pengguna Barang baru.

(2)    Serah   terima   barang   milik   daerah   kepada   Pengguna   Barang   baru
sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (I )  paling  lama  1  (satu)  bulan  sejak
persetujuan alih status penggunaan barang milik daerah yang dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

(3)    Berdasarkan  Berita Acara Serah Terima  (BAST)  sebagaimana dimaksud
pada a.yat  (2),  Pengguna Barang  lama  melakukan  usulan  penghapusan
kepada Pengelola Barang atas barang, milik daerah yang dialihkan status
penggunaannya kepada Pengguna B+lrang baru dari daftar barang pada
Pengguna Barang.

(4)    Usulan penghapusan sebagaimana djmaksud pada ayat (3) paling lama I
(satu) minggu sejak tanggal Berita Aca.ra Serah Terima (BAST).

(5)    Penghapusan barang milik daerah s€.bagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Pengel ola Barang.

Pasal 33

(I)     Berita Acara serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud dalam pasal 32
ayat  (2)  dan  Keputusan  Pengelola Biirang tentang penghapusan  barang
milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) dilaporkan
kepada Bupati dengan tembusan ke?ada Pengguna Barang baru paling
lama 1  (satu) minggu sejak keputusa]1 penghapusan ditetapkan.

(2)    Pengguna Barang dalam penatausah€ian barang milik daerah melakukan
pencatatan berdasarkan persetujuan 13upati,  Berita Acara Serah Terima
(BAST), dan keputusan penghapusan barang milik daerah.

Bagian Keempat
Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah

Pasal 34

(1)    Barang milik daerah yang telah ditel.apkan  status penggunaannya pada
Pengguna  Barang  dapat  digunakan  sementara  oleh  Pengguna  Barang
lainnya  dalam  jangka  waktu  tertelitu  tanpa  harus  mengubah  status
penggunaan   barang   milik   daerah   tersebut   setelah   terlebih   dahulu
mendapatkan persetujuan Bupati.
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(2)    Penggunaan sementara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan untuk jangka waktu:
a.     paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  dapat  diperpanja.ng untuk  barang

milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
b.     paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  dapat  diperpanjang  untuk  barang

milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(3)    Penggunaan sementara barang milik tlaerah dalam jangka waktu kurang
dari 6 (enam) bulan dilakukan tanpa ]]ersetujuan Bupati.

Pa§al 39;

(1)    Penggunaan   sementara  barang  milik   dael.ah   sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  34  dituangkan  dalam  perjanjian  antara Pengguna Barang
dengan Pengguna Barang sementara.

(2)    Biaya  pemeliharaan  barang  milik  daerah  yang  timbul  selama  jangka
waktu  penggunaan  sementara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dibebankan  kepada  Pengguna  Barang/Kuasa  Pengguna  Barang  yang
menggunakan sementara barang mili k daerah.

Pasal 316

(1)     Permohonan penggunaan sementara 1)arang milik daerah diajukan secara
tertulis kepada Bupati.

(2)    Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.      data barang milik daerah yang a.tan digunaka.n sementara;
b.     Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara barang milik

daerah; dan
c.      penjelasan serta pertimbangan rienggunaan sementara barang milik

daerah.

(3)    Permohonan   sebagaimana  dimaksud   pada   ayat   (1)   harus   dilengkapi
dokumen:
a.      fotokopi   keputusan   penetapan   status   penggunaan   barang   milik

daerah; dan
b.      fotokopi   surat   permintaan   perLggunaan   sementara   barang   milik

daerah dari Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara
barang milik daerah kepada Pengguna Barang.

Pasal 37

(1)    Pengelola  Barang  melakukan  peneli[ian  atas  permohonan  penggunaan
sementara sebagaimana dimaksud d{ilam Pa.sal 36 ayat (1).

(2)     Penelitian   sebagaimana  dimaksud   pa.da.  ayat  (1)   dilakukan   terhadap
kelengkapan dan kesesuaian dokumt in yang dipersyaratkan.

(3)    Dalam hal hasil  penelitian  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (2)  belum
mencukupi, Pengelola Barang dapat:
a.      meminta  keterangan  kepada  P3ngguna  Barang  yang  mengajukan

permohonan penggunaan semerLtara barang milik daerah; dan
b.     meminta konfirmasi  dan  klarifi,{asi  kepada  Pengguna Barang yang

akan menggunakan sementara 1)arang milik daerah.

20



Pa8al 38

(1)    Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat
( 1), Bupati memberikan persetujuan alas penggunaan sementara barang
milik daerah.

(2)

(3)

Persetujuan   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   dilakukan  dengan
menerbitkan surat persetujuan Bupati.
Surat  persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  palling  sedikit
memuat:
a.      data barang milik daerah yang akan digunakan sementara;
b.     Pengguna   Barang   yang   mengg']nakan   sementara   barang   milik

daerah;
c.      kewajiban pengguna Barang yan]3 mengguna.kan sementara barang

milik  daerah  untuk  memelihara  dan  mengamankan  barang  milik
daerah ya.ng diguna.kan sementar a;

d.     jangka waktu penggunaan sementara;
e.      pembebanan biaya pemeliharaan; dan

f.      kewajiban    Pengguna    Barang    untuk    menindaklanjuti    dalam
perjanjian.

(4)     Dalam hal Bupati tidak menyetujui p€.rmohonan sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal  36  ayat  (1),  Bupati  melierbitkan  surat  penolakan  kepada
Pengguna Barang disertal alasan.

Pa8al 3!;I

(1)    Apabila jangka waktu  penggunaan  s€'mentara atas  barang milik daerah
telah berakhir sebagaimana dimaksucl  dalam Pasal 34 ayat (2), maka:

a.      Pengguna  Barang  sementara  m€ngembalikan  barang  milik  daerah
kepada Pengguna Barang; atau

b.      dilakukan pengalihan status penggunaa.n kepada pengguna Barang
yang menggunakan sementara b€ irang milik daerah.

(2)    Mekanisme    pengalihan    status    peiiggunaan    barang    milik    daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2!7 sampai dengan Pasal 33 berlaku
mutatis  mutandis  terhadap  mekanis ne  pengalihan  status  penggunaan
kepada pengguna sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf
b.

Pasal 4')
(1)    Pengguna     Barang     Sementara     dapat     mengajukan     permohonan

perpanjangan  waktu  penggunaan  sementara  atas  barang  milik  daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal €'4 ayat (2).

(2)    Perpanjangan   waktu   sebagaimana  (limaksud   pada  ayat   (1)   diajukan
Pengguna  Ba.rang  kepada  Bupati  pal,ing  lambat  3  (tiga)  bulan  sebelum
jangka waktu penggunaan sementara barang  milik daerah berakhir.

(3)    Mekanisme    pengajuan    permohona'i,    penelitian,    persetujuan,    dan
penetapan  oleh  Bupati  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  36  sampai
dengan Pasal 38  berlaku secara mut{itis mutandis terhadap mekanisme
pengajuan   permohonan,   penelitian,   persetujuan   dan   penetapan   oleh
Bupati   terhadap   perpanjangan   penggunaan   sementara   barang   milik
daerah.
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Bagian Keli.rna
Penetapan Status Penggunaan Barang "[illk Daerah Untuk Dioperasikan

Oleh Pihak :Lain

Pasal 4]

(1)    Barang milik daerah yang telah ditet€Lpkan status penggunaannya pada
Pengguna Barang, dapat digunakan u'ituk dioperaisikan oleh pihak lain.

(2)     Penggunaan  barang  milik  daerah  urituk  dioperasikan  oleh  pihak  lain
sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    dilakukan    dalam    rangka
menjalankan  pelayanan  umum  sesuai  tugas  dan  fungsi  PERANGKAT
DAERAH terkait.

(3)    Penggunaan  barang    milik  daerah  uituk  dioperasikan  oleh  pihak  lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (lituangkan dalam perjanjian antara
Pengguna Barang dengan pimpinan p]hak lain.

(4)    Biaya  pemeliharaan  barang  milik  d€ierah  yang  timbul  selama  jangka
waktu penggunaan  barang milik dae].ah  untuk dioperasikan  oleh pihak
lain  dibebankan  pada  pihak  lain  y€ing  mengoperasikan  barang  milik
daerah.

(5)    Pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah dilarang melakukan
pengalihan  atas  pengoperasian  bare.ng  milik  daerah  tersebut  kepada
pihak   lainnya   dan/atau   memindahtangankan   barang   milik   daerah
bersangkutan.

(6)    Bupati  dapat  menarik  penetapan  status  barang  milik  daerah  untuk
dioperasikan   oleh   pihak   lain   dalam   hal   pemerintah   daerah   akan
menggunakan kembali untuk penyeltmggaraan pemerintah daerah atau
pihak lainnya.

Pa8al 4:2

(1)    Permohonan  penggunaan  barang milik daerah untuk dioperasikan  oleh
pihak lain diajukan  secara tertulis oleh Pengguna Barang bersangkutan
kepada Bupati.

(2)    Pengajuan   perrnohonan   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   paling
sedikit memuat:
a.      data barang milik daerah;
b.      pihak  lain  yang  akan  menggu]iakan  barang  milik  daerah  untuk

dioperasikan;

c.     jangka  waktu  penggunaan  barang  milik  daerah  yang  dioperasikan
oleh pihak lain;

d.     penjelasan  serta  pertimbangan  penggunaan  barang    milik  daerah
yang dioperasikan oleh pihak lain; dan

e.      materi yang diatur dalam perjaniian.

(3)    Pengajuan  permohonan  sebagaimam  dimaksud  pada  ayat  (I)  dilampiri
dokumen:
a.      fotokopi   keputusan   penetapan   status   penggunaan   barang  milik

daerah;

b.      fotokopi surat permintaan peng{)perasian dari pihak lain yang akan
mengoperasikan barang milik d€ierah kepada Pengguna Barang; dan
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c.      fotokopi surat pernyataan dari pihak lain yang akan mengoperasikan
barang milik daerah kepada Pengiquna Barang.

(4)    Surat pernyataan  dari  pihak  lain  sebngaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)
huruf c, merupakan pemyataan pihak lain yang memuat:
a.     barang  milik  daerah  yang  akar   dioperasionalkan  dalam  rangka

pelayanan  umum  sesuai  tugas  dan  fungsi  Perangkat  Daerah/Unit
Kerja.;

b.     menanggung seluruh biaya peme]iharaan barang  milik daerah yang
timbul selama jangka waktu pengoperasian barang milik daerah;

c.      tidak   mengalihkan   pengoperasian   dan/atau   pemindahtanganan
barang  milik  daerah  selama jangka  waktu  pengoperasian  barang
milik daerah; dan

d.     mengembalikan   barang  milik  daLerah   kepada   Pengguna  Barang,
apabila  jangka  waktu  pengoper€isian  barang    milik  daerah  telah
selesai.

Pa8al 4f!)

(i)     Pengelola  Barang  melakukan  penelitjian  atas  permohonan  penggunaan
barang  milik  daerah  untuk  dioperasjkan  oleh  pihak  lain  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

(2)

(3)

Penelitian   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (I)   dilakukan  terhadap
kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.
Dalam  hal hasil  penelitian  sebagaim€.na dimaksud  pada ayat  (2)  belum
mencukupi, Pengelola Barang da.pat:

a.      meminta  keterangan  kepada  Pengguna  Barang  yang  mengajukan
permohonan  penggunaan  barang  milik  daerah  yang  dioperasikan
oleh pihak lain;

b.     meminta  konfirmasi  dan  klarifikasi  kepada  pihak  lain  yang  akan
mengoperasikan barang milik dacrah;

c.      mencari informasi dari sumber lainnya;
d.     melakukan    pengecekan    lapangan    dengan    mempertimbangkan

analisis biaya dan manfaat.

Pasal 44

(1)    Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 aLyat
(2),    Bupati    menetapkan   penggunaan   barang    milik   daerah   untuk
dioperasikan oleh pihak lain.

(2)    Penggunaan  barang  milik  daerah  untuk  dioperasikan  oleh  pihak  lain
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (1)   ditetapkan  dengan  Keputusan
Bupati.

(3)    Keputusan  Bupati  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  paling  sedikit
memuat:
a.      data barang milik daerah;
b.     jangka     waktu      penggunaan     barang     milik     daerah     untuk

dioperasionalkan piha.k lain;

c.      pihak lain yang akan mengoperasionalkan barang milik daerah;
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d.      kewajiban pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah; dan

e.      kewajiban pengguna Barang.

(4)    Kewajiban    pihak   lain   yang   mengi)perasikan    barang   milik   daerah
sebagaimana dimaksud pada. ayat (3) huruf d, antara lain memelihara dan
mengamankan barang milik daerah y€ ing dioperasikan.

(5)    Kewajiban Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
e, meliputi:

a.     menindaklanjuti     penggunaan     barang     milik     daerah     untuk
dioperasikan oleh pihak lain deni,5an perjanjian; dan

b.      melakukan  pengawasan  dan  perigendalian  terhadap  Barang  milik
daerah yang dioperasikan oleh pihak lain.

(6)    Dalam   hal   Bupati   tidak   menyetuj`ii   permohonan   Pengguna   Barang
sebaga.imana  dimaksud  dalam  Pasa:I  42  ayat  (1),  Bupati  menerbitkan
surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.

Pasal 4('5

(1)    Penggunaan    ba.rang    milik    daerah    oleh    Pengguna    Barang    untuk
dioperasikan    oleh    pihak    lain    dituangkan    dalam    perjanjian   yang
ditandatangani oleh Pengguna Baran{; dengan pihak lain.

(2)     Perjanjian  penggunaa.n  barang  milili:  daerah  untuk  dioperasikan  oleh
pihak lain sebagaimana dimaksud pacLa ayat ( 1) paling lama 5 (lima) tahun
dan dapat diperpanjang.

(3)    Penandatanganan   perjanjian   sebagilimana   dimaksud   pada   ayat   (2)
dilakukan setelah diterbitkannya Kep iitusan Bupati.

Pasal 45
Perjanjian  penggunaan  barang  milik daerah untuk  dioperasikan  oleh  pihak
lain  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasa`  45  ayat  (1),  sekurang-kurangnya
memuat:
a.      data barang milik daerah yang menja.di objek;

b.      Pengguna Barang;
c.      pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah;

d.     peruntukan pengoperasian barang milik daerah;
e.     jangka waktu pengoperasian barang ]nilik daerah;
f.      hak    dan     kewajiban     Pengguna     Barang     dan     pihak    lain    yang

mengoperasikan  barang  milik  daerah,  termasuk  kewajiban  pihak  lain
tersebut untuk melakukan pengama]'ian dan pemeliharaan barang milik
daerah;

9.      pengakhiran pengoperasian barang rr'Lilik daerah; dan
h.      penyelesaian perselisihan.

Pasal 4,7
(1)    Pengguna  Barang  dapat  melakukan  perpanjangan  penggunaan  barang

milik daerah untuk dioperasikan oler  pihak lain.
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(2)    Perpanjangan  sebaga.imana dimaksud  pada ayat  (1)  diajukan  Pengguna
Barang kepada Bupati paling lambat 3, (tiga) bulan sebelum jangka waktu
penggunaan barang milik daerah bera khir.

(3)    Ketentuan  Pasal  42  sampai dengan  Pasal 44  berlaku mutatis mutandis
pada mekanisme  permohonan,  peneli Lian,  dan  penetapan perpanjangan
jangka waktu penggunaa.n barang milik daerah untuk dioperasikan oleh
pihak lain.

Pa8al 4!\)

Pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  pelaksanaan  penggunaa.n  barang
milik daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4!'

(1)     Penggunaan  ba.rang  milik  daerah  ulLtuk  dioperasikan  oleh  pihak  lain
berakhir apabila:
a.     berakhirnya jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk

dioperasikan    oleh    pihak    lain,    sebagaimana    tertuang    dalam
perjanjian;

b.      perjanjian diakhiri secara sepihak oleh pengguna Barang;
c.      ketentuan   lain   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-

undangan.

(2)     Perjanjian  diakhiri  secara  sepihak  oleh  Pengguna  Barang  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila:
a.      pihak   lain   yang   mengoperasikan    barang   milik   daerah   tidak

memenuhi kewajibannya yang te rtuang dalam perjanjian; atau
b.      terdapa.t  kondisi  yang   mengaklbatkan   pengakhiran   penggunaan

barang milik daerah untuk diope].asikan oleh pihak lain sebagaimana
dituangkan dalam perjanjian.

(3)    Dalam melakukan pengakhiran pengt>perasian barang milik daLerah yang
didasarkan pada kondisi sebagaima" i dimaksud pada ayat (2) , Pengguna
Barang meminta persetujuan Bupati.

Pasal 50

(1)    Pada   saat   jangka   waktu   penggunaan   barang   milik   daerah   untuk
dioperasika.n    oleh    pihak    lain    telah     berakhir,     pihak    lain    yang
mengoperasikan   barang   milik   dae]`ah   mengembalikan   barang   milik
daerah  tersebut  kepada  Pengguna  I}arang  dengan  Berita  Acara  Serah
Terima (BAST).

(2)    Pengguna  Barang  melaporkan  berakhirnya  penggunaan  barang  milik
daera.h untuk dioperasikan pihak lai]i sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  kepada  Bupati  paling  lama  1  (s€i.tu)  bulan  sejak  ditandatanganinya
Berita Acara. Serah Terima (BAST)), dengan melampirkan fotokopi Berita
AcaraL Serah Terima (BAST).
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BAD VI
PEMANFAATAN

Bagian Keg atu
Umum

Pasal 5 ].
Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:
a.      Sewa;

b.      Pinjam pakai;

c.       KSP;

d.     BGsatauBSG;dan
e.       KSPI.

Pasal 5:1!

( 1)    Objek pemanfaatan barang milik daera.h meliputi:
a.     tanah dan/atau bangunan; dan
b.     selain tanah dan/atau bangunan.

(2)    Objek   pemanfaatan   barang   milik   daerah   berupa   tanah   dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pa(la ayat ( 1) huruf a, dapat dilakukan
untuk seba.gian atau keseluruhannya,

(3)    Dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah
dan/atau  bangunan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  1uas  tanah
dan/atau  bangunan  yang  menjadi  objek  pcmanfaatan   barang  milik
daerah  adalah  sebesar  luas  bagian  tanah  dan/atau  bangunan  yang
dimanfaatkan.

Bagian Kedua
Mitre Pe man..raatan

Pasal 53
Mitra Pemanfaatan meliputi:

a.      penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa;
b.     peminjam pakai, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk

Pinjam Pakai;
c.      mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP;
d.     mitra BGS/BSG,  untuk pemanfaatan  barang milik daerahdalam bentuk

BGS/BSG; dan

e.      mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah dala.in bentuk KSPI.

Pasal 54
Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksu`l dalam Pasal 52 memiliki tanggung
jawab:
a.     melakukan  pembayaran  atas  pemanfaatan  barang milik daerah  sesuai

bentuk pemanfaatan;

26



b.     menyerahkan  basil  pelaksanaan  pemanfaatan  sesuai  ketentuan  bentuk
pemanfaatan;

c.      melakukan  pengamanan  dan  pemeliharaan  alas  barang    milik  daerah
yang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan barang
milik daerah;

d.     mengembalikan  barang  milik  daerah  setelah  berakhirnya  pelaksanaan;
dan

e.      memenuhi    kewajiban    lainnya    yar.g    ditentukan    dalam    perjanjian
pemanfaatan barang milik daerah.

Bagian Kel:iga
Pemilihan dan Penetapan Mitre Pen anfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 5!5
Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-I )rinsip:
a.      dilaksanakan secara terbuka;
b.      sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tif5a) peserta;

c.      memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
d.      dilaksanakan oleh panitia pemilihan }ang memiliki integritas, handal dan

kompeten;
e.      tertib administrasi; dan
f.       tertib pelaporan.

Pasal 56
(I)     Pelaksana  pemilihan   mitra  pemanf€iatan   berupa  KSP  pada  Pengelola

Barang atau BGS/BSG terdiri atas:
a.      Pengelola Barang; dan
b.      panitia pemilihan yang dibentuk oleh pengelola Barang.

(2)    Pelaksana  pemilihan  mitra  pemanf€.atan  berupa  KSP  pada  Pengguna
Barang terdiri atas:
a.      Pengguna Barang; dan
b.      panitia pemilihan, yang dibentuli: oleh pengguna Barang.

Pasal 57
( 1)     Pemilihan mitra dilakuka.n melalui T€nder.
(2)     Dalam hal objek pemanfaatan dalam tientuk KSp merupakan barang milik

daerah yang bersifat khusus,  pemili lan  mitra dapat dilakukan  melalui
Penunjukan Langsung.

Papal 58
(1)     Dalam   pemilihan   mitra  Pemanfaata.n   KSP  atau   BGS/BSG,   Pengelola

Barang/Pengguna   Barang   memiliki   tugas   dan   kewenangan   sebagai
berikut:
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a.      menetapkan   rencana  umum   p{milihan,   antara  lain   persyaratan
peserta calon mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan;

b.     menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang meliputi:

1.      kemampuan keuangan;
2.      spesifikasi teknis; dan
3.      rancangan perjanjian.

c.      menetapkan panitia pemilihan;

d.     menetapkanjadwal proses pemil han mitra berdasarkan usulan dari
panitia pemilihan;

e.      menyelesaikan   perselisihan   an:ara   peserta   calon   mitra   dengan
panitia pemilihan, dalam hal terj rdi perbedaan pendapat;

f.       membatalkan Tender, dalam hal:
1.     pelaksanaan  pemilihan  tidak  sesuai  atau  menyimpang  dari

dokumen pemilihan;
2.      pengaduan    masyarakat    €Ldanya    dugaan    kolusi,    korupsi,

nepotisme yang melibatkan panitia pemilihan ternyata terbukti
benar;

9.      menetapkan mitra;
h.      mengawasi   penyimpanan   dan   pemeliharaan   dokumen   pemiliha.n

mitra; dan
i.       melaporkan hasil pelaksanaan p{3milihan mitra kepada Bupati.

(2)    Selain  tugas  dan  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  aya.t  (1),
dalarn hal diperlukan, Pengelola Bara ng/ Pengguna Barang dapat:
a.      menetapkan Tim pendukung; dan/atau
b.     melakukan tugas dan kewenang€in lain dalam kedudukannya selaku

Pengelola Barang/ Pengguna Barang.

Pasal 59

( 1)     Panitia pemilihan sekurang-kurangn}.a terdiri atas:
a.      ketua;

b.      sekretaris; dan
c.       an88Ota.

(2)     Keanggotaan  panitia  pemilihan  seb€lgaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
beljumlah  gasa.I  ditetapkan  sesuai   kebutuhan,  paling  sedikit  5  (lima)
orang, yang terdiri atas:
a.     unsur dari pengelola Barang dan dapat mengikutsertakan unsur dari

Perangkat Daerah/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan
mitra pemanfaatan KSP barang milik daerah pada Pengelola Barang;

b.     unsur  dari  Pengguna  Barang  dan  dapat  mengikutsertakan  unsur
dari   Perangkat   Daerah/unit   k.erja   lain   yang   kompeten,   untuk
pemilihan   mitra   pemanfaatan   KSP   barang   milik   daerah   pada
Pengguna Barang; dan
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unsur  dari  Pengelola  Barang  serta  dapat  mengikutsertakan  unsur
dari   Perangkat   Daerah/unit   kerja   lain   yang   kompeten,   untuk
pemilihan mitra BGS/BSG.

(3)     Panitia pemilihan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), diketuai oleh:
a.      Unsur dari  Pengelola Barang,  |intuk  pemilihan  mitra  Pemanfaatan

KSP barang milik daerah pada Ptmgelola Bara.ng atau BGS/BSG; dan
b.     unsur dari  Pengguna Barang,  untuk  pemilihan mitra  Pemanfaatan

KSP barang milik daerah pada F'engguna Barang.

(4)    Aparat    Pengawasan    Intern    Pem€'rintah    dilarang    ditunjuk    dalam
keanggotaan panitia pemilihan.

Pasal G'0

(1)    Persyaratan   yang   halus   dipenuhi   untuk   ditetapkan   sebagai   panitia
pemilihan:
a..      memiliki integritas, yang dinyat€ikan dengan pakta integritas;
b.     memiliki     tanggung    jawab     (lan     pengetahuan     teknis    untuk

melaksanakan tugas;
c.      memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pengelolaan barang

milik daerah;
d.     mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas; dan

e.      tidak menjabat sebagai pengelol{i keuangan.

(2)    Persyaratan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  ( 1)  sekurang-kurangnya
meliputi:
a.      berstatus  Pegawai  Negeri  Sipil [iemerintah  daerah  dengan  golongan

paling rendah II/b atau yang setara;
b.      tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
c.      memiliki      kemampuan      kerj€i      secara      berkelompok      dalam

melaksa.nakan setiap tugas/ peki3rj aannya.

Pasal 6 1

(I)    Tugas dan kewenangan pa.nitia pemilihan meliputi:
a.      menyusun      rencana     jadwal     proses      pemilihan      mitra     dan

menyampaikannya   kepada   Pengelola   Barang/   Pengguna   Barang
untuk mendapatkan penetapan;

b.      rnenetapkan dokumen pemilihari;
c.      mengumumkan   pelaksanaan   I)emilihan   mitra   di   media   massa

nasional dan di website pemerintah daerah masing-masing;
d.      melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra;
e.      melakukan  evaluasi  administrasi  dan  teknis  terhadap  penawaran

yang masuk;
f.       menyatakan tender gagal;

9.      melakukan tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;
h.      melakukan negosiasi dengan calt)n mitra dalam hal tender gagal atau

pemilihan mitra tidak dilakukan melalui tender;

29



mengusulkan     ca.Ion     mitra     1)erdasarkan     hasil     tender/seleksi
langsung/penunjukan     langsung     kepada     Pengelola     Barang/
Pengguna Barang;
menyimpan dokumen asli pemilj ham;
membuat  laporan  pertanggungj a.waban  mengenai  proses  dan  hasil
pemilihan kepada Pengelola Bar,ang/  Pengguna Barang; dan
mengusulkan  perubahan  spesirikasi  teknis  dan/atau  perubahan
materi perjanjian kepada Pengelt]la Barang/ Pengguna Barang, dalam
hal diperlukan.

(2)    Perubahan    spesifikasi    teknis    dan    perubahan    materi    perjanjian
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  1,   dilaksanakan   setelah
mendapat  persetujuan  dari  Bupati  untuk  barang  milik  daerah  yang
usulan pemanfaatannya atas persetujuan Bupati.

(3)    Perubahan     spesifikasi    teknis    dan    perubahan    materi    perjanjian
sebagaimana  dimaksud   pada  ayat  (1)   huruf  I,   dilaksanakan  setelah
mendapat persetujuan dari Pengelol€. Barang untuk barang milik daerah
yang usulan pemanfaatannya atas persetujuan Pengelola Barang.

Pa8al a,2

(1)    Pemilihan mitra yang dilakukan me]alui mekanisme tender,  calon mitra
Pemanfaatan   KSP  dan/atau   BGS/]3SG  wajib   memenuhi   persyaratan
kualifikasi sebagai berikut:

a.      Persyaratan administratif sekur€mg-kurangnya meliputi:
I.      berbentuk badan hukum;
2.      memiliki Nomor pokok wajib pajak (NPWP);

3.      membuat surat pakta lntegritas;
4.     menyampaikan     dokumen     penawaran     beserta     dokumen

pendukungnya; dan
5.      memiliki domisili tetap dan alamat yangjelas.

b.      Persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi:
I.     cakap menurut hukum;
2.     tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/ jasa

Pemerintah;
3.      memiliki  keahlian,  pengal€man,  dan  kemampuan  teknis  dan

manajerial; dan
4.      memiliki sumber daya mariusia,  modal,  peralatan dan fasilitas

lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

(2)    Pejabat/pegawai   pada  pemerintah  daerah   atau   pihak  yang  memiliki
hubungan  keluarga,  baik  dengan  Pengelola  Barang/Pengguna  Barang,
Tim  pemanfaatan,  maupun  panitia  pemilihan,  sampai  dengan  derajat
ketiga dilarang menjadi calon mitra.

Pasal 63
(1)    Pengelola Barang/Pengguna Barang menyediakan biaya untuk persiapan

dan pelaksanaan pemilihan mitra yarLg dibiayai dari APBD, yang meliputi:

a.      honorarium panitia pemilihan rritra;
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b.     biaya pengumuman, termasuk biaya pengumuman ulang;
c.      biaya penggandaan dokumen; d€m
d.     biaya   lainnya  yang   diperlukali   untuk   mendukung   pelaksanaan

pemilihan mitra.
(2)     Honorarium panitia pemilihan mitra a;ebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a ditetapkan dengan Keputusa 1 Bupati.

Bagian Kec mpat
Tende:r

Paragraf I
umufrL

Paeal 64

(1)    Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang milik
daerah kepada mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan pemanfaatan
barang milik daerah yang efisien, efektif, dan optimal.

(2)    Tender   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dilaksanakan   melalui
tahapan:
a.      pengumuman;
b.      pengambilan dokumen pemilihaii;
c.      pemasukan dokumen penawaran;
d.     pembukaan dokumen penawarai;
e.      penelitian kualifikasi;

f.       pemanggilan peserta calon   mitr{i;

9.      pelaksana.an tender; dan
h.     pengusulan calon mitra.

Paragral. 2
Pengumu]nan

Pasal 65
(1)    Panitia pemilihan mengumumkan reicana pelaksanaan tender di media

massa nasional sekurang-kurangnya melalui surat kabar harian nasional
dan website pemerintah daerah.

(2)    Pengumuman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dilakukan  paling
sedikit 2  (dua) kali.

(3)    Pengumuman sebagaimana dimaksu(i pada ayat (2), sekurang-kurangnya
memuat:
a.      nana dan alamat pengelola Bar€Lng/Pengguna Barang;
b.     identitas barang milik daerah obiek pemanfaatan;
c.      bentuk pemanfaatan;
d.     peruntukan objek pemanfaatan; dan
e.      jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan.
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Paragral. 3
Pengambilan Dokudien Pemilihan

Pasal 66

(1)    Peserta   calon   mitra   dapat   mengambil   dokumen   pemilihan   secara
langsung kepada panitia  pemilihan  dan/atau  mengunduh  dari website
sesuai waktu dan tempat yang ditent dkan dalam pengumuman.

(2)    Panitia pemilihan membuat daftar p3serta calon  mitra yang melakukan
penganbilan dokumen pemilihan.

Paragra]: 4
Pemasukan Dokutn.en Penawaran

Pasal 67

(1)     Peserta   calon   mitra   dapat   meng€imbil   dokumen   pemilihan   secara
langsung kepada panitia  pemilihan  dan/atau  mengunduh  dari website
sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dala.in pengumuman.

(2)    Panitia pemilihan membuat daftar p3serta calon  mitra yang melakukan
pengambilan dokumen pemilihan.

Paragra]r 5
Pemt)ukaan Dokumen Penawaran

Pasal G8

(1)    Pembukaan dokumen penawaran  di]akukan  secara terbuka di hadapan
peserta  calon  mitra  pada  waktu  d:in  tempat  yang  ditentukan  dalam
dokumen pemilihan.

(2)    Pembukaan  dokumen  penawaran  djtuangkan  dalam  berita  acara  yang
ditandatangani oleh panitia pemiliharL dan 2 (dua) orang saksi dari peserta
calon mitra yang hadir.

Paragrair 6
Pe nelitian Kualifilrasi

Pa8al G,9

(1)    Panitia pemilihan melaksanakan  pelielitian  kualifikasi terhadap peserta
calon mitra yang telah mengajukan dokumen penawa.ran secara lengkap,
benar,   dan   tepat  waktu   untuk   memperoleh   mitra  yang  memenuhi
kualirikasi dan persyaratan untuk mengikuti tender pemanfaatan.

(2)     Hasil    penelitian    kualifikasi    dituaLngkan    dalam    berita    acara    yang
ditandatangani oleh panitia pemiliha 1.

Paragm:I 7
Pemanggilan Peserln Colon Mitre

Pasal 7'0
Panitia    pemilihan    melakukan    peman€gilan    peserta    calon    mitra    yang
dinyatakan  lulus  kualifikasi  untuk  mer.gikuti  pelaksanaan  tender  melalui
surat tertulis dan/atau surat elektronik (€?-mat.0.
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Paragrar 8
Pelak8anaan Tender

Pasal 71

(1)    Tender dilakukan untuk mengalokas kan hak pcmanfaatan barang milik
daerah   berdasarkan   spesifikasi   te.{nis   yang   telah   ditentukan   oleh
Pengelola Barang/ Pengguna Barang kepada mitra yang tepat dari peserta
calon mitra yang lulus kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat ( 1 ) .

(2)    Tender  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  sepanjang
terdapat  paling  sedikit  3  (tiga)  peserta  calon  mitra yang  memasukkan
penawaran.

(3)    Hasil  tender  dituangkan  dalam  berita  acara  yang  ditandatangani  oleh
panitia pemilihan dan calon mitra selafu pemenang tender.

Paragraf 9
Pengu8ulan Dan Penetapa]l Mitra Pemanfaatan

Pasal 72

(1)    Pengusulan    pemenang    tender    sebagai    calon    mitra    pemanfaatan
disampaikan   secara  tertulis  oleh  panitia  pemilihan  kepada  Pengelola
Barang/Pengguna Barang berdasarkan berita acara hasil tender.

(2)     Usulan  sebagaimana  dimaksud  pacla  ayat  (I)   melampirkan  dokumen
pemilihan.

Pasal 73
Pengelola Ba.rang/ Pengguna Barang mene tapkan keputusan pemenang tender
sebagai    mitra    pemanfaatan    berdasar.kan     usulan     panitia    pemilihan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat ( 1).

Paragraf 10
Tender Gagal

Pasal 74
(I)     Panitia pemilihan menyatakan tendei. gagal apabila:

a.      tidak terdapat peserta calon mit].a yang lulus kualifikasi;

b.     ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.,
c.      dokumen pemilihan tidak sesua. dengan peraturan Menteri ini; atau
d.      calon mitra mengundurka.n diri.

(2)    Apabila  tender  gagal,  tidak  diberik€.n  ganti  rugi  kepada  peserta  calon
mitra.

Paragraf 1 I
Tender uLang

Pasal 7'5

(1)     Panitia pemilihan menyatakan tende]. ulang apabila:
a.     Tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat

(1); atau
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(3)    Usulan   sebaga.imana  dimaksud   pac,a  ayat   (2)   disertai  dengan  dasar
pertimbangan dan melampirkan doku men pemilihan.

Paragraf 13
PenunJukhan I ang8ung

Pasal 79

(1)    Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75 ayat (2), peserta calon mitra yang mengajukan penawaran
hanya terdiri atas  1  (satu)  peserta, maka panitia pemilihan menyatakan
tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan penunjukan langsung.

(2)     Penunjukan   langsung  dilakukan   te:-hadap   1   (satu)   calon  mitra  yang
mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

(3)     Proses tahapan seleksi langsung seb€igaimana dimaksud dalam Pasal 76
berlaku mutatis mutandis terhadap  proses dalam tahapan penunjukan
langsung.

Pasal 80
Tahapan  penunjukkan  langsung  dan  proses  dalam  tahapan  penunjukkan
langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3), berlaku
mutatis  mutandis  terhadap  penunjukkan  la.ngsung  pada  KSP  atas  barang
milik daerah yang bersifat khusus sebagailnana dimaksud dalam Pasal 57 ayat
(2).

Bagian Ke:lima
Sewa

Paragrar 1
Umum,

Pasal 81

(1)    Penyewaan barang milik daerah dilakuka.n dengan tujuan:
a.      mengoptimalkan    pendayagunaan    barang    milik    daerah    yang

belum/tidak  dilakukan  pengguna.an  dalam  pelaksanaan  tugas  dan
fungsi penyelenggaraan pemerin tahan daerah;

b.

C.

memperoleh   fasilitas  yang  diperlukan  dalam  rangka  menunjang
tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau
mencegah  penggunaan  barang lnilik daerah  oleh  pihak lain  secara
tidak sah.

(2)    Penyewaan  barang  milik  daerah  dil€ikukan  sepanjang  tidak  merugikan
pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daera h.

Pasal 82

(1)    Barang milik daerah yang dapat disewa berupa:
a.     Tanah  dan/atau  bangunan yang  sudah  diserahkan  oleh  Pengguna

Barang kepada Bupati;
b.      sebagian  tanah  dan/atau  bang.unan  yang  masih  digunakan  oleh

Pengguna Barang; dan/ atau
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c.      selain tanah dan/atau bangunari.

(2)    Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dilaksanakan   oleh   Pengelola   BararLg   setelah   mendapat   persetujuan
Bupati.

(3)    Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  humf b
dan  humf  c,  dilaksanakan  oleh  Pengguna  Barang  setelah  mendapat
persetujuan dari Pengelola Barang.

(4)    Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah, meliputi:
a.      Badan usaha Milik Negara;

b.      Badan usaha Milik Daerah;
c.      Swasta;dan

d.      Badan hukum lalnnya.

(5)    Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, antara lain:
a.      perorangan ;
b.     persekutuan perdata;
c.      persekutuan firma;
d.      persekutuan komanditer;
e.      perseroan terbatas;
f.       Iembaga/organisasi intemasional/asing;

9.      yayasan; atau
h.      koperasi.

Paragral. 2
•angha Waltu Sewa

in

(2)

Pasal 83
Jangka waktu sewa barang milik daei-ah paling lama 5 (lima) taLhun sejak
ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
Jangka  waktu  sewa  barang  milik  d€ierah  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
a.     kerja sama infrastruktur;
b.     kegiatan dengan karakteristik u:saha yang memerlukan waktu sewa

lebih dari 5 (lima) tahun; atau
c.      ditentukan lain dalam undang-Undang.

(3)    Jangka   waktu   sewa   barang   milik   daerah   untuk   kegiatan   dengan
karakteristik   usaha   yang   memerlukan   lebih   dari   5    (lima)    tahun
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf b  dilakukan  berdasarkan
perhitungan  hasil  kajian  atas  Sews.  ya.ng  dilakukan  oleh  pihak  yang
berkompeten.

(4)    Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung
berdasarkan periodesitas Sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:
a.      pertahun;
b.      perbulan;

c.      perhari;dan
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d.      perjam.

(5)    Jangka  waktu  sewa  barang  milik  daerah  dalam  rangka  kerja  sama
infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  huruf a, paling lama
10 (sepuluh) tahun dan dapat diperp€injang  1  (satu) kali.

Pasal 84
Lingkup   pemanfaatan   barang   milik   d€ierah   dalam   rangka   kerja   sama
infrastruktur  dapat  dilaksanakan   melalui  sewa  mempedomani   ketentuan
perundang-undangan.

Paragraf 3
Formula Tarlf/ BeBarafl Sewa

Pasal 8 5

( 1)    Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati:
a.     untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan
b.     untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan

dengan   berpedoman   pada   ket)ijakan   pengelolaan   barang   milik
daerah.

(2)    Besaran sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah besaran nilai
nominal sewa barang milik daerah yang ditentukan.

(3)    Besaran   sewa   atas   barang   milik   daerah   untuk   KSPI   sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2)  hLiruf a,  atau untuk kegiatan dengan
karakteristik  usa.ha  yang  memerlukan  waktu  sewa  lebih  dari  5  (lima)
tahun  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  83  ayat  (2)  huruf b,  dapat
mempertimbangkan    nilai    keekonomian    dari    masing-masing    jenis
infrastruktur.

(4)    Mempertimbangkan   nilai  keekonomian,   sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (3),  antara lain  dengan  mempertimbangkan  daya beli/kemampuan
membayar  (abfzi.Cg  fo  pczg)   masyarakat  dan/atau  kemauan  membayar
(ultllingness to pay\ masyarakat.

Pasal 816

Formula tarif sewa barang milik daerah mi3rupakan hasil perkalian dari:
a.      tarifpokok sewa; dan
b.      faktor penyesuai sewa.

Pasal 87
(1)    Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, adalah

hasil perkalian antara nilai indeks barang milik daerah dengan luas tanah
dan/atau bangunan dan nilai wajar tia.nah dan/atau bangunan

(2)    Tarif pokok sewa sebagaimana dimaktsud pada ayat ( 1), dibedakan untuk:
a.      barang milik daerah berupa tanah;
b.      barang milik daerah berupa ban!qunan;

c.      barang milik daerah berupa seb€.gian tanah dan bangunan; dan
d.     barang milik daerah selain tanali dan/atau bangunan.
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(3)    Tarif pokok sewa barang milik daerarL berupa tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapa.t
termasuk formula sewa barang milik claerah berupa prasarana bangunan.

(4)    Tarif pokok sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati.

Paed 88

(1)    Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa tanah sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  87  ayat  (2)  huruf a,  merupakan  hasil  perkalian
dari:

a.      faktor variabel sewa tanah;
b.      Iuas tanah (Lt); dan
c.      nilaitanah (Nt).

(2)    Faktor va.riabel sewa tanah sebagaim±ma dimaksud pada ayat (1) huruf a,
besarannya ditetapkan oleh Bupati.

(3)    Luas  tanah  sebagaimana  dimaksud   pada  ayat  (1)  huruf  b,  dihitung
berdasarkan gambar situasi/ peta tanah atau sertirikat tanah.

(4)    Nilai tanah sebagaimana dimaksud pa.da. ayat ( 1) huruf c, merupakan nilai
wajar atas tanah.

(5)    Luas tanah  sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)  dihitung dalam  meter
persegi.

(6)    Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian tanah, maka luas tanah
sebagaimana dimaksud  pada ayat  (3|  adalah  sebesar luas  bagian tanah
yang disewakan.

(7)    Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki da.mpak
terhadap  bagian  tanah  yang  lainnya,  maka  luas  ta.nah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat ditamb{ ihkan jumlah tertentu yang diyakini
terkena dampak pemanfaatan tersebut.

(8)    Nilai tanah sebagaimana dimaksud Fada ayat (4)  dihitung dalam rupiah
per meter persegi.

Pasal 89
(1)    Tarif   pokok   sewa   untuk   barang   milik   daerah   berupa   bangunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b, merupakan hasil
perkalian dari:
a.      faktor variabel sewa bangunan;
b.      Iuas bangunan (lb); dan

c.      nilai bangunan.

(2)    Dalam  hal  sewa  bangunan  termasuk  prasarana  bangunan,  maka  tarif
pokok   sewa   bangunan   ditambahkan   tarif   pokok   sewa   prasarana
banguna.n.

(3)     Faktor  variabel  sewa  bangunan  seba.gaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf a, ditetapkan oleh Bupati.

(4)

(5)

Luas bangunan sebagaimana dimaksud pada a.yat ( 1 ) huruf b, merupakan
luas lantal bangunan sesuai garnbar dalam meter persegi.
Nilai bangunan sebagaimana dimaks`id pada ayat ( 1) huruf c, merupakan
nilai wajar atas bangunan.
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(6)    Dalam  hal  bangunan  yang  disewak€in  hanya  sebagian  dari  bangunan,
maka  luas  bangunan  sebagaimana  dimaksud  pada  a.yat  (1)  huruf  b,
adalah sebesar luas lantai dari bagiarL bangunan yang disewakan.

(7)    Dalam  hal  pemanfaatan  bagian  bangunan  yang  disewakan  memiliki
dampak terhadap bagian bangunan :iJang lainnya,  maka luas bangunan
sebagainana dimaksud pada ayat ( 1)  nuruf b, dapat ditambahkan jumlah
tertentu   dari   luas   bangunan   yang   diyakini   terkena   dampak   dari
pemanfaatan tersebut.

(8)    Nilai bangunan  sebagaimana dimak€ud  pada ayat  (1)  huruf c,  dihitung
dalam rupiah per meter persegi.

Pasal 9D

(1)    Tarif  pokok  sewa  untuk  prasarana  bangunan  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (2) merupakan basil perkalian dari:
a.     fcktor variabel sewa prasarana bangunan; dan
b.      nilai prasarana bangunan (Hp).

(2)    Faktor variabel  sewa prasarana ban€iunan  sebagaimana dimaksud pada
ayat  (1)  huruf  a,  ditetapkan  sama  besar  dengan  faktor  variabel  sewa
bangunan.

(3)    Nilai prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan nilai wajar atas prasaranLa. bangunan.

(4)     Nilai prasarana bangunan dihitung da.lam rupiah.

PaBal 9 1

(1)    Tarif pokok sewa. untuk barang milik  daerah berupa sebagian tanah dan
bangunan  sebagaimana  dimaksud   dalam  Pasal  87  a.yat  (2)  huruf  c,
merupakan hasil penjumlahan dari:
a.      tarifpokok sewa tanah; dan
b.      tarifpokok sewa bangunan.

(2)    Penghitungan tarif pokok sewa tana]i sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a berlaku mutatis mutandis  ketentuan dalam Pasal 88.

(3)    Penghitungan  tarif pokok  sewa ban€mnan  sebagaimana dimaksud  pada
ayat ( 1) huruf b, berlaku mutatis mul:andis ketentuan da.lam Pasal 89.

Pasal 92
(1)    F`aktor penyesuai sewa  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal  86 huruf b

meliputi,

(2)

(3)

a.     jenis kegiatan usaha penyewa;
b.      bentuk kelembagaan penyewa; c an
c.      periodesitas sewa.

Faktor  penyesuai  sewa  sebagaimami  dimaksud  pada  ayat  (I)  dihitung
dalam persentase.
Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  ditetapkan
oleh Bupati.
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Par,igraf 4
•eni8 Kegiatam Usaha Penyewa

Pasal 93
Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimar.a dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)
huruf a, dikelompokkan atas:
a.      kegiatan bisnis;

b.     kegiatan non bisnis; dan
c.      kegiatan sosial.

Plsal 94
(1)     Kelompok kegiatan bisnis sebagaimaiia dimaksud dalam Pasal 93 huruf

a,   diperuntukkan   bagi   kegiatan   }.ang   berorientasi   untuk   mencari
keuntungan, antara lain:
a.      perdagangan;

b.     jasa;dan
c.      industri.

(2)    Kelompok  kegiatan  non  bisnis  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  93
huruf b, diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang
atau jasa yang diberikan namun tidal: mencari keuntungan, antara lain:
a.      pela.yanan kepentingan umum y€ing memungut biaya dalam jumlah

tertentu  a.tau  terda.pat  potensi  keuntungan,  baik  materil  maupun
immateril;

b.      penyelenggaraan pendidikan nas]onal;
c.      upa.ya pemenuhan kebutuhan pe!3awai atau fasilitas yang diperlukan

dalam rangka menunjang tugas clan fungsi Pengguna Barang; dan
d.      kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.

(3)    Kelompok kegiatan sosial sebagainam dimaksud dalam Pasal 93 huruf c
diperuntukkan    bagi    kegiatan    yang    tidak    menarik    imbalan    atas
barang/jasa   yang    diberikan    dan/iitau    tidak    berorientasi    mencari
keuntungan, antara lain:
a.     pelayanan kepentingan umum yarig tidak memungut biaya dan/atau

tidak terdapat potensi keuntungan;
b.     kegiatan sosial;
c.      kegiatan keagamaan;
d.     kegiatan kemanusiaan;
e.      kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
f.       kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Pai'agraf 5
Perja].Ljian Sews

P«sal 95

(1)    Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yang
ditandatangani oleh penyewa dan:
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a.     Bupati,  untuk  barang  milik  daerah  yang  berada  pada  Pengelola
Barang; dan

b.     Pengelola  Barang,  untuk  barang  milik  daerah  yang  berada  pada
Pengguna Barang.

(2)    Perjanjian  sewa  sebagaimana  dima{sud  pada  ayat  (1),   paling  sedikit
memuat:
a.      dasar perjanjian;
b.      para pihak yang terikat dalam perjanjian;
c.     jenis, luas ataujumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
d.     besaran danjangka waktu sewa  termasuk periodesitas sewa;
e.      tanggung jawab  penyewa atas  ttiaya operasional  dan  pemeliharaan

selama jangka waktu sewa;
f.      peruntukan  sewa,  temasuk  kclompok  jenis  kegiatan  usaha  dan

kategori bentuk kelemba.gaan pe.nyewa;

9.      hak dan kewajiban para pihak; clan
h.     hal lain yang dianggap perlu.

(3)    Penandatanganan peljanjian  sewa s€'bagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4)    Seluruh  biaya  yang  timbul  dalam  rangka  pembuatan  perjanjian  sewa
ditanggung penyewa.

Para8m]` 6
Pembayarat] Sewa

Pa8al 96

(1)    Hasil  sewa  barang  milik  daerah  mi=rupakan  penerimaan  daerah  dan
seluruhnya wajib disetorkan ke reker]ing Kas Umum Daerah.

(2)    Penyetoran  uang  sewa  harus  dilaki. kan  sekaligus  secara  tunal  paling
lambat  2  (dua)  hari  kerja  sebelum  ditandatanganinya  perjanjian  sewa
barang milik daerch.

(3)    Pembayaran  uang  sewa  sebagaimarLa  dimaksud  pada  ayat  (2),  dapat
dilakukan  dengan  cara  pembayaran  secara  tunai  kepada  bendahara
penerimaan atau menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah.

(4)    Pembayaran  uang sewa  sebagaiman€. dimaksud  pada ayat  (2),  dan  ayat
(3)   dibuktikan   dengan   menyerahkan   bukti   setor   sebagai   salah   satu
dokumen  pada  lampiran  yang  menjadi  bagian  tidak  terpisahkan  dari
perjanj ian sewa.

PEIsal 97

(1)    Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat
(2),   penyetoran   uang   sewa   barang   milik   daerah   untuk   KSPI   dapat
dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.

(2)    Persetujuan Pengelola Barang sebagalmana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilaporkan kepada Bupati.
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(3)    Penyetoran uang sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam perjanjian Sewa.

(4)    Penyetoran uang sewa barang milik d{ierah secara bertahap sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (3)   dilakukarL   dengan   memperhitungkan   nilai
sekarang  dari   setiap   tahap   pembayaran   berdasarkan  besaran   sewa
barang  milik  daerah  ha.sil  perhitungan  sesuai  ketentuan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 92.

(5)    Perhitungan   sebagaimana   dimaksu(1   pada   ayat   (4)   dapat   meminta
masukan dari Penilai.

(6)    Penyetoran uang sewa barang milik d€ierah secara bertahap sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (3)  dilakukan  t}epanjang  penyewa  tidak  memiliki
kemampuan  yang  cukup  dari  aspek  finansial  untuk  membayar  secara
sekaligus dibuktika.n dengan surat pemyataan.

(7)    Surat pemyataan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (6)  ditandatangani
oleh  penyewa yang  sekurang-kurangnya  memuat  keterangan  mengenai
ketidakmampuan   ter§ebut   dan   pe].nyataan   tanggung   jawab   untuk
membayar lunas secara bertahap.

PO,\a.grill 7
Perpanjangan J€ingka Waktu Sewa

P!lsal 98

(1)    iJangka  waktu  sewa  barang  milik  daerah  dapat  diperpanjang  dengan
persetujuan:
a.      Bupati,  untuk  barang  milik  da,3rah  yang  berada  pada  Pengelola

Barang; dan
b.      Pengelola  Barang,  untuk  baran,i5  milik  dacrah  yang  berada  pada

Pengguna Barang.

(2)    Penyewa  dapat  mengajukan  permoh®nan  perpanjangan  jangka  waktu
sewa kepada:
a.      Bupati, untuk barang milik daer€ih pada pengelola Barang; dan

b.      Pengelola   Barang,   untuk   bara]ig   milik   daerah   pada   Pengguna
Baran8.

(3)    Pengajuan  permohonan  perpanjanga]i jangka waktu  sewa  sebagaimana
dimaksud pada a.yat (2) dilakukan ketentuan:
a.     untuk jangka waktu  sewa  lebih  dari  1  (satu)  tahun,  perrnohonan

perpanjangan  harus  disampaik€in  paling  lambat  4  (empat)  bulan
sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;

b.     untuk   jangka    waktu    sewa    per    tahun,    permohonan    harus
disampaikan   paling  lambat  3   (tiga)   bulan   sebelum  berakhirnya
jangka waktu sewa;

c.      untuk    jangka    waktu    sewa    per    bulan,    permohonan    harus
disampaikan  paling  lambat  10  (+;epuluh)  hari  sebelum  berakhirnya
jangka waktu sewa;

d.      untuk periodesitas  sewa per hari atau per jam,  permohonan  harus
disampalkan sebelum berakhirn),.a jangka wa.ktu sewa.
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(4)    Permohonan  sebagaimana dimaksud  pada ayat (3)  huruf a dan huruf b
diajukan dengan melengkapi persyara =an sebagaimana permohonan sewa
pertama kali.

(5)    Tata    cara    pengajuan    usulan    perpanja.ngan    jangka    waktu    sewa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan
dengan mekanisme sebagalmana pen{;a.juan usulan sewa baru.

(6)    Penetapan jangka waktu  dan  perpanjangannya  sebagaimana  dimaksud
dalaln Pasal 83 ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a.      karakteristik jenis infrastruktur;
b.      kebutuban penyedia.an infrastruktur;
c.      ketentuan untuk masing-masing.jenis infrastruktur dalam peraturan

perundang-undangan; dan
d.      pertimbangan lain dari Bupati.

Paragraf 8
Pengckhiran Sewa

Pasal 99
Sewa berakhir apabila:
a.     Berakhirnyajangka waktu sewa;
b.     Berlakunya  syarat  batal  sesuai  perj€injian  yang  ditindaklanjuti  dengan

pencabutan persetujuan sewa oleh Bupati atau Pengelola Barang;
c.      Bupati atau pengelola Barang mencat)ut persetujuan sewa dalam rangka

pengawasan dan pengendalian; dan
d.      Ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pa8al 100
(1)    Penyewa wajib menyerahkan barang milik daerah pada saat berakhirnya

sewa  dalam  keadaan  baik  dan  layal:  digunakan  secara  optimal  sesuai
fungsi dan peruntukannya.

(2)    Penyerahan  barang  milik  daerah  setiagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

(3)    Pengelola   Barang/Pengguna   Barang   harus   melakukan   pengecekan
barang milik daerah yang disewakan  sebelum ditandatanganinya Berita
Acara Serah Terima (BAST) guna memastikan kelayakan kondisi barang
milik daerah bersangkutan.

(4)    Penandatanganan   Berita   Acara   Serah   Terima   (BAST)    sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (3)  dilakukan  setelah  semua  kewajiban  penyewa
dipenuhi.

Paragraf 9
Tata Care Pelahaanaan Sewa Oleh Pengelola Bamng

Pasal liD1

( 1)    Calon Penyewa mengajukan surat pel.mohonan disertai dengan dokumen
pendukung.
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(2)     Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
a.      data calon penyewa;
b.      1atar belakang permohonan;

a.     jangha waktu penyewaan, termasuk periodesitas sewa; dan
d.     peruntukan sewa.

(3)     Dokumen pendukung sebagaimana djmak§ud pada ayat (1) terdiri dari:
a.      Pemyataan/persetujuan      dari      pemilik/pengurus,      perwakilan

pemilik/pengurus,  atau  kuasa  I)emilik/pengurus  dalam  hal  calon
penyewa berbentuk hukum/ bade.n usaha;

b.     Pernyataan   kesediaan   dari   calt)n   penyewa   untuk   menjaga   dan
memelihara  barang  milik  daerah  serta  mengikuti  ketentuan  yang
berlaku selama jangka waktu sevJa; dan

c.      data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa.
Pasal  1('2

(1)     Data  calon  penyewa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  101  ayat  (2)
huruf a, terdiri dari:
a.       fotokopi KTP;

b.      Fotokopi NPWP;

c.      fotokopi SIUP; dan

d.      datalainnya.

(2)    Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya
dibuktikan  dengan  fotokopi  KTP  seb,igaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf a.

(3)    Data barang milik daerah sebagaimaiia dimaksud dalam Pasal  101  ayat
(3) huruf c, terdiri dari:
a.     foto atau gambar barang milik daerah, berupa:

1.     gambar  lokasi  dan/atau  s{fe plan  tanah  dan/atau  bangunan
yang akan disewa; dan

2.      foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewa.
b.      alamat objek yang akan disewakan; dan/atau
c.      perkiraan luas tanah dan/atau b,angunan yang akan disewakan.

Pasal 1{'3

(1)    Pengelola Barang melakukan penelitia.n terhadap sura.t permohonan dan
dokumen  pendukung  sebagaimana  climaksud  dalarn  Pasal   101  untuk
menguji   atas   kelayakan   penyewaan   terka.it   permohonan   dari   calon
Penyewa.

(2)    Dalam   melakuka.n   penelitian   terh€idap   barang   yang   akan   disewa
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasa]   101   ayat  (3)   huruf  c,   Pengelola
Barang   dapat   meminta   keterangan   kepada   Pengguna   Barang  yang
menyerahkan  barang  milik  daerah  tierupa  tanah  dan/atau  bangunan
yang diajukan untuk disewakan.
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(3)    Pengelola  Barang  menugaskan  Penilai  Pemerintah  atau  Penilai  Publik
untuk  melakukan  penilaian  objek  sewa  guna  memperoleh  nilai  wajar
barang   milik  daerah   berupa   tanah   dan/atau   bangunan  yang  akan
disewakan.

(4)     Penilai   publik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (3)   ditetapkan  oleh
Bupati.

(5)    Hasil penila.ian  berupa nilai wajar  sel)agaimana dimaksud  pada ayat  (3)
diperlakukan  sebagal  tarif  pokok  sewa  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 87 adalah perhitungan besaran Sewa.

(6)    Hasil  penilaian  sebagaimana  dimaks,ud  pada  ayat  (5)  digunakan  oleh
Pengelola   Barang   dalam   melakuk€ln    kajian    kelayakan    penyewaan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan perhitungan besaran sewa.

(7)    Seluruh  biaya  yang  timbul  dalam  r.a.ngka  penilaian  dibebankan  pada
APBD.

(8)    Dalam  hal  terdapat  usulan  sewa  dari  beberapa  calon  penyewa  dalam
waktu yang bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa dengan
didasarkan  pada  pertimbangan  aspek  pengamanan  dan  pemeliharaan
barang  milik  daerah  serta  usulan  sewa  yang  paling  menguntungkan
pemerintah daerah.

(9)    Berdasarkan   hasil   penelitian   sebag€limana   dimaksud   pada   ayat   (1),
Pengelola  Barang  mengajukan  usulan  permohonan  sewa  barang  milik
daerah kepada Bupati untuk mendap€it persetujuan.

Pasal 104

(1)    Bupati  memberikan  persetujuan  atas  permohonan  Sewa yang diajukan
dengan   mempertimbangkan   hasil   I)enelitian   dan   kajian   kelayakan
penyewaan sebagaimana dimaksud da.lam Pasal  103 ayat (9).

(2)    Apabila    Bupati    tidak    menyetujui    permohonan    tersebut,     Bupati
menerbitkan surat penolakan kepada I)ihak yang mengajukan permintaan
sewa dengan disertai alasan.

(3)    Apabila  Bupati  menyetujui  permohonan  tersebut,  Bupati  menerbitkan
surat   persetujuan   penyewaan   barang   milik   daerah   berupa   tanah
dan / atau bangunan.

(4)    Surat   persetujuan   penyewaan   bar€ing   milik   da.erah   berupa   tanah
dan/atau  bangunan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  sekurang-
kurangnya memuat:
a.     data barang milik daerah yang akan disewakan;
b.      datapenyewa;
c.      data sewa, antara lain:

1.      besaran tarif sewa; dan

2.     jangkawaktu.

(5)    Besaran  sewa yang dicantumkan  dal€im surat persetujuan  sewa barang
milik  daerah  berupa  tanah  dan/atau  bangunan  merupakan  nilai  hasil
perhitungan berdasarkan formula taril` sewa.
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(6)    Dalam hal terdapat usulan nilai sew€i yang diajukan oleh calon penyewa
dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan
formula   tarif   sewa,   besaran   sewa   yang   dicantumkan   dalam   surat
persetujuan   sewa   adalah   sebesar   usulan   besaran   sewa   dari   calon
Penyewa.

Pangraf 10
Tata Care Pelakeanaan Sewa Oleh Pengguna Barang

Pasal 105
Pengguna  Barang  dapat  membentuk  Tirr.  dalam  rangka  pemanfaatan  sewa
untuk mempersiapkan usulan sewa.

Pasal 106

(1)    Pengajuan permohonan sewa oleh calJn penyewa sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal   101   dan  Pasal   102  bcrlaku  mutatis  mutandis  terhadap
pengajuan permohonan sewa oleh calim penyewa pada Pengguna Barang.

(2)    Pengguna   Barang   melakukan   penelitian   atas   kelayakan   penyewaan
permohonan sewa oleh calon penyew€i sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

(3)    Pengguna  Barang  melakukan  penilaian  terhadap  barang  milik  daerah
berupa sebagian tanah dan/atau barigunan atau selain tanah dan/atau
bangunan yang akan disewakan.

(4)     Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
a.      Penilai pemerintah atau penilai lfublik yang ditetapkan oleh Bupati,

untuk barang milik daerah beru|)a tanah dan/atau bangunan.
b.     Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai yang

ditetapkan  oleh  Bupati,  untuk  barang  milik  daerah  berupa  selain
tanah dan / atau bangunan.

(5)     Berdasarkan basil penelitian kelayak{m dan hasil penilaian sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3),  Pengguna  Barang  mengajukan
usulan permohonan sewa barang milik daerah kepada Pengelola Barang
untuk mendapat persetujuan.

Pa8al 107

(1)    Usulan permohonan sewa sebagaimarla dimaksud dalam Pasal  106 ayat
(5)  disertai:
a.      data barang milik daera.h yang d]usulkan;
b.     usulan jangka waktu sewa;
c.      usulan nilai sewa berdasarkan fcrmulasi tarif/ besaran sewa;
d.     surat pernyataan dari pengguna Barang; dan
e.      surat pernyataan dari calon penyewa.

(2)    Dalam    hal    usulan    sewa    yang    cliajukan    oleh    Pengguna    Barang
sebagaimana    yang    dimaksud    pada    ayat    (1)    bukan    berdasarkan
permohonan  dari  calon  penyewa,  m€ika  usulan  sewa  kepada  Pengelola
Bara.ng  tidak  perlu  disertai  surat  pernyataan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat ( 1) huruf e.
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Pasal  1()8

(1)    Surat pemyataan Pengguna Barang sebaLgaimana dimaksud dalam Pasal
107 ayat (I) huruf d, menyatakan bahwa:

a.     Barang milik daerah yang akan disewakan tidak sedang digunakan
dalam    rangka    penyelenggaraan    tugas    dan    fungsi    Perangkat
Daerah/unit kerja; dan

b.      penyewaan     barang     milik     d€ierah     tidak     akan     mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah /unit kerja.

(2)    Surat pernyataan calon penyewa seba:3aimana dimaksud dalam pasal l07
ayat  (1)   huruf  e,  menyatakan  bahv7a  calon  penyewa  bersedia  untuk
menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan
yang berlalm selama jangka waktu sewa.

Pasol log

(I)    Pengelola Barang melakukan peneliti:an atas kelayakan penyewaan yang
diusulkan  Pengguna  Barang  sebagajmana  dimaksud  dalam  Pasal  106
ayat (5).

(2)    Dalam   melakukan   penelitian   sebagaimana  dimaksud   pada   ayat   (1),
Pengelola  Barang  dapat  meminta  kel.erangan  kepada  Pengguna  Barang
yang mengajukan sewa.

(3)    Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian
guna  menghitung  nilai  wajar  atas  nilai  sewa  pasar  apabila  Pengelola
Barang memiliki keyakinan yang men iadai bahwa:
a.      Iuas tanah dan/atau bangunan ya.ng disewakan tidak mencerminkan

kondisi peruntukan sewa; atau
b.      estimasi perhitungan tarif dasar :5ewa dengan menggunakan formula

sewa dianggap sangat jauh berbc.da dengan kondisi pasar.

(4)    Hasil  penilaian  berupa  nilai  wajar  atas  nilai  sewa  pasar  sebagaimana
dimaksud    pada   ayat    (3)    diperlakukan    sebagai    tarif   pokok   sewa
sebagalmana  dimaksud  dalam  Pasal   87  dalam  penghitungan  besaran
Sewa.

(5)    Dalam  hal  yang  diusulkan  untuk  djsewakan  merupakan  barang  milik
daerah   berupa   selain   tanah   dan/atau   bangunan,   Pengelola  Barang
melakukan penelitian atas besaran sewa yang diusulkan oleh Pengguna
Baran8.

(6)    Pelaksanaan  penilaian  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3)  dilakukan
dengan  berpedoman  pada  standar  penilaian  dan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

(7)     Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6)  dipergunakan oleh
Pengelola    Barang   dalam    melakuk{m    ka.jian    kela.yakan    penyewaan
sebagaimana dimaksud pada. ayat ( 1) dan perhitungan besaran sewa.

(8)    Seluruh  biaya  yang  timbul  dalam  rangka  Penilaian  dibebankan  pada
APBD.
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Pasal  I:10

( I)    Pengelola Barang memberikan surat  ?ersetujuan atas permohonan sewa
yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
ayat   (5),   dengan   mempertimbangkan   hasil   penelitian   sebagaimana
dimak§ud  dalam  Pasal  109  ayat  (1)  dan  kajian  kelayakan  penyewaan
sebagalmana dimaksud dalam Pasal :.09 ayat (7).

(2)    Berdasarkan  surat  persetujuan  seb{igaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
Pengelola Barang mengajukan penetai)an formulasi/ besaran sewa kepada
Bupati   dengan   melampirkan   hasil   penelitian   dan   kajian   kelayakan
penyewaan.

Pasal  1 :L 1

(I)    Apabila   Pengelola   Barang   tidak   m{myetujui   permohonan   sewa   yang
diajukan Pengguna Barang sebagaim€ina dimaksud dalam Pasal  106 ayat
(5),  Pengelola Barang memberitahuk€in  kepada  pihak yang mengajukan
permintaan sewa dengan disertai alasan.

(2)    Apabila  Pengelola Barang  menyetujui  permohonan  sewa yang diajukan
Pengguna  Barang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   106  ayat  (5),
Pengelola Barang menerbitkan surat I ersetujuan penyewaan barang milik
daerah.

(3)    Surat  persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  paling  sedikit
memuat:
a.      data barang milik daerah yang akan disewa.kan;
b.      datapenyewa;

c.      da.ta sewa, antara lain:
1.      besaran tarifsewa; dan
2.     jangka waktu, termasuk periodesitas sewa.

(4)    Apabila usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai
data  calon  penyewa,  maka  persetujuan  sewa  tidak  perlu  disertai  data
calon penyewa sebagaimana dimaksu] pada ayat (3) huruf b.

(5)    Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan  sewa barang
milik daerah  berupa  tanah  dan/atau  bangunan  merupakan  nilal  hasil
perhitungan berdasarkan formula tar, f sewa.

(6)    Apabila usulan  nilai  sewa yang diajukan  oleh  calon  penyewa dan/atau
Pengguna   Barang   lebih   besar   dar.   hasil   perhitungan   sebagaimana
dimaksud pada  ayat (5),  maka besaian  sewa yang dicantumkan dalam
surat persetujuan sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah
dan/atau  bangunan  adalah  sebesar  usulan  besaran  sewa  dari  calon
penyewa dan/ atau Pengguna Barang.

(7)    Besaran  sewa yang dicantumkan dala.in surat persetujuan  sewa barang
milik daerah berupa selain tanah dari/atau bangunan berdasaLrkan nilai
Sewa.

Pasal  1 ]L2

( 1)    Pengguna Barang melaksanakan sewa berdasarkan persetujuan pengelola
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal  i 1 I  ayat (2) paling lambat 1
(satu)   bulan   sejak   dikeluarkannya   persetujuan   sewa  oleh   Pengelola
Baran8.
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(2)    Dalam  hal  usulan  sewa  yang  diajukan  oleh  Pengguna  Barang  tidak
disertai data calon penyewa sebagaim{ina dimaksud dalam Pasal 1 1 1 ayat
(4),     Pengguna     Barang    mengupaya.kan     agar    informasi    mengenai
pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh
dengan mudah dan jelas oleh para caJon penyewa.

(3)    Dalam  hal  terdapat  usulan  sewa  d€iri  beberapa  calon  penyewa  dalam
waktu yang bersamaan, Pengguna B€i rang menentukan penyewa dengan
mempertimbangkan  aspek pengamarian dan pemeliharaan barang milik
daerah    serta    pertimbangan    usul€in    sewa    yang    dianggap    paling
menguntungkan.

Paragraf 1 1
Pemeliharaam Sewa

Pa8al  1:L3

(1)    Penyewa wajib  melakukan pemeliharaan atas  barang milik daerah yang
disewa.

(2)    Seluruh   biaya   pemeliharaan   sebag,almana   dimaksud   pada   ayat   (1)
termasuk  biaya yang  timbul  dari  pcmaka.ian  dan  pemanfaatan  barang
milik daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.

(3)    Pemeliharaan  sebagaimana  dimaksi.d  pada  ayat  (2)  ditujukan  untuk
menjaga kondisi dan memperbaiki ba].ang agar selalu dalam keadaan baik
dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

(4)     Perbaikan  ba.rang  milik  daerah  sebiigaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)
harus  sudah  selesai dilaksanakan p€iling lambat pada saat berakhirnya
jangka waktu sewa.

(5)    Dalam hal barang milik daerah yang disewa rusak akibat keadaan kahar
lforce majettr/, perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh
Pengelola Barang/  Pengguna Barang dan Penyewa.

Paragraf 12
Perubahan Bentuk Bar8Lng Milik Daerah

Pasal  1:L4

(1)    Perubahan bentuk barang milik daer€ih dilakukan dengan persetujuan:
a.      Bupati,  untuk  barang  milik  daerah  yang  berada  pada  Pengelola

Barang; dan

(2)

(3)

b.      Pengelola  barang,  untuk  barang  rnilik  daerah  yang  berada  pnda
Pengguna Barang.

Perubahan bentuk barang milik daer€i h seba.gaimana dinaksud pada ayat
( 1) dilaksanaka.n tanpa mengubah ko]1struksi dasar bangunan.
Dalam   ha.I    perubahan   bentuk   barang   milik   daerah    sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mengakibatka n adanya penambahan, bagian yang
ditambahkan menja.di barang milik daerah dan disertakan dalam Berita
Acara Serah Terima (BAST) pada saat bera.khirnya jangka waktu sewa.
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Pamgraf 13
Ganti Ru8i

Pasal  1]15

Dalam  hal  barang  milik  daerah   selaln   tanah  dan/atau  bangunan  yang
disewakan hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib mela.kukan ganti
rugi sesuai ketentuan peraturan perundan g-undangan.

Paragraf 14
Denda Sai'Ll[8i

Pasal  1 :L6

Penyewa dikena.kan sanksi administratif b 3rupa surat teguran apabila:
a.     penyewa belum menyerahkan barang milik daerah yang disewa pada saat

berakhimya jangka waktu sewa;
b.      perbaikan   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   113   ayat   (4)   belum

dilakukan atau diperkirakan belum s( :lesai menjelang berakhirnya jangka
waktu sewa; dan/atau

c.      penggantian   sebagaimana  dimaksucl   dalam   Pasal   115   belum   selesai
dilaksanakan paling lambat sebelum  berakhimya jangka waktu sewa.

Pasal  1:L7

(1)    Dalam  hal  penyerahan,  perbaikan,  can  atau  penggantian  barang  milik
daerah  belum  dilakukan  terhitung  ]   (satu)  bulan  sejak  diterbitkannya
surat   teguran   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal    116,   penyewa
dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.

(2)    Dalam  hal  penyerahan,  perbaikan,  Can  atau  penggantian  barang  milik
daerah  belum  dilakukan  terhitung  1  (bulan)  sejak  diterbitkannya  surat
peringatan  sebagaimana  dimaksud  I)ada  a.yat  (1),  penyewa  dikenakan
sanksi  administratif  berupa  denda,  sebagaimana  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keenatn
Pinjam Pakai

Pangrar 1
prinsip utrLum

Pasal  1]L8

( 1)     Pinjam pakai dilaksanakan dengan p€.rtimbangan:
a.     mengoptimalkan   barang   milik   daerah   yang   belum   atau   tidak

dilakukan  penggunaan  untuk  I)enyelenggaraan  tugas  dan  fungsi
Pengguna Barang; dan

b.     menunjang pelaksanaan penyele lggaraan pemerintahan daerah.

(2)    Peminjam  pakai   dilarang  untuk  mclakukan  pemanfaatan  atas  objek
pinjam pakai.
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Paragraf 2
Pihak Pelaksam Plnjam Pakai

Pasal 119

(1)    Pinjarn pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat
dan  pemerintah  daerah  atau  antar  pemerintah  daerah  dalam  rangka
penyelenggaraan pemerintahan.

(2)    Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh:
a.      Pengelola  13a.rang,  untuk  baran!3  milik  daerah  yang  berada  pada

Pengelola Barang; dan
b.     Pengguna  Barang,  untuk  barang  milik  daerah  yang  berada  pada

Pengguna Barang.

(3)    Pelaksanaan   Pinjam   Pakai   oleh   Pengelola   Barang/Pengguna   Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan
persetujuan Bupati.

Parag]af 3
0bjel Pinjam Pahai

pasal 1:20

(1)    Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan  dan   selain  tanah  dan/a:au  bangunan  yang  berada  pada
Pengelola Barang/ Pengguna Barang.

(2)    Objek   pinjam   pakai   barang   milik   daerah   berupa   tanah   dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan untuk
sebagian atau keseluruhannya.

(1)

(2)

Paragra:Ir 4
Jangka Waktu Pinjam Pakai

Pasal  1:21

Jangka  waktu  pinjam  pakai  barang  milik  daerah  paling  lama  5  (lima)
tahun dan dapat diperpanjang I  (satu) kali.
Perpanjangan  sebagalmana  dimaksu]  pada  ayat  (1)  dilakukan  dengan
pertimbangan sebagaimana dimaksu(l dalarn Pasal  118 ayat (1).

(3)    Apabila  jangka.  waktu  pinjam  pakaj   akan  diperpanjang,  perrnohonan
perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola
Barang/Pengguna Barang  paling  lambat  2  (dua)  bulan  sebelum jangka
waktu pinjam pakai berakhir.

(4)     Dalam   hal   permohonan   perpanjan.Sam   jangha   waktu   pinjam   pakai
disampaikan kepada Pengelola Baran!5/ Pengguna Barang melewati batas
waktu   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3),   proses   pinjam   pakai
dilakukan dengan mengikuti tata car€i permohonan pinjam pakai baru.
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Paragraf 5
Perubahan Bentuk Bar(I.ng Milik Daerah

Pasal  1£!2

(1)    Selama jangka  waktu  pinjam  pakal,  peminjam  pakai  dapat  mengubah
bentuk barang milik daerah, sepanjai ig tidak mengakibatkan perubahan
fungsi dan/atau penurunan nilai barfing milik daerah.

(2)    Perubahan bentuk barang milik daerah sebaga.imana dimaksud pada ayat
litl,

a.     tanpa disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar
barang milik daerah; atau

b.     disertai   dengan   perubahan   bentuk   dan/atau   konstruksi   dasar
barang milik da.erah.

(3)    Usulan  perubahan  bentuk barang milik daerah  sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (2),  dilakukan  dengan  m{mgajukan  permohonan  perubahan
bentuk oleh peminjam pakai kepada:
a.      Bupati,  untuk  barang  milik  daerah  yang  berada  pada  Pengelola

Barang; dan
b.     Pengelola  Barang,  untuk  barang  milik  daerah  yang  berada  pada

Pengguna Barang.

(4)    Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, dilakukan setelah menda])at persetujuan Bupati.

Paragro.f 6
Perjanjian Plnjam Pakal

Pasol  1:;23

(1)     Pelaksanaan     Pinjam     Pakai     ditu€.ngkan     dalam     perjanjian     serta
ditandatangani oleh:
a.      Peminjam pakai dan Bupati, untuk barang milik daerah yang berada

pada Pengelola Barang; dan
b.      Peminjam  pakai dan  Pengelola I}arang,  untuk barang milik daerah

yang berada pada Pengguna Barung.
(2)     Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (i) paling sedikit memuat:

a.      para pihak ya.ng terikat dalam pcrjanjian;
b.      dasar perjanjian;
c.      identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;
d.     jenis,1uas atau jumlah barang y€ing dipinjamkan, dan jangka waktu;
e.      tanggung jawab peminjam atas t]iaya operasional dan pemeliharaan

selama jangka waktu peminjama n;
f.       hak dan kewajiban para pihak; clan

9.      persyaratan lain yang dianggap I)erlu.

(3)    Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada Pengguna Barang.
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(1)

(2)

(3)

Paragraf 7
Tata Care Pelakeanaan Pipjam F'akai Barang Millk Daerah

Pada Pengelolgi Banng

Pasal  lz;24

Calon  peminjam  pakai  mengajukan  permohona.n  pinjam  pakai  kepada
Pengelola Barang.
Pengelola  Barang melakukan  penelitian  atas  permohonan  pinjam  pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
Penelitian  atas  permohonan  pinjam I)akai  sebagaimana dimaksud  pada
ayat (2) meliputi:

a.     kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang
milik daerah;

b.     tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan
c.     jangka waktu pinjam pakai.

(4)    Hasil Penelitian  sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  merupakan dasar
pertimbangan  Bupati  dalam  memberikan  persetujuan/penolakan  atas
permohonan pinjam pakai.

Pasal  12:5

(1)    Berdasarkan  hasil  penelitian  sebaga.mana  dimaksud  dalam  Pasal  124
ayat (3),  Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam
pakai kepada Bupati.

(2)     Permohonan persetujuan pinjam pak€ii paling sedikit memuat:
a.      pertimbangan yang mendasari pc.rmohonan pinjam pakai;
b.      identitas peminjam pakai;
c.      tujuan penggunaan objek pinjam pakai;
d.     rincian data objek pinjam pakai ]rrang dibutuhkan; dan

e.     jangka waktu pinjam pakai.

(3)    Apabila  objek  pinjam  pakai  berupa  tanah  dan/atau  bangunan  atau
sebagian  tanah  dan/atau  bangunan.  rincian  data  objek  pinjam  pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,  termasuk luas dan lokasi
tanah dan/ atau bangunan.

(4)    Apabila  objek  pinjam  pakai  berupa  selain  tanah  dan/atau  bangunan,
rincian  data  objek  pinjam  pakai  sebaiga.imana  dimaksud  pada  ayat  (2)
huruf d, termasuk mama dan jumlah i)arang milik daerah.

Pa8al  |Z!6

(1)    Pemberian persetujuan/penolakan oli.}h Bupati atas perrnohonan pinjam
pakai dilakukan dengan mempertimb{mgkan:
a.      barang milik daerah yang dimoh3n dalam kondisi belum atau tidak

sedang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang; dan
b.     barang    milik   daerah    yang   dimohon    akan    digunakan    untuk

menunj ang          pe laksanaan          penye len ggaraan          pemerin tah
pusat/ pemerintahan daerah lain iya.
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I-__

(2)    Apabila     Bupati     menyetujui     permohonan     pinjam     pakai,     Bupati
menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai.

(3)    Surat  persetujuan  Bupati  sebagaima.iia dimaksud  pada  ayat  (2),  paling
sedikit memuat:
a.      identitas peminjam pakai;
b.      data objek pinjam pakai;
c.     jangka waktu pinjam pakai; dan
d.      kewajiban peminjam pakai.

(4)    Apabila   Bupati   tidak  menyetujui   permohonan   pinjam   pakai,   Bupati
menerbitkan surat penolakan pinjam pakai kepada calon peminjam pakai
dengan disertai alasan.

P&sal  1:;!7

(1)    Pelaksanaan   pinjam   pakai   barang   milik   daerah   dituangkan   dalam
perjanj.ian pinjam pa.kai yang ditand€itangani oleh Bupati dan Peminjam
pakai.

(2)    Perjanjian  sebagaimana  dimaksud  p€ida ayat  (1)  ditindaklanjuti  dengan
penyerahan objek pinjam pakai dari .Pengelola Barang kepada peminjam
pakai yang dituangkan dalam Berita /'lcara Serah Terima (BAST).

Pasal  1:;28

(1)     Selama jangka waktu  pinjam  pakai,  peminjam  pakai  wajib  memelihara
dan  mengamankan  objek  pinjam  paHcai  dengan  biaya. yang  dibebankan
pada Peminjam pakai.

(2)     Sebelum  jangka  waktu  pinjam  pa.kaLi  bera.khir,  peminjam  paikai  harus
memberitahukan   kepada   Pengelola    Barang   akan   mengakhiri   atau
memperpanjang pinjam pakai.

(3)    Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan
permohonan perpanjangan jangka w€.ktu pinjam pakai kepada Pengelola
Baran8.

(4)    Pengelola  Barang  menyampaikan  p(mgajuan  permohonan  persetujuan
perpanjangan pinjam pakai kepada Bupati.

(5)    Pengajuan    perpanjangan    permohcnan    persetujuan    pinjam    pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:
a.      surat persetujuan pinjam pakai ::5ebelumnya dari Bupati;
b.      sura.t  pemyataan  dari  peminjani  pakai  bahwa  objek  pinjam  pakai

masih  digunakan untuk  menunjang  pelaksanaan  penyelenggaraan
pemerintah pusat/ pemerintaha]ii daerah lainnya; da.n

c.      surat pernyataan dari pengelola Barang bahwa pelaksanaan pinjam
pakai     tidak     mengganggu     |telaksanaan     tugas     dan     fungsi
penyelenggaraan pemerintahan t laerah.

Pasal 129

(1)    Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa
pinjam pakai berakhir,  peminjam pakai harus  memberitahukan  kepada
Pengelola Barang.

(2)    Peminjam pakal dalam mengakhiri p'.njam pakai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara SeraLh Terima (BAST).
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(3)     Pengelola    Barang    melaporkan    Berita   Acara    Serah    Terima    (BAST)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

(I)

(2)

Paragraf 8
Tata Cara P®hahanaan Pipjam PalEai Barang Milik Daerah

Pada Pengguna, Barang

Pasal  1::'0

Calon  peminjam  pakai  mengajukan  permohonan  pinjam  pakai  kepada
Pengguna Barang.
Pengguna  Barang  mengajukan  permohonan  persetujuan  pinjam  pakai
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  kepada  Bupati  melalui  Pengelola
Barang  berdasarkan  permohonan  d;iri  calon  peminjam  pakai  dengan
melampirkan:

a.      surat permohonan pinjam pakai dari calon peminjam pakai;
b.     surat pemyataan dari pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam

pakai     tidak     mengganggu     p3laksanaan     tugas     dan     fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

c.      data objek pinjam pakai,  antaraL lain kartu identitas barang, untuk
barang milik daerah yang memili {i kartu identitas barang.

(3)    Permohonan persetujuan pinjam pak€ii dari Pengguna Barang sekurang-
kurangnya memuat:
a.      pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai;
b.      identitas peminjam pakai;
c.      tujuan penggunaan objek pinjam pakai;
d.     rincian data objek pinjam pakai y'mg dibutuhkan, termasuk luas dan

lokasi tanah dan/atau bangunan; dan
e.     jangka waktu pinjam pakai.

Pasal 1:11

(1)    Pengelola  Barang  melakukan  penelit.Lan  atas  permohonan  persetujuan
pinjam pakai dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
130 ayat  (2).

(2)     Penelitian sebagaimana dimaksud pacla ayat ( 1) meliputi:
a.      kepastian belum digunakan  ataL. tidak adanya penggunaan barang

milik daerah;

b.     tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan
c.     jangka waktu pinjam pakai.

(3)    Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Bupati
sebagal    dasar    pertimbangan     persetujuan/penolakan     permohonan
persetujuan pinjam pakai oleh Bupati.
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Pa8al 132

(I)    Pemberian persetujuan/penolakan o[eh Bupati atas permohonan pinjam
pakai dilakukan dengan mempertimt )angkan :
a.      barang milik daerah yang dimo]ion dalam kondisi belum atau tidak

digunakan untuk tugas dan fun3si pemerintah daerah;
b.     barang   milik   daerah   yang   dimohon    akan   digunakan   untuk

menunj an g          pelaks an aan          penyele nggaraan          pemerin tah
pusat/ pemerintahan daerah lairinya; dan

c.     jangka   waktu   pinjam   pakai   |}aling   lama   5   (lima)   tahun   sejak
ditandata.nganinya perjanjian piiijam pakai.

(2)    Dalam  hal  Bupati  menyetujui  permDhonan  pinjam  pakai  sebagaimana
dimaksud    dalam    Pasal    130    ayat.    (2),    Bupati    menerbitkan    surat
persetujuan pinjam pakai yang sekul ang-kurangnya memuat:
a.      identitas peminjam paka.i;
b.     data barang milik daerah objek I)injam pakai;
c.     jangka waktu pinjam pakai; dan
d.      kewajiban peminjam pakai.

(3)    Dalam    hal    Bupati    tidak    menyetujui    permohonan    pinjam    pakai
sebagaimana   dimaksud   dalam   Pa€iial    130   ayat   (2),   Bupati   melalui
Pengelola  Barang  memberitahukan  kepada  Pengguna  Barang  disertai
alasannya.

Pa8al 133

(1)    Pelaksanaan   pinjam   pakai   barang   milik   daerah   yang   berada   pada
Pengguna  Barang  dituangkan  dalarn  perjanjian  pinjam  pakai  antara
Pengelola Barang dengan peminjam pakai,

(2)    Perjanjian    pinjam    pakai    sebagai]nana    dimaksud    pada    ayat    (1)
ditindaklanjuti  dengan  penyerahan  1)bjek  pinjam  pakai  dari  Pengguna
Barang  kepada  peminjam  pakai  yalig  dituangkan  dalam  Berita  Acara
Serah Terima (BAST).

(3)    Selama jangka waktu  pinjam  pakai,  peminjam  pakai  wajib  memelihara
dan mengamankan objek pinjam pakfii sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dengan biaya yang dibebankan pa`ia peminjam pakai.

(4)    Sebelum  jangka  waktu  pinjam  pakai  berakhir,  peminjam  pahai  harus
memberitahukan   kepada.   Pengguna    Barang   akan   mengakhiri   atau
memperpanjang pinjam pakai.

(5)    Dalam hal pinjam pakai akan diperpaijang, peminjam pakai mengajukan
permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada Pengguna
Barang.

(6)    Pengguna  Barang  menyampaikan  pcngajuan  permohonan  persetujuan
perpanjangan pinjam pa.kai kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

(7)    Pengajuan    permohonan    persetuju.`m    perpanj.angan    pinjam    pakal
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:
a.      surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Bupati;
b.     surat  pernyataan  dari  peminjam  pakai  bahwa  objek  pinjam  pakai

masih  digunakan untuk menun. ang pelaksanaan  penyelenggaraan
pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya; dan
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surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam
pakai     tidak     mengganggu     I)elaksanaan     tugas     dan     fungsi
penyelenggaraan   pemerintahan  daerah,   dalam  hal  pinjam  pakai
dilaksanakan oleh Pengguna Ba :ang.

Pasal 134

(1)    Dalam hal peminjam pakai akan merLgakhiri pinjam pakai sebelum masa
pinjam pakai berakhir,  peminjam p€i kai harus memberitahukan  kepada
Pengguna Barang.

(2)

(3)

Peminjam pakai dalam mengakhiri pLnjam pakai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalan Berita Acara Serah Terima (BAST).
Pengguna   Barang   melaporkan    Berita   Acara   Serah   Terima   (BAST)
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  ( 2)  kepada  Bupati  melalui  Pengelola
Barang.

Bagian Ketl:ujuh
KSP

Paragml' 1
Umunl

Pasal 135
KSP barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
a.     mengoptimalkan   daya   guna   dan   hasil   guna   barang   milik   daerah;

dan/atau
b.     meningkatkan penerimaan pendapattin daerah.

Pasal 136

(I)    KSP atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau
tidak   cukup   tersedia   dana   dalam   APBD   untuk   memenuhi   biaya
operasional,    pemeliharaan,     dan/atau    perbaikan    yang    diperlukan
terhadap barang  milik daerah yang clikerjasamakan.

(2)    Mitra KSP ditetapkan melalui tender,  kecuali untuk barang milik daerah
yang bersifat khusus dapat dilakukari penunjukan langsung.

(3)    Barang milik daerah yang bersifat kliusus  sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memiliki karakteristik:

a.      barang    yang    mempunyai    spcsifikasi    tertentu    sesuai    dengan
ketentuan peraturan perundang. undangan;

b.     barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandara
udara,       pelabuhan       laut,       kilang,       instalasi      listrik,       dan
bendungan/waduk;

c.      barang  yang  dikerjasamakan   c.alam   investasi  yang  berdasarkan
perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau

d.      barang lain yang ditetapkan Bupati.

(4)    Penunjukan langsung mitra KSP atas;  baLrang milik daerah yang bersifat
khusus  sebagaimana  dimaksud  pad€i  ayat  (2)  dilakukan  oleh  Pengelola
Barang    atau     Pengguna     Barang    terhadap     Badan     Usaha    Milik
Negara/Daerah  yang  memiliki  bidang  dan/atau  wilayah  kerja  tertentu
sesuai ketentuan peraturan perundar.g-undangan.
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(5)    Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selamajangka
waktu  pengoperasian  yang  telah  dii,etapkan  dan  menyetor  pembagian
keuntungan hasil KSP ke rekening K€is Umum Daerah.

(6)    Perhitungan  besaran  kontribusi  pernbagian  keuntungan  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (5)  yang  men pakan  bagian  pemerintah  daerah,
harus  memperha.tikan  perba.ndingan   nilai  barang  milik  daerah  yang
dijadikan objek KSP dan manfaLat lain yang diterima pemerintah daerah
dengan nilai investasi mitra dalam KS.5P.

Pasal 1,37

(1)     Selama jangka waktu  pengoperasian,  mitra  KSP  dilarang  menjaminka.n
atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek KSP.

(2)    Biaya persiapan KSP yang dikeluarkeLn Pengelola Barang  atau Pengguna
Barang sampai dengan penunjukan mitra KSP dibebankan pada APBD.

(3)     Biaya  persia.pan  KSP yang terjadi  setelah  ditetapkannya  mitra  KSP  dan
biaya pelaksanaan KSP menjadi beba n mitra KSP.

(4)     Cicilan   pokok   dan   biaya   yang   timbul   atas   pinjaman   mitra   KSP,
dibebanka.n pa.da mitra KSP dan tidak diperhitungkan dalam pembagian
keuntungan.

(5)     Pengawasan atas pelaksanaan KSP o eh mitra KSP dilakukan oleh:
a.      Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada pengelola Barang;

dan
b.      Pengguna   Barang,   untuk   bar{ing   milik   daera.h   pada   Pengguna

Baran8.

Paragra*r 2
Pihak Pelak8i`na KSP

Pasal 138

(1)     Pihak yang dapat melaksanakan KSP' adalah:
a.      Pengelola  Barang  dengan  perse[ujuan  Bupati,  untuk  barang  milik

daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
b.      Pengguna   Barang  dengan   pen.;etujuan   Pengelola  Barang,   untuk

barang milik daerah yang berad€i pada Pengguna Barang.

(2)     Persetujuan pengelola Barang sebagaLmana dimaksud pada ayat ( 1) huruf
b setelah mendapat pertimbangan dari Bupati.

(3)    Pihak yang dapat menjadi mitra KSP barang milik daerah meliputi:
a.      Ba.da.n usaha Milik Negara;

b.      Badan usaha Milik Daerah; dan/atau
c.      Swasta, kecuali perorangan.

Paragratir 3
0bjek KSP

Pasal 139
(1)     Objek KSp meliputi barang milik daei.ah berupa:

a.     tanah dan/atau bangunan; dan
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(2)

b.     selain  tanah   dan/atau   bangumin,  yang  berada  pada  Pengelola
Barang / Pengguna Barang.

Objek   KSP   barang   milik  daerah   berupa   taLnah   dan/atau   bangunan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a.,  dapat  dilakukan  untuk
sebagian atau keseluruhannya.

Paragrar i4.
Ha8il KSIP

Pa8al  lfl.0

(1)    Hasil  KSP  dapat  berupa  tanah,  gedung,  bangunan,  serta  sarana  dan
fasilitas yang diadakan oleh mitra KSF'.

(2)     Sarana  dan  fa.silita.s  basil  KSP  seba3aimana  dimaksud  pada  ayaLt  (1),
antara lain:
a.      peralatan dan mesin;
b.     jalan, irigasi, danjaringan;
c.      aset tetap lainnya; dan
d.      asetlainnya.

(3)     Hasil  KSP  sebagaimana  dimaksud  |iada  ayat  (1)  menjadi  bagian  dari
pelaksanaan KSP.

(4)     Hasil  KSP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menjadi  barang  milik
daerah  sejak  diserahkan  kepada  peinerintah  daerah  sesuai  perjanjian
atau pada saat berakhirnya perjanjia]i.

Pasal 141

(I)    Hasil  KSP barang milik  daerah  dala]n  rangka  penyediaan  infrastruktur
terdiri atas:
a.        penerimaan  daerah  yang  harus  disetorkan  selama jangka  waktu

KSP barang milik daerah; dan
b.        infrastruktur beserta fasilitasn}.a hasil KSp barang  milik daerah.

(2)    Penerimaan daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
atas:

a.      kontribusi tetap; dan

b.     pembagian keuntungan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 142
Dalam   pelaksanaan   KSP,   mitra.   Ill:SP   dapat   melakukan   perubahan
dan/ atau penambahaLn ha.sil KSP.
Perubahan  dan/atau  penambahan  hasil  KSP  sebagaimana  dimaksud
pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara addendum perjanjian.
Addendum    perjanjian    KSP    sebag€iimana   dimaksud    pada   ayat    (2)
ditujukan   untuk  menghitung  kent)ali   besaran   kontribusi   tetap   dan
pembagian keuntungan.

(4)    Besaran   kontribusi   tetap   dan   perribagian   keuntungan   sebagaimana
dimaksud   pada   ayat    (3)    ditetapkan   oleh   Tim   berdasarkan    hasil
perhitungan.
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(5)    Tim sebagaimana dimaksud pada ayal  (4) ditetapkan:
a.     Bupati,   untuk   barang   milik   ilaerah   berupa   tanah   dan/atau

bangunan; atau

b.     Pengelola Barang, untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan.

(6)    Perubahan    dan/atau    penambahan    hasil    KSP    dilakukan    setelah
memperoleh persetujuan Bupati.

Paragraf 5
•angha Waktu KSP

Pasal  1.iL3

(1)    Jangka  waktu  KSP  paling  lama  30  (tiga  puluh)  tahun  sejak  perjanjian
ditandatangani dan dapat diperpanjai ig.

(2)    Dalam  hal  KSP  atas  barang  milik  d€ierali  dilakukan  untuk  penyediaan
infrastruktur, jangka waktu KSP palilLg lama 50 (lima puluh) tahun sejak
perjanjian KSP ditandatangani dan d€ Lpat diperpanj ang.

Pasal 144

(1)    Perpanjangan  jangka  waktu  dilakukan   oleh   mitra  KSP  dengan   cara
mengajukan  permohonan  persetujuan  perpanjangan jangka waktu  KSP
paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu berakhir.

(2)    Perpanjangan jangka waktu dilaksamkan dengan pertimbangan:
a.      sepanjang   tidak   mengganggu    pelaksanaan   tugas    dan   fungsi

penyelenggara.an pemerintahan t laerah; dan
b.      selama pelaksanaan KSp terdahulu, mitra KSp mematuhi peraturan

dan perjanjian KSP.

Paragra]l. 6
Perjanjian KSP

Pasal 145

(1)    Pelaksanaan  KSP dituangkan dalam perjanjian KSP antara Bupati atau
Pengelola   Barang   dengan   mitra   KSP   setelah   diterbitkan   keputusan
pelaksanaan KSP oleh Bupati.

(2)    Perianjian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditandatangani oleh mitra
KSP dan:

a.      Bupati,  untuk  barang  milik  diierah  yang  berada  pada  Pengelola
Barang; atau

b.     Pengelola  Barang,  untuk  baralig  milik  daerah  yang  berada  pada
Pengguna Barang.

(3)     Perjanjian sebagaimana dimaksud p€Lda ayat (1) paling sedikit memuat:
a.      dasar peljanjian;
b.     identitas para pihak yang terika[ dalam perjanjian;

c.       objekKSP;

d.      hasil KSp berupa barang,jika aila;
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e.      peruntukan KSP;
f.      jangkawaktu KSP;

9.      besaran    kontribusi    tetap    dan    pembagian    keuntungan    serta
mekanisme pembayarannya:

h.     hak dan kewajiban para pihak yailg terikat dalam perjanjian;
i.       ketentuan mengenai berakhirnya KSP;

j.       sanksi;dan
k.      penyelesaian perselisihan.

(4)    Perjanjian  KSP  sebagaimana dimaks`.d  pada ayat (3)  dituangkan dalam
bentuk Akta Notaris.

(5)     Penandata.nga.nan    perianjian    KSP    dilakukan     setelah     mitra    KSP
menyampaikan bukti setor pembayar€ in kontribusi tetap pertama kepada
Pengelola Barang/ Pengguna Barang.

(6)    Bukti setor pembayaran kontribusi telap pertama sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (5)   merupakan  salah  saLu  dokumen   pada  lampiran  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian KSP.

Paragral' 7
Kontribu8i Tetap dan Pembagian Keuntungan

Pasal 146

(1)       Mitra KSp wajib menyetorkan:
a.      kontribusi tetap; dan

(2)

(3)

(4)

(5)

b.      pembagian keuntungan KSP.
Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun
selama jangka waktu KSP.
Kontribusi  tetap   sebagaimana  dim€Lksud  pada  ayat  (1)   huruf  a  dan
pemba.gian keuntungan KSP sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, merupakan penerimaan daera.h.
Besaran    kontribusi    tetap    dan    p€:mbagian    keuntungan    hasil    KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Bupati.
Dalam  KSP  barang  milik  daerah  berupa  tanah  dan/atau  bangunan,
sebagian  kontribusi tetap dan pemb'igian  keuntungannya dapat berupa
bangunan   beserta  fasilitasnya  yani=   dibangun   dalam   satu   kesatuan
perencanaan.

(6)       Sebagian  kontribusi  tetap dan  pem[iagian  keuntungannya yang berupa
bangunan  beserta  fasilitasnya  sebagaimana  dimaksud  ayat  (5)  bukan
merupakan objek KSP.

Pasal 147

(1)    Besaran   nilai   bangunan   beserta   fasilitasnya    sebagai   bagian   dari
kontribusi  tetap  dan  kontribusi  pembagian  keuntungan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal  146 ayat  (5)  I)aling banyak  10%  (sepuluh persen)
dari   total   penerimaan   kontribusi   tetap   dan   pembagian   keuntungan
selama masa KSP.
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(2)    Bangunan yang  dibangun  dengan  biaya  sebagian  kontribusi  tetap  dan
pembagian keuntungan dari awal peng,iidaannya merupakan barang milik
daerah.

(3)    Besaran  kontribusi  tetap  dan  persentase  pembagian  keuntungan  KSP
barang  milik  daerah  berupa  tanah  dan/atau  bangunan  dan  sebagian
tanah dan/atau  bangunan ditetapkari dari  hasil perhitungan Tim yang
dibentuk  oleh  Bupati,  berdasarkan  dan/atau  mempertimbangkan  hasil
penilaian.

(4)    Besaran  kontribusi  tetap  dan  persentase  pembagian  keuntungan  KSP
barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan
dari   hasil   perhitungan   Tim   yang   idibentuk   oleh   Pengelola   Barang,
berdasarkan dan/ atau mempertimbar] gkan hasil penilaian.

Pasal  14L8

( 1)     Perhitungan kontribusi tetap merupal,:an hasil perkalian dari:
a.      besaran persentase kontribusi tet.ap; dan

b.      nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objek KSP.

(2)    Besaran persentase kontribusi tetap scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf a ditentukan oleh Bupati dari liasil perhitungan Tim berdasarkan
dan/ atau mempertimbangkan hasil pi3nilaian.

(3)     Nilal   wajar   barang   milik   daerah   dalam   rangka   KSP   sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b berdasarkan:
a.      hasil  penilaian  oleh  Penilai  Pemerintah  atau  Penilai  Publik  yang

ditetapkan  oleh  Bupati,  untuk  1)arang  milik  daerah  berupa  tanah
dan/atau bangunan;

b.      hasil  penilaian  oleh  Tim  yang  {litetapkan  oleh  Bupati  dan  dapat
melibatkan   Penilai  yang  diteta])kan   Bupati,   untuk   barang  milik
daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(4)    Apabila  terdapat  nilai  barang  milik  ]aerah  yang  berbeda  dengan  nilai
wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam
rangka  pemanfaatan  barang    milik  claerah  digunakan  nilai  wajar  hasil
penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal  1,,9
(1)    Besaran   persentase   kontribusi   tetap   pelaksanaan   KSP   sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf a, meningkat setiap tahun, yang
dihitung     berda§a.rkan     kontribusi     tetap     ta.hun     pertama     dengan
memperhatikan estimasi tingkat infla. si.

(2)    Besaran peningkatan persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud
pada   ayat   (1)   ditetapkan   dalam   pi3rsetujuan   pela.ksanaan   KSP   dan
dituangkan dalam per].anjian KSP.

Pa8al  1 50
(1)    Perhitungan          pembagian          keuitungan          dilakukan         dengan

mempertimbangkan:
a.      nilai investasi pemerintah daerah;

b.      nilai investasi mitra KSP; dan
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(2)

c.      risiko yang ditanggung mitra KSF.
Perhitungan  pembagian  keuntungan  sebagaimana dimaksud  pada ayat
(I)   ditentukan   oleh   Bupati  dari  hasil  perhitungan  Tim  berdasarkan
dan/ atau mempertimbangkan hasil pi milaian.

(3)    Besaran nilai investasi pemerintah d€ierah seba.gaimana dimaksud pada
ayat (1)  huruf a,  didasarkan pada nilai wajar barang milik daerah yang
menjadi objek KSP.

(4)    Besaran  nilai  investasi  mitra  KSP  sel)agaimana dimaksud  pada ayat  (1)
huruf b, didasarkan pada estimasi in`.estasi dalam proposal KSP.

Pasal  1151

(1)    BesaLran   pembagian  keuntungan  dapat  ditinjau  kembali  oleh  Bupati
dalam  hal  realisasi  investasi  yang  ilikeluarkan  oleh  mitra  KSP  lebih
rendah dari estimasi investasi sebagaimana tertuang dalam perianjian.

(2)     Realisasi inve§tasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan dari
hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen.

Paaal  1:52

(1)    KSP      atas      barang      milik      daerah      dapat      dilakukan      untuk
mengoperasionalkan barang milik dat )rah.

(2)     KSP operasional atas  barang milik d{ierah  sebagaimana dimaksud  pada
ayat   (1)   bukan   merupakan   penggunaan   barang   milik   daerah   yang
dioperasikan oleh pihak lain.

(3)    Apabila  mitra.  KSP  ha.nya  mengoper.asionalkan  barang     milik  daerah,
bagian  keuntungan  yang  menjadi  ttagian  mitra  KSP  ditentukan  oleh
Bupati berdasarkan persentase terte itu dari  besaran  keuntungan yang
diperoleh mitra KSP terkait pelaksan€,.an KSP.

Pasal 163

(1)    Apabila mitra KSP barang milik daera.h untuk penyediaan infrastruktur
berbentuk  Badan   Usaha   Milik  Negara/Daerah,   kontribusi  tetap  dan
pembagian keuntungan yang disetorkan kepada pemerintah daerah dapat
ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  70'yo  (tujuh  puluh  persen)  dari  hasil
perhitungan Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal  142 ayat (5).

(2)    Penetapan  kontribusi  tetap  dan  pembagian  keuntungan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan p€ida kondisi keuangan Badan Usaha
Milik Negara/Daerah dan hasil analisis kelayakan bisnis KSP.

(3)    Besaran   penetapan    kontribusi   tetap   dan    pembagian    keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 8
Pemt)ayaran Kontribusi Tetap dain Pemtiaginn Keuntungan

Pasal 154

(1)    Pembayaran  kontribusi  tetap  tahun  pertama  ke  rekening  Kas  Umum
Daerah oleh mitra KSP harus dilakul,:an paling lambat 2 (dua) hari kerja
sebelum penandatanganan perjanjiari  KSP.
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(2)    Pembayaran  kontribusi  tetap  tahun  I)erikutnya  disetorkan  ke  rekening
Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang
ditetapkan dalam perjanjian dan dilalmkan setiap tahun sampai dengan
berakhirnya perjanjian KSP.

(3)     Pembayaran  kontribusi  tetap  sebagai]ina.na dimaksud  pada  aya.t  (1)  dan
ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor .

Pasal  1€)5

(1)    Pembagian keuntungan hasil pelaksa]iaan KSP tahun sebelumnya harus
disetor ke  rekening  Kas  Umum Daenin  paling lambat dilakukan  sesuai
dengan tanggal yang ditetapkan  dalam perjanjian dan dilakukan setiap
tahun sampai dengan berakhirnya pe].janjian KSP.

(2)    Pembayaran  pembagian  keuntungan  sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh mitra KSP berdasa] kan persetujuan Bupati.

Paragraf 9
Berakhirnya, KSP

Pasal  1(56

(1)     KSp berakhir dalam hal:
a.      berakhirnya   jangka   waktu    KS.SP    sebagaimana    tertuang   dalam

perjanjian;
b.      pengakhiran   perjanjian   KSP   secara   sepihak   oleh   Bupati   atau

Pengelola Barang;

c.      berakhirnya perjanjian KSP; dan
d.     ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(2)    Pengakhiran  KSP  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  huruf b,  dapat
dilakukan dalam hal mitra KSP:
a.      tidak  membayar  kontribusi  tet€ip  selama  3  (tiga)  tahun  berturut-

turut;
b.      tidak   membayar   pembagian   kr3untungan   selama   3   (tiga)   tahun

berturut-turut sesuai perjanjian KSP; atau
c.      tidak  memenuhi   kewajiban   selain   sebagaimana  dimaksud   pada

huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP.

(3)    Pengakhiran KSP sebagaimana dimah.sud pada ayat (2) dilakukan oleh:
a.      Bupati,  untuk  barang  milik  d€..erah  yang  berada  pada  Pengelola

Barang; atau
b.     Pengelola  Barang,  untuk  barang  milik  daerah  yang  berada  pada

Pengguna Barang.

(4)    Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara
tertulis.

Pasal 157

(1)    Paling lambat 2  (dua)  tahun sebelum jangka waktu KSP berakhir,  mitra
harus melaporkan akan mengakhiri KSP.
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(2)    Berdasarkan laporan sebagaimana diinaksud pada ayat (1),  Bupati atau
Pengelola Barang meminta auditor indi 3penden/ aparat pengawasan intern
pemerintah untuk melakukan audit al as pelaksanaan KSP.

(3)    Auditor independen/aparat pengawasdn intern pemerintah sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (2)   menyampaikan   hasil   audit   kepada  Bupati,
Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang.

(4)    Bupati,  Pengelola  Barang,  dan/atau  Pengguna  Barang  menyampaikan
hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada mitra KSP.

(5)    Mitra KSP menindaklanjuti basil audi : sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)   dan   melaporkannya   kepada   BuiJati,   Pengelola  Barang,   dan/atau
Pengguna Barang.

Pa8al  1€58

(I)    Serah terima objek KSP dilakukan pa.ling lambat pada saat berakhirnya
jangka waktu KSP.

(2)    Serah  terima  sebagaimana  dimaksutl  pada  ayat  (1)  dituangkan  dalam
Berita Acara Serah Terima (BAST).

(3)    Dalam hal Mitra KSP belum  selesai menindaklanjuti hasil audit setelah
dilakukannya serah  terima sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1),  Mitra
KSP tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit.

(4)    Pengguna  Barang/Pengelola  Barang  melaporkan  pengakhiran  KSP  dan
penyerahan  objek  KSP  sebagaimana   dimaksud  pada  ayat  (1)  kepada
Bupati paling lambat  1  (satu) bulan sctelah penyerahan.

Pa8al  1159

(I)     Pengakhiran  perjanjian  KSP  secara  sepihak  oleh  Bupati  atau  Pengelola
Barang   sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   156   ayat   (1)   huruf  b,
dilaksanakan dengan menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra
KSP.

(2)    Apabila mitra KSP tidak melaksanak{in teguran  sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (1)  dalam jangka  waktu  €0  (tiga  puluh)  hari  kalender  sejak
diterbitkan   teguran   tertulis   pertam.a.,   Bupati   atau   Pengelola   Barang
menerbitkan teguran tertulis kedua.

(3)    Apabila  mitra  KSP  tida.k  melaksamikan   teguran  kedua  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak diterbitkan  teguran  tertulis  kedua,  Bupati  atau  Pengelola  Barang
rnenerbitkan teguran tertulis ketiga y€mg merupakan teguran terakhir.

(4)    Apabila  mitra   KSP   tidak   mela.ksamikan   tegura.n   ketiga   sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak diterbitkan  teguran  tertulis  kel,iga,  Bupati  atau  Pengelola  Barang
menerbitkan surat pengakhiran KSP.

(5)     Mitra KSP harus menyerahkan objek KSP kepada Bupati a.tau Pengelola
Barang  dalam  jangka  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  setelah
menerima surat pengakhiran KSP set,iagaimana dimaksud pada ayat (4).
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Paragraf fl.O
Tata Cam Pelaksanaan KSP Barang Mnik Daerah Yang Berach Pada

Pengelola B€i.rang

Pasal 1(;0

Tahapan   pelaksa.naan   KSP  atas   barang  milik  daerah  yang  berada  pada
Pengelola Barang meliputi:
a.      inisiatif atau permohonan;
b.      penelitian administrasi;
c.      pembentukan Tim dan penilaian;
d.     perhitungan  besaran  penerimaan  d€ierch  dari  KSP  berupa  kontribusi

tetap dan persentase pembagian keurLtungan;
e.      pemilihan mitra;

f.      penerbitan keputusan;

9.      penandatanganan perjanjian; dan
h.     pelaksanaan.

Pasal 161

KSP  atas  barang  milik  daerah  yang  bel.ada  pada  Pengelola  Barang  dapat
dilakukan berdasarkan:
a.      inisiatifBupati; atau
b.     permohonan dari pihak lain.

Pasal 162

(1)    Inisiatif  Bupati  terhadap  KSP  atas  barang  milik  daerah  sebagaimana
dimaksud   dalam    Pasal    161    hurif   a,    dituangkan   dalam   bentuk
rekomendasi KSP barang milik daerah.

(2)    Inisiatif Bupati  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dapat berasal dari
rencana  kebutuhan  yang  disampaikan  oleh  Pengguna  Barang/  Kuasa
Pengguna Barang.

Pasal I.63

(1)    Permohonan  dari  Pihak  Lain  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  161
huruf b, diusulkan kepada Bupati.

(2)    Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memua.i:
a.      tatar belakang permohonan;
b.     rencana peruntukan KSP;
c.     jangka waktu KSP; dan
d.     usulan besaran penerimaan dacrah dari KSP.

(3)     Permohonan sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a.      data barang milik daerah yang direncanakan untuk dilakukan KSP;
b.      datapemohon KSP;

c.      proposal rencana usaha KSP; dan
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d.     informasi lainnya berkaitan deng;in usulan KSP.

(4)    Informasi lainnya sebagaimana dimali:sud pada ayat (3)  huruf d,  antara
lain:

a„     Rencana umum Tata Rua.ng wilayah dan penataan kota; dan
b.     bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.

(5)    Kelengka.pan   informasi   sebagaiman€i   dimaksud   pada   ayat   (4)   tidak
diberlakukan untuk KSP dalam rangkti mengoperasionalkan barang milik
daerah.

Pasal  11154

(1)     Pengelola   Barang   melakukan   pene]itian   administrasi   atas   dokumen
barang milik daerah yang akan dilakukan KSP.

(2)     Dokumen sebagaimana dimaksud pa(la ayat (1) meliputi:
a.      bukti kepemilikan atau dokumer yang dipersamakan;
b.     dokumen pengelolaan barang mi.ik daerah; dan
c.      dokumen penatausahaan baran€i milik daerah.

Pasal 16S

Apabila hasil penelitian administrasi seba€i,aimana dimaksud dalam Pasal 164,
barang milik daerah dapat dilakukan KSP, Bupati:
a.      membentuk Tim KSP; dan
b.      menugaskan    Penilai    melalui    Pen{':elola    Barang    untuk    melakukan

penilaian barang milik daerah ya.ng ak an dilakukan KSP guna mengetahui
nilai wajar atas barang milik daerah I)ersangkutan.

'`.)

(2)

Pasal 166
Dalam   hal   barang   milik   daerah   dia.pat   dilakukan   KSP   sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 165, maka Bupati membentuk Tim KSP.
Tim KSP sebagaimana. dimaksud padii ayat ( 1) mempunyai tugas:

a.      menyiapkan  rincian  kebutuhan  bangunan  dan  fasilitas yang  aikan
ditenderkan  apabila  KSP  berdasarkan  inisiatif  Bupati  dan  bukan
dalam rangka mengoperasionalk a.n barang milik daerah;

b.      menghitung   besaran   penerimaim   daerah   dari   KSP   berdasarkan
dan/ atau mempertimbangkan h,'isil penilaian;

c.      menyiapkan peljanjian KSP;
d.      menyia.pka.n   Berita   Acara   Ser€ih   Terima   (BAST)   objek   KSP   dari

Pengelola Barang kepada mitra KSP; dan
e.      melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.

(3)    Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  Tim
KSP  dapat  mengikutsertakan  PERANGKAT  DAERAH/Unit  Kerja  teknis
yang berkompeten.
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Pasol lG7

(1)    Dalam    rangka    menentukan    kelayakan    bisnis    KSP,    Bupati    dapat
menugaskan penilai atau pihak lain ya. ng berkompeten untuk melakukan:

a.     analisis penggunaan atas barang milik daerah yang akan dilakukan
KSP; ata-u

b.      analisis kelayakan bisnis atais proposal KSP.

(2)    Hasil  penilaian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  165  huruf b,  dan
laporan   analisis   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   disampaikan
kepada Bupati sebagai bagian dalam menentukan pelaksanaan KSP.

Pasal lG8

(1)    Berdasarka.n  laporan  analisis  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  167
ayat   (1)   dan/atau  mempertimbangkan   laporan   penilaian   nilai  wajar
barang milik daerah, Tim KSP rnenghitung besaran kontribusi tetap dan
persentase pembagian keuntungan.

(2)     Penghitungan   besaLran   kontribusi   t3tap   dan   persentase   pembagian
keuntungan oleh Tim KSP sebagaimami dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan
sesuai dengan  ketentuan  sebagaimar a  diatur  dalam Pasal  148  sampai
dengan Pasal  153.

(3)    Dalam  hal  usulan  besaran  kontribusi  tetap  dan  persentase  pembagian
keuntungan   yang   diajukan   oleh   p]rhak   lain   lebih   besar   dari   hasil
perhitungan  Tim  KSP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  besaran
kontribusi tetap dan persentase pembaLgian keuntungan yang ditetapkan
dalam persetujuan KSP adalah sebes€IT usulan besaran kontribusi tetap
dan persentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh pihak lain.

(4)    Besaran    kontribusi    tetap   dan    pei.sentase    pembagian    keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Ilijadikan nilai limit terendah dalam
pelaksanaan pemilihan mitra KSP.

Pa8al 1(i9

Pemilihan mitra KSP dilakuka.n oleh panitiii pemilihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 berdasarkan ketentuan s(bagaimana dimaksud dalam Pasal
55 sampai dengan Pasal 80.

Pasal 170

(1)     Bupati menerbitkan keputusan pelaki5anaan KSP.
(2)    Keputusan pclaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:
a.      objekKSP;

b.      peruntukan KSP;
c.      penerimaan daerah dari KSP;

d.      identitas mitra KSP; dan
e.      jangkawaktuKSP.

68



Pasal 17.1

(1)    Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud Pasal
170,   para   pihak   sebagaimana   dim€iksud   dalam   Pasal   145   ayat   (1)
menandatangani Perjanjian KSP dilakukan paling lambat  I  (satu)  tahun
terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP.

(2)    Apabila dalan jongka wal[tu 1  (§atu) t;`hun sejak kerli]ti]san pelaksanaan
KSP ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian
KSP,  keputusan  pelaksanaan  KSP  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal
170 dinyatakan tidak berlaku.

(3)    Penandatanganan   perjanjian   sebagaima.na   dimaksud   pada   ayat   (1),
dilakukan setelah mitra KSP menunjii kkan bukti pembayaran kontribusi
tetap tahun pertama.

Paed 11r2

(1)    Mitra  KSP  harus  melaksanakan  KSP  sebagaimana  ditentukan  dalam
perjanjian KSP.

(2)    Apabila KSP dilakukan bukan dalam I-angka mengoperasionalkan barang
milik daerah, maka pada saat pemba]1gunan selesai dilaksanakan, mitra
KSP wajib:

a.      menyerahkan    bangunan    hasil    KSP    beserta    fasilitasnya   yang
merupakan bagian dari kontribu:si tetap dan pembagian keuntungan
sebagaimana dimaksud dalam P€isal  146 ayat (5);

b.     dapat langsung mengoperasionalkan hasil KSp yang dibangun sesuai
dengan perjanjian KSP.

Paragraf I 1
Tata Cara Pelak8anaan KSP Barang Mllik Daerah Yang Berada

Pada Penggu"L Baratig

Pasal 173
Tahapan   pelaksanaan   KSP   atas   barang.  milik  daerah  yang  berada  pada
Pengguna Barang meliputi:
a.      permohonan;

b.      penelitian administrasi;
c.      pembentukan Tim dan penilaian;
d.     perhitungan besaran kontribusi dan  persentase pembagian keuntungan;
e.      persetujuan;

f,       pemilihan mitra;

9.      penerbitan keputusan;
h.     penandatanganan perjanjian; dan
i.       pelaksanaan.

Pasal I.74

(1)    Permohonan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  173 huruf a, diajukan
oleh  Pengguna  Barang  untuk  memperoleh  persetujuan  dari  Pengelola
Baran8.
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(2)     Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.     tatar belakang permohonan;
b.     rencana peruntukan KSP;

c.     jangkawaktu KSP; dan

d.     usulan besaran penerimaan daer€ih dari KSP.

(3)    Permohonan sebagaimana dimaksud I)ada ayat (1) dilengkapi dengan:
a.      datacalon mitraKSP;
b.      proposal rencana usaha KSP;
c.      data barang milik daerah yang akan dijadikan objek KSP; dan
d.      surat pernyataan dari pengguna ]3arang.

(4)    Surat  pernyataan  dari  Pengguna  Ba].ang  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (3) huruf d menegaskan bahwa:
a.      Barang  milik  da.erah  yang  akan  menjadi  objek  KSP  tidak  sedang

digunakan    dalam    rangka    penyelenggaraan    tugas    dan    fungsi
Perangkat Daerah; dan

b.      Pelaksanaan   KSP  bara.ng  milik  daerah   tidak  akan   mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi Pe I-angkat Daerah.

(5)    Dalam hal Pengguna Barang mengusulkan penetapan mitra KSP melalui
mekanisme  penunjukan  langsung  se bagaimana dimaksud  dalam  Pasal
136 ayat (4), maka pengajuan perlnoh¢)nan dari Pengguna Barang kepada
Pengelola Barang sebagaimana dimak{}ud pada ayat (1) disertai data calon
mitra KSP.

(6)     Data calon mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
a.      nama;

b.      alamat;
c.       Nomor pokok wajib paja.k (NPWP:;

d.      bentuk   kelembagaan,  jenis   keg;iatan   usaha,   fotokopi   Surat   lzin
Usaha/Tanda lzin Usaha atau yiing sejenis, untuk calon mitra KSP
ya.ng bert]entuk badan hukum/ b a.dan usaha.

Pa8al 175

(1)    Persetujuan atas permohonan  KSP s(3baga.imana dimaksud dalam Pasal
174 ayat (1) diberikan oleh Pengelola 13arang berdasarkan laporan panitia
pemilihan mitra dan laporan Tim  KSP dengan mempertimbangkan hasil
penilaian.

(2)    Apabila  Pengelola  Barang  tidak  menyetujui  permohonan  KSP  tersebut,
Pengelola  Barang  memberitahukan  kepada  Pengguna  Barang  disertai
dengan alasan.

(3)    Pemberian persetujuan  sebagaimana dimaksud pa.da ayat ( 1)  dilakukan
oleh Pengelola Barang dengan menert)itkan surat persetujuan.

(4)    Surat  Persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  paling  sedikit
memuat:

a.       objekKSP;

b.     peruntukan KSP;
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c.      nilai barang milik daerah yang menjadi objek KSP sebagai besaran
nilai investasi pemerintah;

d.     minimal besaran kontribusi tetap;
e.      minimal persentase pembagian keuntungan; dan
f.      jangkawaktu KSP.

Berdasarkan  Surat  Persetujuan  KSP  ii5ebagaimana  dimaksud  pada ayat
(4), Bupati menetapkan keputusan pel.a.ksanaan KSP.
Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada
ayat  (5),  para  pihak  menandatangani  perianjian  KSP  dilakukan  paling
lambat   1   (satu)   tahun   terhitung   sejak   tanggal   berlaku   keputusan
pe]aksanaan KSP.

(7)    Surat persetujuan  KSP dari Pengelola Barang dinyatakan  tidak berlaku
apabila   dalam  jangka  waktu   1   (satu)   tahun   sejak  ditetapkan   tidak
ditindaklanjuti dengan penandatangarian surat perjanjian KSP.

(8)    Penandatanganan   perjanjian   sebagalmana   dimaksud   pada   ayat   (6),
dilakukan setelah mitra KSP menunju kkan bukti pembayaran kontribusi
tetap tahun pertama.

Pa8al 17.6
Ketentuan pelaksanaan KSP barang milik (laerah yang berada pada Pengelola
Barang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  163  sampai  dengan  Pasal  172
secara mutatis mutandis berlaku untuk pelaksanaan KSP barang milik daerah
yang berada. pada Pengguna Barang.

Paragraf ::12
Perpanjangan Janglra Waktu KSP Yang: Berada Pada Pengelola Barang

Dan Pengg`ma Barang

Pa8al 11'7

(1)    Permohonan perpanjangan jangka w€iktu KSP   atas barang milik daerah
yang  berada  pada  Pengelola  Barang    diajukan  oleh  mitra  KSP  kepada
Bupati paling lambat 2  (dua)  tahun  {3ebelum berakhimya. jangka waktu
KSP.

(2)     Permohonan sebagaimaLna dimaksud ayat ( 1) dilampiri:
a.      proposal perpanjangan KSP;

b.      data dan kondisi objek KSP; dan
c.      bukti penyetoran kontribusi teta]) dan pembagian keuntungan dalam

5 (lima) taliun terakhir.

(3)     Bupati meneliti permohonan sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), serta
mengevaluasi   kelayakan   perpanjan.san   pelaksanaan   KSP  yang   telah
berlangsung.

(4)    Apabila  berdasarkan  hasil  penelitiari  sebagaimana dimaksud  pada a.yat
(3),  Bupati  menyetujui  usulan  perpiinjangan jangka  waktu  KSP,  maka
Bupati,
a.      membentuk Tim KSP; dan

b.     menugaskan  penilai  untuk  melakukan  penghitungan  nilai  barang
milik  daerah  yang  akan  dijadi<an  objek  KSP,  besaran  kontribusi
tetap, dan persentase pembagia 1 keuntungan KSP.

71



(5)    Tugas Tim KSP sebagaimana dimaksucl pada ayat (4) huruf a antara lain:
a.      menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP;
b.     menghitung  besaran  kontribusi  tetap  dan  persentase  pembagian

keuntungan KSP berdasarkan dar / atau dengan mempertimbangkan
hasil Penilaian; dan

c.      melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.

Pa8al 178

(1)    Dalam   ra.ngka   menentukan   kelayaL:.an   perpanjangan   jangka   waktu
pelaksanaan   KSP   sebagaimana  dim€i.ksud   dalam   Pasal   177   ayat   (3),
Bupati  melalui  Pengelola Barang dapfit menugaskan  penilai atau pihak
yang  berkompeten  untuk  melakukan  analisis  kelayakan  perpanjangan
pelaksanaan KSP.

(2)    Penilai atau pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)    menyampaikan   laporan   analisis   kelayakan    perpanjangan   yang
merupakan  hasil  pelaksanaan  tugas  kepada  Bupati  melalui  Pengelola
Baran8.

(3)    Tim KSP sebagalmana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (5) menyampaikan
laporan hasil pelaksanaan tugas kepat a Bupati melalui Pengelola Barang.

(4)    Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSp sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (3)  menunjukkan  bahwa  pemohonan  perpanjangan jangka
waktu  KSP  tidak  dapat  disetujui,  Bupati  menerbitkan  surat  penolakan
perpanjangan  jangka  waktu   KSP  y€ing  ditujukan   kepada  mitra  KSP
disertai dengan alasan.

(5)    Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSp sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (3)  menunjukkan  bahwa  permohonan  perpanjangan jangka
waktu   KSP   dapat   disetujui,   Bupati   menerbitkan   surat   persetujuan
perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP.

(6)    Berdasarkan    surat    persetujuan    p(}rpanjangan   jangka    waktu    KSP
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (:5),  Tim  KSP  menyusun  perjanjian
perpanjangan jangka  waktu  KSP  sekaligus  menyiapkan  hal-hal  teknis
yang diperlukan.

(7)    Perpanjangan jangka  waktu  KSP  set.iagaimana  dimaksud  pada  ayat  (6)
berlaku   pada   saat   penandatangan€Ln   perjanjian   KSP   antara   Bupati
dengan mitra KSP dilakukan.

Pa8al 1 79

(1)    Permohonan perpanja.ngan jangka w.a.ktu  KSP atas barang milik daerah
yang  berada  pada  Pengguna  Baran{;  diajukan  oleh  mitra  KSP  kepada
Pengguna Barang.

(2)     Permohonan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dilampirkan:
a.      proposal perpanjangan KSP;
b.      data dan kondisi objek KSP; dan

c.      bukti penyetoran kontribusi teta? dan pembagian keuntungan dalam
5 (lima) tahun terakhir.
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Pasal loo
(I)    Pengguna  Barang  melakukan  penelitian  administrasi  aitas  permohonan

perpanjangan  jangka  waktu  KSP  yarig  disampaikan  oleh   mitra  KSP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  179 ayat (1).

(2)    Berdasarkan  hasil  penelitian  administ]-asi  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat    (1)    Pengguna    Barang    mengajukan    permohonan    persetujuan
perpanjangan jangkaL waktu KSP kepada Pengelola Barang.

(3)    Permohonan  perpanjangan jangka  waktu  KSP  sebagaimana  dimaksud
pa.da ayat (2), dilampirkan:
a.      proposal perpanjangan KSP;
b.      data dan kondisi objek KSP; dan

c.      bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam
5 (lima) tahun terckhir.

(4)    Apabila  berdasarkan  hasil  penelitian  :sebagaimana dimaksud  pada  ayat
( 1 ) , Pengelola Barang menyetujui usula n perpanjangan jangka waktu KSP,
maka Pengelola Barang:
a.      membentukTim KSP; dan
b.      menugaskan penilai.

Pasal 1€,I

(1)    Tim  KSP  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   180  ayat  (4)   huruf  a,
bertugas antara lain:
a.      menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP;
b.     menghitung  besara.n  kontribusi  tetap  dan  persentase  pembagian

keuntungan KSP berdasarkan dai 1/ atau dengan mempertimbangka.n
hasil penilaian;

c.      melaksanakan kegiatan lain yang; ditugaskan oleh pengelola Ba.rang.

(2)    Tim  KSP  sebagaimana  dimaksud  pa{la  ayat  (1)  menyampaikan  laporan
pelaksanaan tugas kepada Pengelola ]3arang.

(3)    Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim  KSP  sebagaimana dimaksud  pada
ayat (2)  menunjukkan bahwa permohonan  perpanjangan jangka waktu
KSP tidak dapat disetujui, Pengelola I,a.rang menerbitkan surat penolakan
perpanjangan  jangka  waktu   KSP  }'ang  ditujukan  kepada  mitra  KSP
disertai dengan alasan.

(4)    Apabila hasil pelaksanaan  tugas Tim KSP  sebagaimana dimaksud  pada
ayat (2)  menunjukkan  bahwa permcthonan perpanjangan jangka waktu
KSP  dapat  disetujui,  Pengelola  Bar€ing  menerbitkan  surat  persetujuan
perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP.

(5)    Berdasarkan persetujuan perpanjan!3an jangka waktu KSP sebagaimana
dimak§ud  pada  ayat  (4),  Tim  KSP  menyusun  peljanjian  perpanjangan
jangka waktu KSP sekaligus menyiar}kan hal-hal teknis yang diperlukan.

Pasal  ]L82

(1)    Penilai sebagalmana dimaksud dalam pasal 180 ayat (4) huruf b, bertugas
melakukan penghitungan nilai bara]ig milik daerah yang akan dijadikan
objek    KSP,    besaran    kontribusi    tetap    dan    persentase    pembagian
keuntungaLn KSP.
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(2)    Penilai  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (i)  menyampaikan  laporan
penilaian  yang  merupakan  hasil  pelaksanaan  tugas  kepada  Pengelola
Baran8.

Pasal 183

(1)    Dalam   rangka   menentukan   kelayak€in   perpanjangan   jangka   waktu
pelaksanaan KSP a.tas permohonan perpanjangan sebaga.imana dimaksud
dalam Pasal  179, Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak
yang  berkompeten  untuk  melakukan  analisis  kelayakan  perpanjangan
pelaksanaan KSP.

(2)    Perpanjangan  jangka  waktu  KSP  berl,a.ku  pada  saat  penandatanganan
peljanjian KSP antara Pengelola Barang dengan mitra KSP dilakukan.

Pa8al 184

(1)     Dalam hal Bupati atau Pengelola Bar€ing tidak menyetujui permohonan
perpanjangan  jangka  waktu  KSP,   otijek  KSP  beserta  sarana  berikut
fasilitasnya diserahkan kepada Bupati atau Pengelola Barang pada saat
berakhirnyajangka waktu KSP sebagai nana diatur dalam perjanjian KSP.

(2)    Penyerahan  objek  KSP  beserta  saram  dan  prasarananya  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1),  dilakukan  dengan  Berita  Acara  Serah  Terima
(BAST) antara mitra KSP dengan:
a.      Bupati,  untuk  barang  milik  daerah  yang  berada  pada  Pengelola

Barang; atau
b.      Pengelola  Barang,  untuk  baran£;  milik  daerah  yang  berada  pada

Pengguna Barang.

Bagian Kede!lapan
BGS dan ESG

Paragraf I
Umum

Pasal 186

( 1)    BGS/BSG barang milik daerah dilaksana.kan dengan pertimbangan:
a.      Pengguna    Barang    memerlukan    bangunan    dan    fasilitas    bagi

penyelenggaraan      pemerintahari     daerah      untuk     kepentingan
pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
dan

b.     tidak  tersedla atau  tida.k cukup  tersedia  dana dalam APBD  untuk
penyediaan banguna.n dan fasililas tersebut.

(2)    Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi  bagian dari hasil pelaksanaan
BGS/BSG harus dilengkapi dengan I;gin Mendirikan Bangunan (IMB) atas
nama pemerintah daerah.

(3)    Biaya  persiapan  BGS/BSG  yang  dikeluarkan  Pengelola  Barang  atau
Pengguna    Barang    sampai    dengg.n    penunjukan    mitra    BGS/BSG
dibebankan pada APBD.

(4)    Biaya   persiapan   BGS/BSG  yang  terjadi   setelah   ditetapkannya  mitra
BGS/BSG  dan  biaya pelaksanaan  EGS/BSG  menjadi beban mitra yang
bersangkutan.
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(5)    Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan daerah
yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

(6)     BGS/BSG  barang  milik  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dilaksanakan   oleh   Pengelola   Barang   setelah   mendapat   persetujuan
Bupati.

Pasol 186

(1)    Penetapan  status  Penggunaan  baran€,  milik  daerah  sebagai  hasil  dari
pelaksanaan    BGS/BSG    dilaksanakan    oleh    Bupati,    dalam    rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi PERANGKAT DAERAH terkait.

(2)    Hasil pelaksanaan BGS/BSG sebagaim{ma dimaksud pada ayat ( 1) adalah
bangunan  beserta  fasilitas  yang  telah  diserahkan  oleh  mitra  setelah
berakhirnya jangka  waktu yang  diper.ianjika.n  untuk  BGS  atau  setelah
selesalnya pembangunan untuk BSG.

Pasal 187

(1)    Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan,  selama jangka waktu
pengoperasian:
a.      wajib  membayar  kontribusi  ke  rekening  Kas  Umum  Daerah  setiap

tahun sesuai besaran yang telah clitetapkan;
b.      wajib memelihara objek BGS/BSci; dan
c.      dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:

1.      tanah yang menjadi objek BGS/BSG;

2.     hasil  BGS  yang  digunakan  langsung  untuk  penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/ atau

3.      hasilBSG.

(2)     Mitra BGS  barang milik daerah haru{s  menyerahkan objek BGS  kepada
Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian,  setelah dilakukan audit
oleh Aparat Pengawasan Intern Pemeri ntah.

Paragmf 2
Pihak Pelak§ana

Pasal  1€)8

(1)    Pihak yang dapat melakukan BGS/BS`iG adalah pengelola Barang.

(2)     Pihak yang da.pat menjadi mitra BGS/ BSG meliputi:
a.      Badan usaha Milik Negara;

b.     Badan usaha Milik Daerah;
c.      Swasta kecuali perorangan; dan/ atau
d.      Badan Hukum lainnya..

(3)    Dalam   hal   mitra   BGS/BSG   sebag,aimana   dimaksud   pa.da   ayat   (2)
membentuk   konsorsium,   mitra   BGS/BSG   harus   membentuk   badan
hukum  Indonesia  sebagai  pihak yang  bertindak untuk dan  atas  nana
mitra BGS/BSG dalaln perjanjian BGS/BSG.
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Paragraf €}
Objek BGS/ u)SG

Pasal 18?

(I)     Objek BGS/BSG meliputi:
a.      barang  milik  daerah  berupa  taiiah  yang  berada  pada  Pengelola

Barang; atau
b.     barang  milik  daerah  berupa  ta]iah  yang  berada  pada  Pengguna

Baran8.

(2)    Dalam hal barang milik daerah berupa tanah yang status penggunaannya
berada  pada  Pengguna  Barang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf b  telah  direncanakan  untuk  [ienyelenggaraan  tugas  dan  fungsi
Pengguna Barang yang bersangkutan, BGS / BSG dapat dilakukan setelah
terlebih dahulu diserahkan kepada Bu pati.

(3)    BGS/BSG   sebagaimana   dimaksud   I)ada   ayat   (2)   dilaksanakan   oleh
Pengelola  Barang  dengan  mengikutsertakan  Pengguna  Barang  sesuai
tugas dan fungsinya.

(4)    Keikutsertaan     Pengguna     Barang    dalam     pelaksanaan     BGS/BSG,
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mulai dari tahap persiapan
pembangunan,  pelaksanaan  pembangunan  sampai  dengan  penyerahan
hasil BGS/BSG.

Paragrar 4
Hasil BGS/ BSG

Pasal  11)0

(1)     Gedung,  bangunan,  sara.na.,  dan  fa.sjlitasnya  yang  diadakan  oleh  mitra
BGS/BSG merupakan hasil BGS/ BSG.

(2)    Sarana  dan  fasilitas  hasil  BGS/BSG  sebagaimana dimaksud  pada  ayat
(1), antara lain:
a.      peralatan dan mesin;
b.     jalan, irigasi dan jaringan;
c.      aset tetap lainnya; dan
d.      asetlainnya.

(3)    Gedung,  bangunan,  sarana  dan  fasilitas  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat ( 1 ) menjadi barang milik daerah €sejak diserahkan kepada pemerintah
daerah sesuai perjanjian atau pada saLat beralthirnya perjanjian.

Pasal 191

(1)    Dalarn   pelaksanaan   BGS/BSG,   mitra   BGS/BSG   dapat   melakukan
perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG.

(2)    Perubahan    dan/atau    penambahan    hasil    BGS/BSG    sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan sesuai dengan penyelenggaraan
tugas dan  fungsi  pemerintah  daeralL  da.n/atau untuk program-program
nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3)    Perubahan    dan/atau    penambahan    hasil    BGS/BSG    sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  dcngan  cara  addendum  perjanjian
BGS/BSG.

(4)    Addendum perjanjian BGS/BSG sebag€iimana dimaksud pada ayat (3):
a.      tidak melebihijangka waktu palin{; lama 30 (tiga puluh) tahun; dan
b.     menghitung     kembali     besaran     kontribusi     yang     ditetapkan

berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati.

(5)    Perubahan    dan/atau    penambahan    hasil    BGS/BSG    sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)   dan  ayat  (2)   dilakukan   setelah  memperoleh
persetujuan Bupati.

Paragraf €}
Bentuk BGS/ BSG

Pasal  19:2

BGS / BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk:
a.     BGS/BSG  barang milik daerah  atas  t,a.nah yang berada

Barang; dan
b.     BGS/BSG barang milik daerah  atas  t,'inah yang berada

Barang.

pada Pengelola

pada Pengguna

Paragraf (5
Pemilihan Dan Penetapati Mitra BGS/ BSG

Pa8al 193

(I)     Pemilihan mitra. BGS/BSG dilakukan  melailui Tender.

(2)    Tender    sebagaimana   dimaksud    pada   ayat    (1),    dilakukan    dengan
mekanisme sebagaimana dimaksud d€Llam Pasal 64 sampai dengan 79.

Pa8al 1€t4

Hasil  pemilihan  mitra  BGS/BSG  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   193
ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 7
Jangha Waltu ]lGS/ BSG

Pasul 195

(1)    Jangka   waktu   BGS/BSG   paling   lama   30   (tiga   puluh)   tahun   sejak
perjanjian ditandatangani.

(2)    Jangka  wa.ktu  BGS/BSG  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya
berlaku   untuk   1   (satu)   kali   perjanjian   dan   tidak   dapat   dilakukan
perpanjangan.

Paragrar 8
Perjautian BGS/ BSG

Pasal 196

(1)     Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian.
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(2)     Perjanjian      BGS/BSG      sebagaimana      dimaksud      pada      ayat      (1)
ditandatangani antara Bupati dengan mitra BGS / BSG.

(3)    Perjanjian  sebagaimana  dimaksud  p€.da  ayat  (1)   sekurang-kurangnya
memuat:
a.     dasar perjanjian;
b.     identitas para pihak yang terikat clalam perjanjian;
c.      objekBGS/BSG;

d.      hasilBGS/BSG;

e.      peruntukan BGS/BSG;
f.      jangka waktu BGS/BSG;

9.      besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya;
h.     besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan

fungsi Pengelola Ba.rang/ Penggun a Barang;
i.       hak dan kewajiban para pihak yarig terikat dalam perjanjian;

j.       ketentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG;
k.      sanksi;

1.       penyelesaian perselisihan; dan

in.    persyaratan lain yang dianggap perlu.

(4)    Perjanjian  BGS/BSG  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dituangkan
dalam bentuk Akta Notaris.

(5)    Penandatanganan    perjanjian    BGS/BSG    dilakukan    setelah    mitra
BGS/BSG  menyampaikan  bukti  setor  pembayaran  kontribusi  tahunan
pertama kepada pemerintah daerah.

(6)    Bukti   setor   pembayaran   kontribusi   tahunan   pertama   sebagaimana
dimaksud pada ayat (5)  merupakan S;alah  satu dokumen pada lampiran
yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian BGS/BSG.

Paragraf ' 9
Kontribu8i Tahunan, Hasil BGS/BS,a Yang Digtinakan Lang8ung

Untul[ TugaB Dan Fung8i Pemeri]itah Daerah, Penghltungan
Dan Pembays,rannya

Pa8al 197

(1)    Mitra   wajib   membayar   kontribusi   tahunan   melalui   penyetoran   ke
Rekening    Kas    Umum    Daerah    sebagai    penerimaan    daerah    dari
pelaksanaan BGS / BSG.

(2)    Besaran   kontribusi   tahunan   seba!3aimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal I.98

(1)    Besaran  kontribusi  tahunan  merur)akan  hasil  perkalian  dari  besaran
persentase  kontribusi  tahunan  dens;an  nilai  wajar  barang  milik daerah
yang akan dilakukan BGS/BSG.

(2)    Besaran  persentase  kontribusi  tah-man  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berd€isarkan perhitungan Penilai.
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(3)    Nilai  wajar  barang  milik  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
ditentukan  berdasarkan  hasil  penilaian  oleh  Penilai  Pemerintah  atau
Penilai Publik yang ditetapkan oleh BUFati.

(4)     Dalam  hal  nilai  barang  milik  daerah  1]erbeda  dengan  nilai  wajar  hasil
penilaian  sebagaimana dimaksud pada ayat (3),  BGS/BSG barang milik
daerah menggunakan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

Pa8al 19!'

(I)    Besaran  kontribusi  tahunan  pelaksariaan  BGS/BSG  dapat  meningkat
setiap  tahun  dari  yang telah  ditetapk€in  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  198 ayat (2).

(2)    Peningkatan sebagaimana dimaksud pa.da ayat (I) dihitung berdasarkan
kontribusi   tahunan   tahun   pertama   dengan   memperhatikan   tingkat
inflasi.

(3)    Besaran kontribusi tahunan ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan
BGS/BSG dart dituangkan dalam perjanjian.

(4)    Dalam hal usulan besaran kontribusi tahunan yang diajukan oleh calon
mitra BGS/BSG lebih besar dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh
Penilai Pemerintah,  besaran kontribus;i  tahunan yang ditetapkan dalam
persetujuan    pelaksanaan   BGS/BSC    dan   yang   dituangkan   dalam
perjanjian adalah sebesar usulan besaran kontribusi tahunan dari calon
mitra BGS/BSG.

Pasal 200
(1)    Pembayaran kontribusi tahunan pertama ke Rekening Kas umum Daerah

oleh  mitra  BGS/BSG  harus  dilakukan  paling lambat 2  (dua)  hari  kerja
sebelum penanda.tanganan perj anjian BGS / BSG.

(2)    Pembayaran  kontribusi   tahunan   tahun  berikutnya  ke  Rekening  Kas
Umum  Daerah harus dilakukan  sesuai dengan  ta.nggal yang ditetapkan
dalam perjanjian.

(3)    Pembayaran kontribusi tahunan pad€L akhir tahun perjanjian dibayarkan
paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir.

(4)    Pembayaran  kontribusi  tahunan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dan ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor.

Pasal 201
(1)     Dalam   ja.ngka   waktu   pengoperasi€.n   BGS/BSG,   paling   sedikit    10%

(sepuluh  persen)  da.ri  hasil  BGS/BSG  harus  digunakan  langsung  oleh
Pengguna     Barang     untuk     peny3lenggaraan     tugas     dan     fungsi
pemerintahan.

(2)    Besaran    hasil    BGS/BSG    yang    tligunakan    langsung    sebagaimana
dimaksud   pada.   ayat   (1),   ditetapk{ln   oleh   Bupati   berdasarkan   hasil
perhitungan  yang  dilakukan  rekomtmdasi  oleh Tim yang dibentuk  oleh
Bupati.

(3)    Penyerahan     bagian     hasil     BGS/BSG     yang     digunakan     langsung
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  11),  dilakukan  sesuai  dengan  waktu
yang ditentukan dalam perjanjian BGS/BSG.
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(4)    Penetapan   penggunaan   barang   milik   daerah   hasil   BGS/BSG   yang
digunakan langsung sebagaimana dimal:sud pada a.yat ( I ) , dilakukan oleh
Bupati.

Paragraf lai
Berakhirnya .angka Wa]ktu BGS/ BSG

Pasal 202,

(1)     BGS/BSG berakhir dalam hal:
a.      berakhirnya jangka waktu  BGS/ESG  sebagaimana tertuang dalam

perjanjian BGS/BSG;
b.      pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati;
c.      berakhirnya perjanjian BGS/BSG;

d.     ketentuan lain sesuai peraturan p`3rundang-undangan.

(2)    Pengakhiran    BGS/BSG    secara    sepjhak    oleh    Bupati    sebagalmana
dimaksud  pada  aya.t  (1)   huruf  b,   diipat  dilakukan  dalam  hal  mitra
BGS/BSG   tidak   memenuhi   kewajib€n   sebagaimana   tertuang   dalam
perjanjian dan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, antara lain:
a.      mitra BGS/BSG terlambat memb€iyar kontribusi tahunan sebanyak

3 (tiga) kali berturut-turut;
b.      mitra  BGS/BSG  tidak  membaya].  kontribusi  tahunan  sebanyak  3

(tiga) kali berturut-turut; atau
c.      mitra   BGS/BSG   belum   memukii   pembangunan   dan/atau   tidak

menyelesaikan   pembangunan   sesual   dengan   perjanjian,   kecuali
dalam keadaan /once majeure.

(3)     Pengakhiran   BGS/BSG   seba.gaiman€.   dimaksud   pada   ayat   (2)   dapat
dilakukan oleh Bupati secara tertulis.

Pasal 203
(1)     Pengakhiran     perjanjian     BGS/BSG     secara     sepihak     oleh     Bupati

sebagaimana dimaksud dalam Pasal  .202  ayat (1) huruf b,  dilaksanakan
dengan tahapan:
a.      Bupati    menerbitkan    teguran    tertulis    pertama    kepada    mitra

BGS/BSG;

b.      dalam   hal   mitra  BGS/BSG   tic,ak  melaksainakan  teguran  dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran
tertulis pertama, Bupati menerbitkan teguran tertulis kedua;

c.      dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran kedua dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran
tertulis  kedua,   Bupati  menerbLtkan  teguran  tertulis  ketiga  yang
merupakan teguran terakhir; dan

d.     dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran ketiga dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) ha].i kalender sejak diterbitkan teguran
tertulis ketiga, Bupati menerbitkan surat pengakhiran BGS/BSG.

(2)     Setelah menerima surat pengakhiran BGS/BSG  sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, mitra
BGS/BSG wajib menyerahkan objek BGS/BSG kepada Bupati.
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(3)    Bupati meminta aparat pengawasan int(!m pemerintah untuk melakukan
audit atas objek BGS/BSG yang diserar.kan oleh mitra BGS/BSG.

(4)    Audit sebagaimana. dimaksud pada ayat  (3) ditujukan untuk memeriksa:
a.      kesesualan jumlah  dan  kondisi  ot)jek  BGS/BSG  antaLra yang akan

diserahkan dengan perjanjian BGS / BSG;
b.     kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil BGS/BSG antara yang akan

diserankan dengan Perjanjian BGS,/BSG; dan
c.      Iaporan pelaksanaan BGS/BSG.

(5)    Aparat  pengawasan  intern  pemerintah  melaporkan  ha.sil  a.udit  kepaLda
Bupati dengan tembusan kepada mitra BGS/BSG.

(6)    Mitra BGS/BSG menindaklanjuti selu]uh hasil audit yang disampaikan
oleh  aparat  pengawasan  intern  pemer.ntah  dan  melaporkannya kepada
Bupati.

(7)    Serah   terima   objek   BGS/BSG   dilalukan   paling   lambat   pada   saat
berakhimyajangka waktu BGS/BSG dan dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima (BAST).

(8)    Mitra tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit dalam hal terdapat
hasil   audit   yang   belum   selesai   di[indaklanjuti   oleh   mitra   setelah
dilakukannya serah terima sebagaimana. dimaksud pada ayat (7).

(9)     Pengakhiran  sepihak  BGS/BSG  tidal:  menghilangkan  kewajiban  mitra
BGS/BSG untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam
perjanjian BGS/BSG.

Paragmf :I 1
Tata Cars Pelakeanaan BGS/ BSG Ata8 B{Lrang Milik Daerah Berupa Tanah

Yang Berada Pada Pe]lgelola Barang

Pasal 2')4
Tahapan pelaksanaan BGS/BSG atas baning milik daerah yang berada pada
Pengelola Barang, meliputi:

a.      inisiatif atau permohonan;
b.      penelitian administrasi;
c.      pembentukan Tim dan penilaian;
d.     perhitungan besaran penerimaan daerah berupa kontribusi tahunan daLn

persentase  hasil  BGS/BSG yang  digunakan  langsung untuk tugas  dan
fungsi pemerintalian;

e.      pemilihan mitra;
f.      penerbitan keputusan;

9.      penandatanganan perjanjian; dan
h.     pelaksanaan.

Pasal :!05
BGS/BSG atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat
dilakukan berdasarkan:

a.      inisiatifBupati; atau
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b.     permohonan dari pihak lain.

Pasal 206

(1)    Inisiatif   Bupati   atas   BGS/BSG   Bar€ing   milik   daerah   sebagaimana
dimaksud   dalam   Pasal   205   huruf   a,   dituangkan   dalam   bentuk
rekomendasi BGS/ BSG barang milik daerah.

(2)    Inisiatif Bupati  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dapat berasal dari
rencana kebutuhan yang disampaikan J)1eh Pengguna Barang.

Pa8al 207'

(1)     Permohonan  dari  pihak  lain  sebagairrLana  dimaksud  dalam  Pasal  205
huruf b, diusulkan kepada Bupati yang memuaLt:
a.      1atar belakang permohonan;
b.     rencana peruntukan BGS/BSG;
c.     jangka waktu BGS/BSG; dan
d.     usulan besaran kontribusi tahunan.

(2)    Permohonan sebagaimana dimaksud p.ida ayat (1), dilengkapi dengan:
a.      data barang milik daerah yang dia.iukan untuk dilakukan BGS/BSG;
b.      datapemohonBGS/BSG;

c.      proposal rencana usaha BGS/BSG;

d.      informasi  lainnya  berkaitan  dengan  usulan  BGS/BSG,  antara  lain
informasi mengenai:
1.     Renca.na umum Tata Ruang wilayah dan penataan kota; dan
2.      bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.

Pasal 208

(1)    Besaran   kontribusi   tahunan,   dan   persentase   hasil   BGS/BSG   yang
digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan dihitung oleh
Tim  BGS/BSG  berdasarkan  dan/ate.u  mempertimbangkan  nilai  wajar
barang milik daerah dan analisis dari Penilai.

(2)    Penghitungan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan
fungsi pemerintahan, dilakukan oleh `I`im BGS/BSG.

(3)    Apabila diperlukan,  Bupati melalui P{3ngelola Barang dapat menugaskan
Penilai  untuk melakukan  perhitungan  hasil  BGS/BSG yang digunakan
langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.

(4)    Besaran   kontribusi   tahunan   dan   hasil   BGS/BSG   yang   digunakan
langsung untuk  tugas  dan  fungsi  pemerintahan  merupakan  nilai  limit
terendah da.lam pelaksanaan pemilihan mitra.

(5)    Besaran   kontribusi   tahunan   dan   hasil   BGS/BSG   yang   digunakan
langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan seba.gaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan Bupati.
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Pasal 20!'

(1)    Mitra   BGS/BSG   harus    melaksanakan   pembangunan   gedung   dan
fasilitasnya   sesuai   dengan   yang   teltih   ditentukan   dalam   perjanjian
BGS/BSG.

(2)    Apabila   mitra   BGS/BSG   telah   sele€iai   melaksanakan   pembangunan
gedung dan fasilitasnya sebagaimana (limaksud pada ayat ( 1), maka:
a.      mitra menyerahkan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk

penyelenggaraan   tugas   dan   fulgsi   pemerintahan   sebagaimana
ditentukan dalam perjanjian BSG/BGS;

b.     mitra dapat langsung mengoperasionalkan hasil BGs yang dibangun
sesuai dengan perjanjian BGS; dan

c.      mitra menyerahkan hasil BSG kepada Bupati.

(3)    Hasil  BSG  sebagaimana  dimaksud  liada  ayat  (2)  huruf  c  merupakan
barang milik daerah.

Pasal 2]L0

Ketentuan  mengenai  pelaksanaan  KSP  I)arang  milik  daerah   sebagaimana
dirnaksud  dalam  Pasal   161   sampai   der]gan  Pasal   172   mutatis  mutandis
berlaku untuk pelaksanaan BGS/BSG yang berada pada Pengelola Barang.

Paragraf 12
Tata Cars Pelakeaziaan BOS/BSG Atas Barang Milik Daerah

Berupa Tanah Yang Beralha Pada Pengguna Barang

Pasa]. 211

(1)    Barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang
dapat dilakukan BGS/ BSG berdasarkan:
a.      inisiatif pengguna Barang; atau
b.      permohonan dari pihak lain.

(2)     Inisiatif  Pengguna  Barang  atas   pe]aksanaan   BGS/BSG   bara.ng  milik
daerah sebagaimana dimaksud padai a.yat (1) huruf a, disampaikan dalam
bentuk surat permohonan pelaksana.1n BGS / BSG yang ditujukan kepada
Bupa.ti.

(3)    Permohonan dari pihak lain  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, disampaikan dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan BGS/BSG
yang ditujukan kepada Pengguna Barang.

(4)    Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
a.     tatar belakang pemohonan;
b.     rencana peruntukan BGS/BSG;
c.     jangka waktu BGS/BSG;
d.     usulan besa.ran kontribusi tahtinan; dan
e.      usulan persentase hasil BGS/RSG yang digunakan langsung untuk

tugas dan fungsi pemerintahan.
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Pasal 212!

(1)    Pengguna   Barang   mengajukan   permohonan   persetujuan   BGS/BSG
terhadap permohonan pihak lain sebag€.imana dimaksud dalam Pasal 21 1
ayat (3) kepada Bupati, yang memuat:

a.      1atar belakang permohonan;
b.     rencana peruntukan BGS/BSG;
c.      jangkawaktu BGS/BSG;

d.     usulan besaran kontribusi tahunain; dan
e.      usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk

tugas dan fungsi pemerintahan.

(2)    Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
a.      data barang milik daerah yang dia:jukan untuk dilakukan BGS/BSG;
b.      data pemohon BGS/BSG;
c.      proposal BGS/BSG;

d.      data barang milik daerah yang akain dilakukan BGS/BSG; dan
e.      Informasi lainnya berkaitan deng€m usulan BGS/BSG.

(3)    Data barang milik daera.h sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  huruf d,
menegaskan bahwa:
a.     barang  milik daerah yang  akan  dilakukan  BGS/BSG  tidak  sedang

diguna.kan  dalam  rangka penyel{mggaraan  tugas dan  fungsi  pokok
Perangkat Daerah/unit kerja; dan

b.     pelaksanaan BGS/BSG barang milik daerah tidak akan mengganggu
pelaksana.an tugas dan fungsi Pe -angkat Daerah.

(4)    Informasi lainnya yang berkaitan dent;an usulan BGS/BSG sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e, antai a lain informasi mengenai:
a.      Rencana umum Tata Ruang wilayah dan penataan kota; dan
b.      bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.

(5)    Apabila  permohonan  BGS/BSG  yan)3  diajukan  oleh  Pengguna  Barang
bukan    berdasarkan    permohonan    dari    pemohon    BGS/BSG,    maka
permohonan BGS/BSG kepada Bupal:i tidak perlu disertai data pemohon
BGS/BSG sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(6)    Berdasarkan permohonan pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (5), Pengelola Baran{; melakukan penelitian administrasi
atas barang milik daerah yang aka.n clilakukan BGS/BSG.

(7)    Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) kepada Bupati.

Pa8al 213

(1)    Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 212 ayat (7), Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan
terhadap permohonan BGS/BSG.

(2)    Apabila    Bupati    tidak    menyetujui    permohonan    BGS/BSG,    Bupati
menerbitkan   surat   penolakan   yar.g   disampaikan   kepada   Pengguna
Barang dengan disertai alasan.
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(3)

(4)

Apabila Bupati menyetujui permohonan BGS/BSG,  Bupati menerbitkan
surat persetujuan.
Surat   persetujuan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3)   memuat
persetujuan Bupati dan kewajiban Pengguna Barang untuk menyerahkan
barang  milik daerah yang akan dijadik€'.n sebagai objek BGS/BSG kepada
Bupati.

(5)    Penyerahan objek BGS/BSG kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), dituangkan dalam Berita Acam Serah Terima (BAST).

Pa8al 214

(1)    Penentuan   rincian   kebutuhan   ban€qunan   dan   fasilitas   yang   akan
dibangun   di   atas   objek   BGS/BSG   ditentukan   Bupati   berdasarkan
pertimbangan bersama aLntara Pengelo I a Barang dan Pengguna Barang.

(2)    Ketentuan  pada  pelaksanaan  KSP  set)agaimana  dimaksud  dalam  Pasal
161   sampai   dengan   Pasa.I   172   berlaku   mutatis   mutandis   terhadap
pelaksanaan BGS/ BSG barang milik diierah atas tanah yang berada pada
Pengguna Barang yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada
Bupati.

Bagian Keseilhoilan
KSPI

Paragraf 1
Umum

Pasal 21!;

KSPI atas barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan:
a.     dalam  rangka  kepentingan  umum  dan/atau  penyediaan  infrastruktur

guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan;
b.     tidak  tersedia  atau   tidak  cukup  tersedia  dana  dalam  APBD   untuk

penyediaan infrastruktur; dan
c.      termasuk dalam daftar prioritas prog`-am penyediaan infrastruktur yang

ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 2 :L6

(1)     Kewajiban Mitra KSpl selamajangka waktu KSpl adalah:
a.     dilarang  menjaminkan,  menggadaikan,  atau  memindahtangankan

bara.ng milik daerah yang menjatli objek KSPI;

b.      wajib memelihara objek KSpl da]i barang hasil KSPI; dan

c.      da.pat   dibebankan   pembagian   kelebihan   keuntungan   sepanjang
terdapat kelebihan keuntungan }rang diperoleh dari yang ditentukan
pada saat peljanjian dimulai /c!awback/.

(2)    Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang  hasil KSPI kepada
pemerintah  daerah  pada  saat  berakhirnya jangka  waktu  KSPI  sesuai
perjanjian.

(3)    Barang hasil KSPI  sebagaimana dim€lksud pada ayat  (2)  menjadi barang
milik   daerah   sejak   diserahkan   ki3pada   pemerintah   daerah   sesuai
peljanjian.
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(4) Penetapan    mitra    KSPI    dilaksanakan    sesuai    ketentuan    peraturan
perundang-undangan.

Pasal 21'7

|Jenis Infrastruktur yang termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan
infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf c, sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Paragraf :2
Pihak Pelcksana KSPI Atas ]}arang Milik Daerah

pasal 2 I 8

(1)    Pihak yang dapat melaksanakan KSpl adalah:

(2)

(3)

a.     Pengelola  Barang,  untuk  barang  milik  daerah  yang  berada  pada
Pengelola Barang; atau

b.     Pengguna  Barang,  untuk  barang  milik  daerah  yang  berada  pada
Pengguna Barang.

KSPI atas barang milik daerah dilakukan antara pemerintah daerah dan
badan usaha.
Badan usaha sebagaimana dimaksuc!  pada ayat (2) adalah badan usaha
yang berbentuk:
a.      Perseroan Terbatas;
b.      Badan usaha Milik Negara;
c.      Badan usaha Milik Daerah; dan,/atau
d.      Koperasi.

Paragra]r 3
PJPK KSPI Atas BaraDg Milik Daemh

Pa8al 2:19

(1)    PJPK KSpl atas barang milik daerah adalah pihak yang ditunjuk dan/atau
ditetapkan    sebagai   PJPK   dalam   rangka   pelaksanaan   kelja   sama
pemerintah daerah dengan badan usaha.

(2)    Pihak  yang  dapat  ditunjuk  dan  dit`3tapkan  sebagai  PJPK  sebagaimana
dimaksud  pada ayat  ( 1)  mempedomani  ketentuan  perturan  perundang-
undangan.

Parag",i 4
0bjek KSPI

Pasal :220

(1)     Objek KSpl meliputi:
a.     barang milik daerah yang bera(la pada pengelola Barang; atau
b.      barang milik daerah yang beracla pada pengguna Barang.

(2)    Objek KSpl atas barang milik daerah meliputi:
a.     tanah dan/atau bangunan;
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sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan; atau
selain tanah dan/atau bangunan.

Paragmf 5
Jangha Waktu KSPI

Pasal 22 :I

(1)    Jangka waktu KSPI atas ba.rang milik daerah paling lama 50 (lima puluh)
tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(2)    Jangka  waktu  KSPI  atas  barang  milik  daerah  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(3)    Jangka   waktu   KSPI   atas   barang   milik   daerah   dan   perpanjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  idituangkan dalam perjanjian KSPI
atas barang milik daerah.

Pasal 222

( 1)    Perpanja.ngan jangka waktu KSPI atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 221 ayat (3) hanya dapat dilakukan apabila terjadi
gouemment /once  majettne,  seperti  dampak  kebijakan  pemerintah  yang
disebabkan oleh terjadinya krisis ekonc)mi, politik, sosial, dan keamanan.

(2)    Perpanjangan jangka waktu KSPI atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat  (1)  diajukan pennohonannya paling lama 6  (enam)
bulan setelah got/er7merLt /orce majett7e terjadi.

Paragraf 6
Ha8ll KSPI Ata8 Barang Milik Daerah

Pasal 2:!3

(1)     Hasil dari KSpl atas barang milik daei.ah terdiri atas:
a.      barang  hasil  KSPI  berupa  infrastruktur  beserta  fasilitasnya  yang

dibangun oleh mitra KSPI; dan

b.      pembagian  atas  kelebihan  keu]itungan  ya.ng  diperoleh  dari  yang
ditentukan pada saat perjanjian dimulal /czat~back/.

(2)    Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(I)   huruf  b   merupakan   penerimaan   pemerintah   daerah  yang  harus
disetorkan ke rekening Kas Umum D{ierah.

Pasal 224

(1)    F`ormulasi     dan/atau     besaran     p€.mbagian     kelebihan     keuntungan
/c!at#bcick) ditetapkan oleh Bupati.

(2)     Penetapan    besa.ran    pembagian    h:elebihan    keuntungan     (czatuback)
sebagaima.na      dimaksud      pada      ayat      (1)       dilakukan      dengan
mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI yang dibentuk oleh BupaLti.

(3)     Perhitungan  pembagian  kelebihan  keuntungan  (cJczwback/ sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  antara
lain:

a.      nilai investasi pemerintah daerah;
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b.      nilai investasi mitra KSPI;

c.      risiko yang ditanggung mitra KSPI; dan
d.     karakteristik infrastruktur.

Paragraf 7'
Infraetru]Etuf Hasll Pemanfaatfm Barang Milik Daerah

D&lam Rangka Penyedia{iin lnfra8trulEur

Pasal 22!5

(1)    Infrastruktur yang menjadi hasil kegial:an KSPI atas barang milik daerah
berupa:
a.     bangunan konstruksi infrastruktLi.r beserta sarana dan prasarana;
b.     pengembangan     infrastruktur    1)erupa     penambahan     dan/atau

peningkatan   terhadap   kapasitas,   kuantitas   dan/atau   kualitas
infrastruktur; dan/atau

c.      hasil   penyediaan   infrastruktur   berupa   penambahan   dan/atau
peningkatan   terhadap   kapasitas,   kuantitas   dan/atau   kualitas
infrastruktur lainnya.

(2)    Mitra KSPI menyerahkan infrastruktu -yang menjadi hasil kegiatan KSPI
atas  barang  milik  daerah  sebagaima]ia  dimaksud  pada  a.yat  (1)  sesuai
peljanjian atau pada saat berakhimya perjanjian.

(3)    Penyerahan  sebagaimana dimaksud  |tada ayat  (2)  dilakukan  oleh mitra
KSPI atas barang milik daerah kepada PJPK.

Pasal 2:!6

(1)     PiJPK  menyerahkan  barang  milik  dac'rah  yang  diterima  dari  mitra  KSPI
atas barang milik  daerah  sebagaimarLa dimaksud  dalam Pasal  225  ayat
(3) kepada Bupati.

(2)    Barang hasil KSPI atas barang milik c..aerah berupa infrastruktur beserta
fasilitasnya.   menjadi   barang   milik   daerah   sejak   diserahkan   kepada
pemerintah daerah.

Paragral 8
Tata Care PelalE8anaan KSPI Ata8 Barang Milik Daerah

Pada Pcngelol(L Barang

Pasal 227
Tahapan  pelaksanaan  KSPI  atas  barani3  milik  da.erah  yang  berada  pada
Pengelola Barang meliputi:

a.      permohonan;
b.      penelitian administrasi;
c.      pembentukan Tim dan penilaian;
d.      perhitungan  besaran  penerimaan  d,a.erah  dari  KSPI  berupa  pembagian

kelebihan keuntungan (cZcztt;bacJc) ;

e.      penerbitan keputusan;
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f.      penyerahan barang milik daerah dari Bupati  kepada penanggung Jawab
proyek KSPI;

9.      pemilihan mitra;
h.     penandatanganan perjanjian;
i.       pelaksanaan;

j.      pengamanan dan pemeliharaan;
k.      pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan (c!ciu/bclck), jika ada; dan
I.       pengakhiran.

Pasal 22;1}

(1)    KSPI atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat
dilakukan    berdasarkan    permohonan    dari    Pengelola   Barang   yang
disampaikan secara tertulis kepada Bu pati.

(2)    Permohonan  sebagaimana dimaksud I)ada ayat  (1)  sekurang-kurangnya
memuat data dan informasi mengenai:
a.      identitas PJPK, termasuk dasar pt3netapan/  penunjukkannya;
b.      tatar belakang permohonan;
c.      barang  milik  daerah  yang  diajukan  untuk  dilakukan  KSPI,  antara

lain jenis, nilai, dan kuantitas bar.ang  milik dacrah;

d.     rencana peruntukan KSPI;
e.      jangkawaktu KSPI; dan
f.       estimasi besaran pembagian kelebihan keuntungan /c!au/bach/.

Pasal 2:!9

(1)    Permohonan sebagaimana dimaksud tlalam pasal 228 ayat (2), dilengkapi
dokumen pendukung berupa:
a.      proposal pra kelayakan studi tom/eas{bi.!{tg sfudg/ proyek KSPI;

b.      surat pernyataan kesediaan men.iadi PJPK KSPI; dan
c.      surat    kelayakan    penyediaan    infrastruktur    dari    Kementerian/

Lembaga   dan/atau   Dinas   Teknis   sesuai   kententuan   peraturan
perundang-undangan.

(2)    Surat pemyataan  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  huruf b,  paling
sedikit memuat:
a.      data dan informasi mengenai PJT?K KSPI;

b.     dasar penunjukan/penetapan;
c.      barang  milik  daerah  yang  direicanakan  untuk  dijadikan  sebagai

objek KSPI;

d.     kesediaan dan kesanggupan unt.uk menjadi PJPK KSPI; dan
e.      kesediaan   melaksanakan   proses   KSPI   sesuai   dengan   ketentuan

peraturan perundang-undangar .
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Pasal 23')

(1)    Bupati  melakukan  penelitian  adminisl[rasi  atas  permohonan  KSPI yang
diajukan oleh PJPK.

(2)    Apabila berdasarkan hasil penelitian ad ministrasi sebagalmana dimaksud
pada ayat (1) menunjukkan bahwa barang  milik daerah dapat dilakukan
KSPI, Bupati:

a.      membentukTim KSPI; dan
b.     menugaskan penilai untuk melakukan penilaian barang milik daerah

yang akan dilakukan KSPI guna mengetahui nilai wajar atas barang
milik daeraLh bersa.ngkutan.

PaBal 23il

(I)    Tim  KSPI  sebagaimana  dimaksud  d€ilam  Pasal  230  ayat  (2)  huruf  a,
berjumlah gasal dan beranggotakan a]itara lain:
a.      Pengelola Barang;

b.     Perwakilan dari perangkat Daerah terkait; dan
c.      Perwakilan  dari  Perangkat  Daelah  yang  membidangi  pengelolaan

barang milik daerah.

(2)    Tugas Tim KSPI sebagalmana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.      melakukan kajian atas barang mllik daerah yang diusulkan menjadi

objek KSPI;

b.     melakukan   kajian   atas   besaral   penerimaan   daerah   dari   KSPI,
sebagaimana dimaksud dalam P€Lsal 223 ayat (1) huruf b; dan

c.      melaksanakan kegiatan lain yan£: ditugaskan oleh Bupati.

(3)

(4)

Segala   biaya   yang   diperlukan   dale.in   pelaksanaan   tugas   Tim   KSPI
dibebankan pada APBD.
Tim  KSPI  dapat  meminta  masukan   kepada  Penilai  atau  pihak  yang
berkompeten dalam rangka pelaksan€ian tugas.

Pasal 232

(1)     Perhitungan    besaran    pembagian    kelebihan    keuntungan    (c!czLubczcJc)
dilakukan oleh Tim KSPI sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 224.

(2)    Bupati   menetapkan   besaran   bagi€in   Pemerintah   dalam   pembagian
kelebihan      keuntungan       (c!czLtJback)       dengan       mempertimbangkan
perhitungan Tim KSPI sebagalmana tlimaksud pa.da ayat (1) dalam surat
persetujuan KSPI.

(3)    Besaran    bagian    pemerintah    daerah    dalam    pembagian    kelebihan
keuntungan  (ciotobcick)  yang ditetapkan  Bupati  sebagalmana dimaksud
pada ayat (2) dicantumkan dalam dokumen tender.

Pasal 233
(1)    Bupati menerbitkan Keputusan KSPI apabila permohonan KSPI dianggap

layak, dengan mempertimbangkan hisil pelaksanaan tugas Tim KSPI.
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(2)

(3)

Keputusan   KSPI    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)    sekurang-
kurangnya memuat:
a.      data barang milik daerah yang menjadi objek KSpl;

b.     peruntukan KSPI, temasuk kelonipok/jenis infrastruktur;
c.      besaran pembagian kelebihan keuntungan (c!atoback);
d.     jangka waktu KSpl atas barang milik daerah; dan
e.      penunjukan PLJPK KSpl atas baraiig milik daerah.
Salinan    Keputusan    KSPI    sebagainiana    dimaksud    pada    ayat    (2)
disampaikan kepada Pengelola Barang.

(4)    Apabilla permohonan KSpl dianggap tidak layak, Bupati memberitahukan
kepada pemohon disertai alasannya.

pa8al 2:'4

(1)    Bupati  menyerahkan   barang   milik   daerah  yang   menjadi   objek  KSPI
kepada    PJPK    penyediaan    infrastruktur    berdasarkan    keputusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (1).

(2)    Penyerahan objek KSPI sebagaimana ]imaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima (BA€;T) yang ditandatangani oleh Bupati
dan PJPK penyediaan infrastruktur al.as barang milik daerah.

(3)     Penyerahan     objek    KSPI     kepada    PJPK     penyediaan     infrastruktur
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya  dalam  rangka  KSPI  atas
barang milik daerah dan bukan  sebagai pengalihan kepemilikan barang
milik daerah.

Pasal 235

(1)    PIJPK  penyediaan  infrastrukturatas  barang  milik  daerah  menetapkan
mitra KSPI berdasarkan hasil tender clari proyek kerjasama sesuai dengan
ketentuan    peraturan    perundang-undangan    di    bidang   kerja   sama
pemerintah dalam penyediaan infras{.ruktur.

(2)    Penetapan mitra KSpl dilaporkan oler. PJPK penyediaan infrastruktur atas
barang  milik  daerah  kepada  Bupati  paling  lama  1  (satu)  bulan  setelah
tanggal ditetapkan.

Pasal 2;36

(1)    PJPK Penyediaan lnfrastruktur memndatangani perjanjian KSPI dengan
mitra KSPI yang ditetapkan dari hasil tender.

(2)    Penandatanganan perjanjian  KSPI  dilakukan  paling lama 2  (dua)  tahun
terhitung sejak tanggal berlakunya lt:.eputusan KSPI.

Pasal £237

(1)    Berdasarkan  perjanjian  KSPI  sebagaLimana  dimaksud  dalam  Pasal  236
ayat   (1),   PJPK   Penyediaan   Infraslruktur  menyerahkan   barang  milik
daerah yang menjadi objek KSPI kepada mitra KSPI.

(2)    Penyerahan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  dituangkan  dalam  Berita  Acara  Serah  Terima
(BAST)  yang  dita.ndatangani  oleh  ]'JPK  Penyediaan  Infrastruktur  dan
mitra KSPI.
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(3)

(1)

(2)

(3)

in

Penyeraha.n barang milik daerah yang menjadi objek KSPI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)  hanya dalam i`angka pemanfaatan barang milik
daerah dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan barang milik daerah.

pasal 23:!!

PJPK        Penyediaan        lnfrastruktui         melaporkan        pelaksanaan
penandatanganan  perjanjian  KSpl  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pa.sal
236  ayat  (1)  dan  penyerahan  barang  milik  daerah  kepada  mitra  KSPI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1)  kepada Bupati dengan
melampirkan  salinan  peljanjian  KSP]  dan  salinan  Berita  Acara  Serah
Terima (BAST) .

Dalam   hal   jangka   waktu   sudah   terlewati   dan   perjanjian   belum
ditandatangani,KeputusanKSPIsebag,aimanadimaksuddalamPasal236
ayat (2) dinyatakan tidak berlaku.
Dikecualikan   dari   ketentuan   sebag€iimana   dimaksud   pada   ayat   (2),
sepanjang  lewat waktu  tidak  disebabkan  oleh  hal yang  dilakukan  oleh
mitra KSPI,  penandatanganan  perjanjian  dilakukan  paling lama 3  (tiga)
tahun  terhitung  sejak  berlakunya  kl.3putusan  KSPI  atas  barang  milik
daerah.

Pa8al 289

Perianjian KSPI atas barang milik dae I-ah sekurang-kurangnya memuat:
a.      dasar perjanjian;
b.      identitas para pihaLk;

c.      barang milik daerah yang menja(li objek pemanfaatan;
d.     peruntukan pemanfaatan;
e.      ha.k dan kewajiban;
f.      jangka waktu pemanfaa.tan;

9.      besaran penerimaan serta mekaliisme pembayaran;
h.     ketentuan mengenai berakhirny€L pemanfaatan;
i.       sanksi; dan

j.       penyelesaian perselisihan.

(2)    Perjanjian  KSPI  atas  barang milik  d`ierah  sebagaimana dimaksud  pada
ayat (1) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.

Paeal 240

(1)     Mitra KSPI atas barang milik daerah waLjib melakukan pengamanan daLn
pemeliharaan atas:
a.      barang  milik daerah yang menj{idi objek KSpl., dan
b.     barang hasil KSpl atas barang milik daerah berdasarkan perjanjian.

(2)    Pengamanan   sebagaimana  dimaksi.Ld  pada  ayat   (I)   ditujukan  untuk
mencegah   terja.dinya  penurunan   fungsi   dan   hilangnya   barang  milik
daerali yang menjadi objek dan hasil KSPI atas barang milik daerah.
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(3)    Pemeliharaa.n  sebagaima.na  dimaksud  pada  ayat  (1)   ditujukan  untuk
menjaga  kondisi  dan  memperbaiki  b€irang  milik  daerah  yang  menjadi
objek  KSPI  dan  hasil  KSPI  atas barang milik daerah  agar  selalu  dalam
keaida.an  baik  dan  siap  untuk  diguriakan  secara  berdaya  guna  dan
berhasil guna.

(4)    Perbaikan  barang  milik  daerah  sebat;aimana  dimaksud  pada  ayat  (3)
harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhimya
jangka waktu KSPI.

(5)    Seluruh  biaya  pengamanan  dan  pemeliharaan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) menjadi beban mitra KSPI.

Pasal 24il

( I)    Mitra KSPI dilara.ng mendayagunakan barang milik daerph yang menjadi
objek KSPI selain untuk peruntukan k':SPI sesuai perjanjian.

(2)    Mitra   KSPI   dilarang  menjaminkan  ,!itau   menggadaikan   barang  milik
daerah objek KSPI.

Pa9al 2£L2

(1)    Bagian   pemerintah   daerah   atas   pembagian   kelebihan   keuntungan
(ciau/bcic`Jc)  disetorkan  oleh  mitra  KSPI  ke  rekening  Kas  Umum  Daerah
paling lambat 31 maret.

(2)    Bagian   pemerintah   daerah   atas   Fembagian   kelebihan   keuntungan
(cZczLubacfe)   yang   terjadi   pada   tahun   terakhir   dalam   jangka   waktu
peljanjian   KSPI   disetorkan  oleh  mi':ra  KSPI   ke  rekening  Kas  Umum
Daerah  paling  lambat  10  (sepuluh)  hari  sebelum  berakhimya  jangka
waktu perjanj.ian.

(3)    Bagian   pemerintah   daerah   atas   riembagian   kelebihan   keuntungan
(c!au/bach)  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disetorkan  oleh  mitra
KSPI sepanjang terdapat kelebihan ke iintungan (czciwbcick) yang diperoleh
dari yang ditentukan pa.da. saat perja]ijian KSPI dimulai.

Pasal 243
KSPI atas barang milik daerah berakhir d€ilam hal:
a.      berakhirnyajangka waktu KSpl atas barang milik daerah;
b.     pengakhiran perjanjian KSpl atas banlng milik daerah secara sepihak oleh

Bupati; atau
c.      ketentuan lain sesuai denga.n ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paed 244
(I)    Pengakhiran  secara  sepihak oleh  BiLpati  sebagaimana  dimaksud dalam

Pasal  243  huruf b,  dapat dilakukan  dalam hal mitra KSPI  atas barang
milik daerah:
a.     tidak  membayar  pembagian  ke ebihan  keuntungan  dari  KSPI  atas

barang milik daerah yang ditentukan  pada  saat perjanjian  dimulai
(cjau/back) ; atau

b.     tidak memenuhi kewajiban selaln dari sebagaimana dimaksud pada
huruf a sebagaimana tertuang cl alam peljanjian.
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(2)    Pengakhiran K§PI §ebagaimana dimaks,ud pada ayat ( 1) dapat dilakukan
oleh Bupati berdasarkan hasil pertimbrmgan Pengelola Barang dan/ atau
Pengguna Barang secara tertulis.

Pacal 24!5

(1)    Pengakhiran  perjanjian  KSPI  secara  sepihak  oleh  Bupati  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  244,  diawali  dengan  penerbitan  teguran  tertulis
pertama kepada mitra KSPI oleh Bupati.

(2)    Apabila  mitra  KSPI  tidak  melaksanakan  teguran  pertama  sebagaimana
dimaksud  pada ayat  (1)  dalam jangka  waktu  30  (tiga puluh)  hari  sejak
teguran tertulis pertama diterbitkan, Bupati menerbitkan teguran tertulis
kedua.

(3)    Apabila  mitra  KSPI  tidak  melaksanakan  teguran  kedua  sebagaimana
dimaksud  pada ayat  (2)  dalam jangk€i waktu  30  (tiga puluh)  hari  sejak
teguran  tertulis  kedua diterbitkan,  Bupati menerbitkan  teguraLn  tertulis
ketiga yang merupakan teguran terakl iir.

(4)    Apa.bila  rnitra.  KSPI  tidak  melaksan€kan  teguran  ketiga  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (3)  dalam jangkii waktu  30  (tiga  puluh)  hari  sejak
teguran tertulis ketiga diterbitkan, Bu[)ati menerbitkan surat pengakhiran
KSPI.

(5)     Surat teguran sebagaimana dimaksud  pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
scrta    surat    pengakhiran    sebagailiiana    dimaksud    pada    ayat    (4)
ditembuskan kepada PJPK.

(6)    Mitra   KSPI   harus   menyerahkan   otjek   KSPI   kepada   Bupati   dengan
tembusan  PLJPK berdasarkan  surat pengakhiran  KSPI  atas barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari setelah men3rima surat pengakhiran perjanjian
KSPI.

PaBal 246

(1)     Mitra KSpl harus melaporkan akan m€mgakhiri KSpl paling lambat 2 (dua)
tahun sebelum jangka waktu  KSPI bt3rakhir kepada PJPK.

(2)    Berdasarkan  laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan
audit oleh auditor independen/ aparat pengawasan intern pemerintah atas
pelaksanaan  KSPI  atas  barang  milik  daerah  berdasarkan  permintaan
PJPK.

(3)    Auditor independen/aparat pengawa:sam intern pemerintah sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (2)   menyam+.a.ika.n   hasil   audit   kepada   PLJPK
penyediaan infrastruktur atas baran€::  milik daerah.

(4)    PJPK  menyampaikan  hasil  audit  set)agaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)
kepada mitra KSPI.

(5)    Mitra KSpl menindaklanjuti hasil auc.it sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan melaporkannya kepada PJPK

Pasal 2}47

(1)     Mitra  KSPI  menyerahkan  barang  milik daerah yang menjadi objek  KSPI
pada saat berakhirnya KSPI kepada PJPK dalam keadaan baik dan layak
digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
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(2)    Dalam  hal  terdapat  infrastruktur  has.I  KSPI  atas  barang milik  daerah,
mitra KSPI wajib menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan objek
KSPI sebagaimana dimaksud pada aya[ (1).

(3)    Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan
data.in Berita. Acara Sera.h Terima (BAST).

Pa8al 24.8

Dalam hal masih terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh
mitra KSPI setelah dilakukan serah terima s ebagaimana dimaksud dalam Pasal
247,   Mitra   KSPI   tetap   berkewajiban   m€'nindaklanjutinya   sampai   dengan
selesai.

Pasal 2fli9

(1)     PJPK melaporkan kepada Bupati:
a..      berakhimya KSpl sebagaimana dimaksud dalam pasal 243;
b.     hasil audit sebagaimana dimaksLid dalan pasal 246 ayat (3); dan
c.      hasil audit yang belum diselesaikan  sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 248.

(2)     PLJPK menyerahkan kepada Bupati:
a.      objek KSpl sebagaimana dimaks`Ld dalam pasal 247 ayat (1); dan
b.      hasil KSpl sebagaimana dimaksud dalam pasal 247 ayat (2).

Paragraf 9
penatausalLaan

Pasal 2ti50

(1)    Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSpl atas
barang milik daerah yang berada pad,'i Pengelola Barang.

(2)    Pengguna Barang melakukan penataiisahaan atas pelaksanaan KSpl ataLs
barang milik daerah yang berada padl Pengguna Barang.

Pasal 2,!5 1

(1)     Mitra  KSPI   melaporkan   secara.  tertulis   basil   penyetoran   pendapatan
daerah atas KSPI kepada Bupati sesua.i perjanjian dengan dilampiri bukti
penyetoran pendapatan daerah.

(2)    Bukti penyetoran pendapatan daerah  seba.gaimana dimaksud pada ayat
( 1) merupakan dokumen sumber pela ksanaan penatausahaan KSPI.

Paragraf 10
Sanksi dan I)enda

Pasal 252

(1)    Dalam hal mitra KSpl terlambat melakukan pembayaran atau melakukan
pembayaran  namun  tidak  sesuai  (lengan  ketentuan  atas  pembagian
keuntungan  KSPI  sebagaimana dime.ksud  dalam  Pasal  242,  mitra KSPI
atas  barang  milik  daerah  wajib  membayar  denda  sebagaimana  diatur
dalam naskah peljanjian.
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(2)    Pembayaran   denda   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   dilakukan
melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 253

(1)    Dalam hal barang milik daerah yang r}ienjadi objek KSPI tidak dipelihara
dengan baik sesuai ketentuan pada perjanjian, mitra KSpl memperbaiki
sampai pada kondisi sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2)    Perbaikan  sebagaimana  dimaksud  piida  ayat  (1)   harus  sudah  selesai
dilaksanakan  paling  lambat  pada  sa.at  berakhirnya  nasa  KSpl  atas
barang milik daerah.

Pa8al 2!i4

(1)     Dalam  ha.I barang milik  daera.h yang menjadi  objek  KSPI  hilang  selama
pelaksanaan  nasa  KSPI  akibat  kes€ilahan  atau  kelalaian  mitra  KSPI,
mitra wajib  mengganti objek dan  hat;il  KSPI  dengan  barang yang sama
atau barang yang sejenis dan setara.

(2)    Penggantian  barang milik daerah  set)agalmana dimaksud  pada  ayat  (1)
harus  sudah  selesai dilaksanakan  p€iling lambat pada saat berakhimya
KSPI.

Pasal 2155

(I)    Dalam   hal   perbaikan   dan/atau   Fienggantian   barang   milik   daerah
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  253  dan  Pasal  254  tidak  dapat
dilakukan, mitra KSPI membayar bia:7a perbaikan dan/atau penggantian
tersebut secara tunai.

(2)    Penentuan besaran bia.ya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan
oleh PJPK.

Pa8al 256
Pembayaran biaya sebagaimana dimaksuc  dalam Pasal 255 ayat ( 1) dilakukan
dengan cara menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama I (satu)
bulan terhitung sejak adanya penetapan €;ebagaimana dimaksud dalam Pasal
255 ayat (2).

meal 257
Mitra dikenakan sanksi administratif benLpa surat teguran dalam hal:
a.     belum    melakukan    perbalkan    da]i/atau    penggantian    sebagaimana

dimaksud dalam Pasal  255  dan  Pas;il  256  pada  saat berakhirnya KSPI;
atau

b.     belum   menyerahkan   barang  milik   dacrah  yang  menjadi  objek   KSPI
dan/atau hasil pemanfaatan pada saLat berakhirnya KSPI.

Pasal Z!58

(1)    Dalam  hal  perbaikan,  penggantian,  dan/atau  penyerahan  barang  milik
daerah   sebagaimana   dimaksud   d€llam   Pasal   256   belum   dilakukan
terhitung I  (satu) bulan sejak diterb!tkannya surat teguran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 257, mitra dilcenakan sanksi administratif berupa
surat peringatan.

96



(2)    Dalam  hal  perbaikan,  penggantian,  diin/atau  penyerahan  barang milik
daerah  belum dilakukan terhitung  1  |bulan)  sejak diterbitkannya surat
peringatan sebagaimana dimaksud pacla ayat ( 1), mitra dikenakan sanksi
administratif berupa denda sebagaimalla diatur dalam naskah perjanjian.

Paeal 259
Dalam  hal  denda  sebagaimana  dimaksuci   dalam  Pasal  258  ayat  (2)  tidak
dilunasi mitra KSPI , maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf I. 1
Tata C&ra Pelahanaan KSPI Ata8 Barang Milik Daerah

Pada Pengguna Barang

Pa8al 2€io
Tata  cara  pelaksanaan  KSPI  pada  pengelt]1a  dari  Pasal  227  sampai  dengan
Pasal  259  berlaku  mutatis  muta.ndis  terhadap  tata  cara  pelaksanaLan  KSPI
pada Pengguna Barang.

Pasal 261
Bupati melakukan penelitian administrasi terhadap barang milik daerah yang
berada   pada   Pengguna   Barang   dengan   dilampiri   surat   pernyataan   dari
Pengguna Barang bahwa barang milik da€'rah yang menjadi objek KSPI tidak
sedang  digunakan  atau  tidak  mengganggu  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi
Pengguna Barang.

BAD VIA:
PENGAMANAN DAN P..BMELIIIARAAN

Baglan Perl:ama
Pengama)lan

Paragraf' 1
Umum

Pasal 262
(1)    Pengelola Barang,  Pengguna Barang dan/atau  kuasa  Pengguna  Barang

wajib melakukan  pengamanan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya.

(2)    Pengamanan barang milik daerah se.agaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a.      pengamanan fisik;
b.     pengamanan administrasi; dan
c.      pengamanan hukum.

Pasal 263
(1)     Bukti kepemilika.n ba.rang milik daer.`lh wajib disimpan dengan tertib dan

aman.
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(2)    Penyimpanan  bukti  kepemilikan  bar€ing  milik  daerah  dilakukan  oleh
Pengelola Barang.

Pa8al 264
Bupati  dapat  menetapkan  kebijakan  asuransi  atau  pertanggungan  dalaln
rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah.

Paragraf :2
Tata Cam Pengamginan Tanah

Pasal 2€'5

(1)    Pengamanan fisik tanah dilakukan deiigan antara lain:
a.     memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
b.     memasang tanda kepemilikan tanah; dan
c.      melakukan penjagaan.

(2)    Pengamanan  fisik  sebagaimana  dim€iksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan
dengan  mempertimbangkan  kemampuan  keuangan  pemerintah  daerah
dan kondisi/ 1etak tanah yang bersan€;kutan

(3)    Pengamanan administrasi tanah dilal;.ukan dengan:
a.     menghimpun,     mencatat,     meiiyimpan,     dan     menatausahakan

dokumen bukti kepemilikan tan€Lh secara tertib dan aman.
b.      melakukan langkah-langkah sebaLgai berikut:

1.      melengkapi  bukti  kepemilil;.an  dan/atau  menyimpan  sertifikat
tanah;

2.      membuat kartu identitas bara.ng;

3.      melaksanakan inventarisasi /sensus barang milik daerah sekali
dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan

4.      mencatat       dalam       Daft€.r       Barang       Pengelola/Pengguna
Barang/ Kuasa Pengguna.

(4)    Pengamanan hukum dilakukan terh€.clap:
a.      tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
b.     tanah  yang  sudah  memiliki  sl3rtirikat  namun  belum  atas  nana

pemerintah daerah.

PaBal I;66
Pembangunan pagar batas  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  265 ayat (1)
huruf a,  belum dapat dilakukan  dikarenakan keterbatasan  anggaran,  maka
pemasangan   tanda   letak   tanah   dilakukan   melalui   pembangunan   patok
penanda batas tanah.

Pasal :267
Tanda  kepemilikan  tanah  sebaLgaimana  dimaksud  dalam  Pasal  265  ayat  (1)
huruf b, dibuat dengan ketentuan antara lain:
a.     berbahan material yang tidak mudah rusak;
b.      diberi tuli§an tanda kepemilikan;
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c.      gambar lambang pemerintah daerah; d€1n

d.     informasi lain yang dianggap perlu.

(1)

Pasal 268

Pengamanan  hukum  terhadap  tanah  yang  belum  memiliki  sertifikat
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  265  ayat  (4)  huruf  a,  dilakukan
dengan cara:
a.      apabila  barang  milik  daerah  tel€ih  didukung  oleh  dokumen  awal

kepemilikan, antara lain berupa I,etter C,  akta jual beli, akte hibah,
atau  dokumen  setara  lainnya,  maka  Pengelola Barang/  Pengguna
Barang   dan/atau   Kuasa   Penggiina   Barang   segera   mengajukan
permohonan  penerbitan  sertifik€it  atas  mama  pemerintah  daerah
kepada    Ba.dan    Pertanahan    Nasional/Kantor    Wilayah    Badap
Pertanahan  Nasional  setempat/ K.antor Pertanahan  setempat sesuai
dengan ketentuan peraturan pen ndang-undangan; dan

b. apabila   barang  milik  daeraLh   tidak  didukung  dengan   dokumen
kepemilikan,  Pengelola  Barang/Pengguna  Barang  dan/atau  Kuasa
Pengguna Barang  mengupayakar. untuk memperoleh dokumen awal
kepemilikan seperti riwayat tanal. L.

(2)    Pengamanan  hukum  terhadap  tanah  yang  sudah  bersertifikat  namun
belum atas nana pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
265 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan cara Pengelola Barang/Pengguna
Barang    dan/atau    Kuasa    Penggu]1a    Barang    segera    mengajukan
permohonan  perubahan  nana  sertifikat hak atas  tanah kepada Kantor
Pertanahan setempat menjadi atas nana pemerintah daerah.

Paragraf 8
Tata Cara Pengamanan GedulLg Dan/atau Bangunan

Pasal 2159

(1)    Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan, antara
lain:

a.      membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan;
b.     memasang tanda kepemilikan berupa papan nama;
c.      melakukan  tindakan  antisipasi  untuk  mencegah/  menanggulangi

terjadinya kebakaran;
d.     gedung dan/atau bangunan yang; memiliki fungsi strategis atau yang

berlokasi  tertentu  dengan  tugas  dan  fungsi  melakukan  pelayanan
langsung   kepada   masyarakat   dapat      memasang   C!osed-arcut.t
rezeuisi.on (CCTV) ;

e.      menyediakan satuan pengamamin dengan jumlah sesuai fungsi dan
peruntukkan   gedung  dan/ataL   bangunan   sesuai   kondisi   lokasi
gedung dan/ atau bangunan tersebut.

(2)    Pengamanan risik terhadap barang milik daerah berupa gedung dan/atau
bangunan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dilakukan   dengan
memperhatikan  skala prioritas  dan  kemampuan  keuangan  pemerintah
daerah.
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(3)    Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
a.     fungsi penggunaan bangunan;
b.      Iokasi bangunan; dan

c.      unsur nilai gtrategi§ bangunan.

(4)    Pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan
menghimpun, mencatat, menyimpan,  dan menatausahakan secara tertib
dan teratur atas dokumen sebagai benkut:
a.      dokumen   kepemilikan   berupa   t3urat   Izin   Mendirikan   Bangunan

(IMB);

b.     keputusan    penetapan    status    penggunaan    gedung    dan/atau
bangunan;

c.      daftar Barang Kuasa pengguna berupa gedung dan/atau bangunan;
d.     daftar Barang pengguna berupa €;edung dan/atau bangunan;
e.      daftar Barang pengelola berupa gedung dan/atau bangunan;
f.       Berita Acara serah Terima (BAST); dan

9.      dokumen terkait lainnya yang dii]erlukan.
(5)    Pengamanan hukum gedung dan/atan bangunan:

a.      melakukan   pengurusan   lzin   Mendirikan   Bangunan   (IMB),   bagi
bangunan  yang  belum  memiliki  lzin  Mendirikan  Bangunan  (IMB);
dan

b.     mengusulkan penetapan status I)enggunaan

Paragraf 4
Tata Care Pengamanan Kendaraan Dlna8

Pasal 2'70
(1)     Kendaraan dinas terdiri dari:

a.      Kendaraan   perorangan   dinas,   yaitu   kendaraan   bermotor   yang
digunakan bagi pemangku jabat.1n :
1.       Bupati;

2.      WakilBupati; dan
3.      Sekretaris Daerah.

b.     Kendaraan  dinas  jabatan,  yaitu  kendaraan  yang  disediakan  dan
dipergunakan pejabat untuk keg:,iatan operasional perkantoran;

c.      Kendaraan  dinas operasional  disediakan  dan  dipergunakan untuk
pelayanan operasional khusus, la.pangan, dan pelayanan umum.

(2)    Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:
a.      Kendaraan perorangan Dinas;
b.     Kendaraan Dinas Jabatan; dan
c.      Kendaraan Dinas operasional.
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Pasal 27 1

(1)    Pengamanan  fisik  terhadap  kendaraan  perorangan  dinas  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 270 ayat (2) hi.iruf a, dilakukan dengan membuat
Berita.    Acara    Serah    Terima    (BAST)    kendaraan    antara    Pengguna
Barang/Kuasa   Pengguna   Barang   :irang   melakukan   penatausahaan
kendaraan   perorangan   dinas   dens,an    Pejabat   yang   menggunakan
kendaraan perorangan dinas.

(2)     Berita Acara Serah Terima  (BAST)  sel>agalmana dimaksud  pada ayat  (I)
berisi klausa antara lain:
a.     pemyataan  tanggung  jawab  at€is  kendaraan  dengan  keterangan,

antara  lain  nomor  polisi,  merek,  tahun  peraLkitan  kendaraan,  kode
barang  kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang
melekat pada kendaraan tersebu I;

b.     pemyataan  tanggung jawab  ata`i5  kendaraan  dinas  dengan  seluruh
risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;

c.      pernyataan  untuk  mengembalikan  kendaraan  setelah  berakhirnya
jangka waktu penggunaan atau jnasa jabatan telah berakhir kepada
Pengguna    Barang/Kuasa    Pengguna    Barang    yang    melakukan
penatausahaan kendaraan perorangan dinas;

d.     pengembalian  kendaraan  peronmgan  dinas  diserahkan  pada  saat
berakhimya  nasa jabatan  sesuai yang  tertera  dalam  berita  acara
serah terima kendaraan.

(3)     Pengembalian   kendaraan   perorang€i.n   dinas   dituangkan   dalam  berita
acara penyerahan.

(4)    Kehilangan   Kendaraan   Perorangan   Dinas   menjadi   tanggung   jawab
penanggung    jawab    kendaraan    dengan    sanksi    sesuai    peraturan
perundang-undangan.

Pasal 2!72

(I)    Pengamanan   fisik   terhadap   kend€iraan   dinas   jabatan   sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 270 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan membuat
Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara:
a.      Pengelola  Barang  dengan   Pengguna  Barang  yang  menggunakan

kendaraan Dinas Jabatan Peng{,una Barang;
b.     Pengguna     Barang     dengan     Kuasa     Pengguna     Barang     yang

menggunakan kendaraan jabat€in Kuasa Pengguna Barang; dan
c.      Pengguna  Barang/Kua§a  Peng!grna  Barang    dengan  pejabat  yang

menggunakan kendaraan dinas jaba.tan.

(2)     Berita Acara Serah Terima  (BAST)  s3bagaimana dimaksud  pa.da ayat (1)
berisi klausa antara lain:
a.      pemyataan   tanggung  jawab  €.tas   kendaraan   dengan   keterangan

antara lain:  nomor polisi,  merek,  tahun perakitan kendaraan,  kode
barang,    dan  rincian  perlengk{apan  yang  melekat  pada  kendaraan
tersebut;

b.

C.

pernyataan  tanggung jawab  ata.s  kendaraan  dinas  dengan  seluruh
risiko yang melekat atas kenda:aan dinas jabatan tersebut;

pemyataan  untuk  mengembalikan  kendaraan  setelah  berakhimya
jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir; dan
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d.

(3)

(4)

pengembalian   kendaraan   dinas   jabatan   diserahkan   pada   saat
berakhirnya  nasa jabatan  sesuai yang  tertera  dalam  berita  acara
serah terima kendaraan.

Pengembalian  kendaraan  dinas jabatan  dituangkan  dalam  berita  acara
penyerahan kembali.
Kehilangan    Kendaraan    Dinas    Jabiitan    menjadi    tanggung    jawab
penanggung jawab kendaraan dengan s,anksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 273

(1)    Pengamanan  fisik  terhadap  kendaraan  dinas  operasional  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 270 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan membuat
surat  pernyataan  tanggung  jawab  al:as  kendaraan  dinas  operasional
dimaksud  dan  ditandatangani  oleh  Ptmgguna  Barang/Kuasa  Pengguna
Barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas operasional.

(2)    Surat pernyataan tanggung j.awab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat antara lain:
a.      nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang,   dan

perlengkapan kendaraan tersebut ;
b.     pernyataan   tanggung  jawab   atas   kendaraan   dinas   operasional

dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
c.      pernyataan  untuk  mengembalikan  kendaraan  dinas  segera  setelah

jangka waktu penggunaan berakhir;
d.      pengembalian kendaraan dinas oi)erasional dituangkan dalam berita

acara penyerahan kembali; dan
e.      menyimpan    kendaraan    dinas    operasional    pada    tempat    yang

ditentukan.

(3)    Apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari kesalahan atau
kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan, maka Pejabat/penanggung
jawab yang menggunakan  kendaraan  dinas   sebagai penanggung jawab
kendaraan  dinas dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 274
(1)     Pengamanan     administrasi     kendaraan     dinas     dilakukan,     dengan

menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib
dan teratur atas dokumen sebagai be]-ikut:
a.      bukti pemilik kendaraan bermottjr (13PKB);

b.      fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK);
c.      Berita Acara serah Terima (BAST);

d.      kartu pemeliharaan;
e.      data daftar barang;dan
f.       dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

(2)    Pengamanan hukum Kendaraan Dinfis dilakukan, antara lain:
a.      melakukan  pengurusan  semua   dokumen  kepemilikan  kendaraan

bermotor,   seperti  BPKB  dan   STNK,   termasuk  pembayaran   Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) ;
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b. melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada
pihak-pihak  yang  bertanggungjawab   atas   kehilangan   kendaraan
dinas bermotor.

Paragraf 5
Tata Cara Pengamanan ]Rumah Negara

Pasal 27€5

(1)     Pengelola  Barang/Pengguna  Barang/I:uasa  Pengguna  Barang  dilarang
menelantarkan rumah negara.

(2)    Pengamanan fisik rumah negara dilaki,kan, antara lain:
a.      pemasangan patok; dan/atau
b.     pemasangan papan nana.

(3)    Pemasangan papan nana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  huruf b
meliputi unsur, antara lain:
a.      logo pemerintah daerah; dan
b.      mama pemerintah daerah.

Pasal 276

(1)    Setiap rumah negara diberi patok dari bahan material yang tidak mudah
rusak,  dengan  ukuran  panjang  dan  I:inggi  disesuaikan  dengan  kondisi
setempat.

(2)     Setiap  rumah  negara  dipasang  pap€in  nama  kepemilikan  pemerintah
daerah.

Pasal 2i'7

(1)    Pengamanan  fisik  terhadap  barang  milik  daerah  berupa  rumah  negara
dilakukan  dengan  membuat  Berita  Acara  Serah  Terima  (BAST)  rumah
ne8ara.

(2)     Berita Acara  Serah Terima  (BAST)  set)agaimana dimaksud  pada ayat  (1)
dilakukan oleh:

a.      Pengguna    Barang/Kuasa    Pen!;guna    Barang    yang    melakukan
penatausahaan rumah negara de ngan pejabat negara atau pemegang
jabatan  tertentu yang menggumikan rumah  negara pejabat negara
atau pemegang jabatan tertentu;

b.     Pengguna   Barang/Kuasa   Pengguna   Barang      yang   melakukan
penatausahaan   rumah   negara   dengan   Pengelc>la   Barang   yang
menggunakan rumah negara jabatan Pengelola Barang;

c.      Pengelola   Barang   dengan   Pens;guna   Barang  yang   menggunakan
rumah negara jabatan Pengguna Barang;

d.      Pengguna     Barang     dengan     Kuasa     Pengguna     Barang     yang
menggunakan rumah negara jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan

e.      Pengguna   Barang/Kuasa   Peng3una   Barang   dengan   penanggung
jawab     rumah     negara    yang     dalam     penguasaan     Pengguna
Barang/ Kuasa Pengelola Baran€..
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(3)    Berita Acara Serah Terima sebagaimam dimaksud pada ayat (2) memuat
antara lain:
a.     pemyataan tanggung jawab alas lumah negara dengan keterangan

jenis golongan,   1uas, kode barang  rumah negara, dan kode barang
sarana/prasarana rumah negara dalam hal rumah negara ter§ebut
dilengkapi dengan sarana/ prasarana di dalamnya;

b.     pernyataan  tanggung  jawab  atas,  rumah  negara  dengan  seluruh
risiko yang melekat atas rumah nt:gara tersebut;

c.      pernyataan     untuk     mengembalikan     rumah     negara     setelah
berakhirnya jangka waktu  Surat  lzin  Penghunian  (SIP)  atau  masa
jabatan  telah  berakhir  kepada  Ptmgguna  Barang/Kuasa  Pengguna
Barang;

d.     Pengembalian  rumah  negara  yang  diserahkan  kembali  pada  saat
berakhirnya nasa jabatan atau tierakhirnya Surat lzin Penghunian
(SIP)  kepada Pengelola Barang/P€.ngguna Barang/  Kuasa Pengguna
Barang;

e.      Pengembalian  sarana/prasarana  apabila  rumah  negara  dilengkapi
sarana/prasarana  sesuai  Berita  Acara  Serah  Terima  (BAST)  dan
diserahkan   kembali   pada  saat   berakhirnya   nasa  jabatan   atau
berakhirnya    Surat    lzin    Penghunian     (SIP)     kepada    Pengelola
Barang/Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang; dan
Penyerahan  kembali  dituangkan  dalam  Berita Acara  Serah  Terima
(BAST).

Pasal 2i,8

(1)     Kewajiban penghuni rumah negara, antara lain:
a.      memelihara  rumah  negara  dengan  baik  dan  bertanggung  jawab,

termasuk    melakukan    perbaikan    ringan    atas    rumah    negara
bersangkutan; dan

b.     menyerahkan rumah negara dalam kondisi baik kepada pejabat yang
berwenang   paling   lambat   dalam  jangka   waktu   1   (satu)   bulan
terhitung  sejak  tanggal  diterim€inya  keputusan  pencabutan  Surat
lzin Penghunian (SIP).

(2)    Penghuni rumah negara dilarang untuk:
a.      mengubah  sebagian atau  seluruh bentuk rumah  tanpa izin tertulis

dari  pejabat  yang  berwenang  r>ada  PERANGKAT  DAERAH     yang
bersangkutan;

b.     menggunakan   rumah   negara   tidak   sesuai   dengan   fungsi   dan
peruntukkannya;

c.      meminjamkan   atau   menyewakan   rumah   negara,   baik   sebagian
maupun keseluruhannya, kepacla pihak lain;

d.     menyerahkan       rumah       neg€.ra,       baik       sebagian       maupun
keseluruhannya, kepada pihak I aim;

e.      menjaminkan rumah negara atau menjadikan rumah negara sebagai
agunan   atau   bagian   dari   pei.tanggungan   utang   dalam   bentuk
apapun; dan

f.       menghuni rumah negara dalam satu daerah yang sama bagi masing-
masing suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
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Pasal 27€'

( 1)    Penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa rumah negara
ditetapkan oleh Bupati.

(2)    Hak penghunian  rumah  negara berlaku  sebagaimana ditetapkan dalam
Surat  lzin  Penghunian  (SIP),  kecuali  tlitentukan  lain  dalam  keputusan
pencabutan Surat lzin Penghunian (SIP).

(3)    Surat Izin  Penghunian  (SIP)  untuk rurnah  negara golongan I  ditetapkan
oleh Pengelola Barang.

(4)     Surat Izin penghunian (SIP) untuk rumih negara golongan ll dan golongan
Ill ditetapkan oleh Pengguna Barang.

(5)    Surat Izin penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4) sekurang-kurangnya harus mencar tumkan:
a.      Nama  pegawai/nama  pejabat,   Nomor  Induk  Pegawai     (NIP),  dan

jabatan calon penghuni rumah n€gara;
b.      masa berlaku penghunian;
c.      pernyataan  bahwa  penghuni  bersedia  memenuhi  kewajiban  yang

melekat pada rumah negara.
d.      menerbitkan  pencabutan  Surat  lzin  Penghunian  (SIP)     terhadap

penghuni, yang dilakukan :
I.      paling  lambat   1   (satu)  bul€i.n  terhitung  sejak  saat  meninggal

dunia, bagi penghuni yang meninggal dunia;
2.      paling   lambat    1    (satu)    bulan   terhitung   sejak   keputusan

pemberhentian,  bagi  penghuni  yang  berhenti  atas  kemauan
sendiri atau yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian;

3.      paling  lambat  2   (dua)  minggu  terhitung  sejak  saat  terbukti
adanya  pelanggaran,  bagi  penghuni yang  melanggar  larangan
penghunian rumah negara ).ang dihuninya; dan

4. paling  lambat  6  (enam)  bu an  sebelum  tanggal  pensiun,  bagi
penghuni yang memasuki usia pensiun.

Pasal 280
(1)    Penghuni  rumah  negara  golongan  I  yang  tidak  lagi  menduduki jabatan

harus menyerahkan rumah negara.

(2)     Penghuni rumah negara golongan 11 clan golongan Ill tidak lagi menghuni
atau menempati rumah negara karena:
a.      dipindahtugaskan (mutasi);
b.     izin penghuniannya berdasarkan Surat Izin Penghunian (SIP)   telah

berakhir;
c.      berhenti atas kemauan sendiri;
d.     berhenti karena pensiun; atau
e.      diberhentikan dengan hormat al.au tidak dengan hormat.
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Pasal 28).

(1)    Suami/istri/anak/ahli   waris   lainnya   dari   penghuni   rumah   negara
Golongan  11  dan  rumah negara golong€m  Ill yang meninggal dunia wajib
menyerahkan  rumah  negara  yang  dihuni  paling  lambat  2  (dua)  bulan
terhitung   sejak   saat   diterimanya   keputusan   pencabutan   Surat   Izin
Penghunian (SIP).

(2)     Pencabutan   Surat   lzin   Penghunian   (SIP)   rumah   negara   Golongan   I
dilakukan oleh Pengelola Barang.

(3)     Pencabutan  SIP  rumah  negara  golongan  11  dan  Golongan  Ill  dilakukan
oleh     Pengguna     Barang     yang     menatausahaka.n     rumah     negara
bersangkutan atas persetujuan Pengelr)la Barang.

Pa8al 282

( 1)    Apabila terjadi sengketa terhadap pen§3hunian rumah negara golongan I,
rumah negara golongan 11 dan rumah negara golongan Ill, maka Pengelola
Barang/Pengguna  Barang yang  bersangkutan  melakukan  penyelesaian
dan melaporkan hasil penyelesaian ke pada Bupati.

(2)    Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada
ayat    (1),    yang    bersangkutan    dap€it    meminta    bantuan    Perangkat
Daerah/unit kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 2fl3
Pengamanan   administrasi   barang   milik    daerah    berupa   rumah   negara
dilakukan dengan menghimpun, mencatat; menyimpan, dan menatausahakan
secara tertib dan teratur atas dokumen, ar.tara lain:
a.      sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah;
b.      Surat Izin penghunian (SIP);

c.      keputusan   Bupati   mengenai   penetapan   rumah   negara   golongan   I,
golongan 11 atau golongan Ill;

d.      gambar/!eggerbangunan;
e.      data daftar barang; dan
f.       keputusan pencabutan surat lzin perighunian (SIP).

Paragral. 6
Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah

Berupa Barang I'ersediaan

Pasal 284
(I)    Pengamanan fisik barang persediaan dilakukan, antara lain:

a.     menempatkan  barang  sesuai  dengan  frekuensi  pengeluaran  jenis
barang;

b.     menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam gudang/tempat
penyimpanan, jika diperlukan;

c.      menyediakan tempat penyimpailan barang;
d.     melindungi gudang/tempat penyimpanan;
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(2)

e.      menambah    prasarana    penanganan    barang    di    gudang,    jika
diperlukan;

f.       menghitung fisik persediaan secar€i periodik; dan

9.      melakukan pengamanan persediaan.
Pengamanan administrasi barang persediaan dilakukan, antara lain:
a.      buku persediaan;
b.     kartubarang;
c.      Berita Acara serah Terima (BAST);

d.      berita acara pemeriksaan fisik barang;
e.      Surat perintah penyaluran Barang,  (SPPB);

f.       Iaporan   persediaan   Pengguna   Rarang/Kuasa   Pengguna   Barang
semesteran/tahunan;

9.      dokumen pendukung terkait lainriya yang diperlukan.
(3)    Pengamanan  hukum  barang  persediaan  dilakukan,  dengan  melakukan

pemprosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang
bertanggunatawab  atas  kehilangan  b€.rang  persediaan  akibat  kelalaian,
sesuai ketentuan peraturan perundan;.5-undangan.

PalaLgt8,I i
Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Selain Tanah, Gedung
Dan/Atau Bangunan, Rumah Negara, Dan Barang Persediaan Yang

Mempunyai Dokumen Berita. Acara Serah Terima

Pasal 285

(1)    Pengamanan  fisik  barang  milik  daerah  berupa  selain  tanah,   gedung
dan/atau   bangunan,   rumah   negara,   dan   barang   persediaan   yang
mempunyai   dokumen   berita   acara   serah   terima   dilakukan   dengan
menyimpan  barang    di  tempat  yang.  sudah  ditentukan  di  lingkungan
kantor.

(2)    Pengamanan   administrasi   barang  milik  daerah   berupa  selain   tanah,
gedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang  persediaan yang
mempunyai   dokumen   Berita   Acara   Serah  Terima   (BAST)   dilakukan,
antara lain:
a.      faktur pembelian;

b.      dokumen Berita Acara serah terima (BAST);
c.      dokumen pendukung terkait lairlnya yang diperlukan.

(3)    Pengamanan  hukum  barang  milik  daerah  berupa  selain  tanah,  gedung
dan/atau   bangunan,   rumah   negaj.a,   dan   barang   persediaan   yang
mempunyai   dokumen   Berita   Acara   Serah   Terima   (BAST)   dilakukan
dengan  melakukan  pemprosesan Tuntutan  Ganti  Rugi yang dikenakan
pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan barang sesuai
ketentuan peraturan perundang-und angan.
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(1)

Paragraf 8
Tata Cara Pengamanan Bar]ing Milik I)aerah

Berupa Barang Tak Berwujud

Pasal 28€,

Pengamanan  fisik  barang  milik  daer€ih  berupci  barang  tak  berwujud
dilakukan dengan:
a.      membatasi   pemberian   kode   ak:ses   hanya   kepada   pihak-pihak

tertentu yang berwenang terhadap pengoperasian suatu aplikasi;
b.     melakukan  penambahan   seourft!/  sgstem  terhadap  aplikasi  yang

dianggap strategis oleh pemerintah daerah.

(2)    Pengamanan   adminstrasi   barang   milik   daerah   berupa   barang   tak
berwujud sebagaimana dimaksud padE. ayat ( 1) melalui:

a.      menghimpun,  mencatat,  menyimi]an,  dan  menatausahakan  secara
tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:
1.      Berita Acara serah Terima (BAST);

b.

2.      Iisensi;dan

3.     dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.
mengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi atau pihak yang
memiliki kewenangan.

Bagian Ke«lua
Pemelihar€ian

Paragraf 1
Umum

Pasal 2'}7

(1)    Barang  yang  dipelihara  adalah  barang  milik  daerah  dan/atau  barang
milik      daerah      dalam      penguasa€in      Pengelola      Barang/Pengguna
Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

(2)    Pengelola   Barang,    Pengguna   Barang   dan   kuasa   Pengguna   Barang
bertanggungjawab  atas  pemeliharaan  barang  milik  daerah  yang  berada
dalam penguasaannya.

(3)    Tujuan dilakukan  pemeliharaan  atas; barang milik daerah  sebagaimana
dimakud pada ayat (2)  adalah untuk  menjaga kondisi dan memperbaiki
semua  barang  milik  daerah  agar  se]alu  dalam  keadaan  baik dan  layak
serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

(4)    Dalam rangka tujuan sebagaimana climaksud pada ayat (3),  pemerintah
daerah  harus  memprioritaskan  anggaran  belanja  pemeliharaan  dalam
jumlah yang cukup,

(5)

(6)

Biaya  pemeliharaan  barang  milik  d:a.erah  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (4) dibebankan pada APBD.

Dalam  hal  barang  milik  daerah  dil;ikukan  pemanfaatan  dengan  pihak
lain, biaya pemeliharaan menjadi tariggung jawab sepenuhnya dari mitra
pemanfaatan barang milik daerah.
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Paragraf 2
Tata Cars Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Pasal 288

( 1)    Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 287 berpedoman pada
daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.

(2)    Daftar   kebutuhan   pemeliharaan   bara.ng   milik   daerah   sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) merupakan bag,ian dari daftar kebutuhan barang
milik daierah.

Pasal 28!'

(I)    Kuasa   Pengguna   Barang  wajib   membuat   Daftar   Hasil   Pemeliharaan
Barang yang berada dalam kewenangaiinya.

(2)    Kuasa    Pengguna    Barang    melaporkan    hasil    pemeliharaan    barang
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (I)  secara  tertulis  kepada  Pengguna
Barang untuk dilakukan penelitian sec.a.ra berkala setiap enam bulan/ per
semester.

(3)    Pengguna    Barang    atau    pejabat    yang    ditunjuk    meneliti    laporan
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   dan   menyusun   daftar   hasil
pemeliharaan barang yang dilakukan (lalam  1  (satu) Tahun Anggaran.

(4)    Daftar Hasil Pemeliharaan  Barang yarig disusun pengguna barang atau
pejabat yang ditunjuk sebagaimana d Lmaksud pada ayat (3)  merupakan
bahan   untuk   melakukan   evaluasi   mengenai   efisiensi   pemeliharaan
barang milik daerah.

(5)    Penelitian   laporan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   dilakukan
terhadap:
a.      anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan; dan
b.      target kinerja dan realisasi target kinerja pemeliharaan.

(6)    Pengguna Barang melaporkan/menyampaikan Daftar Hasil pemeliharaan
Barang tersebut kepada Pengelola Ba].ang secara berkala.

Pasal 290
(1)     Dalam  rangka  tertib  pemeliharaan   setiap  jenis  barang     milik  daerah

dilakukan  pencatatan  kartu  pemeliharaan/perawatan  yang  dilakukan
oleh pengurus barang/pengurus barang pembantu.

(2)     Kartu  pemeliharaan/perawatan   seb€igaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
memuat:
a.      namabarang;
b.      spesifikasinya;

c.      tanggal pemeliharaan;

d.     jenis pekerjaan atau pemeliharaan;
e.      barang  atau bahan yang dipergunakan;
f.       biaya pemeliharaan;

9.      pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan
h.      hal lain yang diperlukan.

log



DAB VIII
PENILAIAN

Pasal 291

(1)    Penilaian  barang  milik  daerah  dilakukan  dalam  rangka  penyusunan
neraca pemerintah daerah, pemanfaald I 1, atau pcmindcihtanganan

(2)    Penilaian  barang  milik  daerah  sebag€iimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dikecualikan untuk:
a.      pemanfaatan dalam bentuk pinjarrL pakai; dan
b.     pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

(3)    Penetapan  nilai barang milik daerah  dalam  rangka penyusunan  neraca
pemerintah    daerah    dilakukan    dengan    berpedoman    pada    Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).

(4)    Biaya  yang  diperlukan  dalam   rangk±i  penilaian   barang  milik  daerah
dibebankan pada APBD.

Pasal 292

(1)    Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam
rangka pemanfaatan atau pemindahta nganan dilakukan oleh:
a.      Penilai pemerintah; atau
b.      Penilai publik yang ditetapkan olch Bupati.

(2)    Penilai  fublik,  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  adalah
Penilai selain Penilai Pemerintah yang  mempunyai izin praktik Penilaian
dan menjadi anggota asosiasi Penilai }.ang diakui oleh pemerintah.

(3)     Penilaian  barang  milik  daerah   seba.3aimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dilaksanakan  untuk  mendapatkan  nilai wajar  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4)     Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasil
penilaian menjadi tanggung jawab Peiiilai.

Pasal 293

(1)    Penilaian  barang  milik  daerah  selain  tanah  dan/atau  bangunan  dalam
rangka  pemanfaatan  atau  pemindah:anganan  dilakukan  oleh Tim yang
ditetapkan  oleh  Bupati,  dan  dapat  inelibatkan  Penilai  yang  ditetapkan
Bupati.

(2)    Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia penaksir harga
yang unsurnya terdiri dari Perangkat Daerah/ Unit Kerja terkait.

(3)    Penilai  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  Penilai  Pemerintah
atau Penilai Publik.

(4)    Penilaian  barang  milik  daerah   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dilaksanakan untuk   mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5)    Apabila  penilaian  sebagaimana  dim.'lksud  pada  ayat  (4)  dilakukan  oleh
Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian barang
milik daerah hanya merupakan nilai taksiran.
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(6)     Hasil penilaian barang milik daerah seb€igaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Bupati.

Pa8al 294

( 1)    Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat m€;lakukan penilaian kembali dalam
rangka koreksi atas nilal barang milik d€ierah yang telah ditetapkan dalam
neraca pemerintah daerah.

(2)    Penilaian  kembali,  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (I)  adalah  proses
revaluasi  dalam  rangka pelaporan  keuangan  sesuai  Standar Akuntansi
Pemerintahan   (SAP)   yang   metode   pc'nilaiannya   dilaksanakan   sesuai
standar penilaian.

(3)     Keputusan  mengenai  penilaian  kemba.Ii  atas  nilai  barang  milik  daerah
dilaksanakan berdasarkan kebijakan y€ing ditetapkan oleh Bupati dengan
berpedoman pada ketentuan pemerint€Lh yang berlaku secara nasional.

(4)    Ketentuan   pemerintah   yang   berlaku   secara   nasional,   sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (3)    adalah    kebijakan   yang   ditetapkan   oleh
pemerintah untuk seluruh entitas pemerintah daerah.

BAB IX
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2S)5

(1)     Barang milik daerah yang  tidak  dipei.lukan  bagi  penyelenggaraan  tugas
pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.

(2)     Bentuk pemindahtanganan barang m].lik daerah meliputi:
a.      penjualan;
b.      tukarmenukar;
c.      hibah;atau
d.      penyertaan modal pemerintah d€.erah.

Pasal 296
(1)    Dalam    rangka   pemindahtanganan    barang   milik   daerah    dilakukan

penilaian.
(2)    Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), untuk

pemindahtanganan dalam bentuk hit]ah.
(3)    Penilaian   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dilaksanakan   untuk

mendapatkan nilai wajar.

Bagian K¢}dua
Pe rsetujuan Pe mirLdahtanganan

Pasal £297

(I)    Pemindahtanganan    barang    milik    daerah    yang    dilakukan    setelah
mendapat persetujuan DPRD untuk:
a.     tanah dan/atau bangunan; atau
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b.     selain    tanah    dan/atau    bangunan    yang    bernilai    lebih    dari
Rp5.000.000.000,-(lima miliar rupLah).

(2)    Pemindahtanganan    barang    milik    daerah    berupa    tanah    dan/atau
bangunan    sebagaimana    dimaksud    I)ada    ayat    (1)    huruf   a    tidak
memerlukan persetujuan DPRD, apabil€i:

a.      sudah tidak sesuai dengan tata ru€mg wilayah atau penataan kota;
b.     harus  dihapuskan  karena  anggaran  untuk  bangunan  pengganti

sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
c.      diperuntukkan  bagi  pegawai  neg€:ri  sipil  pemerintah  daerah  yang

bersangkutan;
d.     diperuntukkan bagi kepentingan i.mum; atau
e.      dikuasai   pemerintah   daerah   berdasarkan   keputusan   pengadilan

yang telah  memiliki  kekuatan  huc[um  tetap  dan/atau  berdasarkan
ketentuan  perundang-undangan,  yang jika  status  kepemilikannya
dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 298

(1)    Tanah dan/atau  bangunan yang suds.h  tidak  sesuai dengan  tata ruang
wilayah atau penataan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat
(2)  huruf  a,  dimaksudkan  bahwa  lokasi  tanah  dan/   atau  bangunan
dimaksud   terjadi   perubahan   peruntukan   dan/atau   fungsi   kawasan
wilayah.

(2)    Tanah  dan/atau  bangunan  yang  tidak  sesuai  dengan  penataan  kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan penyesuaian yang
berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Pasal 2€'9
Bangunan   yang   harus   dihapuskan   karena   anggaran   untuk   bangunan
pengganti   sudah   disediakan   dalam   dokumen   penganggaran   sebagaimana
dimaksud  dalam   Pasal  297  ayat  (2)   huruf  b,   dimaksudkan  bahwa  yang
dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dirobohkan
untuk   selanj.utnya   didirikan   bangunan   baru   di   atas   tanah  yang   sama
(rekonstruksi)  sesuai  dengan  alokasi  ang£;aran  yang  telah  disediakan  dalam
dokumen penganggaran.

Pasal 300
Tanah    dan/atau    bangunan    diperuntukkan    bagi    pegawai    negeri    sipil
pemerintah  daerah yang  bersangkutan  scbagaimana dimaksud  dalam  Pasal
297 ayat (2) huruf c, adalah:
a. tanah     dan/atau     bangunan    yang     merupakan     kategori     rumah

negara/ daerah golongan Ill ;
tanah   yang   merupakan   tanah   kavling   yang   menurut   perencanaan
awalnya untuk pembangunan perumzihan pegawai negeri sipil pemerintah
daerah yang bersangkutan.
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Pasal SOL

( 1)    Tanah dan/atau bangunan yang diperu'.itukkan bagi kepentingan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (2)  huruf d,  adalah tanah
dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut
kepentingan      bangsa      dan      negara,      masyarakat      luas,      rakyat
banyak/bersama,    dan/atau    kepenli]igan    pembangunan,    termasuk
diantaranya   kegiatan   pemerintah   daerah   dalam   lingkup   hubungan
persahabatan    antara    negara/daerah    dengan     negara    lain    atau
masyarakat/ lembaga internasional.

(2)    Kategori bidang kegiatan sebagaimana tlimaksud pada ayat ( 1) antara lain
sebagai berikut:

a.     jalan  umum  termasuk akses jalaii  sesuai  peraturan  perundangan,
jalan tol, dan rel kereta api;

b.     saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;
c.      waduk,   bendungan   dan   bangunan  pengairan  lainnya,   termasuk

saluran irigasi;
d.     rumah sakit umum dan pusat kes;ehatan masyarakat;
e.      pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau terminal;
f.       tempatibadah;

9.      sekolah atau lembaga pendidikan non komersial
h.     pasarumum;
i.       fasilitas pemakaman umum;

j.       fasilitas  keselamatan  umum,  antara  lain  tanggul  penanggulangan
bahaya banjir, 1ahar dan lain-lain bencana;

k.      sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;
1.       sarana dan prasarana olahraga i.ntuk umum;
in.    stasiun  penyiaran radio dan  telc.visi  beserta  sarana pendukungnya

untuk lembaga penyiaran publik;
n.     kantor  pemerintah,  pemerintah  daerah,  perwakilan  negara  asing,

Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  d€in  lembaga  internasional  di  bawah
naungan Perserikatan Bangsa-B;mgsa;

o.      fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya;

p.     rumah susun sederhana;
q.     tempat pembuangan sampan untuk umum;
r.      cagar alam dan cagar budaya;
s.      promosi budaya nasional;
t.      pertamanan untuk umum;
u.      panti sosial;

v.      Iembaga pemasyarakatan; dan
w.     pembangkit, turbin, transmisi, clan distribusi tenaga listrik termasuk

instalasi pendukungnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat terpisahkan.
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Pa8al 302}

Pemindahtanganan  barang  milik  daerah  berupa  tanah  dan/atau  bangunan
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  297  a.yat  (2)  dilakukan  oleh  Pengelola
Barang setela.h mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 303
( 1)    Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan

yang  bernilai  sampai  dengan  Rp.  5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)
dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2)    Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan
yang   bernilai   lebih   dari   Rp.   5.000.000.000,00   (lima   miliar   rupiah)
dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.

(3)     Nilai  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan ayat (2)  merupakan  nilai
wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar
dan penyertaan modal.

(4)     Nilai  sebagaimana dimaksud pada ay€it (1)  dan ayat (2)  merupakan nilai
perolehan untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

(5)    Usul untuk memperoleh persetujuan I)PRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diajukan oleh Bupati.

(6)    Usulan  persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)
dilakukan per tiap usulan.

Bagian Ket:iga
Penjualan

Paragraf 1
Umum

Pasal 304
(1)    Penjualan barang milik daerah dilaks:inakan dengan pertimbangan:

a.      untuk  optimalisasi  barang  milik  daerah  yang  berlebih  atau  tidak
digunakan/dimanfaatkan;

b.      secara  ekonomis  lebih  menguntLingkan  bagi  daerah  apabila  dijual;
dan/atau

c.      sebagai pelaksanaan ketentuan I)eraturan perundang-undangan.

(2)    Barang milik daerah yang  tidak digunakan/dimanfaatkan  sebagaiimana
dimaksud pada ayat (1)  huruf a adalah barcing milik daerah yang tidak
digunakan   untuk   kepentingan   p€'nyelenggaraan    tugas    dan    fungsi
Perangkat Daerah atau tidak dimanf€iatkan oleh pihak lain.

Pasal e.05
(1)     Penjualan barang milik daerah dilakL.kan secara lelang, kecuali dalam hal

tertentu.

(2)    Lelang,  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  penjualan  barang
milik daerah yang terbuka untuk urrium dengan penawaran harga secara
tertulis  dan/atau  lisan yang  semakin  meningkat  atau  menurun  untuk
mencapai harga tertinggi.
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(3)

(4)

Lelang   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   dilaksanakan   setelah
dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.
Pengecualian  dalam  hal  tertentu  seba.$3aimana  dimaksud  pada  ayat  ( 1)
meliputi:

a      Barang milik daerch yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

b.     Barang  milik  daerah   lainnya  yang  ditetapkan   lebih   lanjut  oleh
Bupati.

(5)    Barang milik daerah yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundan g-undangan, antara lain yaitu:
a.      Rumah  negara  golongan  Ill  yang  dijual  kepada  penghuninya yang

sah.

b.      Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:
1.       Bupati;

2.      Wakil Bupati;

3.      mantan Bupati;
4.      mantan wakil Bupati; dan
5.      Sekretaris Daerah.

(6)    Barang milik daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
b antara lain yaitu:
a.     tanah dan/atau bangunan yang €ikan digunakan untuk kepentingan

umum;
b.     tanah   kavling   yang   menurut   perencanaan   awal   pengadaannya

digunakan  untuk  pembangunan  perumahan  pegawai  negeri  sipil
pemerintah   daerah  yang  bersangkutan,   sebagaimana  tercantum
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

c.      selain tanah dan/atau bangunar  sebagai akibat dari keadaan kahar
iferce mdyeure).,

d.     bangunan yang berdiri di atas t{inah pihak lain yang dijual kepada
pihak lain pemilik tanah tersebut;

e.      hasil  bongkaran  bangunan  atau  bangunan  yang  akan  dibangun
kembali; atau

f.       selain    tanah   dan/atau   bangunan   yang   tidak   memiliki   bukti
kepernilikan dengan nilai wajar 1.aline tinggi Rp 1 .000.000  (Satu juta
rupiah) per unit.

Pa§al 806

(1)     Dalam rangka penjualan barang milicc daerah dilakukan penilaian untuk
mendapatkan nilai wajar.

(2)    Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
bagi penjualan barang milik daerah tierupa tanah yang diperlukan untuk
pembangunan  rumah  susun  sederhana,  yang  nilai jualnya  ditetapkan
oleh Bupati berdasarkan perhitungan yang ditetapkan  sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3)     Penilaian  sebagaimana  dimaksud  p€ida  ayat  (1)  dilakukan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 292 dan Pasal 293.
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(4)    Penentuan  nilai  dalam  rangka  penjualan  barang  milik  daerah  secara
lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat ( 1) dilakukan dengan
memperhitungkan faktor penyesuaian.

(5)    Nilai  sebagaimana  dimaksud  pada  ay,.at  (4)   merupakan  limit/batasan
terendah yang disampaikan kepada Bui>ati, sebagai dasar penetapan nilai
limit.

(6)    Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah
harga minimal barang yang akan dilelang.

(7)     Nilai  limit  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (6)  ditetapkan  oleh  Bupati
selaku penjual.

Pasal 307

(1)    Barang milik daerah berupa tanah da.1/atau bangunan yang tidak laku
dijual pada lelang pertama, dilakukan Lelang ulang sebanyak  1 (satu) kali.

(2)    Pada  pelaksanaan  lelang  ulang  seba:3aimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dapat dilakukan penilaian ulang,

(3)    Dalam   hal   setelah   pelaksanaan   lel:ing   ulang,   barang   milik   daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)  I:idak laku dijual, Pengelola Barang
menindaklanjuti dengan penjualan ta'.ipa lelang, tukar menukar, hibah,
penyertaan modal atau pemanfaatan.

(4)     Pengelola Barang dapat melakukan ke{;iatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) atas barang milik daerah setelaLh mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 3('8
(1)    Barang milik daerah berupa selain tariah dan/atau bangunan yang tidak

laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu)
kali.

(2)     Pelaksanaan  lelang  ulang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat
dilakukan penilaian ulang.

(3)    Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat  (1)   tidak  laku  dijual,   Pengeloki  Barang  menindaklanjuti  dengan
penjualan tanpa lelang, tukar menuktir, hibah, atau penyertaan modal.

(4)     Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) atas barang milik daerah selai 1 tanah dan/atau bangunan setelah
mendapat     persetujuan     Bupati     untuk     masing-masing     kegiatan
bersangkutan.

(5)    Dalam    hal   penjualan    tanpa   lelalig,    tukar   menukar,    hibah,    atau
penyertaan  modal,  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  tidak  dapat
dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan.

Pasal 309
(1)    Hasil  penjualan  barang  milik  daer€.h  wajib  disetorkan  seluruhnya  ke

rekening Kas Umum Daerah.
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(2)    Dalam  hal  barang  milik  daerah  berada  pada  Badan  Layanan  Umum
Daerah maka:
a.      Pendapatan   daerah   dari   penjualan   barang  milik   daerah   dalam

rangka penyelenggaraan pelayanaii umum sesuai dengan tugas dan
fungsi   Badan   Layanan   Umum   Daerah   merupakan   penerimaan
daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan
Umum Daerah.

b.     Pendapatan   daerah   dari   penjualan   barang   milik   daerah   dalam
rangka  selain  penyelenggaraan  tlgas  dan  fungsi  Badan  Layanan
Umum   Daerah   merupakan   pent3rimaan   daerah  yang  disetorkan
seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

(1`1

Paragraf :2
0bjek Penjuilan

Pasal 310

0bjek penjualan adalah barang milik daerah yang berada pada Pengelola
Barang/ Pengguna Barang, meliputi:
a.     tanah dan/atau bangunan;
b.     selain tanah dan/atau banguan.

(2)    Penjualan   barang   milik   daerah   berupa   tanah   dan/atau   bangunan
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   a   dilakukan   dengan
persyaratan sebagai berikut:
a.      memenuhi persyaratan teknis:
b.      memenuhi   persyaratan   ekonomis,   yakni   secara   ekonomis   lebih

menguntungkan  bagi  daerah  a|>abila  barang  milik  daerah  dijual,
karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari
pada manfaat yang diperoleh; dan

c.      memenuhi  persyaratan  yuridis,  yakni  barang  milik  daerah  tidak
terdapat permasalahan hukum.

(3)     Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
a.      Iokasi  tanah  dan/atau  bangun€in  sudah  tidak  sesuai  dengan  tata

ruang wilayah;

b.     Iokasi   dan/atau   luas   tanah   dan/atau   bangunan   tidak   dapat
digunakan     dalam     rangka     1)elaksanaan     tugas     dan     fungsi
penyelenggaraan tugas pemerint ahan daerah;

c.      tanah   kavling   yang   menurut   awal   perencanaan   pengadaannya
diperuntukkan   bagi   pembangunan   perumahan   pegawai   negeri
pemerintah daerah yang bersanf3kutan;

d.     bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau
e.      barang milik daerah yang menE,anggur  (i.cZ!e)  tidak  dapat dilakukan

penetapan status penggunaan atau pemanfaatan.
(4)    Penjualan   barang   milik   daerah    L5elain   tanah   dan/atau   bangunan

sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   b   dilakukan   dengan
persyaratan sebagai berikut:
a.      memenuhi persyaratan teknis:
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b.

C.

memenuhi   persyaratan   ekonomis;,   yakni   secara   ekonomis   lebih
menguntungkan   bagi   pemerinta]i   daerah   apabila   barang   milik
daerah  dijual,  karena  biaya  oper€.sional  dan  pemeliharaan  barang
lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan

memenuhi  persyaratan  yuridis,  yakni  barang  milik  daerah  tidak
terdapat permasalahan hukum.

(5)    Persyaratan teknis  sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  huruf a antara
lain:

a.

b.

C.

d.

barang  milik  daerah  secara  fisik  tidak  dapat  digunakan  karena
rusak, dan tidak ekonomis apabil€i diperbaiki;
barang milik daerah secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat
modernisasi;

barang   milik   daerah   tidak   dapat  digunakan   dan   dimanfaatkan
karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan,
seperti terkikis, hangus, dan lain-lain sejenisnya; atau
barang   milik   daerah   tidak   dapat  digunakan   dan   dimanfaatkan
karena     mengalami     penguran!3an     dalam     timbangan/ukuran
disebabkan   penggunaan   atau   susut   dalam   penyimpanan   atau
pengangkutan.

Pasal 3 ill. 1

Penjualan  barang  milik  daerah  berupa  tanah  kavling  yang  menurut  awal
perencanaan  pengadaannya  diperuntukk€in  bagi  pembangunan  perumahan
pegawai negeri pemerintah daerah yang be]-sangkutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 305 ayat (6) huruf b, dilakukan dengan persyaratan:
a.     pengajuan  permohonan  penjualan  disertai  dengan  bukti  perencanaan

awal  yang  menyatakan  bahwa  tanah  tersebut  akan  digunakan  untuk
pembangunan   perumahan   pegawai   negeri   pemerintah   daerah   yang
bersangkutan; dan

b.      penjualan dilaksanakan langsung ker>ada masing-masing pegawai negeri
sipil pemerintah daerah yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 312

(1)    Penjualan   barang   milik   daerah   b(3rupa   kendaraan   bermotor   dinas
operasional  dapat  dilaksanakan  ap€Lbila  telah  memenuhi  persyaratan,
yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.

(2)     Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah:
a.      terhitung  mulai  tanggal,  bulan,   dan  tahun  perolehannya  sesuai

dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
b.     terhitung  mulai  tanggal,  bulan,  dan  tahun  pembuatannya  sesuai

dokumen kepemilikan, untuk p€ rolehan tidak dalam kondisi baru.

(3)    Dalam hal barang milik daerah berupa kendara.an bermotor rusak berat
dengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen), maka
penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh)
tahun.

(4)    Penjualan  kendaraan  bermotor  dilckukan  sebelum  berusia  7   (tujuh)
tahun    sebagaimana    dimaksud    pa.da    ayat    (3)    berdasarkan    surat
keterangan tertulis dari instansi yam g berkompeten.
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Paragraf 3
Tata Cara Penjualan Barang Milik Da{!rah Pada Pengelola Barang

Pasal 313

Pelaksanaan  penjualan  barang  milik  daerah  yang  berada  pada  Pengelola
Barang dilakukan berdasarkan:
a.      InisiatifBupati; atau
b.      Permohonan pihak lain.

Pasal 314

(1)     Penjualan  barang  milik  daerah  pada  Pengelola  Barang  diawali  dengan
membuat perencanaan penjualan yang meliputi antara lain:
a.      data barang milik daerah;
b.     pertimbangan penjualan; dan
c.      pertimbangan   dari   aspek   teknis,   ekonomis,    dan   yuridis   oleh

Pengelola Barang.

(2)    Pengelola   Barang   menyampaikan   usulan   penjualan   kepada   Bupati
disertai perencanaan penjualan sebagfiimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3 1 5

(1)    Bupati   melakukan   penelitian   atas   usulan   penjualan   sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 314 ayat (2).

(2)     Dalam   melakukan   penelitian   sebagriimana   dimaksud   pada   ayat   (1),
Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian.

(3)     Penelitian sebagaimana dimaksud pat a ayat (2) meliputi:
a.      penelitian data administratif; dan
b.      penelitian fisik.

Pasal 3 :L6

(1)     Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 ayat (3)
huruf a, dilakukan untuk meneliti:
a.      status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah,

1uas,  nilai perolehan tanah,  dan  data identitas barang,  untuk data
barang milik daerah berupaL tan€ih;

b.     tahun perolehan, jenis konstruksi,  luas,  nilai perolehan bangunan,
nilai  buku,  dan  data  identitas  barang,  untuk  data  barang  milik
daerah berupa bangunan; dan

c.      tahun  perolehan,  jumlah,   nilai   perolehan,   nilai  buku,   dan  data
identitas  barang,  untuk  data  t)arang  milik  daerah  berupa  selain
tanah dan/ atau bangunan.

(2)     Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 ayat (3) huruf b
dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan
dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

(3)     Hasil penelitian sebagaimana dimaks.ud pada ayat (1) dan (2) dituangkan
oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian  untuk  selanjutnya disampaikan
kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
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Pasal 317'

(1)    Berdasarkan Berita Acara Penelitian set)agaimana dimaksud dalam Pasal
316 ayat (3), Bupati melalui Pengelola Barang  menugaskan Penilai untuk
melakukan penilaian atas barang milik daerah yang akan dijual.

(2)    Hasil  penilaian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dijadikan  sebagai
dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah.

Pasal 3|d}

(1)    Pengelola   Barang   mengajukan    permohonan    persetujuan    penjualan
barang milik daerah kepada Bupati.

(2)    Apabila penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1)  memerlukan persetujuan DPRD,  Bupati terlebih dahulu mengajukan
permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD.

(3)    Pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan terhadap:
a.      tanah dan/atau bangunan sebagfiimana dimaksud dalam pasal 297

ayat ( 1) huruf a;

b.     selain    tanah    dan/atau    bangunan    yang    bernilai    lebih    dari
Rp5.000.000.000,-   (lima   miliar   rupiah)    sebagaimana   dimaksud
dalam Pasal 297 ayat (1) huruf b.

(4)    Apabila  persetujuan  Bupati  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  atau
persetujuan DPRD  sebagaimana dime.ksud pada ayat (2)  melebihi batas
waktu   hasil   penilaian,   maka   sebelum   dilakukan   penjualan   terlebih
dahulu harus dilakukan penilaian ulang.

(5)    Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  lebih
tinggi,  atau sama,  atau lebih rendah dengan hasil penilaian sebelumnya
yang diajukan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Bupati
tidak perlu mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan barang
milik daerah kepada DPRD.

(6)    Bupati  melaporkan  hasil  penilaian  t.tang  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (5) kepada DPRD.

Pasal 319

(1)    Bupati  menetapkan  barang  milik daerah yang  akan  dijual  berdasarkan
hasil    penelitian    yang    dituangkan    dalam    Berita    Acara    Penelitian
sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   316   ayat   (3)   dan   persetujuan
sebagaimana dimaksud dalam 318 ayat (1) dan ayat (2).

(2)     Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:
a.      data barang milik daerah yang akan dijual;
b.     nilai perolehan dan/atau nilai blku barang milik daerah; dan

c.      nilai limit penjualan dari barang milik daerah.

120



Pasal 3201

(1)    Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal   319   ayat   (1)   merupakan  penjiialan   barang  milik  daerah  yang
dilakukan   secara   lelang,   Pengelola   13arang   mengajukan   permintaan
penjualan   barang   milik   daerah   den{5an   cara   lelang   kepada   Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelan{;.

(2)    Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal   319   ayat   (1)   merupakan   penjualan   barang  milik  daerah  yang
dilakukan tanpa lelang,  Pengelola Bar€Lng   melakukan  penjualan barang
milik daerah secara langsung kepada calon pembeli.

(3)    Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan serah terima barang berdasarkan:
a.      Risalah  lelang,  apabila  penjuala]i  barang  milik  daerah  dilakukan

secara lelang; dan
b.      Akta  jual  beli,  apabila  penjuala]i  barang  milik  daerah  dilakukan

tanpa lelang.

Pasal 32 1

(1)     Serah  terima  barang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  320  ayat  (3)
dituangkan dalam Berita Acara Serah I`erima (BAST).

(2)     Berdasarkan  Berita Acara  Serah  Terima  (BAST)  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang
milik daerah kepada Bupati.

Paragraf 4
Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 3f!2

(I)    Penjualan  barang milik  daerah  pada  Pengguna  Barang   diawali  dengan
menyiapkan permohonan penjualan, €intara lain:
a.      data barang milik daerah;
b.     pertimbangan penjualan; dan
c.      pertimbangan    dari   aspek    tekiiis,    ekonomis,    dan   yuridis    oleh

Pengguna Barang.

(2)     Pengguna    Barang    melalui    Pengel()la    Barang    mengajukan    usulan
permohonan  penjualan  sebagaimami  dimaksud  pada  ayat  (1)   kepada
Bupati.

(3)    Tata   cara   penjualan   barang   milik.   daerah   pada   Pengelola   Barang
sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasiil   315   sampai   dengan   Pasal   320
berlaku  mutatis  dan  mutandis  pad€i  tata  cara  penjualan  barang  milik
daerah pada Pengguna Barang.

(1)

(2)

Pasal 323
Serah  terima  barang  penjualan  ba.-ang  milik  daerah  pada  Pengguna
Barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
Berdasarkan Berita Acara Serah Teriria sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),  Pengguna  Barang  mengajukan  usulan  penghapusan  barang  milik
daerah kepada Pengelola Barang.
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Paragraf 5
Tata Cara Pedjualan Kendanan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara,

Mantan Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pasal 32£L

(1)    Syarat  kendaraan  perorangan  dinas  yang  dapat  dijual  tanpa  melalui
lelang kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara, adalah:
a.      telah berusia paling singkat 4 (em])at) tahun:

1.     terhitung  mulal  tanggal,   bulan,   tahun  perolehannya,  untuk
perolehan dalam kondisi bani; atau

2.     terhitung  mulai  tanggal,  bula.n,  tahun  pembuatannya,  untuk
perolehan selain tersebut pad.a angka  I.

b.     sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

(2)    Syarat  kendaraan  perorangan  dinas  yang  dapat  dijual  tanpa  melalui
lelang kepada  pegawai ASN  adalah  telah  berusia paling  singkat  5  (lima)
tahun:

a.      terhitung    mulai    tanggal,    bulan,    tahun    perolehannya,    untuk
perolehan dalam kondisi baru; at€iu

b.     terhitung   mula.i   tanggal,   bulari,   tahun   pembuatannya,   untuk
perolehan selain tersebut pada huruf a.

Pasal 32;5

(1)    Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada:
a.      pejabat negara;
b.     mantan pejabat negara; atau
c.       pegawaiASN.

(2)     Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
a.      Bupati;

b.      Wakil Bupati.

(3)     Mantan  Pejabat  Negara  sebagaimana.  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b,
yaitu:

(4)

(5)

a.      Mantan Bupati;
b.      Mantan wakil Bupati.
Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf c, adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Madya  set)agaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)
adalah Sekretaris Daerah.

Pasal 326
(1)    Syarat Pejabat Negara yang dapat mimbeli kendaraan perorangan dinas

tanpa melalui lelang adalah:
a.      telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian  selama 4  (empat)

tahun  atau  lebih  secara  bertL.rut-turut,   terhitung  mulai  tanggal
ditetapkan menjadi Pejabat Negara;
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b.     tidak  sedang  atau  tidak  pernah  dituntut  tindak  pidana  dengan
ancaman hukuman pidana penjar€i paling singkat 5 (lima) tahun.

(2)    Secara  berturut-turut  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  a
adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang
gama atau pada instansi yang berbeda.

Pasal 327

(1)    Pejabat     Negara     mengajukan     perniohonan     penjualan     kendaraan
perorangan dinas pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara.

(2)    Tahun  terakhir  periode jabatan  Pejab€it  Negara  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) adalah tahun terakhir pada periode jabatan Pejabat Negara
sesuai dengan ketentuan peraturan pe rundang-undangan.

(3)    Kendaraan  perorangan  dinas  yang  dijual  tanpa  melalui  lelang  paling
banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1  (satu) orang Pejabat Negara, untuk
tiap penjualan yang dilakukan.

Pasal 328

(1)    Mantan pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas
tanpa melalui lelang memenuhi persy€.ratan:

a.      telah memiliki masa kerja atau riasa pengabdian  selama 4  (empat)
tahun  atau  lebih  secara  berturut-turut,  terhitung  mulai  tanggal
ditetapkan menjadi Pejabat NegaraL sampai dengan berakhirnya masa
jabatan;

b.      belum  pernah  membeli kendara€in  perorangan  dinas tanpa melalui
lelang   pada   saat  yang   bersangkutan   menjabat   sebagai   Pejabat
Ne8ara;

c.      tidak  sedang  atau  tidak  perna'i  dituntut  tindak  pidana  dengan
ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan

d.      tidak diberhentikan dengan tidal: hormat dari jabatannya.

(2)    Secara  berturut-turut  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  a
adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang
sama atau pada instansi yang berbeda.

Pasal 3.29
(1)     Kendaraan  perorangan  dinas  yang  tlijual  tanpa  melalui  lelang  kepada

mantan  Pejabat  Negara  paling  banyak  I   (satu)  unit  kendaraan  bagi  I
(satu)    orang   mantan   Pejabat   Nee,ara,    untuk   tiap   penjualan   yang
dilakukan.

(2)    Mantan  Pejabat  Negara  mengajukan  permohonan  Penjua.lan  kendaraan
perorangan  dinas  paling  lama  1   (s€i.tu)  tahun  sejak  berakhimya  masa
jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan.
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Pasal 330

(1)    Pegawai  ASN  yang  dapat  membeli  ker.daraan  perorangan  dinas  tanpa
melalui lelang memenuhi persyaratan :

a.      telah  memiliki  masa kerja  atau  nasa  pengabdian  selama  15  (lima
belas)   tahun   atau   lebih   secara   berturut-turut,   terhitung   mulai
tanggal ditetapkan sebagai pegawai negeri sipll;

b.      telah menduduki, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya paling singkat 5
(lima) tahun; dan

c.      tidak  sedang  atau  tidak  pernah  dituntut  tindak  pidana  dengan
ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(2)    Masa jabatan paling sedikit 5  (lima)  tahun sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) huruf b adalah nasa jabatan btiik dalam instansi yang sama atau
pada instansi yang berbeda sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 331
Pengguna Barang menentukan harga jual  kendaraan  perorangan dinas yang
dijual  kepada  Pejabat  Negara/mantan   Pejabat  Negara/Pegawai  ASN  yang
dilakukan tanpa melalui lelang dengan ketcmtuan sebagai berikut:
a.      kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun,

harga  jualnya   adalah   40%   (empat   puluh   person)   dari   nilai   wajar
kendaraan;

b.     kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, hargajualnya adalah
20% (dua puluh persen) dari nilai waj€ir kendaraan.

Pasal 3:'2
Pembayaran    atas    penjualan    barang    milik    daerah    berupa    kendaraan
perorangan dinas tanpa lelang dilakukan c.engan:
a.      pembayaran sekaligus, bagi pejabat Negara/mantan pejabat Negara;
b.     pembayaran  secara  angsuran  paling  lama  2  (dua)  tahun,  bagi  pegawai

ASN.

Pasal 3;33
Pembayaran   sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   322   dilakukan   melalui
penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah:
a.      paling  lama   1   (satu)  bulan  terhituiig  sejak  tanggal  berlakunya  surat

persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus; dan
b.     sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian antara pengguna Barang

dengan pegawai ASN, untuk pembay€iran angsuran.

Pasal Gi34
Apabila pembayaran atas penjualan kend€.raan perorangan dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 333 belum lunas clibayar, maka:
a.      kendaraan tersebut masih berstatus sebagai barang milik daerah;
b.     kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;
c.      biaya    perbaikan/pemeliharaan     menjadi     tanggung    jawab    Pejabat

Negara/mantan Pejabat Negara atau Pegawai ASN; dan
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d.     kendaraan   tersebut   dilarang   untuk   dipindahtangankan,   disewakan,
dipinjamkan, atau dijaminkan kepada |iihak lain.

Pasal 33!;

(1)    Pejabat   Negara   dan   mantan   Pejaba':   yang   tidak   memenuhi   syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 huruf a, Pasal 333 huruf a, dan
Pasal 334, dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas.

(2)    Pegawai  ASN  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  332  huruf  b,  Pasal  333  huruf  b,  dan  Pasal  334  dicabut
haknya   untuk   membeli   kendaraan   perorangan   dinas   ter§ebut   dan
angsuran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

(3)     Kendaraan     perorangan     dinas     yang     batal     dibeli     oleh     Pejabat
Negara/mantan Pejabat Negara sebagaj mama dimaksud pada ayat ( 1 ), dan
oleh   Pegawai  ASN   sebagaimana  dimaksud   pada   ayat   (2),   digunakan
kembali untuk pelaksanaan tugas.

Pasal 336

(1)    Biaya yang telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  perbaikan
kendaraan  perorangan  dinas  yang  akan  dibeli  dalam jangka  waktu  I
(satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan
Pejabat Negara atau Pegawai ASN ya]ig membeli kendaraan  perorangan
dinas   tersebut   dan   harus   dibayar    sebagai   tambahan   harga   jual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331.

(2)    Biaya yang  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  perbaikan
sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  adalah  biaya  selain  pemeliharaan
rutin atas kendaraan perorangan dinas.

Pasal 3:'7
(1)     Pejabat   Negara   atau   Pegawai  ASN   yang   pemah   membeli   kendaraan

perorangan dinas, dapat membeli lagi 1  (satu) unit kendaraan perorangan
dinas tanpa melalui lelang setelah jan3ka waktu  10 (sepuluh) tahun sejak
pembelian yang pertama.

(2)    Pembelian   kembali   atas   kendaraan   perorangan   dinas   sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1)   dapat   dil€ikukan   sepanjang   Pejabat   Negara
tersebut masih aktif sebagai Pejabat Negara secara berkelanjutan.

Pasal 338
(1)    Penjualan kendaraan perorangan dir]as yang dijual tanpa melalui lelang

sebagaimana  dimaksud   dalam   Pas€il   324,   diawali  dengan   pengajuan
permohonan penjualan oleh:
a.      Pejabat Negara, pada tahun tera.{hir periode jabatan pejabat Negara;
b.      Mantan pejabat Negara, paling lama I (satu) tahun sejak berakhirnya

nasa jabatan Pejabat Negara ya]ig bersangkutan;
c.       PegawaiASN.

(2)     Pengajuan     permohonan     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)
disampaikan oleh :

a.      Pejabat Negara kepada pengguna Barang;
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b.     Mantan pejabat Negara kepada Bupati; dan
c.      Pegawai ASN kepada pengguna Ba-ang.

(3)    Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara
lain:

a.     data  pribadi,  berupa  nana,  jabatan,  alamat,  dan  tempat/tanggal
lahir; dan

b.      alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas.

Pasal 339

(1)    Surat  Permohonan  sebagaimana  dimaksud  dalan  Pasal  338  ayat  (3)
dilampiri dokumen pendukung.

(2)    Dokumen pendukung sebagaimana diinaksud pada ayat (1) bagi Pejabat
Negara/mantan pejabat negara, antara lain:
a.      fotokopi  surat  keputusan  pengaiigkatan  bagi  Pejabat  Negara  atau

surat keputusan pemberhentian I)agi mantan Pejabat Negara;
b.      fotokopi kartu identitas;
c.      surat  pernyataan  yang  menyatakan  belum  pernah  membeli  atau

pernah  membeli  kendaraan  perorangan  dinas  tanpa lelang  setelah
jangka  waktu   10  (sepuluh)  tahun  sejak  pembelian  pertama  bagi
Pejabat Negara;

d.

e.

dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian kembali kendaraan
perorangan    dinas    tanpa    lela.ig,    dilampirkan    fotokopi    surat
keputusan     pengangkatan     m{mjadi     Pejabat     Negara     secara
berkelanjutan   dengan  jangka   waktu   10   (sepuluh)   tahun   sejak
pembelian   pertama   kendaraan   perorangan   dinas   sebagaimana
dimaksud pada huruf c;
surat    pernyataan    yang    men)atakan    belum    pernah    membeli
kendaraan  perorangan  dinas  tanpa  melalui  lelang  pada  saat yang
bersangkutan menjadi Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara;
dan

f.       surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah
dituntut tindak pidana dengan ,imcaman hukuman pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun.

(3)     Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bagi pegawai
ASN, antara lain:
a.      fotokopi surat keputusan pengangkatan menjadi sekretaris Daerah;
b.      fotokopi surat keputusan pengaiigkatan calon pegawai Negeri sipil;
c.      fotokopi kartu identitas;
d.     surat  pernyataan  yang  menyatakan  belum  pernah  membeli  atau

pernah  membeli  kendaraan  perorangan  dinas  tanpa  lelang  setelah
jangka waktu  10 tahun sejak pembelian pertama; dan

e. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah
dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun.
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Pasal 340

( 1)    Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338
ayat (3), Pengguna Barang melakukan I)ersiapan permohonan penjualan,
antara lain:
a.     data administrasi kendaraan perorangan dinas; dan
b.     penjelasan   dan   pertimbangan   penjualan   kendaraan   perorangan

dinas tanpa melalui lelang.

(2)    Dalam  hal  persiapan  permohonan   pi3njualan   sebagaimana  dimaksud
pada ayat  (1)  telah  selesai,  Pengguna  Barang melalui  Pengelola Barang
mengajukan    usulan    penjualan    kei)ada    Bupati    selaku    pemegang
kekuasaan pengelolaan barang milik daerah disertai:
a.      fotokopi Buku pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

b.      fotokopi surat Tanda Nomor Kenclaraan (STNK):

c.      surat permohonan dan dokumen I)endukung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 339 ayat (2) dan ayat (3);

d.

e.

rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk
perbaikan  kendaraan  perorangan  dinas  yang  akan  dibeli  dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan;
dan
surat pernyataan dari pengguna I arang bahwa sudah ada kendaraan
pengganti.

(3)    Bupati    melakukan   penelitian   atas   usulan    permohonan   penjualan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)     Dalam   melakukan   penelitian   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3),
Bupati membentuk Tim untuk:
a.      melakukan     penelitian     kelayakan     alasan     dan     pertimbangan

permohonan penjualan barang rrLilik daerah;
b.      melakukan    penelitian    fisik,    (lengan    cara    mencocokkan    fisik

kendaraan    perorangan   dinas   yang   akan   dijual   dengan   data
administratif.

(5)     Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  dituangkan dalam
berita  acara  hasil  penelitian  untuk   selanjutnya  disampaikan  kepada
Bupati melalui Pengelola Barang.

(6)    Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan
penilaian atas kendaraan perorangan dinas yang akan dijual.

(7)     Hasil  penilaian  sebagaimana dimaks,ud  pada  ayat  (6)  dijadikan  sebagai
dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah.

Pasal 341

(1)    Pengelola    Barang    mengajukan    permohonan    persetujuan    penjualan
berdasarkan hasil penelitian dan pen [laian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal    340    ayat    (5)    dan    ayat    (7)    kepada    Bupati    sesuai    batas
kewenangannya.

(2)    Apabila   persetujuan   Bupati   sebag,aimana   dimaksud   pada   ayat   (1),
melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan
terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.
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(3)    Bupati  menyetujui  dan  menetapkan  kendaraan  perorangan  dinas yang
akan  dijual  berdasarkan  hasil  penelitian  dan  penilaian  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:

a.     data kendaraan perorangan dinas;
b.      nilai perolehan;
c.      nilaibuku;

d.      hargajual kendaraan perorangan dinas; dan
e.      rincian   biaya  yang  telah   dikeluarkan   pemerintah  daerah  untuk

perbaikan  kendaraan  peroranga]i  dinas  yang  akan  dibeli  dalam
jangka waktu  1  (satu) tahun sebe]um adanya persetujuan penjualan
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  336  ayat  (1)  untuk  Pejabat
Negara dan pegawai ASN.

(4)    Dalam  hal  Bupati  tidak  menyetujui  penjualan  kendaraan  perorangan
dinas tanpa melalui lelang Bupati memberitahukan secara tertulis kepada
pemohon melalui Penggelola Barang.

(5)    Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola
Barang   melakukan   penjualan   kendaraan   perorangan   dinas   kepada
Pejabat Negara/ mantan Pejabat Negara.

(6)    Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna
Barang  menyiapkan  perjanjian  penjualan  kendaraan  perorangan  dinas
yang ditandatangani Bupati dengan pegawai ASN.

(7)    Perjanjian  sebagaimana  dimaksud  Fada  ayat  (6)   sekurang-kurangnya
memuat:
a.      identitas pegawai ASN;

b.      data kendaraan perorangan dinas;
c.      bentuk pembayaran dan jangka waktu; dan
d.     hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pasal 342
(I)    Pejabat  Negara  melakukan  pembayaran  ke  Kas  Umum  Daerah,  terdiri

darl:

a.      pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan
perorangan dinas sebagaimana climaksud dalam Pasal 331 ; dan

b.      biaya   yang   telah   dikeluarkan   oleh   pemerintah   daerah   untuk
perbaikan   kendaraan  perorangan  dinas  yang  akan  dibeli  dalam
jangka waktu  1  (satu) tahun sel]elum adanya persetujuan penjualan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (1).

(2)    Mantan  Pejabat  Negara melakukan  pembayaran  ke  Kas  Umum  Daerah
sesuai  harga jual  kendaraan  perorangan  dinas  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 331.

(3)     Pegawai ASN melakukan pembayaraii ke Kas Umum Daerah, terdiri dari:
a.      pembelian kendaran peroranga]i dinas sesuai harga jual kendaraan

perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ; dan
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b.      biaya   yang   telah   dikeluarkan   {tleh   pemerintah   daerah   untuk
perbaikan  kendaraan   perorangan   dinas  yang  akan  dibeli  dalam
jangka waktu  1  (satu) tahun sebel`lm adanya persetujuan penjualan
sebagaimana dimaksud dalam Pas,al 336 ayat ( 1).

(4)    Serah terima barang dilaksanakan sete]ah lunas dibayar yang dibuktikan
dengan    surat    keterangan    pelunasan    pembayaran    dari    Pengelola
Barang/ Pengguna Barang.

(5)    Pengelola  Barang/Pengguna  Barang  mengajukan  usulan  penghapusan
barang   milik   daerah    sebagai   tindak   lanjut   serah    terima   barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6)    Pengelola  Barang  dan  Pengguna  Baning  melakukan  pengawasan  dan
pengendalian   pelaksanaan   penjualaii   dan   penghapusan   kendaraan
perorangan dinas sesuai tugas,  fungsi ,  dan kewenangan masing-masing
sesuai dengan ketentuan peraturan pe.undang-undangan.

(7)    Kendaraan  perorangan  dinas  yang  tidak  dilakukan  penjualan  dengan
mekanisme  tanpa  melalui  lelang  seb€.gaimana  diatur  dalam  Pasal  325
serta  tidak  digunakan  untuk  penyelenggaraan  tugas,  dapat  dilakukan
penjualan secara lelang.

Bagian Keenipat
Tuhar Menu.kay

Paragraf I
Umum

Pasal 34.3

(1)    Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
a.      untuk      memenuhi      kebutuhali      operasional      penyelenggaraan

pemerintahan;
b.      untuk optimalisasi barang milik (laerah; dan
c.      tidak tersedia dana dalam APBD.

(2)    Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  ditempuh apabila
pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan
pengganti.

(3)     Selain   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1),   tukar
menukar dapat dilakukan:
a.     apabila  barang  milik  daerah  berupa  tanah  dan/atau  bangunan

sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
b.      guna menyatukan barang milik claerah yang lokasinya terpencar;
c.      dalam  rangka  pelaksanaan  rencana  strategis  pemerintah  pusat/

pemerintah daerah;
d.     guna  mendapatkan/memberikan  akses  jalan,  apabila  objek  tukar

menukar  adalah  barang  milik  daerah   berupa  tanah  dan/   atau
bangunan; dan/ atau

e. telah    ketinggalan    teknologi    i.esuai    kebutuhan,    kondisi,    atau
ketentuan   peraturan   perundarLg-undangan,   apabila   objek   tukar
menukar   adalah   barang   milik   daerah   selain   tanah   dan/atau
bangunan.
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(4)    Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:
a.      Pemerintah pusat;
b.      Pemerintah Daerah lainnya;

c.      Badan   Usaha   Milik   Negara/DatTah   atau   badan   hukum   milik
pemerintah lainnya yang dimiliki rLegara;

d.      Pemerintah Desa; atau
e.       Swasta;

(5)    Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hurufe adalah pihak swasta,
balk yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Pasal 344

(1)    Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:
a.      tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
b.     tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna Barang; dan
c.      selain tanah dan/atau bangunan.

(2)    Tanah   dan/atau   bangunan   yang   berada   pada   Pengguna   Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau
bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi  Pengguna Barang,  tetapi tidak sesuai dengan  tata ruang wilayah
atau penataan kota.

(3)    Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pengelola Barang.

Pasal 3£L5

Tukar menukar dilaksanakan setelah dilak:ukan kajian berdasarkan:
a.      aspek teknis, antara lain:

I.      kebutuhan pengelola Barang /Pengguna Barang; dan
2.      spesirikasi barang yang dibutuhkan;

b.     aspek ekonomis,  antara lain kajian terhadap nilai barang   milik daerah
yang dilepas dan nilai barang  pengganti;

c.      aspekyuridis, antara lain:

1.      tata ruang wilayah dan penataarL kota; dan
2.      bukti kepemilikan.

Pa8al 346
Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 terhadap barang
milik daerah  berupa  tanah  dan/atau  bangunan,  Bupati  dapat  memberikan
alternatif  bentuk  lain  pengelolaan  barang  milik  daerah  atas  permohonan
persetujuan tukar menukar yang diusulkan oleh Pengelola Barang/Pengguna
Baran8.

Pasal €147

(1)    Barang pengganti tukar menukar dapat berupa:
a.      barang sejenis; dan/atau
b.      barang tidak sejenis.
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(2)    Barang  pengganti  utama  tukar  menukar  barang  milik  daerah  berupa
tanah, harus berupa:
a.      tanah;atau

b.     tanahdan bangunan.

(3)    Barang  pengganti  utama  tukar  menukar  barang  milik  daerah  berupa
bangunan, dapat berupa:
a.      tanah;

b.     tanah dan bangunan;
c.      bangunan; dan/atau
d.     selain tanah dan/atau bangunan.

(4)    Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus
berada  dalam  kondisi  siap  digunakan  pada  tanggal  penandatanganan
perjanjian tukar menukar atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 348

(1)     Nilai   barang  pengganti  atas   tukar  menukar  paling  sedikit  seimbang
dengan nilai wajar barang milik daerah yang dilepas.

(2)    Apabila  nilai  barang  pengganti  lebih  kecil  daripada  nilai  wajar  barang
milik daerah yang dilepas,  mitra  tuk{ir menukar wajib  menyetorkan  ke
rekening Kas Umum Daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai wajar
barang milik daerah yang dilepas dent;an nilai barang pengganti.

(3)     Penyetoran     selisih    nilai     sebagairrana    dimaksud     pada    ayat     (2)
dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Berita Acara Serah
Terima (BAST) ditandatangani.

(4)     Selisih nilai sebagaimana dimaksud p,'rda ayat (2) dan ayat (3) dituangkan
dalam perjanjian tukar menukar.

Pasal 3,I.9

( 1)    Apabila pelaksanaan tukar menukar mengharuskan mitra tukar menukar
membangun   bangunan    barang       i]engganti,    mitra   tukar   menukar
menunjuk konsultan pengawas dengan persetujuan Bupati berdasarkan
pertimbangan dari Perangkat Daerah terkait.

(2)

(3)

Konsultan  pengawas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan
badan hukum yang bergerak di bidang pengawasan konstruksi.
Biaya konsultan pengawas sebagaim€ma dimaksud pada ayat ( 1) menjadi
tanggung jawab mitra tukar menukai..

Pasal C5o
Tukar   menukar   dilaksanakan   oleh   pengelola   barang   setelah   mendapat
persetujuan Bupati sesuai dengan kewemingannya.
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Paragraf 2
Tata Cara Pelaksanaan Tukar Men`.Lkar Barang Milik Dacrah

Pada Pengelola I)arang

Pasal 35:I

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang berada pada Pengelola
Barang dilakukan berdasarkan:
a.     kebutuhan dari pengelola Barang untuk melakukan tukar menukar; atau
b.     permohonan  tukar  menukar  dari  pih{ik  sebagaimana  dimaksud  dalam

Pasal 343 ayat (4).

Pasal 352

(1)    Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada
kebutuhan  pengelola  barang  sebagailnana  dimaksud  dalam  Pasal  351
huruf a, diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan
penelitian  mengenai  kemungkinan  melaksanakan  tukar  menukar yang
didasarkan pada pertimbangan sebagiiimana dimaksud dalam Pasal 343
ayat (1)  dan ayat (3).

(2)     Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.      penelitian   kelayakan   tukar   mcmukar,   balk   dari   aspek   teknis,

ekonomis, maupun yuridis;
b.      penelitian data administratif; dan
c.       penelitian fisik.

(3)     Penelitian  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  b
dilakukan untuk meneliti:
a.      status penggunaan dan bukti ke|]emilikan, gambar situasi termasuk

lokasi  tanah,  luas,  peruntukan,  kode  barang,  kode  register,  mama
barang, dan nilai perolehan, untuk data barang milik daerah berupa
tanah;

b.      tahun   pembuatan,   kode   barang,   kode   register,   nama   barang,
konstruksi    bangunan,    luas,    :status    kepemilikan,    lokasi,    nilai
perolehan, dan nilai buku, untuk data barang milik daerah berupa
bangunan;

c.      tahun perolehan, kode barang,1.:ode register, mama barang, jumlah,
nilai perolehan,  nilai  buku,  kondisi barang,  dan  bukti  kepemilikan
kendaraan  untuk  data  barang  milik  daerah  berupa  selain  tanah
dan/atau bangunan.

(4)    Penelitian  fisik sebagaimana dimaksld pada ayat  (2)  huruf c  dilakukan
dengan   cara   mencocokkan   risik   barang   milik   daerah   yang   akan
ditukarkan dengan data administrat:f sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).

(5)

(6)

Hasil penelitian sebagaimana dimaks.ud pada ayat (3) dan (4) dituangkan
dalam berita acara penelitian.
Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (5)   kepada  Bupati  untiLk  penetapan  barang  milik  daerah
menjadi objek tukar menukar.
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Pasal 353

(1)    Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 352 ayat (6),
Pengelola  Barang  menyusun  rincian  rencana  barang  pengganti  sebagai
berikut:

a.     tanah meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan
tata ruang wilayah;

b.     bangunan  meliputi:  jenis,   1uas,   dan  konstruksi  bangunan  serta
sarana dan prasarana penunjang;

c.      selain  tanah  dan  bangunan  meli])uti jumlah, jenis  barang,  kondisi
barang dan spesiflkasi barang.

(2)    Pengelola  Barang  melakukan  penilai€.n  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  292   dan  Pasal  293   terhadap  barang  milik  daerah  yang  akan
ditukarkan dan barang pengganti.

(3)    Hasil   Penilaian   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   disampaikan
Pengelola Barang kepada Bupati.

Pasal 354

(1)     Berdasarkan hasil penilaian sebagaim€ina dimaksud dalam pasal 353 ayat
(3), Bupati melakukan penetapan mitra tukar menukar.

(2)    Bupati menerbitkan keputusan tukar menukar paling sedikit memuat:
a.     mitra tukar menukar;

(3)

(4)

b.     barang milik daerah yang akan d lepas;
c.      nilai  wajar  barang  milik  daerah  yang  akan  dilepas  yang  masih

berlaku pada tanggal keputusan diterbitkan; dan
d.     rincian rencana barang pengganti.
Pengelola Barang mengajukan  permohonan persetujuan tukar menukar
kepada Bupati.
Dalam   hal   tukar   menukar   memerlukan   persetujuan   DPRD,   Bupati
terlebih  dahulu  mengajukan  permohonan  persetujuan  tukar  menukar
kepada DPRD.

(5)    Berdasarkan  surat persetujuan  tukar  menukar  sebagaimana dimaksud
pada   ayat    (3)    dan    ayat    (4),    Bupati    dan    mitra   tukar   menukar
menandatangani perjanjian tukar me .iukar.

(6)    Setelah    menandatangani    perjanjian    tukar    menukar    sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), mitra tukar menukar melaksanakan:

a.      pekerjaan   pembangunan/pengrrdaan   barang      pengganti   sesuai
dengan perj anjian tukar menukar, untuk tukar menukar atas barang
milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan.

b.     pekerjaan  melaksanakan  peker. aan  pengadaan  barang    pengganti
sesuai  dengan  peljanjian tukar  menukar termasuk menyelesaikan
pengurusan dokumen administratif yang diperlukan, tukar menukar
atas barang milik daerah berup€i selain tanah dan/atau bangunan.
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Pasal 35§,

(1)    Bupati   membentuk   Tim   untuk   mel€ikukan   monitoring   pelaksanaan
pengadaan/pembangunan   barang       pengganti   berdasarkan   laporan
konsultan pengawas dan penelitian lap,!mgan.

(2)    Sebelum   dilakukan   penyerahan   bar€ing   milik   daerah   yang   dilepas,
Pengelola  Barang  melakukan  penilaian  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  292  dan  Pasal  293  terhadap  keg;esuaian  barang pengganti  sesuai
dengan yang tertuang dalam perjanjian tukar menukar.

(3)    Dalam    hal    hasil    penilaian    sebaga.mama    tersebut    pada    ayat    (2)
menunjukkan   bahwa   terdapat   keticlaksesuian   spesifikasi   dan/atau
jumlah barang pengganti dengan perjanjiaLn tukar menukar, mitra  tukar
menukar berkewajiban melengkapi/ m€ mperbaiki ketidaksesuai tersebut.

(4)    Dalam         hal         kewajiban         mitra         tukar        menukar        untuk
melengkapi/memperbaiki  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  tidak
dapat   dipenuhi,    maka   mitra   tukal.   menukar   berkewajiban   untuk
menyetorkan  selisih nilai barang milil: daerah dengan barang pengganti
ke rekening Kas Umum Daerah.

(5)    Bupati   membentuk   Tim   untuk   m€.lakukan   penelitian   kelengkapan
dokumen   barang      pengganti,   antala   lain   bukti   kepemilikan,   serta
menyiapkan Berita Acara Serah Terimfi (BAST) untuk ditandatangani oleh
Pengelola Barang dan mitra tukar mer.ukar.

Pasal 3e!;6

(1)    Berdasarkan  perjanjian  Tukar  Menukar  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  354  ayat  (5)  Pengelola  Barang    melakukan  serah  terima  barang,
yang dituangkan dalam Berita Acara S}erah Terima (BAST).

(2)     Berdasarkan  Berita Acara  Serah  Terima  (BAST)  sebagaimana  dimaksud
pada ayat ( I), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang
milik  daerah  yang  dilepas  dari  daftar  barang  Pengelola  kepada  Bupati
serta    Pengelola    Barang    mencatat    dan    mengajukan    permohonan
penetapan status penggunaan terhad€ip barang pengganti sebagai barang
milik daerah.

Pasal 3{57

(1)    Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada
permohonan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 huruf b,
diawali dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

(2)     Permohonan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    disertai    data
pendukung berupa:
a.      rincian peruntukan;
b.      jenis/spesifikasi;

c.      Iokasi/data teknis;

d.      perkiraan nilai barang  pengganl.i; dan

e.      hal lain yang diperlukan.
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(3)    Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada
kebutuhan  Pengelola  Barang  sebagainLana  dimaksud  dalam  Pasal  352
sampai dengan  Pasal  356  berlaku  mul.atis  mutandis  pada Pelaksanaan
tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada permohonan
dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (4).

Paragraf a,
Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menu:her Pada Peagguna Barang

Pasal 358

(1)    Pengguna Barang  mengajukan permolionan persetujuan tukar menukar
kepada Bupati melalui Pengelola BararLg, dengan disertai:

a.      penjelasan/pertimbangan tukar rnenukar;
b.     surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan tukar menukar yang

ditandatangani oleh Pengguna Ba rang;
c.      Peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota;
d.      data administratif barang milik d€ierah yang dilepas; dan
e.      rincian rencana kebutuhan barang  pengganti.

(2)     Data   administratif   barang   milik   d€ierah   yang   dilepas   sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, diantaranya:
a.      status penggunaan dan bukti keFemilikan, gambar situasi termasuk

lokasi  tanah,  luas,  kode  barang,  kode  register,  mama  barang,  dan
nilai perolehan, untuk barang mi.ik daerah berupa tanah;

b.     tahun   pembuatan,   kode   bararig,   kode   register,   nana   barang,
konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, nilai perolehan, dan
nilai buku, untuk barang milik diierah berupa bangunan;

C. tahun perolehan, kode barang, kode register, mama barang, jumlah,
nilai  perolehan,  nilai  buku,  kontlisi  barang,  dan  bukti  kepemilikan
kendaraan,   untuk   barang      milik   daerah   berupa   selain   tanah
dan/ atau bangunan.

(3)    Rincian  rencana  kebutuhan  barang  pengganti  sebagaimana  dimaksud
pada ayat ( I) huruf e, meliputi:
a.      Iuas  dan  lokasi  yang  peruntukannya  sesuai  dengan  tata  ruang

wilayah, untuk barang milik dae'-ah berupa tanah;
b.     jenis,  luas,  dan  rencana  konst].uksi  bangunan,  serta  sarana  dan

prasarana penunjang, untuk barang milik daerah berupa bangunan ;
dan/atau

c.     jumlah, jenis barang,  kondisi b:irang dan  spesifikasi barang untuk
barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

(4)    Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah pada Pengelola Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352  sampai dengan Pasal 356 ayat
(1)  berlaku mutatis mutandis pada pelaksanaan tukar menukar barang
milik daerah pada Pengguna Barang.

(5)     Berdasarkan   Berita   Acara   Serah   Terima   (BAST),   Pengguna   Barang
mengajukan u§ulan penghapusan b€irang milik daerah yang dilepas dari
Daftar Barang Pengguna kepada Pengelola Barang serta Pengguna Barang
mencatat  dan  mengajukan  permoh(tnan  penetapan  status  penggunaan
terhadap barang pengganti sebagai tarang milik daerah.
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Paragraf 4
Perjanjian dan Berita AcaD.a Serah Terima

Pasal 35€'

( 1)    Tukar menukar dituangkan dalam perj€injian.
(2)    Perjanjian sekurang-kurangnya memu€i.t:

a.      identitas pihak;
b.     jenis dan nila.i barang milik daerah;
c.      spesifikasi barang  pengganti;
d.     klausal      bahwa      dokumen      kepemilikan      barang      pengganti

diatasnamakan pemerintah daerah;
e.     jangka waktu penyerahan objek tiikar menukar;
f.       hak dan kewajiban para pihak:

9.      ketentuan dalam hal terjadi kaha]. Iforce majettre);
h.      sanksi;dan
i.       penyelesaian perselisihan.

(3)    Perjanjian  tukar  menukar  ditandatangani  oleh  mitra  tukar  menukar
dengan Bupati.

Pasal 360

(1)    Penyerahan barang milik daerah dan barang pengganti dituangkan dalam
Berita Acara  Serah  Terima  (BAST)  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal
356 ayat (1).

(2)     Berita Acara  Serah Terima  (BAST)  se.bagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)
ditandatangani oleh mitra tukar men\ikar dan Pengelola Barang.

(3)     Penandatanganan  Berita  Acara  seb€igaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
dilakukan paling lambat 1  (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan
perjanjian   tukar   menukar   untuk   tiarang   pengganti  yang   telah   siap
digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani.

(4)     Penandatanganan  Berita  Acara  seb€igaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
dilakukan  paling lama  2  (dua)  tahull  setelah  tanggal  penandatanganan
perjanjian  tukar  menukar  untuk  b€irang    pengganti  yang  belum  siap
digunakan pada tanggal perjanjian tL kar menukar ditandatangani.

(5)     Penandatanganan   Berita   Acara   Serah   Terima   (BAST)   hanya   dapat
dilakukan  dalam  hal  mitra  tukar   menukar  telah  memenuhi  seluruh
ketentuan dan  seluruh klausul yang tercantum dalam perjanjian tukar
menukar.

Pasal 361
Bupati  berwenang  membatalkan  perjanj Lan  Tukar  Menukar  secara  sepihak
dalam  hal  Berita  Acara  Serah  Terima  (]3AST)  tidak  ditandatangani  sampai
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (3) dan ayat
(4).
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Bagian Kelima
Hibah

Paragraf 1
Umum

Pasal 36:i

(I)    Hibah   barang   milik   daerah   dilakuk€m   dengan   pertimbangan   untuk
kepentingan:
a.       sosial;

b.      budaya;
c.      keagamaan;
d.     kemanusiaan;
e.      pendidikan yang bersifat non komersial;

f.       penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.

(2)    Penyelenggaraan   pemerintahan   pusat/daerah   sebagaimana  dimaksud
pada ayat ( 1) huruf f adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan
antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,   hubungan  antara
pemerintah   daerah   dengan   masyarakat/lembaga   intemasional,   dan
pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi
pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pasal 363
(1)     Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:

a.      bukan merupakan barang rahasi,a. negara;
b.     bukan   merupakan   barang   yang   menguasai   hajat   hidup   orang

banyak; atau
c.      tidak   digunakan   lagi   dalam   penyelenggaraan   tugas   dan   fungsi

penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2)     Segala  biaya yang  timbul  dalam  pro!ses  pelaksanaan  hibah  ditanggung

sepenuhnya oleh pihak penerima hib€ih.

Pasal 3154

(1)    Barang  milik  daerah  yang  dihibahhan  wajib  digunakan  sebagaimana
ketentuan yang ditetapkan dalam nat..kah hibah.

(2)     Hibah sebagaimana dimaksud pada a yat (1) dilaksanakan oleh Pengelola
Barang.

Pasal 365
(1)     Pihak yang dapat menerima hibah adalah:

a.      Iembaga   sosial,   lembaga   budaya,   1embaga   keagamaan,   lembaga
kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial
berdasarkan  akta  pendirian,  aiiggaran  dasar/rumah  tangga,  atau
pernyataan   tertulis   dari   instansi   teknis   yang   kompeten   bahwa
lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;

b.      pemerintah pusat;
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c.      pemerintah daerah lainnya;
d.      pemerintah desa;

e.      perorangan  atau  masyarakat  yang  terkena  bencana  alam  dengan
kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)  sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau

f.      pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)    Pemberian  hibah kepada pemerintah desa  sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) huruf d dilakukan dalam hal:

a.      Barang   milik   daerah   berskala   lokal   yang   ada   di   desa   dapat
dihibahkan kepemilikannya kepad a desa;

b.      Barang  milik  desa  yang  telah  di;imbil  dari  desa,  oleh  pemerintah
daerah  kabupaten/kota  dikembalikan  kepada  desa,  kecuali  yang
sudah digunakan untuk fasilitas iimum.

Pasal 366

(1)     Hibah dapat berupa:
a.      tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
b.     tanah dan/atau bangunan yang t}erada pada pengguna Barang; dan
c.      selain tanah dan/atau bangunan.

(2)    Tanah   dan/atau    bangunan   yang   berada   pada    Pengguna   Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b antara lain tanah dan/atau
bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan
sesuai yang tercantum dalam Dokum`m Pelaksanaan Anggaran (DPA).

(3)    Barang  milik  daerah   selain  tanah   dan/atau  bangunan   sebagaimana
dima.ksud pada ayat (I) huruf c meliputi:

a.      barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal
pengadaannya untuk dihibahkarL; dan

b.     barang  milik  daerah  selain  tamh  dan/atau  bangunan  yang  lebih
optimal apabila dihibahkan.

(4)    Penetapan   barang  milik  daerah  yarig  akan   dihibahkan   sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ol:h Bupati.

Paragralr 2
Tata Cara Hibah Barang Milik I)aerah Pada Pengelola Barang

Pasal a,67
Pelaksanaan hibah  barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang
dilakukan berdasarkan:
a.      inisiatifBupati; atau
b.      permohonan   dari   pihak   yang   dar)at   menerima   Hibah   sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 365.
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Pasal 368

(1)    Pelaksanaan  hibah  barang  milik  daeraih  pada  Pengelola  Barang  yang
didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud Pasal dalam 367
huruf a, diawali dengan pembentukan 1`im oleh Bupati untuk melakukan
penelitian.

(2)    Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mellputi:
a.      penelitian data administratif; dan
b.      penelitian fisik.

(3)    penelitian data administratif sebagaim,'lna dimaksud pada ayat (2) huruf
a dilakukan untuk meneliti:
a.      status dan bukti kepemilikan, garr'bar situasi termasuk lokasi tanah,

luas, kode barang, kode register, nana barang, nilai perolehan, dan
peruntukan, untuk data barang rliilik daerah berupa tanah;

b.     tahun  pembuatan,  konstruksi,  luas,  kode  barang,  kode  register,
nana  barang,  nilai  perolehan,  nilai  buku,  dan  status  kepemilikan
untuk data barang milik daerah berupa bangunan;

c.      tahun  perolehan,   spesifikasi/identitas   teknis,   bukti  kepemilikan,
kode barang, kode register, mama barang, nilai perolehan, nilai buku,
dan jumlah  untuk  data  barang  milik  daerah  berupa  selain  tanah
dan/ atau bangunan; dan

d.      data calon penerima hibah.

(4)    Dalam   melakukan   penelitian   terhadap   data   calon   penerima   hibah
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (€;)  huruf  d,  Tim  dapat  melakukan
klaririkasi kepada instansi yang berwenang dan  berkompeten  mengenai
kesesuaian data calon penerima hibah.

(5)     Penelitian fisik sebagaimana dimaksL.d pada ayat (2)  huruf b dilakukan
dengan   cara   mencocokkan   fisik   I)arang   milik   daerah   yang   akan
dihibahkan dengan data administrati]. sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).

(6)     Hasil penelitian  sebagaimana dimaksud pada ayat  (3),  ayat  (4)  dan  ayat
(5) dituangkan dalam berita acara perielitian.

(7)    Tim  menyampaikan  berita  acara  hasi;il  penelitian  kepada  Bupati  untuk
menetapkan barang  milik daerah menjadi objek hibah.

(8)    Dalam  hal  berdasarkan  berita  acara  penelitian  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (7) Hibah dapat dilaksanakim, Bupati melalui Pengelola Barang
meminta  surat  pernyataan  kesediaan  menerima  hibah  kepada  calon
penerima hibah.

Pasal 369
(1)    Pengelola  Barang    mengajukan  permohonan  persetujuan  hibah  kepada

Bupati.

(2)    Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu
mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD.

(3)    Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud
ayat pada (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2),  Bupati  menetapkan  keputusan  pelaksanaan  hibah, yang  sekurang-
kurangnya memuat:
a.      penerimahibah;
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b.      objekhibah;

c.      nilai perolehan dan nilai buku terh€idap barang yang dapat dilakukan
penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;

d.      nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan
penyusutan, untuk selain tanah dtin/atau bangunan; dan

e.      peruntukan hibah.

Pasal 37u)

(1)    Berdasarkan   keputusan   pelaksanaar   Hibah   sebagaimana   dimaksud
dalam    Pasal    369    ayat    (3),    Bupa:i    dan    pihak    penerima    hibah
menandatangani naskah hibah.

(2)    Naskah hibah  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  memuat  sekurang-
kurangnya:
a.      identitas para pihak;
b.     jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
c.      tujuan dan peruntukan hibah;
d.      hak dan kewajiban para pihak;
e.      klausul  beralihnya  tanggung jawab  dan  kewajiban  kepada  pihak

penerima hibah; dan
f.       penyelesaian perselisihan.

(3)    Berdasarkan   naskah   hibah   sebagajmana   dimaksud   pada   ayat   (2),
Pengelola  Barang melakukan  serah  tcrima  barang milik daerah  kepada
penerima  hibah  yang  dituangkan  dalam  Berita  Acara  Serah  Terima
(BAST).

(4)    Berdasarkan  Berita Acara  Serah Terima  (BAST)  sebagaimana  dimaiksud
pada ayat (3) , Pengelola Barang meng€ijukan usulan penghapusan barang
milik daerah yang telah dihibahkan.

Pasal 371

(1)     Pelaksanaan  hibah  barang  milik  daerah  pada  pengelola  barang  yang
didasaLrkan  pada  permohonan  dari  I)ihak  yang  dapat  menerima  hibah
sebagaimana dimaksud Pasal 367 huruf b, diawali dengan penyampaian
permohonan oleh pihak pemohon kepada Bupati.

(2)     Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a.      datapemohon;

b.      alasan permohonan;
c.      peruntukan hibah;
d.     jenis/ spesifikasi/nana barang milik daerah yang dimohonkan untuk

dihibahkan;
e.     jumlah/luas/volume barang milik daerah yang di mohonkan untuk

dihibahkan;
f.       Iokasi/data teknis; dan

9.      surat pernyataan kesediaan menerima hibah.
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(1)

(2)

Pasal 372
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371  ayat
(1), Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
Tata  cara  penelitian  sampai  dengan  pelaksanaan  serah  terima  pada
pelaksanaan  hibah  yang  didasarkan  pada  inisiatif Bupati  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  368  sampai  dc.ngan  Pasal  370  berlaku  mutatis
mutandis terhadap tata cara penelitian !sampai dengan pelaksanaan serah
terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada permohonan pihak
pemohon sebagaimana dimaksud dalar,1 Pasal 371.

(3)    Apabila  permohonan  hibah   tidak  disetujui,   Bupati  melalui  Pengelola
Barang  memberitahukan  kepada  pihak yang  mengajukan  permohonan
hibah, disertai dengan alasannya.

Paragraf
Tata Care Pelakcanaan Hibah Barang Milik Daerah

Pada Petigguna Barang

Pasal 373

(1)    Pelaksanaan  hibah  barang milik daerah pada  Pengguna Barang diawali
dengan   pembentukan  Tim  Internal   pada   PERANGKAT  DAERAH   oleh
Pengguna Barang untuk melakukan p 3nelitian.

(2)     Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.      penelitian data administratif; dan
b.      penelitian risik.

(3)     Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a dilakukan untuk meneliti:
a.      status dan bukti kepemilikan, gainbar situasi termasuk lokasi tanah,

luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan
peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;

b.     tahun  pembuatan,  konstruksi,  luas,  kode  barang,  kode  register,
nana  barang,  nilai  perolehan,  iiilai  buku,  dan  status  kepemilikan
untuk data barang milik daerah berupa bangunan;

c.      tahun   perolehan,   spesirikasi/identitas  teknis,   bukti  kepemilikan,
kode barang, kode register, nam€i barang, nilai perolehan, nilai buku,
dan jumlah  untuk  data  barang  milik  daerah  berupa  selaln  tanah
dan/atau bangunan; dan

d.      data calon penerima Hibah.

(4)    Penelitian  fisik sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  huruf b dilakukan
dengan   cara   mencocokkan   rlsik   barang   milik   daerah   yang   akan
dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).

(5)    Hasil   penelitian   sebagaimana   dim€iksud   pada   ayat   (3)   dan   ayat   (4)
dituangkan  dalam berita acara pent;litian dan  selanjutnya disampaikan
Tim kepada Pengguna Barang.

(6)    Berdasarkan  berita  acara  hasil  pen3litian  sebagaimana dimaksud  pada
ayat   (5),   Pengguna   Barang   meng!ljukan   permohonan   hibah   kepada
Pengelola Barang  yang memuat:

a.     data calon penerima hibah;
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b.     alasan untuk menghibahkan;
c.     data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan;
d.     peruntukan hibah;

e.      tahun perolehan;
f.       status dan bukti kepemilikan;

9.      nilai perolehan;
h.     jenis/spesifikasi   barang   milik   daerah   yang   dimohonkan   untuk

dihibahkan; dan
i.        Iokasi.

(7)    Penyampaian  surat  permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (6)
disertai dengan surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

Pa8al 374

Tata cara penelitian barang milik daerah yang aka.n dihibahkan yang berada
pada  Pengelola  Barang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  368  berlaku
mutatis   mutandis   terhadap   tata  cara  penelitian   atas   permohonan  yang
diajukan   oleh   Pengguna   Barang   kepad€i   Pengelola   Barang   sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 373.

Pasal 375

(1)    Pengelola  Barang  mengajukan  perm(thonan  persetujuan  hibah  kepada
Bupati.

(2)    Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu
mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD.

(3)    Apabila permohonan Hibah disetujui {)leh Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau disetujui DPRD  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Bupati   menetapkan   pelaksanaan    iibah,   yang   sekurang-kurangnya
memuat:
a.      penerimahibah;
b.      objekhibah;

c.      nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan
penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;

d.     nilai perolehan dan nilai buku tei hadap barang yang dapat dilakukan
penyusutan, untuk selain tanah dan/alau bangunan; dan

e.      peruntukan hibah.

(4)    Apabila  permohonan  Hibah  tidak  clisetujui,   Bupati  melalui  Pengelola
Barang    menerbitkan  surat  penolakan  kepada  Pengguna  Barang  yang
mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.

(5)    Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat  (3),  Pengelola  Barang  dan  pihak  penerima  hibah  menandatangani
naskah hibah.

(6)    Naskah  hibah  sebagaimana dimaksud pada ayat  (5)  memuat  sekurang-
kurangnya:
a.      identitas para pihak;

142



b.     jenis dan nilai barang yang dilakul;:an hibah;
c.      tujuan dan peruntukan hibah;
d.      hak dan kewajiban para pihak;
e.      klausul  beralihnya  tanggung  jaw,a.b  dan  kewajiban  kepada  Pihak

penerima hibah; dan
f.       penyelesaian perselisihan.

(7)    Berdasarkan   naskah   hibah   sebagaiinana   dimaksud   pada   ayat   (5),
Pengelola  Barang melakukan  serah  te rima barang milik daerah  kepada
penerima  hibah  yang  dituangkan  d€.lam  Berita  Acara   Serah  Terima
(BAST).

(8)    Berdasarkan  Berita Acara Serah Terima  (BAST)  sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang
milik daerah yang telah dihibahkan.

Pasal 376
Pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan dan
selain tanah dan/atau bangunan yang daii awal pengadaanya direncanakan
untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (2) dan ayat
(3) huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keeioam
Penyertaan Modal Pen.erintah Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 377

(1)    Penyertaan modal pcmerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan
dalarn rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerj.a Badan
Usaha  Milik  Negara/Daerah  atau  b€idan  hukum  lainnya  yang  dimiliki
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)    Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) dilakukan dengan pertimbangan s3bagai berikut:

(3)

(4)

a.      Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen
penganggaran      diperuntukkan      bagi      Badan      Usaha      Milik
Negara/Daerah  atau  badan  hukum  lainnya  yang  dimiliki  Negara
dalam rangka penugasan pemerjntah; atau

b.      Barang milik daerah lebih optim{il apabila dikelola oleh Badan usaha
Milik   Negara/Daerah   atau   ba(lan   hukum   lainnya  yang   dimiliki
Negara baik yang sudan ada maupun yang akan dibentuk.

Penyertaan   modal   pemerintah   daerah   ditetapkan   dengan   Peraturan
Daerah.

Barang  milik  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  yang  telah
disertakan  dalam  penyertaan  moda'  pemerintah  daerah  kepada  Badan
Usaha  Milik  Negara/Daerah  atau  tadan  hukum  lainnya  yang  dimiliki
Negara    menjadi    kekayaan    yang    dipisahkan    mengikuti    ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 878,

(1)    Penyertaan  modal  pemerintah  daerah  atas  barang  milik  daerah  dapat
berupa:

a.     tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;
b.     tanah dan/atau bangunan pada p(3ngguna Bardng; atau
c.      selain tanah dan/atau bangunan.

(2)    Penyertaan    modal    pemerintah    daelah    atas    barang    milik    daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang
setelah mendapat persetujuan Bupati, sesuai batas kewenangannya.

Pasal 379

(1)    Penetapan barang milik daerah berup;1 tanah dan/atau bangunan yang
akan    disertakan    sebagai    modal    pemerintah    daerah    sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 378 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Bupati, sesuai
batas kewenangannya.

(2)    Tanah   dan/atau   bangunan   yang   berada   pada   Pengguna   Barang
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  378  ayat  (1)  huruf b,  antara  lain
tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya direncanakan
untuk   disertakan    sebagai   modal   I)emerintah   daerah   sesuai   yang
tercantum dalam dokumen  penganggaran,  yaitu  Dokumen Pelaksanaan
Anggaran  (DPA).

(3)    Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 ayat (1) huruf
c, antara lain meliputi:
a.      barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal

pengadaannya untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah;
b.      barang  milik  daerah  selain  tang.h  dan/atau  bangunan  yang  lebih

optimal untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah.

Pasal 31'0

Penyertaan   modal   pemerintah   daerah   (lilaksanakan   berdasarkan   analisa
kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragral. 2
Tata Cara Penyertaan Mod8LI Pemerintah Daerah
Atas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang

Pasal 381

( I)    Pengelola Barang melaksanakan penilaian dengan menugaskan:
a.      Penilai   sebagaimana   dimaksucL   dalam   Pasal   292,   untuk   tanah

dan/ata.u bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal;
b.     Tim  yang  ditetapkan  oleh  Bu])ati  dan  dapat  melibatkan  Penilai

sebagaimana   dimaksud   dalarr   Pasal   293,   untuk   selain   tanah
dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal.

(2)     Pengelola Barang menyampaikan haf5il penilaian kepada Bupati.
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(3)    Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap:
a.      hasil analisis kelayakan investasi  yang dilakukan  sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;
b.     data          administratif,          dianta ranya:          tahun          perolehan,

spesifikasi/identitas  teknis,  bukti  kepemilikan,  kc)de  barang,  kode
register, nana barang, dan nilai pf!rolehan atau nilai buku;

c.      kesesuaian     tujuan     penyertaan      modal     pemerintah     daerah,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377.

(4)    Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima penyertaan modal
pemerintah    daerah    dan/atau   PERANGKAT   DABRAH    terkait,   yang
dituangkan dalam dokumen hasil kajian.

(5)    Apabila berdasarkan hasil kajian  sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
penyertaan  modal  pemerintah  daerah  layak  dilaksanakan,  maka  calon
penerima  penyertaan  modal  pemerin.:ah  daerah  menyampaikan  surat
pernyataan  kesediaan  menerima  pen}.ertaan  modal  pemerintah  daerah
yang berasal dari barang milik daerah.

(6)    Tim menyampaikan  dokumen hasil k£Ljian  sebagaimana dimaksud pada
ayat  (4)  dan  surat  pernyataan  kesed aan  menerima  penyertaan  modal
pemerintah daerah sebagaimana dima:{sud pada ayat (5) kepada Bupati.

Pasal 382

(1)    Pengelola   Barang   mengajukan   permohonan   persetujuan   penyertaan
modal pemerintah daerah kepada Bupati.

(2)    Dalam     hal     penyertaan     modal     pemerintah     daerah     memerlukan
persetujuan  DPRD,   Bupati  terlebih  dahulu  mengajukan  permohonan
persetujuan kepada DPRD.

(3)    Apabila permohonan tidak disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau tidak disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat  (2),  Bupati  melalui  Pengelola  B€rang  memberitahukan  pada  calon
penerima penyertaan modal disertai d3ngan alasan.

(4)    Apabila  permohonan  penyertaan  moc'al  pemerintah  daerah  atas  barang
milik daerah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau disetujui oleh  DPRD  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (2),  Bupati
menetapkan keputusan atas barang  milik daerah yang akan disertakan
sebagai penyertaan modal.

(5)    Pengelola   Barang   menyiapkan   rancangan   Peraturan   Daerah   tentang
penyertaan   modal   pemerintah   daerah   dengan   melibatkan   Perangkat
Daerah terkait.

(6)    Rancangan   Peraturan  Daerah  tentang  penyertaan   modal   pemerintah
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DPRD
untuk   dilakukan   pembahasan   ben.sama   dan   selanjutnya   ditetapkan
sebagai Peraturan Daerah tentang pe:iyertaan modal.

Pasal 383

(1)    Berdasarkan  Peraturan  Daerah  tenlang  Penyertaan  Modal  Pemerintah
Daerah   sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   382   ayat  (6),   Pengelola
Barang melaksanakan penyertaan in()dal pemerintah daerah berpedoman
pada keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382 ayat (4).
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(2)    Berdasarkan   peraturan   daerah  dan   keputusan   Bupati   sebagaimana
dimaksud   pada  ayat  (1),   Pengelola  Barang  melakukan   serah  terima
dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 381:I

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima set)agaimana dimaksud dalam Pasal
383 ayat (2), Pengelola Barang mengajukan dsulan penghapusan barang milik
daerah yang telah dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah.

Paragraf €1
Tata Care Penyertaan Modal Pemerintah I)aerah
Atas Barang  Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 385

(1)    Penyertaan  modal  pemerintah  daerai  yang  dari   awal   pengadaannya
direncanakan  untuk  dijadikan  sebagai  penyertaan  modal  pemerintah
daerah,  maka  Pengguna  Barang  melalui  Pengelola  Barang  mengajukan
usul kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:
a.      data administratif, antara lain:

1.     dokumen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya;
2.      nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan
3.      keputusan penetapan status penggunaan.

b.      dokumen  hasil  analisis  kelayak€in  investasi  mengenai  penyertaan
modal sesuai ketentuan peratura.1 perundang-undangan.

(2)    Penyertaan modal pemerintah daerah yang diarahkan untuk optimalisasi
barang milik daerah, maka pengajuan usul oleh Pengguna Barang melalui
Pengelola Barang kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan
data berupa:
a.      data administratif, antara lain taliun perolehan, spesifikasi/identitas

teknis, bukti kepemilikan, kode t.arang, kode register, mama barang,
dan nilai perolehan atau nilai buku;

b.      dokumen  hasil  analisa  kelayak;in  investasi  mengenai  penyertaan
modal sesuai ketentuan peratur€i n perundang-undangan.

(3)    Tata   cara   penyertaan   modal   pemer.intah   daerah   mengenai   penilaian
sampai dengan serah terima barang yang disertakan sebagai penyertaan
modal    pemerintah    daerah    yang    berada    pada    Pengelola    Barang
sebagaimana  dimaksud   dalam   Pas{il   381   sampai   dengan   Pasal   383
berlaku  mutatis  mutandis  pada  penllaian  sampai  dengan  serah  terima
barang  yang  akan  disertakan   sebagai  penyertaan   modal  pemerintah
daerah yang berada pada pengguna barang.

Pasal 386
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (E,AST) Pengguna Barang mengajukan
usulan  penghapusan  barang  milik  daerah yang  telah  dijadikan  penyertaan
modal pemerintah daerah.
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BABX
PEMUSNAHAN

Bagian Ke8atu
Umum

Pacal 38i,
Pemusnahan barang milik daerah dilakukari apabila:
a.     tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat

dipindahtangankan; atau
b.     terdapat  alasan  lain  sesuai  dengan  ..{etentuan  peraturan  perundang-

undangan.

Pasal 388

(1)    Pemusnahan   dilaksanakan   oleh   Pengguna  Barang  setelah  mendapat
persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.

(2)    Pemusnahan   dilaksanakan   oleh   Pengelola   Barang   setelah   mendapat
persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang.

(3)     Pelaksanaan pemusnahan sebagaimalia dimaksud pada ayat (1)  dan  (2)
dituangkan dalam berita acara dan dil.a.porkan kepada Bupati.

Pa8al 38,9
Pemusnahan dilakukan dengan cara:
a.      dibakar;

b.      dihancurkan;
c.      ditimbun;

d.      ditenggelamkan; atau
e.      cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemusnahan Patla Pengguna Barang

Pasal 390
Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh
Pengguna Barang  kepada Bupati.
Permohonan sebagaimana dimaksud I)ada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.      pertimbangan dan alasan pemusnahan; dan
b.     data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan.

(3)    Data barang milik daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  huruf b
antara lain meliputi:
a.      kodebarang;
b.      kode register;

c.      namabarang;
d.      tahun perolehan;
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e.      spesifikasi barang;
f.       kondisi barang;

9.     jumlah barang;
h.     bukti kepemilikan untuk barang rr.ilik daerah yang harus dilengkapi

dengan bukti kepemilikan;
i.       nilai perolehan; dan

j.      nilai   buku   untuk   barang   milik   daerah   yang   dapat   dilakukan
penyusutan.

(4)    Pengajuan permohonan sebagaimana (limaksud pada ayat (1) dilengkapi
dokumen pendukung berupa:
a.      surat  pernyataan  dari  Pengguna  Barang/Kuasa  Pengguna  Barang

yang sekurang-kurangnya memua t:
1.      identitas pengguna Barang/I:uasa pengguna Barang; dan
2.     pemyataan bahwa barang in:lik daerah tidak dapat digunakan,

tidak      dapat      dimanfaatkan,       dan/atau      tidak      dapat
dipindahtangankan atau alasan lain  sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undan.Sam.

b.      fotokopi bukti kepemilikan, untuk barang milik daerah yang harus
dilengkapi dengan bukti kepemilikan;

c.      kartu  identitas  barang,  untuk  barang  milik  daerah  yang  harus
dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan

d.     foto barang milik daerah yang dii.sulkan pemusnahan.

in

(2)

Pasal 3€'1
Pengelola  Barang  melakukan  penelitian  terhadap  permohonan  usulan
Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasa.I 390.

Penelitian sebagaimana dimaksud pacla ayat ( 1) meliputi:
a.      penelitian    kelayakan    pertimb€ingan    dan    alasan    permohonan

pemusnahan barang milik daerah;
b.      penelitian data administratif; dan
c.       penelitian fisik.

(3)    Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b, dilakukan untuk meneliti antara lain:
a.      kodebarang;

b.      kode register;

c.      namabarang;
d.      tahun perolehan;
e.      spesifikasi barang;

f.       kondisibarang;

9.     jumlahbarang;
h.     bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi

dengan bukti kepemilikan;
i.       nilai perolehan; dan/atau
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j.       nilai   buku,   untuk   barang   milik   daerah   yang   dapat   dilakukan
penyusutan.

(4)    Penelitian risik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  huruf c, dilakukan
dengan   cara   mencocokkan   fisik   barang   milik   daerah   yang   akan
dimusnahkan  dengan  data  administratif sebagaimana  dimaksud  Pada
ayat (3).

(5)     Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (2)  kepada  Bupati  sebagai  ']ahan  pertimbangan  persetujuan
pemusnahan barang milik daerah.

Pasal 39:2

(1)    Apabila  permohonan  pemusnahan  bai.ang  milik  daerah  tidak  disetujui,
Bupati  memberitahukan   kepada  Pengguna  Barang  melalui   Pengelola
Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasan.

(2)    Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, Bupati
menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah.

(3)    Surat   persetujuan   pemusnahan   ba-ang   milik   daerah   sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a.     data barang milik daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang

sekurang-kurangnya  meliputi   kt)de  barang,   kode   register,   nana
barang, tahun perolehan, spesirikasi barang, kondisi barang, jumlah
barang,  nilai perolehan,  dan nila'. buku untuk barang milik daerah
yang dapat dilakukan penyusutaii; dan

b.     kewajiban    Pengguna    Barang    untuk    melaporkan    pelaksanaan
Pemusnahan kepada Bupati.

Pasal 3€'3

(1)    Berdasarkan   surat   persetujuan   pemusnahan   barang   milik   daerah
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  392  ayat  (2),   Pengguna  Barang
melakukan pemusnahan barang milik daerah.

(2)    Pelaksanaan    pemusnahan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)
dituangkan  dalam  Berita  Acara  Pemusnahan  dan  dilaksanakan  paling
lama    1    (satu)    bulan    sejak    tanggaLl    penerbitan    surat   persetujuan
pemusnahan  barang  milik  daerah  o]eh  Bupati  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 392 ayat (2).

(3)    Berdasarkan Berita Acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2),  Pengguna  Barang  mengajukan  usulan  penghapusan  barang  milik
daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemusnahan Pada Pengelola Baraflg

Pasal 394
(I)    Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh

Pengelola Barang  kepada Bupati.
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(2)    Muatan  materi  surat permohonan  pemusnahan  pada Pengguna Barang
serta  kelengkapan  dokumen  pendukurig  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal   390   ayat  (2),   ayat   (3)   dan  ayat   (4)   berlaku  mutatis  mutandis
terhadap   muatan   materi   surat  permcthonan   pemusnahan   dan   serta
kelengkapan dokumen dukung pada Pengelola Barang.

Pasal 39!;

(1)    Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan usulan pemusnahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394.

(2)    Tata  cara  penelitian  terhadap  permohonan  pemusnahan  barang  milik
daerah pada Pengguna Barang sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 391
ayat  (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (4)  berlakL.  mutatis  mutandis  terhadap  tata
cara penelitian terhadap permohonan pemusnahan barang milik daerah
pada Pengelola Barang.

(3)    Apabila  permohonan  pemusnahan  ba].ang  milik  daerah  tidak  disetujui,
Bupati memberitahukan kepada Penge] ola Barang disertai dengan alasan.

(4)    Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, Bupati
menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah.

(5)    Surat   persetujuan   pemusnahan   bafang   milik   daerah   sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling sedikit ]nemuat:
a.     data barang milik daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang

sekurang-kurangnya  meliputi  k`)de   barang,   kode   register,   nama
barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah
barang,  nilai perolehan,  dan nila  buku untuk barang milik daerah
yang dapat dilakukan penyusuta]i; dan

b.      kewajiban    Pengelola    Barang    untuk    melaporkan    pelaksanaan
pemusnahan kepada Bupati.

Pasal 3€'6

( I)    Berdasarkan persetujuan pemusnaha]i barang milik daerah sebagaimana
dimaksud   dalam   Pasal   395   ayat   (4),   Pengelola   Barang   melakukan
pemusnahan barang milik daerah.

(2)    Pelaksanaan    pemusnahan    sebagailnana    dimaksud    pada    ayat    (1)
dituangkan  dalam  berita  acara  pemTisnahan  dan  dilaksanakan  paling
lama  1  (satu) bulan sejak tanggal pers;etujuan pemusnahan barang milik
daerah dari Bupati.

(3)    Berdasarkan berita acara pemusnaha'i sebagaimana dimaksud pada ayat
(2),   Pengelola  Barang  mengajukan  usulan  penghapusan  barang  milik
daerah.

BAB XI
PBNGHAPUSAV

Bagian Ke{3atu
Umum

Pasal 397
Penghapusan barang milik daerah melipu:i:
a.     penghapusan  dari  Daftar  Barang  F'engguna  dan/atau  Daftar  Barang

Kuasa Pengguna;
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penghapusan dari Daftar Barang Penge]ola; dan
penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 39S

(1)    Penghapusan  dari  Dartar  Barang  Perigguna  dan/atau  Daftar  Barang
Kuasa  Pengguna   sebagaimana  dimaksud   dalam  Pasal  397   huruf  a,
dilakukan  dalam  hal  barang  milik  d€ierah  sudah  tidak  berada  dalam
penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(2)    Penghapusan dari Daftar Barang penge Lola sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 397 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak
berada dalam penguasaan Pengelola B€irang.

(3)    Penghapusan  dari  Daftar  Barang  Mili.{  Daerah  sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  397  huruf  c,  dilakukan   dalam  hal  terjadi  penghapusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:
a.      pemindahtanganan atas barang lr.ilik daerah;
b.     putusan pengadilan yang telah be]-kekuatan hukum tetap dan sudah

tidak ada upaya hukum lainnya;
c.      menjalankan ketentuan undang-undang;
d.     pemusnahan; atau
e.      sebab lain.

Pasal 399

(1)     Barang  milik  daerah  sudah  tidak  bei-ada  dalam  penguasaan  Pengelola
Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan
karena:

a.      penyerahan barang milik daerah;
b.      pengalihan status penggunaan b€irang milik daerah;
c.      pemindahtanganan atas barang milik;
d.     putusan pengadilan yang telah b€`rkekuatan hukum tetap dan sudah

tidak ada upaya hukum lainnya;
e.      menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.       pemusnahan; atau

9.      sebablain.
(2)    Sebab  lain  sebagaimana  dimaksud   pada  ayat  (1)  huruf  g  merupakan

sebab-sebab   yang    secara    normal    dipertimbangkan   wajar   menjadi
penyebab penghapusan, seperti, hilarig karena kecurian, terbakar, susut,
menguap,  mencair,  kadaluwarsa,  us,a.ng,  roboh,  faktor  alam,  mati,  dan
sebagai akibat dari keadaan kahar urcrce majeure).

Pasal 400

(I)    Penghapusan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  399  ayat  (1)  untuk
barang    milik    daerah    pada    Pengguna    Barang    dilakukan    dengan
menerbitkan  keputusan  penghapusan  oleh   Pengelola  Barang  setelah
mendapat persetujuan Bupati.
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(2)    Penghapusan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  399  ayat  (1)  untuk
barang    milik    daerah    pada    Pengel{)la    Barang    dilakukan    dengan
menerbitkan keputusan penghapusan cileh Bupati.

(3)    Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk barang milik daerah
yang dihapuskan karena:
a.      pengalihan status penggunaan;
b.     pemindahtanganan; atau
c.      pemusnahan.

(4)    Bupati  dapat  mendelegasikan  persetujuan  penghapusan  barang  milik
daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar
Barang Pengguna dan/ atau Daftar BaraLng Kuasa Pengguna.

(5)    Pelaksanaan   atas   penghapusan   bai.ang   milik   daerah   sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) di]aporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Penggiina Barang

dan/atau Kua8a Pen€:guna Barang

Pasal 40 1

(1)    Penghapusan  karena  penyerahan  barang  milik  daerah  kepada  Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 ayat ( 1) huruf a, dilakukan oleh
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna B€irang.

(2)     Penghapusan  sebagaimana  dimaksucl  pada  ayat  (I)  dilakukan  setelah
Pengelola  Barang  menerbitkan  keputusan  penghapusan  barang  milik
daerah.

(3)     Keputusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  paling  lama  I  (satu)
bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah
Terima (BAST) penyerahan kepada Bupati.

(4)     Pengguna    Barang    melaporkan    perLghapusan    barang    milik    daerah
sebagaimana    dimaksud    pada    ay€it    (1)     kepada    Bupati,    dengan
melampirkan:
a.      keputusan penghapusan; dan
b.      Berita Acara serah Terima (BAST) penyerahan kepada Bupati.

(5)    Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3),  Pengelola  Barang  melakukan  periyesuaian  pencatatan  barang  milik
daerah pada daftar barang milik daenih.

Pasal 402

(1)    Perubahan   Daftar  Barang  Pengguna  dan/atau   Daftar  Barang  Kuasa
Pengguna  sebagai  akibat  dari  penye rahan  barang  milik  daerah  kepada
Bupati  harus  dicantumkan  dalam   Laporan  Semesteran  dan  Laporan
Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(2)    Perubahan  Daftar Barang Milik Daer.ah  sebagai  akibat dari penyerahan
barang   milik   daerah   dari   Penggu]ia   Barang   kepada   Bupati   harus
dicantumkan dalam laporan semeste -an dan laporan tahunan.
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Pasal 40G,

(1)    Penghapusan karena pengalihan status penggunaan barang milik daerah
kepada Pengguna Barang lain  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  399
ayat  (I)   huruf  b,  dilakukan  oleh  Pengguna  Barang/Kuasa  Pengguna
Baran8.

(2)    Penghapusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  setelah
Pengelola  Barang  menerbitkan  keputusan  penghapusan  barang  milik
daerah.

(3)    Keputusan  penghapusan  barang  milik  daerah  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh PengelolaL Barang
sejak   tanggal   Berita   Acara   Serah   Terima   (BAST)   pengalihan   status
penggunaan barang milik daerah.

(4)    Pengguna  Barang  menyampaikan  lap()ran  pcnghapusan  kepada  Bupati
dengan melampirkan:
a.      keputusan penghapusan; dan
b.      Berita  Acara  Serah  Terima  (BAS'I`)  pengalihan  status  penggunaan

barang milik daerah.

(5)    Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3),  Pengelola  Barang  melakukan  penyesuaian  pencatatan  barang milik
daerah pada daftar barang milik daerah.

Pasal 404

(1)    Perubahan   Daftar  Barang  Pengguna   dan/atau  Daftar  Barang  Kuasa
Pengguna sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan barang milik
daerah   harus  dicantumkan   dalam  laporan   semesteran   dan   laporan
tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(2)    Perubahan  daftar  barang  milik  daenih  sebagai  akibat  dari  pengalihan
status   penggunaan   barang  milik  diierah   harus   dicantumkan  dalam
laporan barang milik daerah semesteraLn dan laporan tahunan.

Pasal 4()5

(1)    Penghapusan   karena   pemindahtan€;anan   atas   barang   milik   daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ()99 ayat ( 1) huruf c, dilakukan oleh
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

(2)    Penghapusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  setelah
Pengelola  Barang  menerbitkan  keputusan  penghapusan  barang  milik
daerah.

(3)     Keputusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  paling  lama  1  (satu)
bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah
Terima (BAST).

(4)    Keputusan penghapusan barang milik daerah karena pemindahtanganan
atas barang milik daerah disampaikan kepada Pengguna Barang disertai
dengan:

a.      Risalah  Lelang  dan  Berita  Acara  Serah  Terima  (BAST),  dalam  hal
pemindahtanganan   dilakukan   dalam   bentuk   penjualan   secara
lelang;
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b.      Berita  Acara  Serah  Terima  (BAST),  dalam  hal  pemindahtanganan
dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan
penyertaan modal pemerintah daerah; dan

c.      Berita    Acara    Serah    Terima    d€m    naskah    hibah,    dalam    hal
pemindahtanganan dilakukan dale in bentuk hibah.

(5)    Pengguna  Barang  menyampaikan  laporan  penghapusan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati dengan melampirkan:
a.      Keputusan penghapusan; dan
b.      Berita Acara serah Terima, Risalali Lelang, dan Naskah Hibah.

(6)    Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pengelola Barang menghapus barang milik daerah dari Daftar Barang
Milik Daerah.

Pa8al 406

(1)    Perubahan  Daftar  Barang  Pengguna  dan/atau  Daftar  Barang  Kuasa
Pengguna  sebagai  akibat  dari  penghapusan  karena  pemindahtanganan
harus  dicantumkan  dalam  laporan  I)arang  Pengguna/1aporan  barang
Kuasa Pengguna  semesteran  dan  tahunan  Pengguna  Barang dan/atau
Kuasa Pengguna Barang.

(2)    Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penghapusan
karena     pemindahtanganan     harus     dicantumkan     dalam     laporan
semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 4C17

(1)    Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan  hukum  tetap  dan  sudah  tidak  ada  upaya  hukum  lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 ayat ( I) huruf d, dilakukan oleh
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna B{irang.

(2)    Pengguna  Barang  mengajukan  permcihonan  penghapusan  barang  milik
daerah kepada Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:
a.      pertimbangan dan alasan pengha.pusan; dan
b.      data  barang  milik  daerah  yang   dimohonkan  untuk  dihapuskan,

diantaranya meliputi  tahun  pert.lehan,  kode  barang,  kode  register,
nama barang, jenis, identitas,  kcindisi,  lokasi,  nilai buku,  dan/atau
nilai perolehan.

(3)    Permohonan penghapusan barang milik daerah  sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sekurang-kurangnya dil3ngkapi dengan;
a.      salinan/fotokopi           putusan           pengadilan           yang          telah

dilegalisasi/disahkan oleh pejabiit berwenang; dan

b.      fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

(4)    Pengelola     Barang     melakukan     penelitian     terhadap     permohonan
penghapusan  barang  milik  daerah  dari  Pengguna  Barang  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(5)     Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang meliputi:
a.      penelitian data dan dokumen barang milik daerah;
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b. penelitian  terhadap  isi  putusan   pengadilan  terkait  barang  milik
daerah  sebagai  objek  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
dan

c.      penelitian lapangan (ort stte uz.sit), jika diperlukan.

(6)    Penelitian   lapangan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (5)   huruf   c
dilakukan  untuk  memastikan  kesesuaian  antara  barang  milik  daerah
yang menjadi objek putusan pengadilari dengan barang milik daerah yang
menjadi objek permohonan penghapusim.

(7)    Berdasarkan   hasil   penelitian   sebagajmana   dimaksud   pada   ayat   (5),
Pengelola Barang mengajukan permoh(tnan persetujuan kepada Bupati.

Pasal 403

(1)    Apabila  permohonan  penghapusan  barang  milik  daerah  sebagaimana
dimaksud   dalam   Pasal   407   ayat   (2)   tidak  disetujui,   Bupati   melalui
Pengelola   Barang   memberitahukan   pada   Pengguna   Barang   disertai
dengan alasan.

(2)    Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah disetujui, Bupati
menerbitkan surat persetujuan pengh€ipusan barang milik daerah.

(3)    Surat   persetujuan   penghapusan   barang   milik   daerah   sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat data 1]arang milik daerah yang disetujui
untuk dihapuskan, diantaranya meliputi:
a.      kodebarang;
b.      kode register;

c.      namabarang;
d.      tahun perolehan;
e.      spesifikasi/identitas teknis;
f.       kondisi barang;

9.      jumlah;
h.      nilai perolehan;
i.       nilai   buku   untuk   barang   milik   daerah   yang   dapat   dilakukan

penyusutan; dan
j.       kewajiban    Pengguna    Barang    untuk    melaporkan    pelaksanaan

Penghapusan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

(1)

(2)

Pasal 409
Berdasarkan persetujuan Bupati seba gaimana dimaksud dalam Pasal 388
ayat (2), Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang.
Keputusan  penghapusan  sebagaimaria dimaksud  pada ayat  ( 1)  menjadi
dasar     Pengguna     Barang/Kuasa     Pengguna     Barang     melakukan
penghapusan   barang   milik   daerah   dari   Daftar   Barang      Pengguna
dan / atau Daftar Barang Kuasa Peng€una.

(3)    Keputusan  penghapusan  barang  milik  daerah  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) paling lama 1  (satu) bukin diterbitkan oleh Pengelola Barang
sejak tanggal persetujuan penghapusan barang milik daerah dari Bupati.
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(4)    Pengguna   Barang   melaporkan   penghapusan   kepada   Bupati   dengan
melampirkan keputusan penghapusan  Darang milik daerah.

(5)    Berdasarkan keputusan penghapusan Sebagaimana dimaksud pada ayat
(3),  Pengelola  Barang  menghapuskan  barang  milik  daerah  dari  Daftar
Barang Milik Daerah.

Papal 41('

Penghapusan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407,  Pasal 408 dan Pasal
409   hanya   dilakukan   karena   adanya   1)utusan   pengadilan   yang   telah
memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dan  sudah  tidak  ada  upaya  hukum
lainnya.

Pa8al 411

(1)    Perubahan   Daftar  Barang  Pengguna  dan/atau  Daftar  Barang  Kuasa
Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan  hukum  tetap  harus  dicantumkan  dalarn  laporan  semesteran
dan   laporan   tahunan   Pengguna  Barang  dan/atau   Kuasa   Pengguna
Baran8.

(2)    Perubahan  Daftar  Barang  Milik  Daerah  sebagai  akibat  dari  putusan
pengadilan   yang   telah   memperoleh   kekuatan   hukum   tetap   harus
dicantumkan dalam laporan semester:in dan laporan tahunan.

Pasal 412

(1)    Penghapusan  karena  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan  sebagaimana  dimaksud  d,a.lam  Pasal  399  ayat  (1)  huruf  e,
diawali dengan pengajuan permohonaii penghapusan barang milik daerah
oleh Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

(2)    Permohonan sebagaimana dimaksud rtada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.      pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b.     data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang

sekurang-kurangnya  meliputi  tahun  perolehan,  kode  barang,  kode
register,  mama  barang, jenis,  idcntitas,  kondisi,  lokasi,  nilai  buku,
dan/atau nilai perolehan.

(3)     Pengelola     Barang     melakukan     pimelitian     terhadap     permohonan
penghapusan  barang  milik  daerah  dari  Pengguna  Barang  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(4)     Berdasarkan penelitian  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (3),  Pengelola
Barang mengajukan permohonan per:5etujuan kepada Bupati.

Pasal 413
(1)    Apabila  Bupati  menyetujui  permohonan  sebagaimana  dimaksud  dalam

Pasal 412 ayat (4), Bupati menerbitk€.n surat persetujuan penghapusan.

(2)    Surat   persetujuan   penghapusan   barang   milik   daerah   sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit  memuat:
a.      data  barang  milik  daerah  yang  disetujui  untuk  dihapuskan,  yang

sekurang-kurangnya  meliputi  t€ihun  perolehan,  kode  barang,  kode
register,  nana  barang,  spesifikasi/identitas  teknis,  jenis,  kondisi,
jumlah, nilai buku, dan/atau ni.ai perolehan; dan
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b.     kewajiban    Pengguna    Barang    untuk    melaporkan    pelaksanaan
penghapusan kepada Bupati.

(3)    Berdasarkan  persetujuan  Bupati  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1),
Pengguna  Barang  melakukan  penghapusan  barang  milik  daerah  dari
Daftar   Pengguna   Barang   dan/atau   Daftar   Barang   Kuasa   Pengguna
dengan berdasarkan keputusan pengh€ipusan Pengelola Barang.

(4)    Keputusan  penghapusan  barang  milik  daerah  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (3) diterbitkan paling lama 1  :satu) bulan oleh Pengelola Barang
sejak tanggal persetujuan Bupati.

Pasal 414

(1)    Pengguna Barang melaporkan penghar)usan barang milik daerah kepada
Bupati, dengan melampirkan keputusan penghapusan yang dikeluarkan
oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat (4).

(2)    Berdasarkan   keputusan   penghapusan   sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 413 ayat (4), Pengelola Barang rr enghapuskan barang milik daerah
dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 415

(1)    Perubahan   Daftar  Barang  Pengguna   dan/atau  Daftar  Barang  Kuasa
Pengguna   sebagai   akibat   dari   melaksanakan   ketentuan   peraturan
perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan
laporan tahunan Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang.

(2)    Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari melaksanakan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  harus  dicantumkan  dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pa§al 4:L6

(1)    Penghapusan barang milik daerah  k€irena pemusnahan  pada  Pengguna
Barang   sebagaimana   dimaksud   da]am   Pasal   399   ayat   (1)   huruf  f,
dilakukan oleh Pengguna Barang/ Ku€isa Pengguna Barang.

(2)    Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan      setelah      Pengelola      Barang      menerbitkan      keputusan
penghapusan barang milik daerah.

(3)    Keputusan  penghapusan  barang  milik  daerah  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (2) diterbitkan oleh Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal berita acara pemusnah€in.

(4)    Pengguna  Barang  menyampaikan  l{iporan  penghapusan  disampaikan
kepada     Bupati     dengan     melam[tirkan     keputusan     penghapusan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  berita  acara  pemusnahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .

(5)    Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3),  Pengelola  Barang  menghapuskaii  barang  milik  daerah  pada  Daftar
Barang Milik Daerah.
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Pasal 417.

(1)    Perubahan   Daftar  Barang  Pengguna  dan/atau   Daftar  Barang  Kuasa
Pengguna  sebagai  akibat  dari  pemusnahan  harus  dicantumkan  dalam
laporan  semesteran  dan laporan tahurLan pengguna barang atau kuasa
pengguna barang.

(2)    Perubahan Daftar Barang Milik Daerah  sebagai akibat dari pemusnahan
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 41!!

(1)    Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399
ayat  (1)   huruf  g,   dilakukan  oleh  Pe]igguna  Barang/Kuasa  Pengguna
Barang.

(2)    Pengguna  Barang  mengajukan  permo]1onan  penghapusan  barang milik
daerah kepada Bupati melalui Pengelol 1 Barang yang sedikitnya memuat:
a.      pertimbangan dan alasan pengha})usan; dan
b.     data  barang  milik  daerah  yang  dimohonkan  untuk  dihapuskan,

diantaranya  meliputi  tahun  pero]ehan,  kode  barang,  kode  register,
mama barang, jenis,  identitas,  ko]idisi,1okasi, nilai buku, dan/atau
nilai perolehan.

(3)    Permohonan penghapusan barang mi.ik daerah  sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diajukan karena a]asan:
a.      hilang karena kecurian;
b.     terbakar,   susut,   menguap,   mencair,   kadaluwarsa,   mati   untuk

hewan/ ikan/ tanaman; atau
c`.      keadaan kahar arorce majettre/.

Pasal 4].9

(1)     Permohonan  penghapusan  barang  rrLilik  daerah  dengan  alasan  hilang
karena kecurian sebagaimana dimaks;ud dalam Pasal 418 ayat (3) huruf
a, harus dilengkapi:
a.      surat keterangan dari Kepolisian; dan
b.      surat  keterangan  dari  Penggun£L  Barang/Kuasa  Pengguna  Barang

yang sekurang-kurangnya memuat:
I.      identitas pengguna Barang/Kuasa pengguna Barang;

2.      pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang
milik daerah tersebut hilan£5 karena kecurian serta tidak dapat
diketemukan; dan

3.      pernyataan  apabila  di  kemudian  hari  ditemukan  bukti  bahwa
penghapusan   barang   milik   daerah   dimaksud   diakibatkan
adanya unsur kelalaian dan / atau kesengajaan dari Pejabat yang
menggunakan / penanggung          j awab           barang           milik
daerah/Pengurus    Barang   tersebut,    maka    tidak   menutup
kemungkinan   kepada   yarLg   bersangkutan   akan   dikenakan
sanksi sesuai ketentuan pe'-aturan perundang-undangan.
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(2)    Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar,
susut,         menguap,         mencair,         kadaluwarsa,         mati        untuk
hewan/ikan/tanaman  sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 418  ayat  (3)
huruf b, harus dilengkapi:
a.     identitas pengguna Barang/Kuasa pengguna Barang;
b.     pernyataan    dari    Pengguna    Barang/Kuasa    Pengguna    Barang

mengenai kebenaran permohonan yang diajukan.
c.      pernyataan  dari  pengguna Baran€!/Kuasa pengguna Barang bahwa

barang   milik   daerah   telah   terbiikar,   susut,   menguap,   mencair,
kadaluwarsa, mati untuk hewan/ ikan / tanaman; dan

d.     surat  pernyataan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  c  dilampiri
hasil laporan pemeriksaan/ penelil,ian.

(3)    Permohonan penghapusan barang millk daerah  dengan alasan keadaan
kahar  fforce  majett7ie/ sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  418  ayat  (3)
huruf c, harus dilengkapi:
a.      surat keterangan dari instansi yang bervenang:

1.      mengenai terjadi keadaan kahar oforce mcijeure); atau
2.      mengenai  kondisi  barang  tei-kini  karena  keadaan  kahar  oforce

majeure).

b.     pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar
oforce majeure) dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 42;0

(1)     Pengelola     Barang     melakukan     pc.nelitian     terhadap     permohonan
penghapusan  barang  milik  daerah  d{iri  Pengguna  Barang  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 418 ayat (3).

(2)     Penelitian sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) meliputi:
a.      penelitian    kelayakan    pertimb€ingan    dan    alasan    permohonan

penghapusan;
b.      penelitian data administratif sedjkitnya terhadap kode barang, kode

register,   nana   barang,   tahun   perolehan,   spesifikasi/   identitas
barang    milik    daerah,    penetapan    status    penggunaan,    bukti
kepemilikan   untuk   barang   milik  daerah  yang   harus   dilengkapi
dengan bukti kepemilikan, nilai [tuku, dan/atau nilai perolehan; dan

C. penelitian   risik  untuk  permoh(tnan   penghapusan  karena  alasan
sebagaimana dimaksud dalam P:isal 418 ayat (3) huruf b dan huruf
c, jika diperlukan.

(3)     Berdasarkan   hasil   penelitian   sebag.aimana   dimaksud   pada   ayat   (1),
Pengelola  Barang  mengajukan  permt)honan  persetujuan  kepada  Bupati
untuk penghapusan barang milik daerah karena sebab lain.

Pasal 421

(1)    Apabila permohonan penghapusan  §ebagaimana dimaksud  dalam  Pasal
418  ayat  (3)  tidak disetujui,  Bupati  memberitahukan  kepada  Pengguna
Barang melalui Pengelola Barang disertai dengan alasan.
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(2)    Apabila permohonan penghapusan  sebaigaimana dimaksud dalam Pasal
418    ayat    (3)    disetujui,    Bupati    menerbitkan    surat    persetujuan
penghapusan barang  milik daerah.

(3)    Surat   persetujuan   penghapusan   barang   milik   daerah   sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang disetujui
untuk dihapuskan, yang sekurang-kur,'mgnya meliputi:
a.      kodebarang;
b.      kode register;

c.      namabarang;
d.      tahun perolehan;
e.      spesifikasi/identitas teknis;
f.       kondisi barang;

9.      jumlah;
h.      nilai perolehan;

i.       nilai   buku   untuk   barang   milik   daerah   yang   dapat   dilakukan
penyusutan; dan

j.       kewajiban    Pengguna    Barang    untuk    melaporkan    pelaksanaan
penghapusan kepada Bupati.

(4)    Berdasarkan  persetujuan  Bupati  seb€igaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),
Pengelola  Barang  menetapkan  keputusan  penghapusan  paling  lama  1
(satu) bulan sejak tanggal persetujuan .

(5)    Pengguna  Barang  melakukan  penghapusan  barang  milik  daerah  dari
Daftar  Barang   Pengguna  dan/atau   Daftar   Barang   Kuasa   Pengguna
berdasarkan Keputusan Penghapusar  sebagaimana dimaksud pada ayat
(4).

Pasal 422

(1)    Pengguna  Barang  menyampaikan  la[)oran  penghapusan  kepada  Bupati
dengan   melampirkan   keputusan   p{mghapusan   barang   milik   daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal i-21 ayat (4).

(2)    Berdasarkan   keputusan   penghapusan   sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 421  ayat (4), Pengelola Barang inenghapuskan barang milik daerah
dari Daftar Barang Milik Daerah.

(3)    Perubahan   Daftar  Barang  Penggum  dan/atau  Daftar  Barang  Kuasa
Pengguna  sebagai  akibat  dari  sebab  lain  harus  dicantumkan  dalam
laporan  semesteran  dan  laporan  taliunan  Pengguna  Barang  dan/atau
Kuasa Pengguna Barang.

(4)    Perubahan  Daftar  Barang  Milik  Daerah  sebagai  akibat  dari  sebab  lain
harus dicantumkan dalam laporan scmesteran dan laporan tahunan.

Bagian K€!tiga
Pelak8anaan Penghapusan Barang Mil!ik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 4.23

(1)    Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna
Barang   sebagaimana   dimaksud   d€ilam   Pasal   399   ayat   (1)   huruf   a
dilakukan oleh Pengelola Barang.
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(2)    Penghapusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  setelah
Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.

(3)    Keputusan  penghapusan  barang  milik:  daerah  sebagaimana  dimaksud
ayat (2) paling lambat 1  (satu) bulan diti3rbitkan oleh Bupati sejak tanggal
Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Pengguna Barang.

(4)    Pengelola  Barang  menyampaikan  laporan  penghapusan  kepada  Bupati
dengan  melampirkan  keputusan  penghapusan  dan  Berita Acara  Serah
Terima   (BAST)   penyerahan   kepada   Pengguna   Barang   sebagaiamana
dimaksud pada ayat (3).

(5)    Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3),  Pengelola  Barang melakukan  penyesuaian  pencatatan  barang milik
daerah pada Daftar Barang Milik Daer{ih.

Pasal 424

(1)     Perubahan   Daftar   Barang   Pengelola   sebagai   akibat   dari   penyerahan
barang milik daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahurLan pengelola barang.

(2)     Perubahan  Daftar Barang Milik Daer€ih  sebagai akibat dari  penyerahan
barang milik daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 4£!5

(I)    Penghapusan   karena   pemindahtanganan   atas   barang   milik   daerah
kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 ayat ( 1) huruf
c, dilakukan oleh Pengelola Barang.

(2)    Penghapusan  sebagaimana  dimaksuil  pada  ayat  (1)  dilakukan  setelah
Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.

(3)    Keputusan  penghapusan  barang  milik  daerah  sebagaimana  dimaksud
pada ayat  (2)  paling lambat  1  (satu)  t)ulan diterbitkan oleh  Bupati  sejak
tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).

(4)     Pengelola  Barang  menyampaikan  la|ioran  penghapusan  kepada  Bupati
dengan melampirkan keputusan pens,hapusan yang disertai dengan:
a.      Risalah   Lelang   dan   Berita   ACELra   Serah   Terima   (BAST),   apabila

pemindahtanganan   dilakukan   dalam   bentuk   penjualan   secara
lelang;

C.

Berita   Acara   Serah   Terima   (EIAST),   apabila   pemindahtanganan
dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan
penyertaan modal pemerintah d€ierah; dan
Berita   Acara   Serah   Terima   (E.AST)   dan   naskah   hibah,   apabila
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

(5)    Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3),  Pengelola  Barang  menghapuskan  barang  milik  daerah  dari  Daftar
Barang Milik Daerah.
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Pasal 42€,

(1)    Perubahan       Daftar       Barang       Pen{;elola       sebagai       akibat       dari
pemindahtanganan   barang   milik   daerah   harus   dicantumkan   dalam
laporan barang semesteran dan tahunan Pengelola Barang.

(2)    Perubahan     Daftar     Barang     Milik     Daerah     sebagai     akibat     dari
pemindahtanganan   barang   milik   da€.rah   harus   dicantumkan   dalam
laporan barang milik daerah semesteran dan tahunan.

Pasal 42'7

(1)    Penghapusan karena adanya putusan I)engadilan yang telah memperoleh
kekuatan  hukum  tetap  dan  sudah  tidak  ada  upaya  hukum  lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 ayat ( 1) huruf d, dilakukan oleh
Pengelola Barang.

(2)    Pengelola Barang mengajukan permohctnan penghapusan kepada Bupati
yang sekurang-kurangnya memuat:
a.      pertimbangan dan alasan pengha])usan; dan
b.     data  barang  milik  daerah  yang  dimohonkan  untuk  dihapuskan,

sekurang-kurangnya  meliputi  talLun  perolehan,  kode  barang,  kode
register,  nana  barang, jenis,  iderititas,  kondisi,  1okasi,  nilai  buku,
dan/ atau nilai perolehan.

(3)    Permohonan  penghapusan barang milik daerah  sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sekurang-kurangnya dil€ ngkapi dengan:
a.      salinan/fotokopi    putusan    pengadilan    yang    telah    dilegalisasi/

disahkan oleh pejabat berwenang; dan
b.      fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

(4)    Bupati melakukan penelitian terhada[i permohonan penghapusan barang
milik daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5)     Penelitian sebagaimana dimaksud patla ayat (4) meliputi:
a.      penelitian data dan dokumen barang milik daerah;
b.      penelitian  terhadap  isi  putusarL   pengadilan   terkait  barang  milik

daerah  sebagai  objek  putusan  I)engadilan  yang  telah  memperoleh
kekuatan hukum tetap dan sud€ih tidak ada upaya hukum lainnya;
dan

c.      penelitian lapangan (on si.te uisit), jika diperlukan, guna memastikan
kesesuaian antara barang milik daerah ya.ng menjadi objek putusan
pengadilan   dengan    barang   milik   daerah   yang   menjadi   objek
permohonan penghapusan.

(6)    Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah tidak disetujui,
Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.

(7)    Dalam  hal  permohonan  penghapusan  barang  milik  daerah  disetujui,
Bupati menerbitkan surat persetujua]i penghapusan barang milik daerah.

(8)    Surat   persetujuan   penghapusan   tiarang   milik   daerah   sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya memuat:
a.     data   barang   milik   daerah   y{ing   disetujui   untuk   dihapuskan,

sekurang-kurangnya  meliputi   .{ode   barang,   kode   register,   mama
barang, tahun perolehan, spesif.kasi/identitas teknis, jenis, kondisi,
jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
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b. kewajiban    Pengelola    Barang    untuk    melaporkan    pelaksanaan
penghapusan kepada Bupati.

Pasal 42€1

Berdasarkan persetujuan Bupati sebag€inana dimaksud dalam Pasal 427
ayat (7), Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang.
Berdasarkan  keputusan  penghapusar]  barang  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1)  Pengelola  Barang  melakukan  penghapusan  barang  milik
daerah dari Daftar Barang Pengelola.

(3)    Keputusan  penghapusan  barang  milik  daerah  diterbitkan  oleh  Bupati
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  paling  lama  1  (satu)  bulan  sejak
tanggal persetujuan.

(4)    Pengelola  Barang  menyampaikan  lapcran  penghapusan  kepada  Bupati
dengan melampirkan keputusan pengh apusan barang milik daerah.

(5)    Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3),  Pengelola  Barang  menghapuskan  barang  milik  daerah  dari  Daftar
Barang Milik Daerah.

Pa8al 429

Penghapusan  sebagaimana dimaksud data.n Pasal 427 dan Pasal 428 hanya
dilakukan   karena   adanya   putusan   pengadilan   yang   telah   memperoleh
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ad.a. upaya hukum lainnya.

Pasal 430

(1)     Perubahan    daftar    barang    Pengelol{i    sebagai    akibat   dari    putusan
pengadilan   yang   telah   memperoleh   kekuatan   hukum   tetap   harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola
barang.

(2)    Perubahan  Daftar  Barang  Milik  Daerah  sebagai  akibat  dari  putusan
pengadilan   yang   telah   memperoleh   kekuatan   hukum   tetap   harus
dicantumkan dalam laporan semester€in dan laporan tahunan.

Pasal 4$1

(1)    Penghapusan   barang   milik   daerah   karena   melaksanakan   ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399
ayat ( I)  huruf e,  diawali dengan men€:ajukan permohonan penghapusan
barang milik daerah dari Pengelola Bal.ang kepada Bupati.

(2)    Permohonan sebagaimana dimaksud [iada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.      pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b.     data barang milik daerah yang diinohonkan untuk dihapuskan, yang

sekurang-kurangnya  meliputi  talun  perolehan,  kode  barang,  kode
register,  nama  barang, jenis,  idtmtitas,  kondisi,  lokasi,  nilai  buku
dan/ atau nilai perolehan.

(3)    Bupati melakukan penelitian terhada|i permohonan penghapusan barang
milik daerah dari Pengelola Barang se cagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

(4)    Penelitian sebagaimana dimaksud pa(la ayat (3) meliputi:
a.      penelitian data dan dokumen bar.ang milik daerah;
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b.     penelitian  terhadap peraturan  perlndang-undangan  terkait barang
milik daerah; dan

c.      penelitian lapangan (ori site uis{.€), j ika diperlukan, guna memastikan
kesesuaian   antara   barang   milik   daerah   yang   menjadi   objek
peraturan  perundang-undangan  clengan  barang  milik daerah yang
menjadi objek permohonan pengh€ipusan.

Pasal 43£2

(1)    Apabila Bupati menyetujui hasil penelitian  sebagaimana dimaksud dala
Pasal 431 ayat (4), Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan.

(2)    Surat  persetujuan  penghapusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
paling sedikit memuat:
a.      data  barang  milik  daerah  yang  clisetujui  untuk  dihapuskan,  yang

sekurang-kurangnya  meliputi   kode  barang,   kode   register,   nama
barang,   spesifikasi/identitas  teknis,  kondisi,  jumlah,  nilai  buku,
dan/ atau nilai perolehan;

b.      kewajiban    Pengelola    Barang    imtuk    melaporkan    pelaksanaan
penghapusan kepada Bupati.

(3)    Berdasarkan  persetujuan  Bupati  seb€igaimana  dimaksud  pada ayat  (1),
Pengelola  Barang  melakukan  penghapusan  barang  milik  daerah  dari
Daftar  Pengelola  Barang  berdasarkalL  keputusan  penghapusan  barang
milik daerah.

(4)    Keputusan  penghapusan  barang  mink  daerah  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (3)  diterbitkan  oleh  Bupat,  paling  lama  1  (satu)  bulan  sejak
tanggal persetujuan.

Pasal 4:)3

(1)    Pengelola  Barang  menyampaikan  laporan  penghapusan  kepada  Bupati
dengan melampirkan keputusan penghapusan.

(2)    Berdasarkan   keputusan  penghapus;in   sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 432 ayat (4) Pengelola Barang I.ienghapuskan barang milik daerah
dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 4,34

(1)     Perubahan  Daftar  Barang  Pengelola  sebagai  akibat  dari  melaksanakan
ketentuan  peraturan  perundang-untlangan  harus  dicantumkan  dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.

(2)    Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari melaksanakan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  harus  dicantumkan  dalam
laporan semesteran dan laporan tahiLnan.

Pasal 4.35

(1)    Penghapusan  barang milik daerah  karena  pemusnahan  pada  Pengelola
Barang   sebagaimana   dimaksud   d€ilam   Pasal   399   ayat   (1)   huruf   f,
dilakukan dengan ketentuan.

(2)    Penghapusan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dilakukan   oleh
Pengelola  Barang  setelah  Bupati  in(merbitkan  keputusan  penghapusan
barang milik daerah.
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(3)    Keputusan  penghapusan  barang  milik  daerah  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (2)  diterbitkan  oleh  Bupati paling lambat  1  (satu)  bulan  sejak
tanggal berdasarkan berita acara pemusnahan.

(4)    Pengelola  Barang  menyampaikan  laporan  penghapusan  kepada  Bupati
dengan  melampirkan  keputusan  peng.hapusan  sebagaimana  dimaksud
pada pada ayat (2) dan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

(5)    Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3),  Pengelola  Barang  menghapuskan  barang  milik  daerah  dari  Daftar
Barang Milik Daerah.

Pasal 436

(1)     Perubahan  Daftar  Barang  Pengelola  sebagai  akibat  dari  Pemusnahan
harus  dicantumkan  dalam  laporan  t5emesteran  dan  laporan  tahunan
pengelola barang.

(2)    Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemusnahan
barang milik daerah harus dicantumh.an dalam laporan semesteran dan
laporan tahunan.

(1)

(2)

Pasal 4€;7
Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399
ayat (1) huruf g, dilakukan oleh Pengelola Barang.

Pengelola  Barang  mengajukan  permchonan  penghapusan  barang  milik
daerah kepada Bupati yang paling sedikit memuat:
a.      pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b.     data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang

di  antaranya  meliputi  kode  balang,  kode  register,  nama  barang,
nomor   register,   tahun   perolehan,   spesifikasi,   identitas,   kondisi
barang,1okasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

(3)     Permohonan  penghapusan  barang mLlik daerah  sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan:

(4)

a.      hilang karena kecurian;
b.     terbakar,   susut,   menguap,   m{mcair,   kadaluwarsa,   mati   untuk

hewan/ ikan/ tanaman; dan/ atau
c.      keadaan kahar arorce rna/.Cure/.
Permohonan  penghapusan  barang  milik  daerah  dengan  alasan  hilang
karena  kecurian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf a,  harus
dilengkapi:

a.      Surat Keterangan dari Kepolisian;

b.      Surat Keterangan  dari  PengelolE.  Barang yang sekurang-kurangnya
memuat:
1.      identitas pengelola Barang;

2.     pernyataan mengenai atas  kebenaran permohonan dan barang
milik daerah tersebut hilan{3 karena kecurian serta    tidak
dapat diketemukan; dan
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3. pernyataan  apabila di  kemud.ian  hari  ditemukan  bukti  bahwa
penghapusan   barang   milik   daerah   dimaksud   diakibatkan
adanyaunsurkelalaiandan/ataukesengajaandariPejabatyang
menggunakan / p enan ggun g          j awab           barang           milik
daerah/Pengurus   Barang   tersebut,    maka   tidak   menutup
kemungkinan   kepada   yang   bersangkutan   akan   dikenakan
sanksi sesuai ketentuan pera [uran perundang-undangan.

(5)    Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar,
susut ,         menguap ,         me nc air ,         kadaluwarsa ,         mati         un tuk
hewan/ikan/tanaman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  b,
harus dilengkapi:

1.      identitas pengelola Barang;

2.      pernyataan    dari    Pengelola    Barang    mengenai    kebenaran
permohonan yang diajukan;

3.

4.

pernyataan bahwa barang milik daerah telah,  terbakar,  susut,
me nguap ,          menc air ,          kadaluwarsa ,          mati         un tuk
hewan/ ikan/ tanaman; dan
surat pemyataan sebagaima] ia dimaksud pada huruf c dilampiri
hasil laporan pemeriksaan/ penelitian.

(6)    Permohonan  penghapusan barang mi.ik daerah dengan alasan  keadaan
kahar fforce mczjettre/ sebagaimana dirr aksud pada ayat (3) huruf c, harus
dilengkapi:

a.      surat keterangan dari instansi yang berwenang:
1.      mengenai terjadinya keadaan kahar oforce mcljetJre); atau

2.      mengenai  kondisi  barang  terkini  karena  keadaan  kahar  oforce
mcijeure) ; dan

b.     pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar
lforce majeure) .

(7)    Bupati melakukan penelitian terhadait permohonan penghapusan barang
milik daerah dari Pengelola Barang se'cagaimana dimaksud pada ayat (3).

(8)     Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
a.      penelitian    kelayakan    pertimbt'ingan    dan    alasan    permohonan

penghapusan;
b.      penelitian  data administratif see.ikitnya  terhadap  tahun  perolehan,

spesifikasi/identitas    barang    milik    daerah,     penetapan    status
penggunaan,  bulcti  kepemilikan  untuk  barang  milik  daerah  yang
harus  dilengkapi  dengan  bukti  kepemilikan,  nilai  buku,  dan/atau
nilai perolehan; dan

c.      penelitian   fisik  untuk  permoht]nan   penghapusan  karena  alasan
sebagaimana  dimaksud  pada  €iyat  (3)  huruf  b  dan  huruf  c  jika
diperlukan.

Pasal 438

(1)    Apabila permohonan penghapusan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal
437  ayat  (3)  tidak  disetujui,  Bupati  memberitahukan  kepada  Pengelola
Barang  disertai dengan alasan.
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(2)    Apabila permohonan  penghapusan  sebagaimana dimaksud  dalam Pasal
437    ayat    (3)    disetujui,    Bupati    menerbitkan    surat    persetujuan
penghapusan barang milik daerah.

(3)    Surat   persetujuan   penghapusan   barang   milik   daerah   sebagaiman?
dimaksud pada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang disetujul
untuk dihapuskan, yang paling sedikit meliputi:
a.      kode barang;
b.      kode register;

c.      namabarang;
d.     tahun perolehan;
e.      spesifikasi/identitas teknis;
f.       kondisi barang;

g.      jumlah;
h.      nilaiperolehan;

i.       nilai   buku   untuk   barang   milik   daerah   yang   dapat   dilakukan
penyusutan; dan

i      kewajiban    Pengelola    Barang    imtuk    melaporkan    pelaksanaan
penghapusan kepada Bupati.

(4)    Berdasarkan  persetujuan  Bupati  seb€igaimana dimaksud  pada ayat  (2),
Bupati menetapkan keputusan pengha.pusan paling lama  1  (satu) bulan
sejak tanggal persetujuan.

(5)    Pengelola  Barang  melakukan  pengh€ipusan   barang  milik  daerah  dari
Daftar     Barang     Pengelola     berdas{irkan     keputusan     penghapusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 4€19

(1)     Pengelola  Barang  menyampaikan  laporan  penghapusan  kepada  Bupati
dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah.

(2)    Berdasarkan   keputusan   penghapus€in   sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 438 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah
dari Daftar Barang Milik Daerah.

(3)     Perubahan  Daftar  Barang  Milik  Daer`ah  sebagai  akibat  dari  sebab  lain
harus dicantumkan dalam laporan se mesteran dan laporan tahunan.

BAB XII
PENATAUSA'EIAAN

Bagian Ke#}atu
Penbukuan

Pasal 440
(1)    Pengelola Barang harus melakukan i]endaftaran dan pencatatan barang

milik  daerah  yang  berada  di  bawah  penguasaannya  ke  dalam  Daftar
Barang Pengelola menurut penggolon gan dan kodefikasi barang.
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(2)    Pengguna     Barang/Kuasa     Penggun€i     Barang     harus     melakukan
pendaftaran    dan    pencatatan    barang    milik    daerah    yang    status
penggunaannya berada pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang
ke   dalam   Daftar  Barang   Pengguna/ )aftar   Barang  Kuasa   Pengguna
menurut penggolongan dan koderikasi 1)arang.

Pasal 44:I

(1)    Pengelola  Barang  menghimpun  daftar  barang  Pengguna/daftar  barang
Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (2).

(2)    Pengelola  Barang  menyusun  daftar  t.arang  milik  daerah  berdasarkan
himpunan   daftar   barang   Pengguna/daftar   barang   Kuasa   Pengguna
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dan   daftar   barang   Pengelola
menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

(3)    Dalam daftar barang milik daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
termasuk barang milik daerah yang dirnanfaatkan oleh pihak lain.

in

(2)

Bagian Kedua
lflveutaris€isi

Pasal 442
Pengguna  Barang  melakukan  inventarisasi  barang  milik  daerah  paling
sedikit  1  (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Dalam  hal  barang  milik  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
berupa   persediaan   dan   konstruksi   dalam   pengerjaan,   inventarisasi
dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.

(3)     Pengguna      Barang      menyampaikan      laporan      hasil      Inventarisasi
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (L)   dan  ayat  (2)   kepada  Pengelola
Barang paling lama 3 (tiga) bulan sete]ah selesainya Inventarisasi.

Pasal 44L3

Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang berada dalam periguasaannya paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Ke`(I:iga
Pelaporan

Pasal 444

(I)    Kuasa   Pengguna   Barang   harus   nienyusun   laporan   barang   Kuasa
Pengguna  Semesteran  dan  laporan  barang  Kuasa  Pengguna  Tahunan
untuk disampaikan kepada Penggun€i  Barang.

(2)    Pengguna    Barang    menghimpun    l=iporan    barang    Kuasa    Pengguna
Semesteran dan Tahun.an  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  sebagai
bahan penyusunan laporan barang Pimgguna semesteran dan tahunan.

(3)    Laporan    barang    Pengguna    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (2)
digunakan  sebagai  bahan  untuk  menyusun  neraca  Perangkat  Daerah
untuk disampaikan kepada Pengelola barang.
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Pasal 44€;

Pengelola Barang harus menyusun lapt >ran barang Pengelola semesteran
dan laporan barang Pengelola tahunan.

Pengelola    Barang    harus    menghimFun    laporan    barang    Pengguna
semesteran    dan    laporan    barang    P.3ngguna    tahunan    sebagaimana
dimaksud   dalam   Pasal  444   ayat   (2)   serta  laporan   barang  Pengelola
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) scbagai bahan penyusunan laporan
barang milik daerah.

(3)     Laporan   barang  milik  daerah   sebag€iimana   dimaksud   pada   ayat   (2)
digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.

BAD Xlr(
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 44i6

Pegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh:
a.     Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
b.      Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pasal 44,7

(1)    Pengguna   Barang  melakukan   pemantauan   dan   penertiban   terhadap
penggunaan,      pemanfaatan,      pemindaLhtanganan,      penatausahaan,
pemeliharaan,  dan  pengamanan  banmg  milik  daerah  yang  berada  di
dalam penguasaannya.

(2)    Pelaksanaan  pemantauan  dan  penertiban  sebagaimana dimaksud  pada
ayat  (1)  untuk  Unit  Kerja  Perangkat  Daerah  dilaksanakan  oleh  Kuasa
Pengguna Barang.

(3)    Pengguna  Barang  dan  Kuasa  Pengguna  Barang  dapat  meminta  aparat
pengawasan  intern  pemerintah  untuk  melakukan  audit  tindak  lanjut
hasil pemantauan dan penertiban seliagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2).

(4)    Pengguna  Barang  dan  Kuasa  Pengguna  Barang  menindaklanjuti  hasil
audit  sebagaimana  dimaksud  pada  aLyat  (3)   sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 4118

(1)    Pengelola    Barang    melakukan    pemantauan    dan    investigasi    atas
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang
milik daerah,  dalam  rangka penertiban  penggunaan,  pemanfaatan,  dan
pemindahtanganan   barang   milik   tlaerah   sesuai   dengan   ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2)    Pemantauan dan investigasi sebagair.lama dimaksud pada ayat (1) dapat
ditindaklanjuti     oleh     Pengelola     BaLrang     dengan     meminta     aparat
pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan
Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.

(3)    Hasil  audit  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  disampaikan  kepada
Pengelola    Barang    untuk   ditindak]anjuti    sesuai    dengan    ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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DAB xrv
PENGEI,OI,AAN BARANG MILIK DAERA).I PADA PERANGKAT DABRAH

YANG MENGGUNAKAN POLA PBNOELOLAAN KBUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAII

Pasal 44!'

(1)    Barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan umum Daerah
merupakan     kekayaan     daerah     yang     tidak     dipisahkan     untuk
menyelenggarakan    kegiatan    Badan    Layanan    Umum    Daerah   yang
bersangkutan.

(2)    Pengelolaan  barang  milik  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
mempedomani   ketentuan   peraturan   perundang-undangan   mengenai
pengelolaan Barang  Milik Daerah, kecuali terhadap barang  yang dikelola
dan/ atau dimanfaatkan sepenuhnya ` intuk menyelenggarakan kegiatan
pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum
Daerah    mempedomani    ketentuan    peraturan    perundang-undangan
mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

DAB AV
BARANG MILIK DAERAII BERUPA RUMAII NEGARA

Bagian Kesiltu
Umum

Pasal 450
Rumah negara merupakan barang milik d{ierah yang diperuntukkan  sebagai
tempat   tinggal   atau   hunian   dan   saraiia   pembinaan   serta   menunjang
pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegav/ai negeri sipil pemerintah daerah.

Pasal 4€; 1

(1)    Bupati menetapkan status penggunaan golongan rumah negara.
(2)     Rumah  negara sebagaimana dimaks`.d  pada ayat  (1)  dibagi  ke dalam 3

(tiga) golongan, yaitu:
a.      rumah negara golongan I;

b.      rumah negara golongan Il; dan
c.      rumah negara golongan Ill.

(3)    Penetapan   status  penggunaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
didasarkan   pada   pemohonan   penetapan    status   penggunaan   yang
diajukan oleh Pengguna Barang.

Pasal 452

(1)     Rumah negara golongan I  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451  ayat
(2)  huruf a,  adalah rumah negara dipergunakan bagi pemegang jabatan
tertentu dan karena si fat jabatannya  harus bertempat tinggal di rumah
tersebut   serta   hak   penghuniannya   terbatas    selama   pejabat   yang
bersangkutan masih memegang jabat an tertentu tersebut.
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(2)    Rumah negara golongan 11 sebagaima"i dimaksud dalam Pasal 451  ayat
(2) huruf b, adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak
dapat  dipisahkan  dari  suatu  Perangk€it  Daerah  dan  hanya  disediakan
untuk   didiami   oleh   pegawai   negeri   sipil   pemerintah   daerah   yang
ber§angkutan.

(3)    Termasuk  dalam  rumah  negara  golon€;an  11  adalah  rumah  negara yang
berada dalam  satu kawasan  dengan  Pt3rangkat  Daerah  atau Unit Kerja,
rumah susun dan mess/asrama pemerintah daerah.

(4)     Rumah negara golongan Ill sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451 ayat
(2)  huruf c,  adalah  rumah  negara yang tidak  termasuk  golongan  I  dan
golongan 11 yang dapat dijual kepada pi3nghuninya.

Pasal 453

(1)    Barang  milik  daerah  berupa  rumah  negara  hanya  dapat  digunakan
sebagai  tempat  tinggal  pejabat  atau  pegawai  negeri  sipil  pemerintah
daerah yang memiliki Surat lzin Penghunian (SIP).

(2)    Pengguna   Barang   wajib   mengoptim€ulkan   penggunaan   barang   milik
daerah berupa rumah negara Golongan I dan rumah negara golongan 11
dalam menunjang pelaksanaan tugas (lan fungsi.

(3)    Pengguna Barang rumah negara golongan I dan rumah negara golongan
11  wajib  menyerahkan  barang  milik  daerah  berupa  rumah  negara yang
tidak digunakan kepada Bupati.

Pasal 454

(1)     Surat Izin penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 453 ayat
(1) untuk rumah negara golongan I ditandatangani Pengelola Barang.

(2)     Surat lzin penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 453 ayat
(1)  untuk  rumah  negara  golongan  11   dan  golongan  Ill  ditandatangani
Pengguna Barang.

Pasal 4Ei5

(1)     Suami   dan   istri  yang  masing-masirLg  berstatus   Pegawai   Negeri   Sipil
Pemerintah  Daerah  yang  bersangkutan,  hanya  dapat  menghuni  satu
rumah negara.

(2)     Pengecualian  terhadap ketentuan  seljagaimana dimaksud  pada ayat  (1)
hanya  dapat  diberikan  apabila  suami  dan  istri  tersebut  bertugas  dan
bertempa.t tinggal di daerah yang berl:iinan.

Bagian Kedua
Pen88u-,an

Pasal 456

(1)    Barang milik daerah  berupa rumah  negara dapat dilakukan alih  status
penggunaan.

(2)    Alih status penggunaan:
a.     antar pengguna Barang untuk umah negara golongan I dan rumah

negara golongan 11;
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b.      dari  Pengguna  Barang  kepada  Pc.ngguna  Barang    rumah  negara
golongan  Ill,  untuk rumah  negara golongan  11 yang akan dialihkan
statusnya menjadi rumah negara golongan Ill; atau

c.      dari pengguna Barang rumah neg€ira golongan Ill kepada pengguna
Barang,  untuk rumah  negara golongan Ill yang telah dikembalikan
status golongannya menjadi rumah negara golongan 11.

(3)    Pengalihan  status  penggunaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
dilakukan setelah terlebih dahulu men(lapatkan persetujuan dari Bupati.

(4)    Alih  status  penggunaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf b,
hanya dapat dilakukan apabila barang lnilik daerah berupa rumah negara
telah   berusia  paling   singkat   10   (seFuluh)   tahun   sejak  dimiliki  oleh
pemerintah daerah atau  sejak ditetapkan  perubahan fungsinya sebagai
rumah negara.

(5)    Usulan  alih  status  penggunaan  seba{3aimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
huruf b, harus disertai sekuang-kuran!3nya dengan:
a.      persetujuan    tertulis   dari   Bupati   mengenai    pengalihan    status

golongan  rumah  negara  dari  rumah  negara  golongan  11   menjadi
rumah negara golongan Ill;

b.     surat  pernyataan  bersedia  menerima  pengalihan  dari    Pengguna
Barang rumah negara golongan lil ;

C.      salinan keputusan penetapan stal.us rumah negara golongan Il;

d.      salinan surat Izin penghunian (SIP) rumah negara golongan Il; dan
e.      gambar ledger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi.

(6)    Pengguna   Barang   bertanggung   jawab   penuh   atas   kebenaran   dan
keabsahan data dan dokumen yang diterbitkan dalam rangka pengajuan
usulan pengalihan status penggunaan.

(7)    Proses  pengajuan  dan  pemberian  pe-setujuan  alih  status  penggunaan
mengikuti  ketentuan  mengenai  alih   status  penggunaan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 sampai den3an Pasal 33.

Pasal 45i7

(1)    Dalam hal diperlukan Bupati dapat melakukan alih fungsi barang milik
daerah berupa rumah negara golongan I dan rumah negara golongan 11,
menjadi bangunan kantor.

(2)    Alih  fungsi  barang  milik  daerah  berupa  rumah  negara  golongan  I  dan
rumah    negara   golongan    11    sebagg.imana   dimaksud    pada   ayat    (1)
ditetapkan oleh Bupati.

Baglan Ketiga
Tata Cara Pengalihan Hak Rumah Negara

Pasal 458
(1)    Pemindahtanganan dalam bentuk penjualan Rumah Negara hanya dapat

dilakukan terhadap barang milik daerah berupa rumah negara golongan
Ill.

(2)    Penjualan   barang   milik   daerah   berupa   rumah   negara   sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada penghuni yang sah.
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(3)    Penjualan   barang   milik   daerah   beru.3a   rumah   negara   sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan deng€Ln mekanisme tidak secara lelang.

(4)    Penjualan   barang   milik   daerah   berupa   rumah   negara   sebagaimana
dimaksud  pada ayat (1)  hanya dapat dLlakukan terhadap rumah negara
yang tidak dalam keadaan sengketa.

Pasal 45€'

(1)    Penjualan  rumah  negara  golongan  Ill  dilakukan  oleh  Pengelola  Barang
setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.

(2)    Penjualan   barang   milik   daerah   benipa   rumah   negara   golongan   Ill
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam bentuk pengalihan
hak rumah negara golongan Ill.

(3)    Dalam hal usulan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara
golongan   Ill   disetujui,   maka   Bupati   menerbitkan   surat   persetujuan
penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan Ill.

(4)    Dalam hal usulan penjualan barang niilik daerah berupa rumah negara
golongan  Ill  tidak disetujui,  maka Bu])ati  menerbitkan  surat penolakan
usulan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan Ill
disertai alasannya.

Pasal 460
(1)    Pengajuan  usul  penjualan  barang  in lik  daerah  berupa  rumah  negara

golongan Ill dilakukan oleh Pengguna Barang rumah negara golongan Ill
kepada   Bupati,   yang  sekurang-kurangnya  disertai   dengan   data  dan
dokumen:
a.      surat pernyataan dari Pengguna Barang rumah negara golongan Ill

yang menyatakan bahwa rumah I iegara yang diusulkan untuk dijual
tidak dalam keadaan sengketa;

b.      keputusan penetapan status rumah negara golongan Ill;
c.      persetujuan  pengalihan  dan  penetapan  status  penggunaan  barang

milik daerah;

d.      Surat ljin penghunian (SIP) rumah negara golongan Ill;

e.      gambar/!eczger, lokasi, tahun pe]-olehan, luas tanah, dan bangunan
rumah negara golongan Ill; dan

f.       surat pernyataan kelayakan pen!;alihan hak rumah negara golongan
Ill dari Pengguna Barang  rumah negara golongan Ill.

(2)     Pengguna Barang rumah  negara gol(Ingan  Ill  bertanggung j.awab penuh
atas   kebenaran   dan   keabsahan   data   dan   dokumen   sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 461

(1)    Rumah   negara  ya.ng  dapat  dialihkan  haknya   adalah   rumah   negara
golongan Ill yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan tidak
dalam keadaan sengketa.

(2)    Umur   rumah   negara   sebagaiman€i   dimaksud   pada   pada   ayat   (1),
diperhitungkan  berdasarkan  penetapan  status  atau  pengalihan  status
oleh Bupati.
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(3)    Rumah nega.ra sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan ayat (2)  hanya
dapat  dialihkan  haknya  kepada  penghuni  atas  permohonan  penghuni
melalui Pengguna Barang/  Kuasa Peng{5una Barang.

(4)    Penghuni  rumah  negara  golongan  Ill  dapat  mengajukan  permohonan
pengalihan apabila yang bersangkutan  telah  mempunyai masa kerja  10
(sepuluh) tahun atau lebih sebagai pegawai negeri sipil pemerintah daerah
yang bersangkutan.

(5)    Dalam   hal    suami    dan    istri    masing-masing   mendapat   Surat   lzin
Penghunian  (SIP)  untuk  menghuni  rumah  negara  golongan  Ill,  maka
pengalihan   hak   sebagaimana   dimaks;ud   pada   ayat   (1)   hanya  dapat
diberikan kepada salah satu dari suami dan istri yang bersangkutan dan
belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah
dari pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

(6)    Pegawai  negeri  sipil  pemerintah  daerah  yang  telah  memperoleh  rumah
dan/atan    tanah    dari    pemerintah,    tidak    dapat    lagi    mengajukan
permohonan pengalihan hak atas rumiih negara golongan Ill.

(7)    Pengalihan    hak    rumah    negara    golongan    Ill    kepada   penghuninya
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 462

(1)    Penghuni rumah negara golongan Ill yang dapat mengajukan permohonan
pengalihan hak kepada Pengguna Bar€ing harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:

a.      Pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan:

1.      mempunyai   masa   kerja   si}kurang-kurangnya    10   (sepuluh)
tahun;

2.      memiliki surat Izin penghun.an (SIP) yang sah; dan

3.      belum   pernah   membeli   al.au   memperoleh   fasilitas   rumah
dan/atau    tanah    dari   pemerintah    berdasarkan    peraturan
perundang-undangan yang tierlaku.

b.      Pensiunan     pegawai     negeri     t}ipil     pemerintah     daerah     yang
bersangkutan;
1.      menerima pensiun dari Neg€ira;

2.      memiliki surat lzin penghunian (SIP) yang sah; dan

3.      belum   pemah   membeli   atau   memperoleh   fasilitas   rumah
dan/atau   tanah   dari   pemerintah,    berdasarkan   peraturan
perundang-undangan yang 1)erlaku.

c.      Janda/duda    pegawai    negeri     sipil     pemerintah    daerah    yang
bersangkutan:
I.      masih berhak menerima turLjangan pensiun dari Negara, yang:

a)      almarhum       suaminya./ isterinya       sekurang-kurangnya
mempunyai masa kerja  10 (sepuluh) tahun; atau

b)      masa    kerja    almarhLim    suaminya/isterinya    ditambah
dengan  jangka  waktu  sejak  yang  besangkutan  menjadi
janda/duda  berjumlah  sekurang-kurangnya  10  (sepuluh)
tahun;

2.      memiliki surat Izin penghunian (SIP) yang sah; dan
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d.

3.      belum   pernah   membeli   atau   memperoleh   fasilitas   rumah
dan/atau  tanah  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan
yang berlaku.

Janda/ duda pahlawan, yang suam inya/ isterinya dinyatakan sebagai
pahlawan    berdasarkan    peraturaLn    perundang-undangan    yang
berlaku:
1.      masih berhak menerima tunj€mgan pensiun dari Negara;
2.      memiliki surat Izin penghuniiin (SIP) yang sah; dan

3.     belum   pernah   membeli   at{iu   memperoleh   fasilitas   rumah
dan/atau    tanah    dari    pemerintah    berdasarkan    peraturan
perundang-undangan.

e.      Pejabat negara, janda/duda pejab{it negara:
1.      masih berhak menerima tunj;ingan pensiun dari Negara;
2.      memiliki surat Izin penghuni.a.n (SIP) yang sah; dan

3.      belum   pernah   membeli   atau   memperoleh   fasilitas   rumah
dan/atau    tanah    dari    perrLerintah    berdasarkan    peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2)    Apabila penghuni rumah negara golongan Ill sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)  meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak
atas rumah negara dimaksud dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni
yang bersangkutan.

(3)    Apabila        pegawai        negeri        sipil        pemerintah        daerah        yang
bersangkutan/penghuni   yang   bersaigkutan   sebagaimana   dimaksud
pada ayat  (2)  meninggal  dan  tidak mi3mpunyai  anak  sah,  maka  rumah
negara kembali ke pemerintah daerah.

(4)    Atas permohonan sebagaimana dimak:sud pada ayat ( 1) Pengguna Barang
mengajuka.n usulan penjualan rumah negara golongan Ill Kepada Bupati.

(5)     Bupati     melakukan     penelitian     d€Ln     pengkajian      sebagai     bahan
pertimbangan   persetujuan   Bupati   €itas   permohonan   yang   diajukan
penghuni  rumah  negara golongan Ill  sebagaimana dimaksud  pada ayat
(4).

Pasal 4{i3

(1)    Bupati melalui Pengelola Barang meriugaskan Penilai untuk melakukan
penilaian atas rumah negara golongan Ill yang akan dialihkan dan hasil
penilaian dilaporkan kepada Bupati.

(2)    Dalam  melakukan  penelitian  dan  pengkajian  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 462 ayat (5), Bupati dap€it membentuk Tim.

(3)     Hasil  penelitian  dan  pengkajian  dituangkan  dalam  Berita  Acara  dan
disampaikan  kepada  Bupati  sebagai  bahan  pertimbangan  persetujuan
penjualan rumah negara golongan Ill.

(4)    Bupati   menyetujui   dan   menetapkan   pengalihan   hak   rumah   negara
golongan Ill berdasarkan pertimbanga n sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  dan ayat (3).

(5)    Persetujuan  sebagaimana  dimaksud   pada  ayat  (4)   dilakukan  dengan
menerbitkan surat persetujuan dan penetapan dengan menerbitkan surat
keputusan.
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(6)    Pelaksanaan   penjualan   barang   milik   daerah   berupa   rumah   negara
golongan  Ill  dalam  bentuk  pengalihan  hak  harus  dilaporkan  kepada
Bupati dengan  melampirkan  salinan keputusan pengalihan  hak rumah
negara   dan   penetapan   harga   rumah   negara   golongan   Ill    setelah
penerbitan keputusan seba.gaimana dimak§ud pada ayat (5).

(7)     Dalam   hal    Bupati   tidak   menyetujLii   atas    pengajuan   permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46'2 ayat ( 1) Bupati memberitahukan
kepada Pengguna Barang rumah negai-a golongan Ill  disertai alasannya
untuk disampaikan kepada pengguni rumah negara golongan Ill.

Pa9al 464|

(1)    Berdasarkan persetujuan  sebagaiman€. dimaksud dalam Pasal 463 ayat
(5) Bupati menetapkan harga rumah bc.serta tanahnya berdasarkan hasil
penilaian.

(2)     Harga  rumah  negara  golongan  Ill  seb€igaimana  dimaksud  pada  ayait  (1)
ditetapkan sebesar 50 °/a (lima puluh p(3rsen) dari nilai wajar.

Pasal 4615

(i)    Pengalihan rumah negara golongan Ill  dilakukan dengan cara sewa beli.
(2)    Bupati   menandatangani   surat   perjanjian   sewa   beli   rumah   negara

golongan Ill.

(3)    Pembayaran harga rumah negara golongan Ill dapat dilaksanakan secara
angsuran dan disetor ke Kas Umum D{ierah.

(4)    Apabila   rumah   yang   dialihkan   haknya   terkena   rencana   tata   ruang
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  pembayarannya  dapat  dilakukan
secara tunai.

(5)    Pembayaran angsuran pertama ditetai]kan paling sedikit 5% (lima puluh
persen)  dari  harga rumah  negara Golt)ngan  Ill  dan  dibayar penuh pada
saat perjanjian sewa beli ditandatangani, sedang sisanya diangsur dalam
jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 466

(1)     Penghuni yang telah  membayar lunat;  harga rumah  negara golongan  Ill
beserta tanahnya, memperoleh:
a.      penyerahan hak milik rumah; dai
b.      pelepasan hak atas tanah.

(2)     Penghuni yang  telah  memperoleh  pe]iyerahan  hak  milik dan  pelepasan
hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan
permohonan   hak   atas   tanah   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3)    Pelepasan hak atas tanah dan/atau  penyerahan hak milik rumah serta
penghapusan   dari   daftar   barang   milik   daerah   ditetapkan   dengan
keputusan Bupati.

(4)    Bupati menyerahkan surat keputusan penyerahan hak milik  rumah dan
pelepasan hak atas tanah kepada pe.ighuni yang telah membayar lunas
harga   rumah   beserta   harga   tanahnya   sesuai   perjanjian   sewa   bell
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465 ayat (2) .
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(5)    Penghuni yang telah memperoleh surat keputusan penyerahan hak milik
rumah dan pelepasan hak atas tanah {;ebagaimana dimaksud pada ayat
(4) wajib mengajukan permohonan hak untuk memperoleh sertirikat hak
atas tanah kepada Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6)    Surat keputusan  penyerahan hak milik rumah  dan  pelepasan  hak atas
tanah  untuk  ditindaklanjuti  dengan  penghapusan  dari  Daftar  Barang
Milik Daerah.

Bagian Keempat
Tata Cara Penghapusan Rumah Negara

Pasal 467

(1)    Penghapusan   barang  milik  daerah   tierupa  rumah   negara  dilakukan
berdasarkan keputusan penghapusan :/ang diterbitkan oleh :
a.      Pengelola     Barang    untuk    pen€3hapusan     dari     Daftar     Barang

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; dan
b.      Bupati   untuk   penghapusan   dari   Daftar   Barang   Milik   Daerah

Pengelola Barang.

(2)    Penghapusan  barang  milik  daerah  berupa  rumah  negara  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.      penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara golongan I

dan rumah negara golongan 11 dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa
Pengguna  kepada  Bupati  atau  Pt3ngguna  Barang/Kuasa  Pengguna
Barang lainnya;

b.     penghapusan barang milik daerar berupa rumah negara golongan Ill
dari daftar barang Pengguna/Kuisa Pengguna kepada Bupati atau
Pengguna   Barang/Kuasa   Pengguna   Barang   lain   rumah   negara
golongan Ill; atau

c.      penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara dari Daftar
Barang Milik Daerah.

(3)    Penghapusan  barang  milik  daerah  bt3rupa  rumah  negara  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakl kan sebagai tindak lanjut dari:
a.      penyerahan kepada Bupati;
b.     alih status penggunaan kepada pengguna Barang  lain;
c.      alih status penggunaan menjadi bangunan kantor; atau
d.      Sebab-sebab   lain  yang   secara  normal  dapat  diperkirakan  wajar

menjadi penyebab penghapusan.  antara lain terkena bencana alam
atau terkena dampak dari terjadinya /once mczjeune.

(4)    Penghapusan  barang  milik  daerah  berupa  rumah  negara  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sebagai tindak lanjut dari:
a.      penyerahan kepada Bupati;
b.     alih status penggunaan kepada  pengguna Barang/Kuasa pengguna

Barang lain;
c.      penjualan rumah negara golongan Ill;
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d.      sebab-sebab   lain  yang  secara  n()rmal   dapat  diperkirakan  wajar
menjadi penyebab penghapusan,  €intara lain terkena bencana alam
atau terkena dampak dari terjadin:/a /once majettne.

(5)    Penghapusan  dari  Daftar  Barang  Milik  Daerah  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (2) huruf c dilakukan sebagai tindak lanjut dari:
a.      penjualan rumah negara golongan Ill; atau
b.      sebab-sebab   lain  yang   secara  normal   dapat  diperkirakan  wajar

menjadi penyebab penghapusan, €intara lain terkena bencana alam,
atau terkena dampak dari terjadinya /orce mcijet/re.

Pasal 468
Penghapusan   barang   milik   daerah   berupa   rumah   negara   sebagaimana
dimaksud   dalam   Pasal   467   dilakukan   :setelah   keputusan   penghapusan
diterbitkan oleh:

a.     Pengelola  Barang  untuk  barang  milik  daerah   berupa  rumah  negara
golongan I dan rumah negara golongan 11, untuk penghapusan dari daftar
barang Pengguna/ Kuasa Pengguna;

b.     Pengelola  Bara.ng  rumah  negara  golongan  Ill,  untuk  penghapusan  dari
Daftar Barang   Pengguna/Kuasa  Pengguna  rumah  negara  golongan  Ill;
atau

c.      Bupati, untuk penghapusan dari daftar barang pengelola Barang.

Pasal 469

(1)    Pengelola   Barang  menyampaikan   laporan   pelaksanaan   penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan dari daftar
barang Pengguna/Kuasa Pengguna scbagaimana dimaksud dalam Pasal
468 huruf a dan huruf b.

(2)    Pengelola   Barang   menyampaikan   laporan   pelaksanaan   penghapusan
karena  penjualan  rumah  negara  golongan  Ill  kepada  Bupati  dengan
melampirkan:
a.     keputusan   penghapusan   dari   daftar   barang      Pengguna/Kuasa

Pengguna rumah negara golonga 1 Ill;
b.     keputusan  penyerahan  hak  mil;k  rumah  dan  pelepasan  hak  atas

tanah rumah negara golongan Ill; dan
c.      perjanjian sewabeli.

Pasal 470
Nilai barang milik daerah berupa rumah nt3gara yang dihapuskan sebesar nilai
yang tercantum dalam:
a.      Daftar Barang pengelola/daftar barang pengguna/Daftar Barang Kuasa

Pengguna; atau
b.      Daftar Barang Milik Daerah.
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Bagian Kelilt)a
Tata Care Penatausahaan Rumah Negara

Pasal 47]L

(1)    Penatausahaan  barang  milik  daerah   berupa  rumah   negara   meliputi
kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

(2)    Pengguna   Barang/Kuasa   Pengguna   Barang   dan    Pengelola   Barang
melakukan penatausahaan barang miljk daerah berupa rumah negara.

(3)    Penatausahaan    sebagaimana   dimaksud    pada   ayat   (1)    merupakan
pelengkap dari penatausahaan barang milik daerah antara lain:
a.      alih status penggunaan;
b.      alih status golongan;
c.      alihfungsi;

d.      penjualan rumah negara golongar  Ill; dan
e.      penghapusan.

Pasal 472

(1)    Inventarisasi dalam rangka penatausahaan barang   milik daerah berupa
rumah   negara  dilakukan   sekurang-kurangnya  sekali   dalam   5   (lima)
tahun.

(2)    Pelaksanaan    lnventarisasi    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)
dilakukan untuk mengumpulkan data administrasi dan fisik barang milik
daerah berupa rumah negara sekuran g-kurangnya meliputi:
a.      bukti kepemilikan tanah dan bangunan;
b.     status penggunaan;
c.      status penghunian;
d.     nilai dan luas tanah dan bangunan;
e.      alamat, lokasi, dan tipe bangunaii; dan

f.       kondisi bangunan

(3)    Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilaporkan oleh
Pengelola  Barang  dan/atau  Penggum  Barang/Kuasa  Pengguna  Barang
kepada Bupati.

Pasal 4'73

(1)    Pelaporan  dalam  rangka  penatausahaan  barang  milik  daerah  berupa
rumah negara dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan.

(2)    Pengguna  Barang  menyusun  laponin   semesteran   dan   tahunan   atas
barang milik daerah berupa rumah n.=gara sebagai bagian dari pelaporan
barang milik daerah.

(3)    Pelaporan   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat  (2)   dilakukan  terhadap
kegiatan  pembukuan  dan  inventarisasi  barang    milik  daerah  berupa
rumah negara.

179



Bagian Kee"im
Pengawa8an dan Pengendalian Rumah Negara

Pa8al 474

Pengguna  Barang  melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  bara.ng  milik
daerah berupa rumah negara yang berada dalam penguasaannya.

BAB xp.
GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 4715

( 1)     Setiap kerugian  daerah akibat kelalai€in,  penyalahgunaan/  pelanggaran
hukum   atas   pengelolaan   barang   mLlik   daerah   diselesaikan   melalui
tuntutan   ganti  rugi   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan.

(2)    Setiap    pihak   yang    mengakibatkan    kerugian    daerah    sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dapat dikenakfin sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB AVII
KETENTUAN PI;NUTUP

Pasal 476

(1)     Ketentuan mengenai:
a.    Format pelaporan barang milik dacrah;
b.   Format perencanaan kebutuhan b,a.rang milik daerah;
c.    Format penggunaan barang milik tlaerah;
d.   Format pemindahtanganan baran{; milik daerah;
e.    Format penghapusan barang milik. daerah;
f.     Kode Barang

tercantum   dalam   Lampiran   yar]g   merupakan   bagian   yang   tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupatl ini.

Pasal 477
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini,  maka Peraturan Bupati Karawang
Nomor 42 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur  Pengelolaan Barang Milik
Daerah Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 47'}
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar   setiap   orang   dapat   mengetahuinya.   memerintahkan   pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Karawang.

Ditetapkan di Karawang

Diundangkan di Karawang
padatanggal   ].  P ..-.. r 2.9

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019

NOMOR        69
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LAPORAN  M UTAS] ASET TETAP

PENAM BAHAN  ASET TANAH

TAlluN-.......„

No Jenls/Name Barang
Luas(M2) Ha'ga/M2(Rp' lumlah  Hanga(Rp) TahunF'engadaan

Letak / Alamat
Status Tanah

Pen8gunaan
MekanlsmePencalran(GU/TU/LS}

Program I{e8latan Peter|aan
Dokum€n I{ontrak BAST/SP2D

Hat Sertmkat/SpH/AJB1.3nffalINomor Nomor Ta,'8ga Nllal Nomor Tan88al NIIal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |S 16 17 18 19 20 21

u IV' L A H Ill I



IAPORAN MUTASI ASET TETAP

PEIVAMBAttAN ABET PERAIATAN DAI\l MESIN

TAHUN............'

No llama/Jenis Baran8
Jum'ahBaranf(811) HanoaSa'uan'RI,t JumfahHargalRDl Mark/Type eal,ao

MefanismePemalrao(Gurty/LS)
P'Oe'am Xeeden Pekerjaan

Kontrak/SPX BRT|SPZD
Ke,.

Tangcal None, Nllal Tang8al Nomo, Nibi

I 2 3 4 5 6 8 9 10 11 J2          I J3 J4'J 15 16I J7I J®il

Mengetahui;

KEPAIA PERANGKAT  DAERAH

Karawang,........

Pengurus Ba rang



LAroRAN MiiTAsl esET TETAp
PERAM IRAHAN ASFT JALAN, IRIGASI  DAN J^RINGAN

TAHUN...............

Ma •enb ®aran(/Nan. a..ap Kootruti
PanJ,nf("1 |ebir(M) |uq(M2)

let,k^ohop
-I,me

Promn. Xe€ha PeLgiv
Dotu- efflrty2D

KctPencalrae'Guml,,Cl Kantok/SPK
l'm' Nomor H,rca Monpr Tal-|l I'I'L

1 2 3 S 6 7 8 9 10 11 12 I, I, |S 16 L, Le

Jum'ah

Men8etahui,

^[rALA rt.`A^.okA I  Lj^tRAH

Karawan........

Pen6uru. ea.One



IAroRAN MUTAsi ASET TETAp
PENAIVIBAHAN ASET GEOuNG I)AN BANGulvAN

TAHUN-.................

MO I.his/M.rna Barang kondlsiBal.gunan(a,Ke.ae)
kontruksl B-ngivJ1.n

|uasLanca'(rna) dek/lokasiAJanut
MekanbePencairar.(Guru/LS)

Progivm kegivn Pekerjaan
SpK/veN"Ion BAV/SP2D

Xet
BertiTidak Boon/Twat

Tan88®l - N`nal Tlrgiv - "'Iai

I 2 J 5 6 7 8 9 10 11 J2 JJ J® J5 J6 J7 J,

Jum'ah

Mengetahul;
KEPALA  PERA.lGKAT DAfRAH

Karawan&   ...I ...,.

Penevmus Barang



lAPORAN MUTASI  ASET TtTAP

PENAMBAHAN ASET I(o^rTRu Ksi oAiAM PENGERJAAN
TAHUN.........

Na Jeols/Nama  ear.og eangunan
Kontrvki Bangtil`ah Lud Letak/Kortrutsl

Oofumen  Kontrak/SPK
Tg',Bln' Asal.usul

uefanlanePcocalran
Program nglafan Pekeq.an

SP2D
Net.

(PSP.D)
Tidal Tid,I

(M2) A'am,t None, an8gal Ni'al
TahunMu'®l PembraIV,,n

(Gutty/rs) Nomo,17 Tan88a',, Nilal19

I 2 3 ¢ 5 6 7 9 JO JJ 12 13 14 15 16 20

Jum'oh



AMJ13AN  ll     )ERATJRAN  Bl/PA-I  xARAWAN6

NOM0q   63    TAHUN   Z019

TENTANG   PERATURAN  pELArsANA  PERATURAN DAERAH RABupATEN  RARAWAN6

NOMOQ  7 TAHUN  2018  TENT^NG  PENGELolAAh  BAAANG  MlllK DAERAll

UsulAN  RENCANA  K[8UTUIJAN  PENGADAAN  8AQANG  MlllK  OAERAH

(BENCAN^  PENGADAAN )

KUASA  PENGG UNA  aARANG               _

TAHUN  Z020

PEM[RINTAl10AERAH

ptNGG UNA eARANG

NO PRCX;RAM/KEGIATAN/OUTPUT

USULAN  RKBMD
KE8uruiiANMAXSIMUM

DATA DAFTAR  aARANG  VANG  DAPAT DropTiMAiRAN
KEBUTUHAN  RlllBMD

C^f`A  PEMENUHAN KmRAWGAN

KOOE  BARANG NARA aARANG JUMIAH SATUAN JUMIAH SATUAN rooE  BARANG NANA BARAN6 UMIAH SATUAN '|'MLAH SATUAN

I 2 j 5 6 7 8 9 ]0 JJ J2 13n-11) Jd j5 ]6
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PETUNJUK PENGISIA N

(1)         Diisinomorhalaman

(2)         Diisi  Nama Kuasa  pengguna Anggaran/ Pengguna Angi!aran yang bersangkiltan

(3)        Diisitahunanggaran berjalan

(4)        Diisl nama pengguna anggaran yang bersangkutan

(5)          DiisiNourut

(6)        Diisi nama program/ Kegiatan/ output berdasarkan rencana kerja perangkat daerah

(7)         Diisikodebarang

(8)        Diisi nama barangsesuai dengnan kode barang

(9)         Diisi kuantitas barangyangdiusulkan

(10)         Diisisatuan barang, isal: panjang (in), luas (m2), unit,  buah, set, dll

(11)        diisi standar kebutuhan maksimum sesuai dengan standar barang dan standar kebutuhan

(12)         Diisisatuan  kebutuhan  maksimum

(13)         Diisi  kode barangyangmasih mungkin  untukdioptimalkan

(14)         Diisi name barangyang masih  mungkin di optimalkan

(15)         Diisijumlah  barangyang  masih  mungkin  dioptimalkail

(16)         Diisisatuan  barangyang masih mungkin dioptimalkan

(17)         Diisi  kuantitas kebutuhan riilyangdibutuhkan

(18)         Diisi satuan  kebutuhan  riil yangdibutuhkan

(19)        Diisi sesuai dengan cara pemenuhannnya  misalkan  pi3ngadaan, sewa, atau pembelian

(20)         Di.isi keterangan dan atau informasi penting lainnya t'ang perlu dlungkap

(21)         Diisi tempatdantanggal  rencana  kebutuhan pengadi}an  BMDdisahkan

(22)         Diisi jabatan pengguna barang yang melakukan  penandatangan  RKBMD

(23)         Diisi  nama dan  NIPpejabatyang mengesahkan  RKBMD
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PETUNJUK  PENGISIAN

(1)         Diisinomorhalaman

(2)         Diisi  Nama  Kuasa  pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran yang bersangkutan

(3)         Diisi  tahun  anggaran  berjalan

(4)        Diisi  nama pengguna anggaranyangbersangkutan

(5)         DiisiNourut

(6)        Diisi nama  program/ Kegiatan/ output berdasarkan ren(.ana kerja  perangkat daerah

(7)         Diisikodebarang

(8)         Diisi  nama  barangsesuai  dengnan kodebarang

(9)         Diisi  kuantitas  barangyangdiusulkan

(10)         Diisi  satuan  barang,  isal:  panjang  (in),  luas  (m2),  unit,  biiah,set,  dll

(11)         Diisi  status  BMDyangpemeliharaannya  dapat  dibiayai  i\PBD

(12)         Diisisesuai  dengan  kondisi  barang,j'ika  Balk  (B)

(13)          Diis.I  sesuai  dengan  kondisi  barang,jika  Rusak  ringan  (F(R)

(14)         Diis.I  sesuai  dengan  kondisi  barang,jika  Rusak  berat  (BB)

(15)         Diisi  ura.lan  pemeliharaan  yangdiusulkan  untukdilakukan  pemeliharaan

(16)         Diisi  dengan  kuantitasbarangdiusulkan  untukdilakukan  pemeliharaan

(17)         Diisi  satuan  barangyangdiusulkan  pemeliharaan

(18)         Dlisi  keterangan  dan  atau  informasi  pentinglainnya  yarig  perlu  diungkap

(19)         Diisi tempatdan tanggal  rencana kebutuhan pengadaar`  BMD disahkan

(2o)         Diisijabatan  pengguna  barangyang  melakukan  penan[latangan  RKBMD

(21)         Diisi  nama  dan  NIP  pejabatyangmengesahkan  RKBMD



LAMPIRAN Ill  :  PBRATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR   6€,    TAHUN2019

TENTANG          PE RATURA N
PERATU RAN           DAERAH
KARAWANG      NOMOR     7
TENTANG   PENGELOLAAN
DAERAH

PELAKSANA
RABUPATEN

TAHUN      2018
BARANG   MILIK

Format Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah :

KEPUTUSAN BUPATI  'RARAWANG
NOMOR

TENTANG
PENBTAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

PADA

BUPATI  RARAV/ANG

Menimbang   : bahwa  dalam  rangka  penggunaan  barang  milik  daerah  yang
menunjang  pelaksanaan  tu:gas  dan  fungsi  penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang,   perlu  ditetapkan
Keputusan   Bupati   tentang   Penetapan   Status   Penggunaan
Barang           Milik            Daerah           pada            SKPD ...................
Tahun

Mengingat      :  1.    Undang-Undang     Nomor     23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah
diubah   beberapa   kali   terakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor   9   tahun   2015   tentang   Perubahan   Kedua  Atas
Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014      tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2015   Nomor  58,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   27   Tahun   2014   tentang
Pengelolaan    Barang    IV:ilik    Negara/Daerah    (Lembaran
Negara    Republik    IndoTiesia    Tahun    2014    Nomor    92,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5533);

4.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    18    Tahun    2016    tentang
Perangkat   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2016 Nomor  114, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5887);

5.    Peraturan   Menteri   Dal€Lm   Negeri   Nomor    19   Tahun   2016
tentang Pedoman Pengelt)laan Barang Milik Daerah;

6.   Peraturan Daerah Kabul:iaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Bar€ing Milik Daerah.



MEMUTUSKAN

Menetapkan  :

KESATU

KBDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

: Penetapan    status    penggunaan    barang   milik   daerah    pada
SKPD .......  untuk  tahun  ......  Sebagaimana  tercantum  dalam
lampiran keputusan ini.

: Penetapan   status   penggunaan   sebagaimana  dimaksud   pada
Diktum Kesatu adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan
pengelolaan    oleh    SKPD    selaku    pengguna    barang    sesuai
ketentuan yang berlaku;

:SKPD...„ .........        dapat       melakukan        pemanfaatan        atau
pemindahtanganan     sesu€ii     dengan     ketentuan     peraturan
perundang-undangan;

: Pengguna Barang wajib me]akukan monitoring dan evaluasi atas
optimalisasi penggunaan barang milik daerah;

: Rincian terhadap status pe lggunaan barang milik daerah dalam
lampiran  keputusan  ini  diuraikan  dalam  daftar  barang  milik
daerah pada Pengguna Barang;

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang

P€ida tanggal   :

BUPATI RARAWANG



Lampiran   : Keputusan Bupati Karawang
Nomor      :
Tan8gal   :

PENETAPAN STATUS PBNGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA SKPD

TAHUN.....

No.
KodeBarang Nama Barang Jumlah

NilaiPerolehan(Rp.)
Keterangan

JUMLAH

BUPATI  KARAWANG ,



Format Penetapan Status Penggunaan BfLrang Milik Daerah Sementam :

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR  ! ...... "

TENTANC.I
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMH3NTARA BARANG MILIK DAERAH
PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUN/'L BARANG

BUPATI  KARAWANG

Menimbang   : bahwa  dalam  rangka  pengg,unaan  barang  milik  daerah  yang
menunjang  pelaksanaan  tiigas  dan  fungsi  penyelenggaraan
Pemerintah   Daerah   Kabupaten   Karawang   pada   Pengguna
Barang/Kuasa   Pengguna   Barang .......,   perlu  ditetapkan
Keputusan   Bupati   tentang,   Penetapan   Status   Penggunaan
Sementara   Barang   Milik   I)aerah   Pengguna   Ba.rang/Kuasa
Pengguna Barang

Mengingat      :1.    Undang-Undang      Nomcr      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan     Daerah      (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah
diubah   beberapa   kali   I:erakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor   9   tahun   2015   tentang   Perubahan   Kedua  Atas
Undang-Undang     Nom(ir     23     Tahun      2014      tentang
Pemerintahan      Daerah      (Lembaran      Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik lndones,ia Nomor 5679);

2.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   27   Tahun   2014   tentang
Pengelolaan    Barang    Milik    Negara/Daerah    (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2014    Nomor    92,
Tambahan  Lembaran  Negara   Republik  Indonesia  Nomor
5533);

4.    Peraturan    Pemerintah    Nomor    18    Tahun    2016    tentang
Perangkat   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2016 Nomor  114, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5887);

5.    Peraturan   Menteri   Dal{im   Negeri   Nomor    19   Tahun   2016
tentang Pedoman PengelDlaan Barang Milik Daerah;

6.    Peraturan Daerah Kaburiaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018
tenta.ng Pengelolaan Bar,a.ng Milik Daerah.

MEMUTUS;KAN  :
Menetapkan
KESATU

KEDUA

: Penetapan  status  pengguriaan  sementara  ba.raLng  milik  daerah
pada Pengguna Barang/ Kiiasa Pengguna Barang .....

: Obyek   barang   yang   digunaka.n   sementara   oleh    Pengguna
barang/Kuasa   Pengguna   Bara.ng ........   yang   telah   ditetapkan
status penggunaannya pada. Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna
Barang ......    dengan    rinc an    sebagaimana    dalam    lampiran
keputusan ini;



KFTIGA

KEBMPAT

KBLIMA

: Pengguna Barang sementara sebagaimana pada Dlktum Kesatu
berkewajiban :

a.    Melakukan   pengamanan  dan   pemeliharaan  barang  milik
daerah yang digunakan sementara;

b.   Melakukan   pengawasan   dan   pengendalian   barang   milik
daerah yang digunakan sementara;

c.    Menyerahkan  pada  pengguna barang setelah jangka waktu
penggunaan sementara berakhir.

: Jangka waktu penggunaan sementara selama ......  tahun.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

D tetapkan di Karawang
p€lda tang8al

BUPATI KARAWANG



Lampiran    :   Keputusan Bupati Karawang
Nomor     :
Tan88al  ,

PENETAPAN  STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH

No. Kode Barang Kode Nama Barang Spesifikasi Tahun Jumlah Kondisi KeteranganRegister Perolehan Barang Barang

BUPATI RARAWANG,



Format Penetapan Status Penggunaan BG,rang Milik Daerah Sementara :

KEPUTUSAN BUPATI  KARAWANG
NOMOR  : ..............

TENTANC.
PENETAPAN  STATUS  PENGGUNAA:V  BARANG  MILIK DAERAH

UNTUK DIOPERASIIIAN  OLEH  ...

BUPATI KARAWANG ,

Menimbang   : bahwa  dalam  rangka  menj€ilankan  pelayanan  umum  sesual
tugas  dan  fungsi  SKPD .............,  perlu  ditetapkan  keputusain
bupati  tentang  Penetapan  Status  Penggunaan  Barang  Milik
Daerah Untuk Dioperasikan oleh  ....

Mengingat      :  1.    Undang-Undang     Nomcr      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan      Daerah      (Lembaran      Negara     Republik
Indonesia Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah
diubah   beberapa   kali   :erakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor   9   tahun   2015   tentang   Perubahan   Kedua   Atas
Undang-Undang     Nomcir      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan     Daerah      (Lembaran      Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indones;ia Nomor 5679);

2.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   27   Tahun   2014   tentang
Pengelolaa.n     Barang    Milik    Negara/Daerah    (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2014    Nomor    92,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5533);

4.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   18   Tahun   2016   tentang
Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2016   Nomor   114,   Tambahan   Lembaran   Negara
Nomor 5887);

5.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   19  Tahun  2016
tentang Pedoman PengelolaaLn Barang Milik Daerah;

6.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  7  Tahun
2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSRAN   :
Menetapkan    :
KBSATU

KBDUA

dioperasikan oleh
Penetapan   status   penggunaan   barang   milik   daerah   untuk

:Obyek    barang    yang    di{;unakan    oleh     ...........    yang    telah
ditetapkan  status  penggunaannya  pada  Pengguna  Barang .......
dengan rincian  sebagai be}.ikut :

a. Kode Barang
b. Kode Register
c. Nama Barang
d. Kondisi Barang   :



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEBNAM

e. Jumlah
f.   Lokasi

:Jangka    waktu     pengguna;in    barang    milik    daerah    yang
dioperasikan oleh .......  selarr a ......  tahun.

: Pihak sebagaimana pada Diktum Kesatu berkewajiban :
a.    Memelihara  dan  mengamankan  barang  milik  daerah  yang

dioperasikan;

b.   Menggunakan  obyek  sel)agaimana  dimaksud  pada  Diktum
Kedua dalam rangka m€njalankan pelayanan umum sesuai
tugas dan fungsi SKPD .....

c..    Menyerahkan  barang milik daerah  sesuai  berakhirnya pada
Diktum Ketiga,  pengakhiran  secara sepihak oleh SKPD atau
ketentuan    lain    sesuai    dengan    peraturan    perundang-
undangan;

d.    Menanggung   seluruh    biaya   pemeliharaan    barang   milik
daerah  yang  timbul   selama  jangka  waktu  pengoperasian
barang milik daerah.

:  SKPD ........  berkewajiban  :

a.    Menindaklnajuti   penggimaan   barang  milik  daerah  untuk
dioperasikan sesuai Diktum Kesatu;

b.   Melakukan pengawasan  dan pengendalian terhadap barang
milik daerah yang dioperasikan sesuai Diktum Kesatu;

c.    Membuat perjanjian peliggunaan barang milik daerah untuk
dioperasikan sesuai Diktum Kesatu.

: Keputusan Bupati ini mulaL berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
p=.da tanggal

BUPATI  KARAWANG,



LAMPIRAN IV :   PERATURAN BUPATI RARAWANG
NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG    PERATUFIAN     PELAKSANA    PBRATURAN
DABRAH  KABUPATEN  KARAWANG  NOMOR 7 TAHUN
2oi8    TENTANG     pnNGELOLAAN     BARANG     MILIK
DAERAH

KOP SURAT

Nomor         :  030/             /Sekret
Si fat
Lampiran    :   I  (satu) berkas
Hal Permohonan Penjualan dan

Penghapusan Barang Milik
Daerah

Karawang,

Kepada :
YtlL.BupatiKarawang

Melalui :
Sekretaris Daerah Kabupaten
Karawang

di-
KARAWANG

Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  7  Tahun  2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Karawang Nomor
......   Tahun   2019   tentang   Peraturan   Pelaksana   Peraturan   Daerch   Kabupaten
Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang P{mgelolaan Barang Milik Daerah, bersama
ini kami mengajukan permohonan penjualan dan penghapusan barang milik daerah

yang  tercatat  dalam  Kartu  Inventaris  Bai.ang  pada  SKPD .........,  dengan  rincian
sebagaimana terlampir.

Usulan penjualan dan penghapusan  Barang Milik Daerah ini kami sampaikan
sehubungan dengan adanya barang milik daerah berupa peralatan dan mesin/gedung
dan bangunan/asset tetap lainnya *) yang sudah tidak digunakan untuk menunjang
tugas fokok dan fungsi tetapi masih mempunyai nilai ekonomis.

Demikian untuk maklum.

KEPALA  SKPD ................



LAMPIRAN    :     SulatKepalasKPD ...... „ ......................
Nomor        :
Tanggal       :

DAFTAR BARANG MILIK DAERAII PADA SKPD
YANG DIUSULKAN PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN

TArlIN...............................

No. Kode Barang Nama Barang Merk/type TahunPerolehan HargaPerolehan AkunulasiPenyusutan Nilai Buku Keterangan

-

KEPALA  SKPD ...........................

NIP....................



KOP SURAT

Nomor        :  030/             /Sekret
Si fat
Lanpiran   :  1  (satu) berkas
Hal Permohonan Hibah dan

Penghapusan Barang Milik
Daerch

Karawang,

Kepada :
Yt..1. Bupati Karawang

Melalui  :
S ekretari s Daerah Kabupaten
Karawang

KARAWANG

Berdasarkan Peraturan Daerin Kabi.paten Karawang Nomor 7 Tahun 201 8
tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  dan  Peraturan  Bupati  Karawang
Nomor   ......   Tahun   2019   tentang   Peraturan   Pelaksam   Peraturan   Daerali
Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2() 18 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerch,  bersama  ini  kami  mengajukan  permohonan  hibah  dan  penghapusan
barang   milik   daerch   yang   tercatat   diilam   Kartu   lnventaris   Barang   pada
SKPD ........,, dengan rincian sebagaimalia terlampir,

Usulan hibch dan penghapusan  Barang Milik Daerah ini kami  sampaikan
sehubungan       dengan       adanya       permohonan       hibah       dari„ ..... „ ....
berupa...............

Barang Milik Daerah yang akan dirjbahkan tersebut sudah tidak digunakan
untuk menunjang tugas pokok dan fung{;i dan bukan merupckan barang rahasia
negara den tidak menguasai hajat hidup (>rang banyak.

Demikian untuk maklum.

KEPALA  SKPD ....................,



LAMPIRAN    :     SuratKepalasKPD .............. „ ..............
Nomor        :
Tanggal      :

DAFTAR BARANG MILIK DAERAII PADA SKPD .........................
YANG AKAN DIHIBAIIKAN KEPADA ......................

TAHEN...............................

No. Rode Barang Nana Barang Merk/type TahunPerolehan HargaPerolehan AkunuJasiPenyusutan Nilai Buku Keterangan

I

KEPALA SKPD



KOP SURAT

Nomor        :  030/             /Sekret
Sifat             :
Lampiran    :   1  (satu) berkas
Hal Permohonan Pemusnahan dan

Penghapusan Barang Milik
Daerah

Karawang,

Kepada ,
Ytli. Bupati Karawang

Melalui :
S ekretari s Daerali Kabupaten
KaTawang

KARAWANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabi paten Karawang Nomor 7 Tahun 2018
tentang  Pengelolaan   Barang  Milik  Daerah  dan   Peraturan  Bupati   Karawang
Nomor   ......    Tahun   2019   tentang   Peraturan   Pelaksana   Peraturan   Daeral`
Kabupaten Karawang Nomor 7  Tahun  2{)18 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah,    bersama    ini    kami    mengajukan    permohonan    pemusnal`an    dan

penghapusan barang milik daerah yang tercatat dalam Kartu lnventaris Barang
pada SKPD ........., dengan rincian sebagaimana terlampir.

Usulan  pemusnahan    dan  penghapusan  Barang  Milik  Daerah  ini  kami
sampaikan sehubungan dengan adanya b€Lrang milik daerali berupa peralatan dan
mesin/Gedung dan bangunan/jalan jarin!;an dan irigasi/asset tetap lairmya yang
sudah  tidck  digunckan  dan tidak memrunyai  nilai  balk  secara teknis  maupun
ekonomis,

Pemusnahan barang milik daerah 1 ersebut akan kami lakukan dengan cara
dibakar/dihancurkan/ditimbun/ditenggel;imkan/cara     lain ...,.     sesuai     dengan
ketentuan perunsang-undangan yang berLaku.

Demikian untuk maklum.

R'.EPALA  SKPD .....................



LAMPIRAN    :    Surat Kepala SKPD
Nomo I         :
Tanggal        :

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD
YANG AKAN DILAKUKAN PEMUSNAHAN

TAHUN

No. Kode Barang Nama Barang Merk/type TahunPerolehan HargaPerolehan AkumulasiPenyusutan
Nilai Buku Keterangan

KEPALA SKPD



LAMPIRAN V  :   PERATURAN  BIJPATI  KARAWANG
NOMOR 63 TA]iuN 2019
TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN
DAERAH   KABIJPATEN   KARAWANG   NOMOR   7
TAHUN 2018 TBNTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK  DAERAI-I

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMBONGKARAN
Nomor :

Pada     hari      ini ..........................      tanggal bulan......,.............tahun

......,   kami   telah   melakukan   pembongkarar.   terhadap   Bangunan   Milik   Pemerintah

Kabupaten  Karawang  Berupa ...........  Kecamatan  ..........................  Kabupaten  Karawang  yang

beralamat di Jalan

Dari  hasil  pembongkaran  tersebut  dapat  kam  inventarisir  sisa  bongkaran  yang  masih
mempunyai nilai secara teknis maupun ekonomis, yaitu sebagai berikut :

No. Nana Bahan Bangunan Banyalmya Keterangan

1. Batu Bata
2.3.4. GentingKayuThusen

Kaca
5. Keramik
6. Besi
7. Asbes
8.

9.

Sisa bongkaran tersebut akan kami lakukan pen`iualan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Komite Sekolah,

Kepala OPD

Kepala Sekolah,

NIP......

NIP.

Catatan :
Pejabat yang menandatangani berita acara pembongk€iran menyesuaikan karakteristik SKPD



FORMAT BERITA ACARA PEMBON«}IIARAN UNTUK HIBAH

KOP SURAT

pErmoNGKARANBERITA ACARA
Nomor :

Pada    hari    ini .......................    tanggal bulan ....... „.   tahun

........ „   kami   telah   melakukan   pembongkar{Ln   terhadap   Bangunan   Milik   Pemerintah

Kabupaten  Karawang  Berupa  Bangunan

beralanat di Jalan

Kabupaten  Karawang  yang

Dari hasil pembongkaran tersebut dapat kami in`Jentarisir sisa bongkaran yang masih dapat

dimanfaatkan/dipergunakan kembali, yaitu sebagai berikut :

No. Nama Bahan Bangunan Banyak

1, Batu Bata
2. Genting
3. Kayu/kusen
4. Kaca
5. Keranik
6. Besi
7. Asbes
8.

9.

nya Keterangan

Barang-barang tersebut di atas akan kami hibahkan kepada

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenamya untuk dipergunahan sebagaimana
mestinya dan sebagai bahan tindaklanjut.

Komite Sekolah,

Kepala OPD

Kepala Sekolah,

NIP...."

NIP.

Catatan :
Pejabat yang menandatangani t)erita acara pembongkar]m menyesuaikan karakteristik SKPD



Fo~T BERITA ACARA pEMBONGmiRAN UNTUK pEMusNAHAN

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMB ONGKARAN
Nomor :

Pada  hari   ini tanggal bulan...................tahun

......,    kami  telah  melakukan  pembongka.an  terhadap  Bangunan  Milik  Pemerintah

Kabupaten    Karawang   yang   dipergunakan    untuk

Kabupaten Karawang, yaitu sebagai berikut :

Kecamatan

>    Bangunan ukuran ...... m2 x ....... m2 sebanyak..„...  (           ) Unit  tahun pembuatan .................

Pembongkaran   bangunan   tersebut   ditindaklanjuti   dengan   pemusnahan   karena   kondisi

bangunan  sudah  rusak  berat  dan  tidak  ada  sisa  bon.!5karan  yang  bisa  digunakan/dimanfaatkan

kembali.

Demikian berita acara ini kami buat dengan seb`mamya untuk menjadi bahan tindak lanjut.

Komite Sekolah,

Kepala OPD

Kepala Sekolah,

NIP.

Catatan :
Pejabat yang menandatangani berita acara pembongkal.an menyesuaikan karakteristik SKPD

R
``.,<`+i:.--I::=i<

WANG,

CHADIANA



LAMPIRAN VI  :  PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR   63 TAHUN 2019
TENTAN G          PERATU RAN
PERATU RAN           DAERAH
KARAWANcr      NOMOR      7
TENTANG    PENGELOLAAN
DAERAH

PBLAKSANA
KABUPATEN

TAHUN      2018
BARANG   MILIK

Format Keputu8an Penghapusan Barang Millk Daerah Pengelola :

KEPUTUSAN BUPATI .IARAWANG
NOMOR

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

DARI  DAFTAR BARANG PEh.GELOLA BARANG

BUPATI IIARAWANG,

Menimbang   : bahwa   dalam   rangka   meni3hapus   daftar   barang   Pengelola
Barang      dikarenakan       al€isan ..........,       perlu      ditetapkan
Keputusan  tentang  Penghai)usan  Barang  Milik  Daerah  dari
Daftar Barang Pengelola Bar.'ing.

Mengingat     :1.   Undang-Undang     Nomor     23     Tahun      2014      tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah
diubah   beberapa  kali   terakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor   9   tahun   2015   tentang   Perubahan   Kedua  Atas
Undang-Undang     Nomcir     23     Tahun      2014      tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik lndones,ia Nomor 5679);

2.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   27   Tahun   2014   tentang
Pengelolaan    Barang    Milik    Negara/Daerah    (Lembaran
Negara    Republik    lndoiiesia    Tahun    2014    Nomor    92,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5533);

4.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    18    Tahun    2016    tentang
Perangkat   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2016 Nomor  114, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor
5887);

5.    Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   19   Tahun   2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6.   Peraturan Daerah Kabul)aten Karawang Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.



MBMUTuSRAr]  :

Menetapkan  :

KESATU

KEDUA

KRTIGA

KBEMPAT

KELIMA

: Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Bara.ng Pengelola
Barang,  sebagaimana  tercanl,urn  dalam  Lampiran  Keputusan
Bupati ini;

: Penetapan   Penghapusan   B€.rang   Milik   Daerah   dari   Daftar
Pengelola Barang sebagaimarLa dimaksud  pada Diktum  Kesatu
dilaksanakan karena alasan ......... dan membebaskan Pengelola
Barang dari tanggung jawab  aLdministrasi dan fisik atas barang
yang berada dalam penguasaa.n Pengelola Barang;

: Pengelola  Barang  untuk  melakukan  penghapusan  dari  daftar
Barang Pengelola Barang;

: Pengelola Barang melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan; ;,

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan.

Ditetapkan di Karawang

pacla tanggal

BUPATI KARAWANG



Lampiran      :   Keputusan Bupati Karawang
Nomor        :
Tan88al      :

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DALERAH DARI  DAFTAR BARANG PENGELOIA

No. Rode Rode Nana Barang Tat)un Jundch Harga Total NilaD Akumula& Nilai Buku Speanasi/Lekasi Kondlsi KeteranganBarang Rcrister Fholchan Saturn Ptrothan PenvAsutan t'arar

BUPATI  KARAWANG



Format Keputusan Penghapuean Barang MILik Daerah PefLggum :

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH I{ABUPATEN KARAWANG
NOMOR

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG/
KUASA PENGGUNA I}ARANG

SEKRETARIS DABRAH RABUPATBN RARAWANG,

Menimbang   : bahwa.  dalam  rangka  menghapus  daftar  barang  Pengguna
Barang/ Kuasa        Pengguna        Barang ........        dikarenakan
alasan ..........,       perlu       ditetapkan       Keputusan       tentang
Penghapusan   Barang   Milik   Daerah    dari   Daftar   Barang
Pengguna Barang/ Kuasa Pen£;guna Barang.

Mengingat     :  1.   Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun  2014  N()nor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesi€i Nomor 5589) sebagaimana telah
diubah   beberapa   kali   terakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor  9   tahun   2015   tenta`ng   Perubahan   Kedua   Atas
Undang-Undang     Nomol      23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   27   Tahun   2014   tentang
Pengelolaan    Barang    Milik    Negara/Daerah    (Lembaran
Negara    Republik    lndor.esia   Tahun    2014    Nomor   92,
Tambahan  Lembaran  N{;gara  Republik  Indonesia  Nomor
5533);

4.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    18   Tahun    2016    tentang
Perangkat   Daerah   (Lerr.baran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5887);

5.    Peratura.n   Menteri   Dal€im   Negeri   Nomor   19   Tahun   2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6.   Peraturan Daerah Kaburiaten Ka.ra.wang Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Bar ang Milik Daerah.

MEMUTUSRAN

Menetapkan  :

KESATU Penghapusan Barang Milil: Daerah dari Daftar Barang Pengguna
Barang/Kuasa    Pengguna    Barang,    sebagaimana   tercantum
dalam Lampiran Keputus€in ini;



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: Penetapan   Penghapusan   Ba].ang   Milik   Daerah   dari   Daftar
Pengguna  Barang/Kuasa  Pengguna  Barang ........  sebagalmana
dimaksud     pada     Diktum     Kesatu     dilaksanakan     karena
alasan .........     dan    membebaskan    Pengguna    Bara.ng/Kuasa
Pengguna  Barang  dari  tanggung jawab  administrasi  dan  fisik
atas    barang   yang    berada    dalam    penguasaan    Pengguna
Barang/ Kuasa Pengguna Bar€ing;

: Pengguna  Barang/Kuasa  Per.gguna  Barang untuk  melakukan
penghapusan   dari   daftar   Barang   Pengguna   Barang/Kuasa
Pengguna Barang;

: Pengguna  Ba.rang/Kuasa  Pe]igguna  Barang  melaporkan  hasi`1
pelaksa.naan penghapusa.n;;

: Keputusan  Sekretaris  Daerali  ini  mulal  berlaku  sejak  tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal

SHKRETARIS DAERAH KABUPATEN

RARAWANG,



Lampirali : Keputusan  Sekretaris Dacrah Kabupaten Karawang
Nomor      :
Tan88al    :

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAII
DART  DAFTAR BARANG  PENGGUNA/KUASA PENGGUNA ................

No. Rode Kodc Nana Barang Tchun Junrfu HaTga Total Nhi Akumulasi Nilal EhJJ{u spesifros./I.okesi Kondisi Keterangana-€ Redster Perolehan Satuan FkITolehan Pen"sutan baranE

SBKRETARIS DAERAH RABUPATEN

KARAWANG,



SEKRETAQIS  DAERAtl

Pengelola  BMD

-------------------.-----------------------------------------tar------------------------------------7\
i----------------------------.---_----------__-------------?r----------------------.-----------;r

Pejabat Penatausahaa n
Pengguna  Barang

Pengurus  Barang Pengguna

Kepala  SKPI)

Pengguna  Barang

Kepala  SKPD

Penggun a  Barang

Peiabat  Penatausahaan

Pengguna Barang

Pen€urus Barang Pen8guna

Pembantu  Pengiii.us Barang

Kepala  SKPD

Pengguna  Barang

Pejabat  Penatausa had n

Pengguna  Barang

Pengurus  Barang Pengguna

Oibentuk berdasarkan  pertimbangan iumlah baran6 yang dikelola, Iokasl.  kompetensi  dan/atau rentang kendala dan  pertlmbangan  abyektlf lainnya

Kepala  SKPD

Pengguna  Barang

Peiabat  Penatau sahaan

Per`gguna  Barang

Pengurus Barar`g Pengguna

Pembantu  Pengurus Barang

Kepala  Pejabat  Pengelola

Keuangan  Daerati

Peiabat  Penatausahaan aarang

Pengurus Ba ra ng Pengelola

Pembantu  Pengurus Barang



LAMP[RAN Vl[  :  F'ERATURAI\l  BUPATL  KARAWANG
NOMOR     63    TAHUN2{'19
TENTANG  PBRATURAN  l'BLAKSANA  PERATU RAN  DAERAll  KABUPATEN  RARAWANG
NOMOR  7  TAHUN  2018 'I`ENTANG  PENGEL,OLAAN  BARANG  MILIK  DAERAH

KODt BAENG

Akun kelompok Jenll ObleL
Rlncl®nObl.k Sub RIncl.nOb'ch

runcl,nnhl,, Nana B...ng

I 3 0 00 00 00 000 ASFT TETAP

1 3 1 00 00 00 000 |`ANAH

1 3 1 01 00 00 000 TANAH

1 3 1 01 01 cO 000 TANAH  PERSI L

I 3 I . 01 01 000 T^N^u  B^Ncu NAru AHAN/a  TEMPAT  TINGGAl

1 3 1 01 01 01 001 Tan.h  Bangunan  Rurnah  Negtira

1 3 I 01 01 01 002 Tana nan  Rumah  Nee.Iri OnRan   „

1 3 1 01 01 01 003 T®n® nan  Rumah  Net.Lr®

1 3 1 01 01 a, Ou Tanl umah  Ne..ira Onlan
3 I 01 01 01 005 Tana ess/W mama

1 3 1 01 01 01 006 Tana nartperl§tira aow/Cottage

1 3 1 01 01 01 007 Tana umah  Pen|afa

I 3 1 01 01 01 008 Tana umah  LP

1 1 01 01 01 009 Tar\a umahTaha lan/Rutsn

1 3 1 01 01 01 010 Tanah  8angunan  flat Susun

1 3 1 01 01 01 OIL Ta na h  Kavelin. Tanah

1 3 1 01 01 01 012 Dst

1 3 I 01 01 02 000 TANAH  U NTU K  BANGUNAN  .;ED.PERDAGANGAN/PERUSAHAAN

I 3 1 01 01 02 001 T.neh  Bangun]n

1 3 1 01 01 02 002 Tanah  Ban8iinan  Pert \umahToko/Xoperasi

1 3 1 01 01 02 003 T.hah  Bangunan Godan8

i 3 1 01 01 02 004 Tana nan Stas e, !ta Ap,

1 3 1 01 01 02 005 Tana nan  Bioskop

1 3 1 0, 01 OZ cO6 Tana n,nHote/pe"i 1,I,an/Motel

I 3 1 01 01 02 007 T.n.h B.ngun.n Ter .'rat

1 3 1 01 01 OZ 008 T,I1, ria n Ter Leu'

I 3 1 01 01 02 009 Tana nan Tcrmin®l U ]ara

1 3 1 01 01 02 010 Tanah  Bangunan  Ged

1 3 1 01 01 02 OIL Tanah  BanBunan  Ged

1 3 1 01 01 02 012 Tanah  Bar.Aunan God u.atperbelini..n

I 3 1 01 01 02 013 Tana nan ApO

1 3 1 01 01 02 014 Tana nan Gal

1 3 1 01 01 02 01S Ost.  .

1 3 1 01 01 03 Ou TANAH NOuNAN  I N DUSTRl

1 3 1 01 01 03 001 Tanah nan  lndustrl  M  Ikon

1 3 1 01 01 03 002 Tanah  Bangunan  lndu s',i

1 3 1 01 01 03 003 Tanah  BanB ustll  Akit   RT

1 3 I 01 01 03 004 Tanah  Bangiinan lndu I /Garment
1 3 I 01 01 03 005 Tanah nan  li`dus`rl Bai I/Be

1 3 1 01 01 03 006 Tanah  Bangunan  lnd strl  Pengemasan

I 3 1 01 01 03 007 Tanah  Bangunan  lnd .ngk

i 3 1 01 01 03 008 Tanah nan  lndustrl  Pe tyul

1 3 1 01 01 03 009 Tanah  Bangunan  lridu str'

1 3 1 01 01 03 010 Tanah  Bangunan  lnd stri O:a`-Oba`an

I 3 I 01 01 03 Oil Tanah  BanEunan  lnd stri Se men

I 3 1 01 01 03 0'2 Tanah  BanEunan  lnd strl  Ba tii-Bate/Batako

1 3 I 01 01 03 013 Tanah nan  ln strl  G<  r.tenR

1 3 1 01 01 03 014 Tanah  Bangunan  lndu strl  Pe rcetokan

I 3 1 01 01 03 015 Tamih  Bangunan  lndu s''

1 3 I 01 01 03 016 T.nah  Bangunan  lndu Raga

1 3 1 01 01 03 017 Tan.h  BanBunan  lndu • omotif

1 3 1 01 01 03 018 Tanah  Bangunan lndu s',I 'ataan
I 3 1 01 01 03 019 Tenah  8angunen  lndu }tr' I
1 3 1 01 01 03 020 Tanah  B.ngunan  lndu s'r'  K& pa @l't

1 3 1 01 01 03 021 Ta na h  Banguman ln s',l
1 3 1 01 01 03 022 Tanah  Banguron  ln strl

1 3 1 01 01 03 023 Ton®h  Un`uk  a.nfunan  Pa

1 3 1 01 01 03 024 Ds'"..

I 3 1 01 01 04 CKJO TANAH  UNTUK  BANGUNA^  TEMPAT  KERJA

i 1 01 01 04 001 Tana nan Kantor Pemcrintah

1 3 1 01 01 04 002 T,n, ndidike.I  Danlatihaii

I 3 1 01 01 04 003 Tana umah Sa (it

1 3 1 01 01 04 004 Tanah alsl rtemuan
1 3 I 01 01 04 cos Tan® a'N'

i 3 1 01 01 OA 006 Tans ke=m; i/Pesv2ndu
1 3 1 01 01 04 007 T®na Poll k   inik

1 3 1 01 01 04 008 Tanah  Bang Ora

1 3 1 01 01 04 009 Tena nan  FumlcasI/ ;terll I sa sI

1 3 1 01 01 04 010 Tana nan na
I 3 1 01 01 04 011 Tanah  Ba nfunan  Bangsalp®nlola KerJa
1 3 I 01 01 04 012 Tanah  Bangunan  Kandani  llcwa
i 3 1 01 01 04 013 Tanah  BanRunan  B.n emb)bitan
1 3 1 01 01 04 014 Tanah  Ban[ilnan  Rum I.

ln

1 3 1 01 01 04 0|S Tanah  BanBunan  Rum neon
I 3 1 01 01 04 016 T, r\, nan  Stas < , r'e'itia n

1 3 1 01 01 04 017 Tanah  Bangunan Gad
1 3 i 01 01 04 018 Tana nan  Pos   Jala,lMen a8a
1 3 1 01 01 04 019 pengawasn u |'n' )s
I 3 1 01 01 04 020 Tanah  BanEunan Ged uno  F':rpustakaan
1 3 1 01 01 04 021 Tana nan Ge ng
1 3 1 01 01 CW 022 T.n.h B.naul`an GadI servator\um
I 3 i 01 01 04 023 Tanah Ba n8unan Ged 9motoncanHew.n
1 3 I 01 01 04 024 Tana uAa P 3m I  Howan

1 3 1 01 01 04 025 Tana nan  perawata I (Depo)
1 3 1 01 01 Ou 026 Dst  .  .

1 3 1 01 01 05 Ou TANAH  UNTU I BANGU A OLAH RAGA

1 3 1 01 01 05 001 Tdnah  Un`uk n Sa rana Raga Tertutup
1 3 I 01 01 05 002 Tanah  Untuk unE! Saranaolah  Race Terbuka
1 3 1 01 01 05 003 D5'...,

1 3 1 01 01 06 000 TANAH UNTUK BANGUNA { TEMPAT IBADAH

i 3 1 01 01 06 001 Tanati  u ntuk can8ilnaii  M.15|IdTanahUntuk8anaunanGcrela

1 3 1 01 01 06 002

1 3 1 01 01 06 003 Tana Ca ngiina n  Pu ra



^L|'n kelompok onto ObJd
rurdlnOtyek Sub Rlncfa nObl.k

ae 5Lu,Rlnctonnl,I,I
N.in) ear.n.

I 3 1 01 01 06 004 T,n l/n(uk  Banlurl. „
1 3 1 01 01 06 cos T,^ Untut a.niuna enten, `Ku''

1 3 1 01 01 06 Cue T,n Untuk Ban4 remito  ium
1 3 1 01 01 06 007 D{'",

1 3 1 01 01 07 000 TANAH  pEasii  LAiNNyA

1 3 1 01 01 07 Col Ost"

1 3 1 01 02 00 000 TANAH  WON  PEflsIL

1 3 1 01 02 01 000 TANAH  BA H

1 a 1 01 02 01 001 Tan,ti  R,wa

1 3 1 01 02 01 002 Tanah  Dana u/Sltu Ung

1 1 01 02 01 003 T.n.hT.mb •n/Aku.rlum
' 3 1 01 02 01 001' T,n waduk
1 3 1 01 02 0, 005 an S®wah  I,ills'

1 3 I 01 02 01 006 Tln AIlran Sunl.`
1 3 I 01 02 01 007 T.ri.h Mu.I
1 3 1 01 02 01 008 Daerah  AIIr I  (OAS)

1 3 1 01 02 01 009 Da.rar. SelT.pact.a Somber Ajr
1 3 1 01 02 01 010 Dlt..

1 3 I 01 02 02 000 TANAH  kE G

1 3 1 01 02 02 001 T.uh Tcaa an

1 3 1 01 02 02 002 Tamah  kosoni y.nl  Sudaholperuotukkan
1 3 1 01 02 02 003 T.n.h  I+aiil R.klam.ii
1 1 01 02 02 004 Dlt.-
1 3 1 01 02 03 000 TANAH  PER NAN

1 3 1 01 02 a, 001 1'imah  leo
1 3 1 01 02 a, 002 T@nah  Keb

1 3 1 01 02 0, 003 T,nan Ket' Pc,cob®®r'

i 3 1 01 02 03 004 Ow
I 3 1 01 02 04 000 TANAH  H UTAN

I 3 1 01 02 04 001 Tan Hut.n  Produksl

1 3 I 01 02 04 OOZ Tan Hutan  Cedar.fan
1 3 1 01 02 04 003 Tan h  tlu`an  l.nduri.

1 1 01 OZ 04 004 T.nah Hul. Cag,I  Al,in

1 3 01 02 04 00S Tanah Hu`I

1 3 i 01 02 04 006 T.nan  Huti n  OunJne

1 3 1 01 a2 04 007 Tanat` Hul Marg. Sa .w]
1 3 1 01 02 04 008 T.nan Huta
1 3 1 01 02 04 009 T®n Hutan  Dikl.I I
1 9 1 01 02 04 010 D,'...

1 3 1 01 02 05 coo TANAH  TANOUS

1 3 I 01 02 05 001 T®r' T]nd u!  Berbatu-Batu
1 3 i 01 02 05 002 T,n Tandul lan
i 3 i 01 02 05 COS T,r' Tandui P®Slr

i 3 1 01 02 05 OOu T,r' T.ndui Pcngam llan''Kua'l

1 3 1 01 02 05 005 Dst.

1 3 I 01 02 06 000 TAN^H  PAOANG  ALANG-AL  `NG/RU MPUT

i 3 1 01 02 06 001 Tan®h Pad ®no.A'anll

1 3 1 01 02 06 cO2 T.ii.h Pada a Rumput
1 3 1 01 02 06 003 Tan.h P.da I S.mak ae'uk,'r
1 3 1 01 02 06 004 Ost....

I 3 \ 01 02 07 OcO TANAH  PER

1 3 i 01 OZ 07 col Tan.h  Usa
i 3 1 01 02 07 OOZ D|'.  ..

1 3 I 01 02 08 000 TANAH  PERTAMBANGAN

1 1 01 02 08 001 lntan

1 3 I 01 02 08 002 Em,s
I 3 1 01 02 08 003 Per)k
1 3 1 01 02 08 004 N'kcl

I 3 I 01 02 08 005 Tim,h

1 3 ] 01 02 08 00€ Uranlum
1 1 01 02 08 007 T®mbaJla

1 3 1 01 02 08 008 Mtnvak Bum
1 3 1 01 02 08 009 B®tu  B,r,

1I 3 11 01 0202 Oe 010all Kolllna.tuB.re  Oeth.r[a
3 01 08

1 3 1 01 02 08 012 Paslr Berh.rza
} 3 1 01 02 08 013 Dst...

1 3 1 01 02 09 CK)O TANAH  NON  Pfftsll  lAIN.lYA

1 3 1 01 02 09 001 Os'.".

I1 3 I1 01 0303 00 000000 |APANGANTANAHLAPANGAN  OIAH  flAGAT.nahLai]anl.nTcnis
3 01 01

1 i3 1 01 03 01 001

I 1 01
0303 0101 002653_ T.nan Lap. Baske t

1'onat'  1,,, 8,am'nt,)n/Bl,'u`.,,8`,,
1 3 1 01 03 01 004 Tanah  Lap. ®n  Golf

1 3 I 01 03 01 005 nan Leo S.pak 8o',
1 3 1 01 03 01 006 nan  Laoan[ar` Bole V V

1 3 i 01 03 01 007T nan  L,p, |eA ScO, |®kr,w
iI 33 1' 0101 0303 0101 008 Tln A Pa{ua r' X|'d,

009 Tan h B®l.p Sepcd.
1 3 1 01 03 01 010 n h  lapanlan Atle`i
1 J 1 01 03 01 011 nan  Lap, So 11

11 3 11 01 0303 01 012013 n Lapanla^
01 01 T®r' h  l.pan.an  Bat.P ob''Oto,

I 3 1 01 03 01 014 T®n h  l.por\g®n  Bat.a
I 3 1 01 03 01 0|S r,.h  L®p® lan i
i 3 1 01 03 01 016 hah  Lapa uts,
1 3 1 01 03 01 017 an h Son,n'
I 3 1 01 03 01 018 L.pan|an Be`. :}'ri\„

1 3 1 01 03 01 019 n.h  Lapa
1 3 1 01 03 01 020 Tan Ah

1 3 i 01 03 01 021 Tan

I 3 i 01 03 01 022 n®h  L,pa

1 3 1 01 03 01 023 nan lapa gad  Tcmt ak Senla`.  Bar.t
I i I 01 03 01 024 hah  L4P, Eon Ten ak D.r®` ke   udara

1 3 1 01 03 01 025 Dit"
1 3 1 01 03 02 000 TANAH  LAPAN6AN  P/ f'l('R

1 3 1 01 03 02 col Tan h  Lepangan  Par trukjl  Bcton
I1 33 11 0101 03a, 0202 002003 hah I.oan!annahLap.ngan Kol`5truk5l  ASpalS'rtu(P,,I,B®tu)



AI,un kofompol 'Inls Objek
fllndanObjek Sub Rlricl.nOb'.k

Sul' Sot,RJncfan..

1 3 1 01 03 02 004 T®n.h Loo-nlan  Parkir I(cmblok

1 3 1 01 03 02 005 Tar..h l.pen[®n  Park)r T.r`®h  Kerb.

1 3 01 03 02 006 Tan.h L.I).nB.n Apel/up.car.
1 9 1 01 03 02 007 I)st....

1 3 1 01 03 a, cO TANAii LAPAN6AN PEN iMBUNAN 6rilFT
1 3 1 01 03 03 001 T.r..h lap.nR.n  Penimbur`an a.r€ n|B.lLim O`ol

1 3 I 01 03 03 002 Tln.h  l®pang.n  Penlmbunari a®r{ nuadi

1 3 i 01 03 03 DOS T.n]h  Lap.n[an  Pemmbunar\Perr ]uart[.A Samf

i 3 1 01 03 03 Ooa Tanah  L.p.n€.n  P.n.mbun.n Bal.,.nB.ngun.n

1 3 1 01 03 03 005 Ten.h  Llpan8en Penimounan Bar,ing8uktl
1 3 I 01 03 03 006 T.n.h  Lip.n[.n  P.A.mbunan 8.. I r`al-Inn\o

1 3 1 01 03 03 007 T.nah nD.n4In  P.nlmbun-n  Bar ln[Konstrukei
1 a 1 01 03 03 008 Taa.h l.pan[an  Pcnlmbunan  Bal ln!Konstrukel
I 1 01 03 03 009 T.hah L.Banlan P.n.mbunan Ber;FEE5F;i7rfuT
1 3 1 01 03 03 010 D,l"  ,

1 3 1 01 03 04 OcO TANAH  LAPANGAN  PEMANCAR   I)AN  STU0lo  Al

1 3 I 01 03 04 001 Tar.ah l.pani" P."neerTV/R..1157EET
1 3 i 01 03 0, 002 T.n.h  L.p.ni.n Studlo Alam
i 3 I 01 03 04 00, D,I....

1 i 01 03 OS 000 TANAH iAPANGAN pENcujiAiv ;Eff€6riFIFT
1 3 I 01 03 OS 001 T.n.h  lJoar.[ari Pen|ii)len Kcnd ir..rlB.rrnotor
1 3 I a, 03 05 002 T.n.h l.panlan P.nf(ol.h.n a.r .nB.n[un.A
1 3 1 01 03 a5 00) O,t..  ,

1 3 1 01 03 06 000 TANAll  lAPANGAN  TERBANG

1 3 1 01 03 06 001 T.n.h  Laparii.n  Terban£ Perlntl.

1 3 1 01 03 06 002 T.hah L.a.I`ian Terb.nA Xorngt5Ial

1 3 1 01 03 06 003 Tan.h l.I..n[an Terbam  Khu§i i/MIIIver

1 3 i 01 03 06 004 T.nah I.conk.n Tcrb.ng Obh I I8a
1 3 1 01 03 06 005 T.n.A Lai).n[en Terb.ng P.ndl.iiF;F-
I 3 i 01 03 06 006 T]nah  Lapenaan Terb.n[ l.t`h. `Penc.|qn.n
1 3 1 01 03 06 007 T.n®h l.penl.n Temb.k Udar. (1117wi:55Fi=
I 3 1 01 03 06 cos Dit.

1 3 i 01 03 07 000 TANAll  UNTUK  JAIAN

1 3 1 01 a, 07 col T.naA  untuk J.I.A Nisiona/

1 3 I 01 03 07 002 T.n.h Untuk Jal.n P.op"I
1 3 1 01 03 07 003 Tanah  Untuk Jalan  Kabup.ten

1 3 1 01 03 07 004 Tariah  Untuk Jal.n  totamady.
1 3 1 01 03 07 005 T.n.li  Ur`tuk Jal.n O.sa

1 3 1 01 03 07 006 Tan3h Untuk I.I.n  Tol

I 3 1 01 03 07 Cro7 Tan.h Untuk J.lao Kerete Apl/ :5Fr-
1 3 1 01 03 07 Cue Tan@h Untuk J )I.n  L.nd...n  P;IcuP.saw@t Terba
1 3 I 01 03 07 Oa9 T.n.h  untuk ..I.a  Khilsus/Xo'nplekTanahUntuk..mb.t.n
1 3 1 01 03 07 010
1 3 1 01 03 07 Oil Ost"
1 3 1 01 03 08 000 TANAH  UNTUX  BANGUNAN  AIR

1 3 I 01 03 08 001 Tan.h Untuk Baniun.n A)I ltl,.a!l
1 3 i OL 03 08 002 Tanah UA`uk e.A(unar` PenE.  ranp.!ani Suri/t
1 3 1 01 03 08 003 Tan.I. untuk Ban€unan P.n8.mb.n8aoRaw.  Da
1 3 I 01 03 C)8 004 Sun[.i  Dan P.A.Iicaulan[.n  E enc.na
i 3 1 01 03 08 005 Tanah Untuk Ban[unen  PenB€ mbaneansilmber
1 3 I 01 03 08 006 Tanah lrntuk  Bangunan ALr B€ r}]h/A)rB.kuTariahUntukBanEur\anA\rKi,tor

1 3 1 01 03 08 007
1 3 i 01 D3 08 008 Tanah  Untiik  Bangunan  Halct cry

1 3 1 01 03 08 009 Dsl"
1 1 01 03 09 000 TANAH UNTUK  BANGUNAN  ll`STAIAslTan.hllntuka.n[unanlns[alaslAl.aer§Ih/Alr BiT.n.hUntukBan[unanln.ul.siAirKolo//Alrlm
1 3 01 03 09 001
1 3 1 01 03 09 OOZ

1 3 1 01 03 09 cO3 T.n.t` llntuk Banllinan  lns`. isip.ngol.hen sonT.n.hUntukB.n!unanlnst..slp.niol.l`.r`0.r
1 3 1 01 03 09 004
1 3 1 01 03 09 cos T.nah  Untuk  8®n|unan  lns`alasi listrik
I 3 1 01 03 09 006 T.nah  Un`uk  Baniunan  lnst] asl GarduListrlk
1 3 1 01 03 09 007 Tar.ah Untuk Bantur\)n  mst€Iaslpcn[ol.nan limT.riahUntukBaniunanIn5tolaslpemah.nm
i 3 1 01 03 09 008
I 3 1 01 03 09 009 Ost.-.

1 3 1 01 03 10 000 TANAH  UNTUK  BANGIJNAN   IARINGAN

I 3 I 01 03 10 001 Tanah  Untuk e.n[im.n Jeril  lan  AlrBcrslh/AIr 8Tin®tiuntukBan[im.nJarlrpnKomurwkaSlT.ri.huntukeaniun.nJ.rli[.^L6trikT.nahuntuka.niun.nI.rlrI.nGa!/BBMDll.
I 3 1 01 03 10 002
1 3 1 01 03 10 003
1 3 1 01 03 10 004
1 3 1 01 03 10 005
1 i 01 03 11 OcO TANAH  uNTux  OANGUNAN  OEasEjARAHTlnahUntukMonurT`en
111 J 11 01 0303 11 001Ck}2

01 11 T.nahunlukTuupn        I
3, 11 0101 0303 1111 00,004

1]       C   n(,   'nT.r.hUritukTutuBata!WlayanTananun{ukCanal

1 3 1 01 03 11 005 T.i~h  UntuL Banqunan  Mi..urn
1 3 1 01 03 11 006 Tan.A  Untllk Bangunan  Rui"h  AdetDs'."
1 3 1 01 03 11 007
1 3 1 01 03 12 OcO TANAH  UNTUK  MAKAM
1 1 01 03 12 001 T.n.r`  Ur``uk M.kam Pat`l.w.n
1 1 01 03 12 OOZ T.n.h Urituk M.kam MuSIImTacahUntukMakamKrist{n
1 1 01 03 12 003
1 i 01 03 12 004 Tan.h  Untuk MatomHlndu/Budh./Chin]
1 3 1 01 03 12 OOS T.n.h l)ntuk M®kam lJmu n
1 3 1 01 03 12 CX)6 Tanah  uniuk  Makam  Bcr.t.Jar.riDst.."
1 3 I 01 03 12 007
1 3 1 01 03 13 OcO TANAll  UN1.UX TAMANT.ri.hl.p.nzenTan.n P.ral.t)rip.ombuan P.Tarl.hLapani.nTamanPitr.I.tanMet.od.naD5'.,
1 3 1 01 03 1, col
1 3 1 01 03 13 002
1 3 i 01 03 13 003
i 3 1 01 03 14 000 TANAH  UNTUK  IA1'lHAN

1 3 1 01 03 14 001 Tanah Untuk I.tih®n Terr JurDst....
1 3 1 01 03 14 002
1 1 01 03 15 CcO TANAH  DAEaAH   PEBTAH `NANT.nahlln`ukPertahanan>an`ai
1 3 1 01 0, 1S 001

1 3 i 01 03 ls 002 T.n.h  Untuk  Benteng P..tahanafl
1 3 1 a, 03 15 003 Tan.l`  D..ran Pert.hen.'i  Po}   PAMTAS
1 3 1 01 03 1S 004 Os,TANAH  IAPANGAN  POBTananlapan|anUntiik P irade / D.vil€
1 3 1 01 03 16 COO
1 3 1 01 03 16 col



Atun ke'omped 'enl, Objel
RlnclanOblek Sub RlrdeoOb'el

51'1, 5UORlndlnnlt'®,

1 3 1 01 03 16 002 Dst.."

1 3 1 01 03 17 COO TANAH KAMPUNG

1 3 1 01 03 17 col T]n.h K.mpura

1 I 01 03 17 002 Oct._.

1 3 1 01 a, 18 OcO EMPLASMENT

I 3 1 01 03 18 00, Emp',sin.nt
1 3 i 01 09 18 002 Oat"..

1 3 1 01 03 19 Cro uPANC^N IAINNYA

1 3 1 01 03 19 001 Ds,

1 3 Z 00 00 cO 000 PERALATAN  DAN  MESIN

I 3 2 01 00 00 Cue AIAT  BESAf`

1 3 2 01 01 cO COO ALAT  BESAa   DAaAT

I 3 2 0] 01 01 000 "ACTOR

1 3 2 01 01 01 001 Crawler Tractor . Att.ct`ment

1 3 2 01 01 01 cO2 Wheel T o, , At',cl'mer\'
1 3 2 01 01 01 003 Swamp toi + Attach ment
1 3 2 01 01 01 004 Pn" Mover
1 3 2 01 01 01 cos Alrcr.ft Towlni Trictor

1 3 2 01 01 01 cO6 Towlnl al,
1 3 2 01 01 01 007 Bulldoz.r

1 3 2 01 01 01 Cro8 Whc€I Oozer

i 3 2 01 01 01 009 Ds'...

1 3 2 01 01 02 000 GRADER

1 3 I 0! 01 02 001 Gr.Oer + Attachii`ent

1 2 01 01 02 00Z Gr.d.r Towed Type
I 3 2 01 01 02 003 Buldor.r
1 3 2 01 01 02 004 Drallllnc,

1 3 2 01 0' 02 cos Stove`Ooz.r
1 3 2 01 01 02 Cro6 O,t. "
1 3 2 01 01 03 000 EXCAVATOR

1 3 2 01 01 03 001 Crawler Exc.v.tor + Att.chmu nt
1 3 2 01 01 03 002 Wheel  Eic.v.tor . Att.chme iit
1 3 2 01 01 03 003 Dlt   ..
1 3 2 01 01 04 OcO PILE  ORIVEft

1 3 2 01 01 04 col D.esel  Plle   Dr.ve.
1 3 Z 01 01 04 002 Pneu"' e   D,'ve,
I 2 01 01 04 cos Vlbration e   Dr've,
1 3 2 01 01 04 004 O,t    ..

1 3 i 01 01 OS 000 HAUIEfl

i 3 2 01 01 OS 001 Self   Propel lod  Sc.aper
I 3 2 01 01 05 002 Towed  Scraper
1 3 2 01 01 OS cO3 Dump Truck
I 3 Z 01 01 05 004 Dump W)Eon
1 3 2 01 01 05 005 |Orl
I 3 2 01 01 OS 006 05,
1 3 2 01 01 06 000 ASPHALT  EQUIPMENT

1 3 2 01 01 06 001 ASDh.It  Mlxlng  Plant
1 2 01 01 06 002 A!ph.Lt  Finl!rier

) 3 2 01 01 06 cos Asphalt Olstrlbu`or
i 3 2 01 01 06 004 Ajph.lt Heater
1 3 2 01 01 06 a05 A!ph.I.Tank.r
I 3 2 01 01 06 006 Asph.It  Sprayer
i 3 2 01 01 06 007 A!buton  D rYer
1 3 2 01 01 06 Cue ASphal'  Recycl.
1 3 Z 01 01 06 009 Cold    M'II'nI M,cl,Ine
1 2 01 01 06 010 Asphelt M lx
1 2 01 01 06 all BlturrlAn alt  Test
1 3 2 01 01 06 012 Ds'"
i 3 2 01 01 07 000 COM pACTi N6  EQii ipMeN-
1 3 2 01 01 07 Col Macad.n  Rolter^hree wh;Ji=
1 3 2 01 01 07 002 Tandem Roller
1 3 2 01 01 07 cO3 Meih floller
1 3 2 01 01 07 001 V'b,,t)on  Roler
11 22 01 0101 07 005006 Tvr.   Roller

3 01 07 Sol'   S',bll'z

1 J 2 01 01 07 007 Shec|]tootnamplAE Rollc.-
1 3 2 01 01 07 008 S''mpe'
1 3 2 01 01 07 009 V.bca(ro^  P ate
1 3 I 01 01 07 010 Pennoda' man
1 3 2 01 01 07 Oil T,|'ck a  Bu Yrc
1 3 2 01 01 07 01Z Os'
1I 3 2 01 01 08 000 AGGREGATe  AND  CONCF eTE  EQuiStan,C,'I

1 3 2 01 01 08 002 sc,T=nir'
P,nlisifier     _

1 3 2 01 01 08 003 Stone C
11 33 22 0101 0101 08 004 Aureeat. Walr'(r

00 OOS a,t,h'n2 ^t
1 3 2 01 01 08 006 Concr.tc  Fl
I 3 2 01 01 08 007 Concrete mo
1 3 2 01 01 08 008 Concrete   L
1 3 2 01 01 08 009 Concrete preStres        -
1 3 2 01 01 08 010 Concret. C   tt
11 33 22 0101 0101 0808 011012 CoocreConcr te M'xe,etevlbr.t   r

1 3 2 01 01 08 013 Concrete BrAIIrcI,'e/
0Oaker

1 3 2 01 01 08 014 Chlp Sore.c .r
I 3 2 01 01 aB 015 G r,u'lnl Machlne
1I 33 22 01 01 08 016 Concr.t. M c'uld

01 01 08 017 Ploc   Plant quiornenl
11 33 Z 01 01 ee 018 Concrete er  Tanaen

2 01 01 08 019 Onlon  Heed  M®chln®
1 3 2 01 01 08 020 P,n Mlxcr
! 3 2 01 01 08 021 A§butoli Mixer
1 3 2 01 01 08 022 Paddl. Mix.r
I 3 2 01 01 08 023 A.prialt 8uton Crushei
1 3 2 01 01 08 024 Rack  Drill
11 33 22 01 01 08 025 Dst  ...

01 01 09 000 |OADER
1 3 2 01 01 09 001 rr.ck  Lo.der + Attacl. men
I 3 2 01 01 09 002 Wheel loadei + At`ac iment



Akun k,lompok J®n'5 Obl®k
RJncl,nObl.I Sub rund.i`ObJek

5uD 5uDR'ndan

1 3 2 01 01 09 Oa3 Ma]n Deck lo.der

1 3 2 01 01 09 004 C®rNevor T,uck

I 3 2 01 01 09 005 HIIh  ll't |ol

I 3 2 01 01 09 006 Backhoe  loo

1 2 01 01 09 cO7 Os,....

1 3 2 01 0) 10 Cxro ALAT  PENGANGKAT

1 3 2 01 01 10 001 Tower C
1 3 2 01 01 10 002 Truck Mounte Crane

i 3 2 01 01 10 Cro3 Truck Cr.n.

1 3 2 01 01 10 004 Whccl Crane
1 3 2 01 01 10 COS forkl''t

1 3 2 01 01 10 006 fortil Crane
1 3 2 01 01 10 007 Crawler

1 3 2 01 01 10 008 Contalncr e
1 3 2 01 01 10 009 Trans`.`ner

1 2 01 01 10 010 Tr.velt Con`.iner Stacker

1 3 2 01 01 10 Oil Too   Loader
1 3 2 01 01 10 012 R,'l    L'fte,

I 3 2 01 01 10 013 Tr.ck Motor Car
1 3 2 01 01 10 014 S.lva[. Pei.w.t Ud.r.
1 3 Z 01 01 10 015 H,nd  P,

1 3 Z 01 01 0 016 Cr.ne Shoy.I  20   T
1 3 2 01 01 10 017 Shop Wood   WocklnE Crane Shovel  :
1 3 2 01 01 10 018 Dlt"  .
I 3 2 01 01 11 000 MESIN   PROSES

I 3 2 01 01 11 001 Mesln Pembua` Pellet

} 3 2 01 0} 11 002 Meiln  Pembu 'E|
1 3 2 01 0] 11 003 M€sln PenEh-ncur Ei
1 3 2 01 0' 1 004 Water Treatment (Mesln  Prose .)
I 3 2 01 01 11 005 S.. W.tor Tre.m¢m
1 3 2 01 01 11 006 M.!in Pen[olah  Oodol
I 3 2 01 01 11 007 Dit....

i 3 2 01 01 12 000 ALAT  0ESAf`    DARAT  LAINNYA

I 3 2 01 01 12 001 DSL.

1 3 2 01 02 00 aoo ALAT  BESAA   APUNG

1 2 01 02 01 000 OBEOGER

1 3 2 01 02 01 Oal Suctian  Dred[er
1 3 2 01 02 01 002 eucket Drcdgcr
1 3 2 01 02 01 003 Cut`.r Sui:lion I)red£. r
1 3 2 01 02 01 cO4 Ds'„"

1 3 2 01 02 02 COO FLOATING   EXCAVATOB

1 2 01 02 OZ 001 Flo.tin[ Excavator + Att.chin .rr
1 3 2 01 02 02 002 Flo.tin. Cniie
1 3 2 01 02 02 Cro3 Flo,tint Pump
1 3 Z 01 02 02 004 Os,....

1 3 2 01 02 03 OcO AMPHiai   DaE OGER
1 3 2 01 02 03 001 Plaln Suction
1 3 Z 01 02 03 cO2 Cutter lAmo bl  Dredfe/|gl,n.
1 3 2 01 02 03 003 Cl.ni5he
i 3 2 01 02 03 004 Ds'.
1 3 2 01 02 04 OcO KAPAI  TAf`lK

1 3 2 01 02 04 001 Kapal  Tarik

1 3 2 01 OZ 04 002 Dst.  .

1 3 2 01 02 05 000 MESIN   PROS€SAPUNG

I 3 2 01 02 05 001 Water Trc®`rnent (Me5in Pri]irfu
1 3 2 01 02 05 002 Dst  I.

1 3 2 01 02 06 000 AIAT  BtsAR   APuNG  LAINN  /A

1 3 2 01 02 06 col 01'.  .

1 3 2 01 03 00 000 ALAT  BANTU

1 3 2 01 03 01 000 ALAT  PENARIK

1 3 2 01 03 01 COL AIlt   Pen.nk K.pal
I 3 2 01 03 01 002 Ali`   Pen.rlk Jarin[

1 3 2 01 03 01 003 Di'    ..

1 2 01 03 02 000 FEEDER

i 3 2 01 03 02 001 Elevator /lift
1 3 2 01 03 02 OOZ eclt  Convevo Cede,)
1 3 Z 01 03 02 003 Screw Cony(v Fe¢de,)
1 3 2 01 03 02 004 Eeel',tor
1 3 I 01 03 02 cos Glndoll
1 3 2 01 0, 02 006 Elev.tor (feeder)
1 3 2 01 03 02 007 G,nlwav
1 3 2 01 03 02 Oa8 I)it""
1 3 Z 01 0® 03 OcO COMPRESsOR
I 3 2 01 03 03 00] Tr.n.portablecompre!!'FT-
I 3 2 01 03 03 002 Port.ble  Compre!!or
1 2 01 03 03 Cro3 Sti.`lon.ry Compressor
1 3 2 01 03 03 004 Al.  Compre.or
I 3 2 01 a, 03 005 CompreS.or neum®t`c  I  ool  25   GM

I 3 2 01 03 03 006 OIL.
1 2 01 Oi 04 Cxro ELECTaic  GENeRATiNG  `,ET

I 3 2 01 03 04 001 Tr.n§port.bleGener.tlrfj:i_
1 2 01 03 04 002 Porubl. Gen®rating Set
1 3 2 01 03 00 00, Statlonilrv Genera`ml Sit

I 3 2 01 03 04 004 Dvn.mo  Electric
1 3 2 01 03 04 cos Ds'
i 3 2 01 03 05 000 POMPA
1 3 2 01 03 05 col Tr.r`sportable  W®ter Pi imp

1 3 2 01 a3 05 cO2 Porteble Water Pi.mp
1 3 2 01 03 05 003 Statlonary W.tor Pun:i
1 3 2 01 03 05 004 Pomp. lumpur
1 3 2 01 03 05 005 Sumer!lbl. Pump
1 3 Z 01 03 05 cO6 Pomp. T.n8.n
I 3 2 01 03 05 007 Pomp. An(,n
1 3 I 01 03 05 Ooe Pomp. B.ns, nva`  Statlonerv
1 3 2 01 03 0, ee Ponnga 8€ inva.  Tran!part®b
1 3 2 01 03 05 010 Pomp,  Alr
1 3 2 01 03 05 OIL Wlter D'st
111 333 222 010101 03OJ03 050506 012013OcO Water PunDit,..MESIN80



Akyn Kelompok J,n'| ObJck
RindanOblel Sub  RlnclanOblek

SUB SODRlrdanOI)h*

1 3 Z 01 03 ee col          Mc Io Bar  Batu

I 3 2 01 03 06 002           Me ln Bar   T.neh

1 3 2 01 03 06 003           Me In Bor   Beton

1 3 2 01 0, 0€ 004           Dst
I 3 2 01 03 07 000             UNL T  PEMELIHARAAN  LAPANGAri

I 3 2 01 03 07 croi            Mo b(I   WorkShop

1 3 2 01 03 07 cO2            S.rv Ice  Ce,

I 3 2 01 03 07 cos           Floa tnt Work!hoo

i 3 2 01 03 07 00¢           Roea  Maintenlncc  Truck

1 3 2 01 03 07 005 SweeperTriick

I 3 2 01 03 07 006 Wrttk C,r
1 3 2 01 03 07 007 Le.k D.tector (uoit P.rnellh.r.i nl.p
1 3 2 01 03 07 008 pli)e   lcHator

I 3 2 01 03 07 009           Me I lac,,or
1 2 01 03 07 010           Me in  Dle}cl

1 2 01 03 07 011            Ke' e   He®'lnl

1 3 2 01 03 07 012 Sweep.r Penghts.p 011
1 3 2 01 03 07 013            fu, Tank

1 3 I 01 03 07 014             Gr, Colcc'o,
1 3 2 01 03 07 01S            Me ilrL Pemo`on8 Asp.I (Or..In|L_
i J 2 01 03 07 016 Swe.Per Rot.rv
1 3 2 01 03 07 017 Ear(h Valor Trilck

1 3 2 01 03 07 018 Scr'pper
1 3 2 01 a, 07 019 F'olte,
1 2 01 03 07 020 Shoo Tiuck Equlpment
1 3 2 01 03 07 021 05t".
I 3 2 01 a, a8 COO ALAT  PENGOIAHAN  AIR  KOTC R

1 3 2 01 a, 08 col ur`i` l]eniol®h.n Alr  Ko`or
1 3 2 01 03 Oa 002            DS'

I 3 2 01 03 09 000           PE GKiT uAp A,R pANA€7in
1 2 01 03 09 001 Unit  Pemba^£kt` u.p  A\r P.n 1!
1 3 2 01 03 09 002 D§'.

1 3 2 01 03 10 COO EauipMENT/AiAT   BANTU

1 3 I 01 03 10 001 Ground  Power Unlt
1 3 2 01 03 10 002 Rota.rv Movers  Sonec.  K  38
1 3 2 01 03 10 003            Air St.rt unit/Alr P.essure Unit
1 3 2 01 03 10 004 Hc®w Duty €lectric Drlll  C.F::I:)L
1 3 2 01 03 10 005 A/C Towine Car

1 3 2 01 03 10 006 Runw-y Swc.per
1 3 2 01 03 10 007 H.n«ar Sweeper
1 3 2 01 03 10 008 Bomt) lift Truck

1 3 2 01 03 10 009 CnE Ine WaSher Water Spr.y

1 3 2 01 03 10 010 Hydr.ulic  Test  Stand

I 3 Z 01 03 10 011 Rectlfler (Air  Port Malntcna .c.Equip
I 3 2 01 03 10 012 mxrd Llfr',

i 3 2 01 03 10 01, Ear)v W.rrwni >3cON in
I i 2 01 03 10 014             Su ance/lff 250-900 r`rr
I 3 2 01 03 10 015 Ground   Control lNT
1 3 2 01 03 10 016 Jack

I 2 01 03 10 017 Crod'e

1 3 2 01 0, 10 018            Dol y
1 3 Z 01 03 10 019           S'a d
1 3 2 01 03 10 OZO Tow inB  Bar Univeral

1 3 2 01 03 10 OZ1 N`tro€en  S.rviclnB

1 3 2 01 03 10 022 Bo'o'  AnE'n.
1 3 2 01 03 10 02, Leak 8.k
1 3 2 01 03 10 024 W h.el  Chock IAlr Port Mainten.nceE
1 3 2 01 03 10 025            Enl Inc Screen
I 3 2 01 03 10 026            Ds'
1 2 01 03 11 000            ME N   TATOO

1 3 2 01 03 11 001           Me ln 1..too Hcw] n
1 3 2 01 03 11 002 Pst...

1 3 2 01 0) 12 000            PER |ENGkAPAN  KEOAXA3AN  HUTAN
1 3 2 01 03 12 col             0BC k Pump (Pomp® I-
1 3 2 01 03 12 cO2             F'o t\ni  F,re  Pump  (Pen £±£!±ngg!±±
1 3 2 01 03 12 cO, Pompa Port.ble
1 2 01 03 12 coo Jet  Shooter
i 3 2 01 03 12 005 Golok  Pcmad.in
1 3 2 01 03 12 006 8kid. Shov.I ( S.kop Pertrd.in)
1 3 2 01 03 12 007 Sumbu'
1 3 2 01 03 12 008 Veld   Bed
I 3 2 01 03 12 Cro9 A,nael P.mad.in
1 3 2 01 12 010 Fu Bodv Harn€!s
1 3 2 01 03 12 Oil S,'   H,,ness

1 3 2 01 03 12 012 Fllure
1 3 2 01 03 12 013 Act.ndcr
1 3 2 01 03 12 014             Scr lock
I 3 2 01 03 12 015 PerlenAkapan  Res[u.
1 3 2 01 03 12 016 Au`omatlc Sn.p  Hook
1 3 2 01 03 12 017 T.nml T,I,
I 3 2 01 03 12 018 Noie\   T.btr Alumuniu n
I 3 2 01 03 12 019 NO zel   Kunin.an  Pemckel
1 3 2 01 03 12 020 Sol anl A'r
I 3 2 01 03 12 OZ1 BreathmA Ap.ratu! (T .bunz  10   klz)6cpvokP.in.dam
1 3 2 01 03 12 022
1 3 2 01 a, 12 023 Ftrc  Rok. (G®ru T.I.niT-
1 3 2 01 03 12 024            Pul ue (Kai].k  D` .  I:uni!l)
1 3 2 01 03 12 02S fire  Tool (G.ru Pacu' 7t;FEiliTS.b.tS.max
1 3 2 01 03 12 026
1 3 2 01 03 1Z 027 F'|'...
1 3 2 01 03 12 028 Drip Torch  ( Obor Sul..I T.te!)

1 3 2 01 03 12 029 Ftl.I  (K.klr   B®Ia)

i 3 Z 01 Oa 12 030 k.ca M.t. (Lerl!a Ta T5Fi;I;;I
1 3 2 01 03 12 031 Kopel   Rein
1 ? 2 01 03 12 032 Fell,e§

1 3 2 01 03 1Z 033 X.ntonf Alr
1 3 2 01 03 12 034 a  Pompa
11 33 22 0101 0303 1213 035000001

lATAN  SEIAM|TaburlBSel. -n)
1 9 2 01 03 13



AkLm k,'ompok 'enls Ot'lek
8lnd,nObltl SLib rurdanOl''ek
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I J 2 01 03 13 002 Scp® a,enf

1 3 2 al 03 13 cos Knlvel Pls4u  S®l,mt

1 3 2 01 03 13 004 Dive  U[hts (S.I.t.r Set.in)

I 3 2 01 03 13 005 Re lul.tor lns`riiment!
1 3 2 01 03 13 006 8ouy.ncv CornponiltoJ  0evlce (t£L
1 2 01 03 13 007 Oe(t   ls®bul<  Pember.t)

1 2 01 03 13 008 WelBht \PcmbcTa`)

1 3 2 01 03 13 009 Div`n8Gloves(S.run[Tanl.n5¢lE

1 3 Z 01 03 13 010 Kompre!ors€I.in

1 2 01 03 13 OIL '®mpuni Life /.cket

1 3 2 01 03 13 012 |S,

1 J 2 01 03 13 013 in
1 3 2 01 03 13 014 t.

1 3 2 01 03 14 000 RAIATAN  SAB  MOUNTENERING

1 3 2 01 03 14 001 Ii   k.ncontcl St.tk

1 3 2 01 03 14 cO2 11   K.in.ntcl  Dln.mJc

i 3 2 01 03 14 003 incoa` |Ponco)

1 3 2 01 03 14 004 S..t H.me.s
I 3 2 01 03 14 005 P,us'k

1 3 2 01 a) 14 006 Jumm,,

1 3 a a, 03 14 007 Pul'ev

1 3 2 01 03 14 008 Descender FIIure or Ei[ht

1 3 2 01 03 14 009 Carablner Nan   Scr.w

1 Z 01 03 14 010 Webblnl
I 3 2 01 03 14 Oil T.ndu  LIpat

1 3 2 01 03 14 012 Ost.."

1 3 2 01 03 |S 000 pERAiATAN iriTEiEi[N

1 3 2 01 03 15 col VO |c"ecard.rw.tch|DASV.a
1 3 2 01 03 1S 002 SEiy   H`ddeii Cam.r.
1 3 Z 01 03 15 003 Spv  C.in./. Tva.  Sorln[kle
1 2 01 03 15 004 Detector Camer. S¢.r`n.r
1 3 2 01 03 |S 005 D5'    ..

1 3 Z 01 03 16 Cro ALAT  BAt.Tu  LAI NNYA

1 3 2 01 a, 16 001 Os',I
i 3 2 02 Cro 00 000 ALAT  ANGl(UTAN

1 3 2 02 01 00 000 AIAT  ANGKUTAN  DARAT  BEiMOTOR

1 3 2 02 01 01 000 KENDARAAN  DINA5  B€RMOT3fl  PEfloftJ

i 3 2 02 01 01 001 Sedan

1 3 I 02 01 01 002          'e a
1 3 Z 02 01 01 00,            St 'oO W,|o,
1 3 2 02 01 01 004 Mult' rooso  Vehlcle  (MPvitllltvV.hlclc(Sl)V)
1 3 I 02 01 01 cos Soort U
1 3 Z 02 01 01 006 Dlt....

I 3 2 02 01 02 000 KENOARAAN  BEftMOTOR  PE VuMPANG

1 3 2 OZ 01 02 001 Bus ( P.nurnp.n| 30  0r]n[ Kcata5 )
1 3 2 02 01 OZ 002M ¢ro Bus ( penumoana 15 aFZEus(Penumi).ng1.1±
i 3 2 02 01 02 Oa3M r''B

1 3 2 02 01 02 004 K.ndaraan  Lapls Ba`a

1 3 2 02 01 02 005 05t..
1 3 2 02 01 03 COO KENDARAAN  BEAMOTOB   /iNGXUTAN  a

1 3 2 02 01 03 001 Truck + Attachment
1 3 Z 02 0} 03 cO2 Plck   Up
1 3 2 02 01 03 003 Yeel`.ler/Tra`lerS.niTlaHer
1 3 2 02 01 03 004
1 3 2 02 01 03 005 Truck Ponton a.ng.n  Trail i:r
1 3 2 02 01 03 006 Dllhu,a
1 2 02 D1 03 007            D,1
1 3 2 02 01 04 COO ARAAN  BERMOTOR  `lEFtoDA  Ol/A

1 3 2 02 01 04 001 Sepeda  Motor
i 3 2 02 01 04 002 Scoote,
i 3 2 02 01 04 003 Sepeda  Motor Perpustek. in  Kelilini
1 3 2 02 01 0, cO4 Seoe Motor  Pet,all
1 Z 02 01 04 cos Scp.da Moror Penzawala i
1 3 2 02 01 04 006 Ds'
1 3 2 02 01 05 OcO K ENDARAAN  BERMOTof`  B€AODA TIGAB€mo
1 3 2 02 01 05 001
a a Z 02 01 05 002            He `cok/ BaJal

a a 2 02 01 OS 003 C

a 0 2 02 01 05 004 Dst"
1 3 2 02 01 0€ OcO KENOARAAN  OERMOTofl  KH USUS
1 3 2 02 01 06 001 Mobl bu',nce
1 3 22 02 0101 06 002 Mobl en,I,h

06 003 Mbl
1 3 2 02 01 06 CNJa Mob\ I

r`er.nian I ).I.t.

1 3 2 02 01 06 005 Mobl'
1 3 2 02 01 06 006 Mobi 'Al,

1 3 2 02 01 06 001 Mobl nil  Momorlng I.rck`mnsi
1 3 2 02 01 06 008 Mobl eri)u!t.hoe n  K.lilinB
1 3 2 02 01 06 009 Mobl iu.i Mlni  iri5viffiTT
1 3 2 02 01 06 010 Mobl nlt  Satcllte  Ltn[   V.n
1 3 2 02 01 06 Oil Mob' P.n«ur,I
I 3 2 02 01 06 012 Mob`l nit  P,me,an
1 3 2 02 01 06 013 Out  SI foad Cast Va  `   R.droio.aC.s`Va1Te/evisl
I 3 2 02 01 06 014 Out S'
1 3 2 OZ 01 06 OIS Mob roduksl  Ft  in
1 3 2 02 01 06 016 Mot'I r`\t  Preduk.I T`  levll'

I 3 2 02 01 06 al7 Mot'' nit Praduksi Ciner.rnanitKes.hatanMasvar.to(
1 3 2 02 01 06 018 Mo,I
i 3 2 02 01 06 019 Mobl Ke5eha`a r  Hewar`
I 3 2 02 01 06 020 Mob' nlt Tahan.n
1 3 2 02 01 06 oil Mobl t PenEan[kl  t Uan£
1 3 2 02 01 06 022 Truck S.mp.h
1 3 2 OZ 01 06 023 Mob' I  B.ham  EakarOntfeneh.I)IIitaslSo!i.l  XElillng
1 3 2 02 01 06 024 Mob'
1 3 I OZ 01 06 025 Mob'
1 3 Z 02 01 06 026 Bomp tr
11 33 2 OZ 01 06 027 Kend Inlk

2 02 0, 06 028 Mob'I llr`It  PcriB-rt[l. ut llmb.h  R.d.oAk
1I 33 22 0202 0101 0606 OZ9030 Mobil   T~nfu!i  Dara+Kend.ra.oTlmPenii!IIhar3an



A*un Ketompok 'enls Ob'ek
Rlncl®nObj.I Sut. 8lnclar.Ob'.I

Sl'O  SuE'RII'C',n

1 3 2 OZ 01 06 031            Mob 1'   Pen®ri* lMOG)

1 9 2 02 01 06 032             Kendare.nsa`ro /Setmoben[/5;
1 3 2 OZ 01 06 033            Mob 11   Work  Shoo/S.rvIC.S

I ) Z 02 01 0€ 034 Kendar.an  I)erek

1 3 2 02 01 06 035 Mo Khulu i  Aljlhandak

} 3 2 02 01 06 036 Alrcratt  Air  Cond.n./on`nE

1 3 2 02 01 06 037 Kcndaraa rallc  R.d.r
1 3 2 02 01 06 038 Mo SVan

i 3 2 02 01 06 039 Ken nlt  Bedah

I 3 2 02 01 06 040 Mob'Ie fl \
I 3 2 02 01 06 041 K.nc).ro.o  Pcn[ar.[kllt T.nl
1 3 2 02 01 06 042 Cr,Sh  Ca,

1 3 2 02 01 06 043 Kendar].n Water Canon
1 3 2 02 01 06 044 Fcwm V.hicle
1 3 2 02 01 a6 045 Mend.run Toll.t
1 3 2 02 01 06 046           A.p, lnvention Vehl(le
1 3 2 02 01 06 a,7 K.nd.I..n 6.i Alrm.ca
I 3 2 02 01 06 048 Ker\ k''}
1 3 2 02 01 06 049            Ken lp (Antl   P.`urul
1 3 2 02 01 06 050            K,n nu, Pe3IW,t
1 3 a 02 01 06 OS 1              Ken ar) e'€O
i 3 I 02 01 06 OS2                Kert ar Wecp¢r
i 3 2 02 01 06 053            Rend ®r

1 3 2 02 01 06 054            Rend •mmlni Freku.nll
1 3 Z 02 01 06 055            Rend ar..n  Monitofma sin\/al
1 3 2 02 01 06 056           Mob Sour lap.niao
i 3 2 02 01 06 057           Mob enarik  B.riicr
1 3 2 02 01 06 058           Mob 11   Op.r.}ional  PJR

i 3 2 02 01 06 059 Auto Ungu, Vehlcte  (A u6V)
1 3 2 02 01 06 060 Rescl',

1 3 2 02 01 06 061 Repld  Dep`ovm.nt  Land  SAG

1 3 2 02 01 06 062 Re!cu. Truck
I 3 2 02 01 0€ 063           Mon oa  (Mob.l   loAl!tlk/  P.r5(>nil)
1 3 2 OZ 01 06 064           Mob i'    L,tlh

I 2 02 01 06 065 A.. Swl`ch  Wa[on
1 3 2 02 01 06 066 Rm C.cdrl Wa[on
1 3 2 02 01 06 067 a.n Trak`or
1 3 2 02 01 06 068 A,o
i 3 2 02 01 06 069 R,n Zat   A

1 3 2 OZ 01 06 C)70               R,n u  |,nd,S®r'

I 3 2 02 01 06 071            Ban Par' Pesa

I 3 2 02 01 06 072            fll n Pen,rik P®|a a'
1 3 2 02 01 06 073            Ran PenvaDu  Hanuar
i 3 2 02 01 06 074           a,n I Chute
1 3 2 02 01 06 075 A.A Pemb.ngklt T.n.I.
I 3 2 02 01 06 076 R.ri Crlmc Squ\d

1 3 2 02 01 06 077            aar' a.pan Carrier
1 3 I 02 01 06 078           Rln bor.torfum / Uil  Coban,lr,
1 3 2 02 01 06 079 A

i 3 2 02 01 06 080           Ran atro
I i 2 02 01 06 081             Ran omma6
1 3 2 02 01 06 082            Ra n ecoverv
1 3 2 02 01 06 08'           nan enll sl  8B  Pesew.t
1 3 2 02 01 06 084            nan
1 3 2 02 01 06 D85              rtan p
1 3 2 Or 01 06 Oa6 Mobil   Patroll
1 3 2 02 01 06 Oa7 I(endaraan  APC

i 3 2 02 01 06 088 Kendaraan  O.I. V
1 3 2 02 01 06 089 Kcnd.raan/Mobll  Pengaw€ I.n
1 3 2 02 01 06 090 Mob'!   lrup
1 3 2 02 01 06 091 Mob)I   Komlek  Poln

1 3 2 02 01 06 092            Mob ''  Ur\'' "P
1 3 2 02 01 06 093            Mob 11 t  u]ka  Lentas
1 3 2 02 01 06 094           Mob I ent'' 'k,Sl

1 3 2 02 01 06 095           Mob „ Labfo,

i 2 02 01 06 096 MoblL   un t Pene.ar`bn Pa(ri
1 3 2 02 01 06 097           Mob 11 erek
1 2 02 01 06 098           Mob I S,tw,
1 3 2 02 01 06 099            A,n' HH
1 3 2 02 01 06 loo            K,ndareeri Pos cblle
1 3 2 02 01 06 101            Mob A's €k
1 2 02 01 06 102            Mob ilGo ar
I 3 2 . 0} 6 103              R,nt\t cu. S,in,pta
1 2 02 01 06 104              Rang |'S  S,twa  AOJ' Tyre   Kec'l

1 3 2 02 01 06 105               fta n5 u, 5,tw, Anng Ty;i.  set.n.
1 2 02 01 06 106             nans us S,tva A yi'e   8esar
I 3 2 02 01 06 107             lans u, S,\w, . Tvp.,   S.d,nl
1 3 2 02 01 06 loo            f`.ns u,S,waku D3    B®,ar

1 3 2 02 01 06 109 r,
1 3 2 02 01 06 110 Os',...

1 3 2 02 01 07 000             KEN ARAAN  TEM Pu R
1 3 Z 02 01 07 001 k.nd.I).n T.mpur Rot a 8.n
1 3 Z 02 01 07 002           Kcod ernpur ftorla Rant.I
1 3 2 02 01 07 003            S,Ia
1 3 2 02 01 07 004            S,r® er'
i 3 2 02 01 07 cos Fcrr,t
1 3 2 02 01 07 Cue V.150

1 3 2 02 01 07 007 BTR

1 2 02 01 07 Cue CO.   fl.nc®r
i 3 2 02 01 07 009 CO    Sccrut
I 3 2 02 01 07 010 BRDM
1 3 2 02 01 07 Oil A   Y,r''

I 3 2 02 01 07 01Z P,flr'ard
1 3 2 02 01 07 013 VAa-NC

1 3 2 OZ 01 07 . ^Pfll   .V1

1 3 2 OZ 01 07 015 APS1   .V|
11 33 22 0202 0101 0707 016017 BVPVPV  I  RecoveryT.nkAMX13APCScorpion

11 33 22 0202 0101 0707 01a019



Alun I(elompok enls Ob'ct
RJrd,oObJek Sub Rlnd]nOblct 5ut, sol,Rlnd,n..1

i 3 Z 02 01 07 020 StorTner (k •1  Scorplon

1 3 2 02 01 07 021 PT-76

1 3 2 02 01 07 022 KAFA  .  61

1 3 2 02 01 07 023 8MP -2

1 3 2 02 01 07 024 M`cllc/Gl.nt  Viper

1 3 2 02 01 07 025 Dlt....

1 3 2 02 01 08 Croo ALAT  ANGt(UTAN  KEPETA   REL

1 3 2 02 01 08 001 lohomo`i/ Dle§el  Hldr.ulic

1 3 2 02 01 08 00Z |okomot'' csel  lls`rik

t 2 02 01 08 003 Lokomotl u,p
i 3 2 02 01 08 C" Her,t,  Re I,trlk

I 3 2 02 01 08 005 Ker,ta lcSc'

I 2 02 01 08 006 TroHv   Car/Lorl

1 3 2 02 01 08 007 D5'  ..,

1 2 OZ 01 09 COO AIAT  ANGKUTAN  DAf`AT  BERMOTOR  IAl

1 3 2 02 01 09 001 D,,"

1 3 2 02 OZ 00 000 AiAT ANGxuTAN OARAT TAi a EnMOTOE

i a 2 02 02 01 000 XENOAfIAAN  TAK  BEflMOTOR  ,\NGKUTAI

I 3 2 02 02 01 001 Gerob.k T.r`k

1 3 2 02 OZ 01 002 Ge.ob.k Doron[
1 3 2 02 02 01 003 Car,v,o

1 3 2 02 02 01 OOu, Lor(  Dorori[

i 3 Z OZ 02 01 00S Trlllcr

1 3 2 02 02 01 006 Conta]ne, Oo'',

1 3 2 02 02 01 007 Pallet  Do  I V

1 3 2 02 02 01 CKre B.|[.[e And  M.n  Cart
1 3 2 02 OZ 01 009 a.in..e Trollv
I 3 2 02 02 01 010 Mela   Ooronl Sa|VTrollev  Sail

1 3 2 02 02 01 all Roda  Du. nlulai'
I 3 2 02 OZ 01 012 Roda T' Gcrobak  Kayuh  e!  rlnsula.I

I 3 2 02 02 01 013 D§l.

1 3 2 02 02 02 OcO KENOARAAN  TAK  8ERMOTO `  PENUMPA

1 3 2 02 02 02 001 S.peda
1 3 2 OZ 02 02 002 Dohar^uda (K¢ndar..n T.k   B€rmotorp.
1 3 2 02 02 02 003 Tandu dorom
1 3 2 02 02 02 004 DSt  ..

1 3 2 02 02 03 000 AIAT  ANGKUTAN  KERETA   i EI  TAX  BERN

1 3 2 02 02 03 001 Kerela  Penump.ne
1 3 2 02 02 03 002 Kereta  Makan
1 3 2 02 02 03 003 Powc, C®r
1 3 2 02 02 03 004 GerbonA earan. T.rtutiip
1 3 2 02 02 03 OOS Gerboni B.t.o[ T.rtluk.
I 3 Z 02 02 03 006 D}'.  . ,

1 3 2 02 02 04 000 ALAT ANGxuTAr. DARAT T.:iFEri6F6F
1 3 Z OZ 02 04 001 Ds'...,

i 3 2 02 03 00 OcO ALAT ANGKUTAN  APUNG  B€l`MOTOR

1 3 2 02 03 01 000 ALAT ANGKUTAN APuN6 E ERMOTOB  UN

1 3 I 02 03 01 col X.Dad  Mir`v.k |T.nker)
1 2 02 03 01 002 Tonckanz a.rmotor
1 3 2 02 03 01 COS Tug  Boat + Ale.chment
1 3 2 02 03 01 004 l.ndln|ShlpTran!pertatlr=TTilTT
1 3 2 02 03 01 cos kapal  Hldro/ollK.p.IMo`o'
1 3 Z 02 03 01 006
1 3 2 02 03 01 cO7 k.pel C.rEo (Kapal a.ranET-T,uckAl,
1 3 2 02 03 01 008
1 2 02 03 01 009 O,t„
1 2 02 03 02 COO ALAT  A AN  APUNC;  8ERMOTOR  UN
1 3 2 02 03 02 001 Soced Motor Ten ,ial
1 3 2 02 03 02 OOZ Motor Bo.t
1 3 2 02 03 02 cO9 Klotok
1 Z 02 03 02 004 ferry
1 2 02 03 02 005 H'drolo''
1 3 2 02 03 OZ 006 Jet'o'l
1 3 2 02 03 a2 007 |Ohl   Bo,t
1 3 2 02 a, 02 008 K.p®l piis.n|er  (K.p.I  jTEFIF;FT
1 3 2 02 03 02 009 Perlhu VU

1 3 2 OZ 03 02 010 Ds',
1 3 2 02 03 03 COO ALAT ANGKUTAN Apl" 5  BERMOTOR KHSurve.Oo.t
1 3 2 OZ 03 03 001
1 3 Z 02 03 03 cO2 Kaoa'  Anti uil
1 3 2 OZ 03 03 cO3 KaD,I  P uan
i 3 2 02 03 03 004 out eo.t Motor
1I 33 22 0202

03
0303 cos006 K.oa1wvdroa.artK.coll/nitPen.r.n[..   Air

1 3 2 02 03 03 cO7 I.p.I V,!u I  Mlr\'

1 3 2 02 a, 03 008 K.oal Penanakap  lk.n
1 3 2 02 03 03 009 k.oaf Penlan[kut Hey..n
1 3 2 02 a, 03 010 K.pal Pan 1,'

i 3 2 02 03 03 011 K.a.I  Mo(or  Pe.pils`al  )®n  Kelllm[
1 3 2 02 03 03 OIZ Floutina Work   Shop/C ark
1 2 02 03 03 013 MorinE  froat/Kepil
i 3 2 02 03 03 014 Suctlon  Dredler/K.ru'i His.a
1 3 2 02 03 03 015 Qu'ter dier/Kcruk  Bar
1 3 2 02 03 03 016 eucke, •er/X.ru-   Tlmb.
i a 2 02 03 03 017 aampsl,e Dred.erA(I.rukclkram
1 3 2 02 03 03 018 Alat   An[kutan Apunf  l)ntuk Mancln
1 3 2 OZ a, 03 019 Flcotlna P 'e+A

8ttichment(A`®tAngkuto

1 3 2 02 03 03 020 S.kocl  Moto/T.in  el
1 3 2 02 03 03 021

PPer.huMotorT[mp{ I

1 3 2 02 03 03 022 I(.p]IOse.ncd!/afl
1 3 2 02 03 03 023 P.rahu Tradislonal
I 3 2 OZ 03 03 024 S€,  R'de,
i 3 2 02 03 03 02S H over Cd ft
1 3 2 02 03 03 026 Kapal  PenBar.Bkut  lk,in

1 3 2 OZ 03 03 027 X.p.I P.niolah lk.a
1 3 2 02 03 a, 02a Kip.I  Penelltl.n/ Ek .olarasl  P.nkanan
1 3 I 02 03 03 029 Kap.I  P®ridllkun8 a  icra!i  Penan|kaoanlk
111 339 222 020202 030303 030303 030031032 Kapa' PenKapa'PenPerahl,'ntdukunRoi)era!ipembudldav..ng.wasPer.kanana,3Or.O,.
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1 3 2 02 03 OJ 033 Per.hu  Serbu  15   orjoB

1 3 2 02 03 03 0,4 k.p'' Pa,rol,  Poll,,

I 3 2 02 03 09 03S Jet Sky

1 3 2 02 03 03 036 Ost...

1 3 2 02 03 04 000 ALAT ANGKUTAN  ApllNG  OERMOIOR  MlllT

I 3 2 02 03 04 001 Rap.I Perui.I   K.wal  (PX/Pm`

i 3 2 02 03 0¢ OOZ Kapal  Penvopu  Raniau

1 3 2 02 03 04 DOS K.p.I  Cepat  Piidal

1 3 Z 02 a, 0¢ 004 Kapil Cep.t Torpedo

1 3 2 02 03 04 OOS K.pal  S€I.rn  S®miidra

1 3 2 02 03 04 Cro6 l.ndini Shrp Tank (lsT)

1 3 2 02 03 0¢ 007 Markas Apu ni

1 3 2 02 03 04 cog X.oal Bantu   Ca-Ir Mmvak |BCM)

1 3 2 02 03 04 009 K.a.18.ntu  An[kut Pcr!onel (e/fi-
i 3 2 02 03 04 010 K.pal Angkut S.b.Aun.
1 3 Z 02 03 04 OIL K-I]al eantu  umurn
1 a 2 02 03 04 012 K.D.I Patroli Cep.t

1 3 2 02 OJ 04 013 K.122   I d   25   tort,16   s a,  90   tcn, 31   i.d.i

1 3 2 02 03 04 014 K,p,I  Lat\h

1 3 2 02 03 Oa 015 B.ru[kel Ai)uni (BA)

1 3 2 02 03 04 016 O.n`ii   Hidro ace.noloal lBHot
1 3 2 02 03 04 017 K.a.I  Turid ra  S.miidri
1 3 2 02 03 04 018 K,pe'  Penda,at
i ) 2 02 03 04 019 Dst.~.

1 3 2 02 03 05 000 AiAT ANCKUTAN ApuNG  atRMOTOB iAiNi
1 3 2 02 03 05 col Dlt""
1 3 2 02 04 cO CcO ALAT ANGKUTAN ApuNG TAX  E EiMOTon

I 3 2 02 04 01 COO AIAT  ANGKUTAN  APUNG  TAX  E.EflMOTofl  `

1 3 2 02 04 01 001 Ton.kanl
1 3 2 02 04 01 Croz Perahu a.r.n.
1 3 2 02 04 01 003 DSt    ..

1 3 2 02 01 02 CcO ALAT ANGKutAN APUNG TAl(  .[QMOTOP  1

1 3 2 02 a, 02 00, P.I.hu Pe^umpanl
1 3 2 02 04 02 002 P.rahu  Penveberan8anC)5t."
1 3 2 02 04 02 003
i 3 2 02 04 03 000 ALAT  ANGKUTAN  ApuNG  TAR  OeRMOTOR  I

1 3 2 OZ 04 03 col Ponton
3 2 02 04 03 002 Perahu  Karat (Alat   AnEku`an  i`piin| TakBcn

i 3 2 OZ 04 03 003 Pontor`  Rumah

1 3 2 02 04 03 004 Flo.`Ina Platfom/Rakit
1 3 2 C2 04 0, 005 D5t"..

1 3 2 02 04 04 000 ALAT ANGKUTAN ApiiN6 TAr   BEaMOTofi  i

1 3 i 02 04 04 col Dst"  .

1 3 2 02 05 cO Ooa AiATANGKUTANBE"OTO..Ii6riT
1 3 2 02 05 01 OcO KAPAI TcflBANG
1 3 2 02 05 01 001 tap.I Terbari[ Savep Tet.D M=1Fi=fi;rfuKaDalTerbanR5av]pTctapMe.inTurbopro[
1 3 2 02 05 01 cO2
I 3 2 02 05 01 003 Hal).I Terbara S.yap Teu]p I.le!in Torak
1 3 2 02 05 01 004 K.pal Tcrbang Savap Pullr r.Ie.lri Turbin
1 3 2 02 05 01 005 Kaoal Terb.n. S.vai) Putar I.1.!ln Turbo
1 3 2 02 05 01 006 KaDal TerbanE Sayapputar ivii;iFi57IT
1 3 2 02 OS 01 Cro7 Kapal Terbani Angkut Taktl .
1 3 2 02 OS al 00e Kapal  Terbanc  aallnfl-bal`np

1 3 2 02 05 01 ee In,,i  M,,ltlm

1 3 2 02 05 01 010 Arnphlb,

1 3 2 02 OS 01 Oil I(.pal  Terbang  LatihHe`ycopter

I 3 2 02 05 01 012
1 3 2 02 05 01 013 Pesawat  Rtn[an \Track  Fliir `)Pcsawa`Tcmpur
1 3 2 02 OS 01 014
1 3 2 02 05 01 015 Pesawat  An[kut

1 3 2 OZ OS 01 016 Pesawat AmphibiPe5.wetla`ih
1 3 2 02 OS 01 017
i 2 02 05 01 018 Pesow.t olah A.I.
i 2 02 OS 01 019 H.lveopter Tanpa AwakPesawat'n,e'
1 3 2 02 05 01 OZO

1 J 2 02 05 01 021 turbo Prop
1 3 2 02 05 01 022 Ost.
I 3 2 02 05 02 000 AIAT ANGKUTAN  TAX  B[F MOTOR  UDAflA  L
I 3 2 02 05 02 col all...,

1 3 2 03 00 cO 000 AIAT  8ENGKEL  DAN  ALAT  Uxufl

I 3 2 03 01 CK) COO AiAT  BENGxeL  OERMESM
1 3 2 03 01 01 000 PEARAKAS   XONSTRUKsl  I  OGAM  TERPASAN
I 3 I 03 01 . cot M.S\h Bubut
1 3 Z a, 01 01 cO2 Mesi n  frals

1 3 2 03 01 01 003 Me§In Ko`]m ( Pcrkak.I  Lonstmuksllo8am T¢
1 3 2 03 01 01 004 M®iln  Piess  Hldrolik  a  Princh
1 3 2 03 01 01 OOS Mesln  BarMc!]nGertail  lot.rn
1 3 2 03 01 01 006
1 3 2 03 01 01 007 M¢.ir` Gerind.
i 3 I 03 01 01 CX)8 Melln  flol
I 3 2 a, 01 01 009 Me!ln Bor  Cvlind.r
i Z 0, 01 01 010 Mesm SkruDMe!mMellmi
i 2 03 01 01 all
1 2 03 01 01 012 Mesln  Pu,®l

1 a 2 03 01 01 013 M.!ln  Perapen
1 3 2 03 01 01 014 Me!in  Slkat  Kullt

I 3 I 03 01 01 01S M.§m  Pemo(oni Kulit
i 3 2 03 01 01 016 MeSln  jahit  Kul\t
1 3 2 03 01 01 017 Mc!Ir. Pen.epre. Kul`t
1 3 2 03 01 01 018 M.!in Kompr.sor
1 3 2 03 01 01 019 Mcsin  La!   li5trik
1 3 2 03 01 01 020 M®Sin  Dynamo I(ron
1 3 2 03 01 01 Ozl Mcsl^  Slkat  Besl Xron
1 2 03 01 01 022 Me!ir. Pemolong fibe.llas/Poliv!ter

1 i 2 03 01 01 023 M.5in  Gulunli  llstrlk

1 3 2 03 01 01 024 McS/n  PelubanB (Perk,'Ik.S  Kon.truksIloe.in
i 3 2 03 01 01 OZ5 M.5in  P®nekuk/lipat   Plat
1 3 2 03 01 01 026 M.sln Cunt.A( PlatMeslnPembemkok unlMesli`AmplasPl.t
1i 33 22 0303 0101 0101 027028
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I 3 7 02 03 01 000 AxuMLiLAs]  pENyusuTAN  BANGi  NAN  MeNABA  PEPAMBUAN

1 3 7 02 03 01 COL AkumulasI P®nyusut.n Ba nr,`¢pera P.rambil.n  Per.eran|an  pant.I
1 3 7 02 a, 01 002 Akurnula!1  P.nvuiut.n einE tipeqmbe.A  Pcncr-rii.n  Pantal
i 3 7 02 a, 01 003 Akumulasi Penvusut.n B®ni nr.1.n-ri  Telekoml.nlk]5l

I 3 7 02 a) 01 004 Akumulasi  Penvu.utan Bin8 nM.oar. P.n[.w.a
1 3 7 02 03 01 OOS Akumulasi  Penvu}ut.n  Bj nt^en.r. Peranbu®n lamny.
1 3 7 02 04 CN) 000 AKUMUIASI  P€NYUSUTAN  TUGU   TITIK  [ON"Ol/PASTl

1 3 7 02 04 01 OcO AX UMULASI  P[NyusuTAN T UGU,.TANOA  BATAS

1 3 7 02 04 01 001 Akul7iLila.I  P.nvusut.n Tutu d.e.t.!Adrninlstr.il

1 3 7 02 04 01 002 Akumul,!1  Penyusuran Tu d.I.rlM Kontrol Geod.Sl

1 3 7 02 04 Ot cO3 A[urnul.i.  P.nvu |'tlnpl nd, l,i^Ave

1 3 7 02 04 01 004 Akumul..I  P.nyu ut,n Pal)
1 3 7 02 04 01 005 Akurnula!l Penyu uta Tutun.nrl.8ato! L.Innva
1 3 7 03 00 00 000 Al(UMUIASI  PENYUS NJ AIA.,  JARINGAN   DAN  IRIGAS/

1 3 7 03 01 00 OcO AKUMUIASI  PENYIJSUTAN  JALAI.i  DAN  JEMBATAN

i 3 7 03 01 01 000 AKiiMuiAsi  peNyusuTAN jALAti

1 3 7 03 01 01 001 Akumu •1  Penyu€u`.a I.I.n N.s®nal
1 3 7 03 01 01 002 Akumu 1'  P®nvu J,I,n  Prc ,lr'5'

1 3 7 03 01 01 cO3 Akumu SI Peny u' '.I'n k.t up.`er,
1 3 7 03 01 01 00, Akumu SI Pen J,I,n  Xo-)

1 3 7 03 01 01 005 Akumu Penv utan Jal.A D..a
I 3 7 03 01 01 006 Akumu Pony |'tan 'a Tol

1 7 a, 01 01 007 Akumu SI  Penvu ll'an  Ja Kel et, Aa'
1 3 7 03 01 01 Ooe Akl'rnu I,  Penvu utan  La^ a!.i` P.cupe!.w.t Terbanl
I 3 7 03 01 01 009 Akumu i' Penvu u',n Ja Kr Jius
1 3 7 03 ®1 01 010 Akumu Per'w !ut.n J@I.n  L.in^ya
1 7 03 01 02 000 AKUMUIAS   P       Y

i 3 7 03 01 02 col Akumul, Penvu utan Jeni ate n PadaJal.ri Nailonal
1 3 7 03 0, 02 002 Akumu', enYu utah Jem •`! n Pad.I.Ion  P.opl^sl•t,inPad.lalanKabup.ten
1 3 7 03 01 02 003 Akumul.i`i  Penyu utan Jem
1 3 7 03 01 02 004 Akumu •\  Per,yu u\|rl Jem •t.In  Pact.Jal.n  Kot.
1 3 7 03 01 02 005 Akumu i,  Penyu |'tan jenl al in  Pad.Jalan  De!.•1.nPad.Jal®nTol
1 3 7 03 01 02 006 Akumu |,tan Jem
1 3 7 I 01 02 007 Akuml' s,  PenvLJ ucan Jem •tin  PadaJ.lan   Kcret. Api
1 3 7 . 01 02 008 Akumu 5'  Penw ut) r' J e in •lan Padal.no.lan P.cu P.sowat Tcrb.n[
1 3 7 0 01 02 009 Akl'mu Pcnw ut) r' Je rn ]l]n  Padtl.I.n  Khu!us
1 3 7 01 02 010 Akumu S'  Pcnvu utar' Jem •l.nPeny.bcr]nz.n
1 3 7 I 01 a2 011 Akumu s'  Penyu u'an Jem a. anlabuh/S.nd.r Pads T.mmal
1 3 7 03 01 02 012 Akumu Penw utan Jem I 2openAukur
i 3 7 03 01 02 013 Akumu 5`,  Penyl, |'tan Jem •ranLa1nriya

1 3 7 03 02 00 000 AKUMULASI  PENYUSUTAN  Bf NGUNAN  AIB

1 3 7 03 02 01 000 AKUMUIASI  PENyusuTAN  8 +.NCuNAN  AIR  IRIGASI

1 7 03 02 01 001 Akumu `\  Penyu utah  8, `I nanw.auk  I ricasI

1 3 7 03 02 01 002 Akumu !', Penyu ut,n  Ba 1 nanpcnlambilan I np!r
1 3 7 0 02 01 003 Akumu Penvu |'t,A  a, L nanp.mb.w. ln..si
1 3 7 02 01 004 Akuml' Pcnyu utor' Oa i n.np.mbu.^[ I^lasi
1 7 OZ 01 005 Akurrtu 5,  Peoyl,ut,n  8,nI in.nf'cng.in.r` (ri[asi

1 7 03 02 01 006 Akumu sl  Penvu ut,A 8, •m.np.lenak2p  lri|.sl
I 3 7 03 02 01 007 Akun,u Penyu uton Ban iinans.wah  lri.®sl

1 3 7 03 02 01 008 Akumu enyu ut,n  Ban iir`an  Airlrl[]sl  Lalnnya

1 3 7 03 02 02 000 AKUMU LASI  PENYusl)TA ANGUNAN  PEN6A`RAN   PASANG  SURl/T
I 3 7 03 02 02 Col Akumu i,  Pcnyu •nanwaduk  P.sar`£ Surut
1 3 7 03 02 02 002 Akumu s,  Penvu u'an  Dam unanpengambilan  Pasarii! Surut
I 3 7 03 02 02 003 Akllmu CnYU utao  Ban| unanpemb.wa Pa!ani Surut
1 3 7 03 02 02 004 Akumu i, P.nvu uun  Sa aflpembu.nB Fas.nz Surut
1 3 7 03 02 02 005 Akumu i, Penyu |'',n a, crie.in.n  PasanE S.ru(
1 3 7 03 02 02 006 Akun,u enYU u', a,nluno npelcnAk.p  P.sane Surut
1 3 7 03 02 02 007 Akumu i, Penyu udn Ba S.wah  Pa!an& Surut
1 3 7 03 02 02 008 Akumu enYU u'|n 81 unmp.n(.Ir.n Pa!an[ Surut lalnny.
1 3 7 03 02 03 000 AKUMUIASI  PENYU5UTA ANGUNAN  pENGEMeANGAN  RAWA  DAN  poio€R
1 7 03 02 03 001 Akumu Penvu uunB unenwoduk  P€n[cmbeni.n  Rawa
I 7 03 02 a, 002 Akumu enYu 11\ Bn ur`.r`Pen(ambllan  PenEemban[an  Ril`^r.
1 3 7 03 OZ 03 003 Akumu enyu un.ripembaw. P.n&emb.n[.n Raw.
1 3

-,

03 02 03 004 Akumu 5'  P,nvu Bar un.npembu.nE PcnB.mb.nlan Rawa
1I 33 7 03 a2 03 Cros Akum Pen earBa. npen[am.n PenBemban[an Ftewa

7 03 OZ 03 006 Akum Pen im.np.IenEk]p Pen(emb.in.A a.w)
I 3 7 0 02 03 007 Akunu Penyu u'an Ba''|un.ns.w.h Penkemban4.n Raw.
1 3 7 03 02 03 Cl)8 Alumu S,  Penyu a,,un)open[cmbancan  Rawa dar} Po/de/  L.innv.
1) 33 77 03a, OZ02 0404 COOCN)| AKUMl/LASI  PENYUSUTAl.I  BANGU NAN  PENGAMAN   SUNGAl/PANTAl  a  PENANCGUIANGAN BENCANA  AIAMAkumut.SiPenvuiutanBar`|unanPen.OmanSunlai/P.nt.Id.nP.nln|!ul.n[mBencen.Al.in

1 3 7 a 02 04 002 Afumul® sl  Penvusut un.npenaembil.n PenI]m.n Sunml/P.nt.)
1 3 7 02 0, 003 Afurnu'. !,  Penyus np,mbawa P.n[.in.n Sun[]l/P.nt..

• 0, 04Oa 004 Akumu',i,  Penyu§ un.npcmbuen    P                    S           '
1 3 7 02

_oos
Akiimul.s. P€nvu

I   cnli..r..n    ur.I.I,.I..h.r,®.-I.r--.-ACunaal/P.nl.I

1 3 7 03 02 04 006 Akumula5I  Penvu§iitan  B.  nE engkap  Penia man  Suiigal
1 3 7 03 02 04 007 Akumulasi  PeAvu!utan  a lnE iinan  P.nRaman  5ungal/P.ntai  a  Pen.nfflul®n[an  8encana  Alam   l@Innva
1 a 7 03 02 05 OcO AKUMi/LAsi  pENyusuT4N  BANGUNAN  PENGEMBANGAN  suMBEp  Am  DAN  AIR  TANAH
1 3 7 03 02 OS col Akumu !1 Penyu'ut •ngunanw.d uk Pen.cmbanaan  Sumbcr Alr
1 3 7 03 02 05 002 Akurnu Penvu!ut •neL/nanpcr)&ambll®n  PenAemb.aBan  Sumbor  Alr
1i 3 77 03 0202 05 003004 Akumu e r\vu s u I. r`  8 I r`a un.npornbawa  Pen[(mb.nt.n Silmber Alr

3 03 05 Akumu eAvu)utan  6.oiun.npembulnB  Pen[crnb.nE.n  somber Alr
1 3 7 03 02 05 005 Akumu envu!utan  8an£unanpeMarnan  PcnE!en.b.nB.n 5umber Alr
1 3 7 03 02 05 006 Akumu !1  Penvusucan  E® unar.PelcnBkap  Penzembengan  Sumbe. Alr
1 3 7 03 02 05 007 Akumu SI  P®nyulut,n  I , un,ns®wah lrius) Alr Tan.h
I1 3 77. 03 0202 05 00,CcO Akumul.ii P.nvusulan  I o PenEemb.n[an  SunibEr A\. dan A\f Tatuh la`nnyaGUNANAlftBERflH/AIRBAKU

3 03 06 AKUMUIASI  PENYUsut
I 3 7 03 02 06 001 Akumula!l  Pcnyu!utan  l}.nEun.nw •duk Alr B.r5Ih/Air a.ku
I 3 7 03 02 06 002 Akumu\a!` Penyu!utan   ). urlanpenfembtlan Alr Ber!Ih/Alr 8aku
1I 3 77 03 0202 06 003 Akumula SI  P.nyi)iuon  3]n.un3npemb.w-  Alr 8er!Ih/Air Baku•1Penyu.ut.n3.a.un.I.P.mbu.naAlra.erslh/Aira.ku

3 03 CN5 004 Akumula
1 3 7 03 02 0€ OOS Akuniula!` PenyuSut. n  aa npeleri[kap Air B.rsih/Air BakunA.roersih/Ai/B.kula`nnya
1 3 7 03 02 06 006 Akumu  a !. Penyusutan  Ba
i 3 7 03 02 07 OcO AKUMULASI  PENYUSU  'AN  BANGUNAN  AIR  l(OTOR

1 3 7 03 02 07 001 Akumula!l  Penyiiii.®r  a. ^Pembawa AI/ kctor
1 3 7 0, 02 07 002 Akumu  a sl  Penyu5iiur.  B. u n.nwaduk Alr Kotor
1 3 7 03 02 07 Cl)3 AkumuJasl  P.nyu!u`.n  a- u^.np.mbuanl A\r {otor
1 3 7 03 02 07 004 Akumula!l  P.nvu!uor  8.A en£.Iron  Alr Kotor
11 3 77 03 0202 07 005006 Akumul,!j Penyusutai!1Pcnwsutar 8®Ba npen

A:ertn:t%rDL£:::a:Or                                                                                                                                             i3 03 07 Akumul®
1 3 7 03 03 00 000 AKUMULA5l  PENyusI  TAN

VAl(l/MUIASIPENYU5UTAN  INSTALAsl
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1 3 7 03 03 01 OcO AKUMUIASI  PENYl)5l)TAN  INSTAIJ`SI  AIR IR   eAKu

1 3 7 03 03 01 CX)I AkumlJ'»' nyil!iiran  lns rrrvJ

1 3 7 03 03 01 002 Akuml'l,(' nyu!utan in umber/Mit® Air

1 3 7 0, 03 0} CO)              AkL' nyii!utan  lnStaliil AirT. I

1 3 7 03 03 01 004            Aku nyusut,n  ln •i AirT.r\.h  D.n

1 3 7 03 03 01 005 Akuml''IS nyu,ut,n al u |)mny,
I 3 7 03 03 02 ue AKUMULASI  PENYUSUTA Alfl  ROTOR

I 3 7 03 03 02 001            Aku mul.si  P.nvu!ut.n lnstal.5i  ;`lrBuanE.n  Domest`k

1 3 7 03 03 02 002            Aku rniilas]  P.nyusuton  lr`!tel.si  .`\rB u.ng.n tndu!tri

1 3 7 03 03 OZ 003 Akumulis` P®nws ilt.n  lnstal.ii i\ir8 uanfan Perunian

1 3 7 0, 03 OZ 004 Akumul.si  Penvulut®n sl   \irK Le,nny,

1 3 7 03 03 03 OcO AXU MUIASI  PENvltsu \lASI PENGOLAHAN  SAMPAJ1

1 3 7 03 03 03 001 Akumubsi Ptnvu5utan  ln Isl-'enlola Organlk

1 3 7 03 03 03 croz             Aku mul.!l  P®nyusut.n  ln Nob   Orzanlk

1 3 7 03 03 03 cO3 Akumul®!I  Pe nvusut.n n|una npenampunl S.mp.h

) 3 7 03 03 03 004 Akumul.si  Pcnyusutan leAioL.nan  S.mpah  L.Jnny.

1 3 7 03 03 04 000 AIL/MU LASI  PENYUSU ALASI  PE NGOIAIIAN  OAl+AN  BANGU NAN

1 7 03 03 04 001 Akumu'|| •]   Pen[ol.h.n 8.han a.niuAin Percontoh.n
1 3 7 03 03 04 002 Akl'mu'al nvu!ubn ln!`.la! Peu ri.n  Banlunan P.rlnt`S

1 3 7 03 0, 04 cos Akumul.si nv115ut@n  \nst]I.I  PenA h.n a.niun.n Tor.o.n
1 3 7 03 03 04 CX), Akumulasl  Penyusu`.n ln ®h,n  8ah.n e.n8u^an l.innva
1 3 7 03 03 05 COO Al(UM U LASI  PENYUSU AIASI  PEMBANGXIT uS"lK

1 3 7 03 03 OS CN)1 Akumula3 nyu[uton ln ^n n,in Alr (PL")
1 3 7 a, 0, OS co2           Aku rnul.sl Panyu!ilten  ln nl Ten..i oi.Iel (PITO)

1 3 7 0, 03 05 003           Aku nyusu`an  ln a '' Pemb)nl •n.[a  Mikro Wdro (PLTMl
1 3 7 03 03 05 004 Akumul,S nyu!iltan  lnst.I.. Ipem n n.I. Aru[ln  (PITAN)

1 3 7 03 03 OS 005 Akumul,S ^stul, ,lperr' o,|, Uao  `PITU)

1 3 7 03 03 05 006 Akurnulas nvusutan  ln!t.li ,ipem naEa  Nukllr  (PITN)

I 3 7 03 03 05 007 Akumu nwsutiin  lr`slali ;ipem Ten®I|  £®}  (PITG)

1 7 03 03 OS 008 Akumu nvusu`an  ln a sl  PembanRkit IStrlk Ten.I.  Pan.I  Biiml (PLTpl

1 7 03 03 05 009 Akumul.!I  Penvvsuun ln \ ''1 Tei`am  Sury.  (PITS)

1 7 03 03 05 010 Akumula! nvu.utah anlki' ham  BICHz.i  (PITBl

1 3 7 03 03 OS Oil Akumulai r`vu.uton  ln Pombana Iitrlk Tenaz. S.miidera/Gelonb.nc S.mudera
1 3 7 03 03 05 012 Akumu',S ny,,!utan  ln 5lp.rnbanlklt  L nnya
1 3 7 03 03 06 000 Al(UMULASI  PENYuSUTAN  `N S ARDU    LISTfllK

1 3 7 03 03 06 001 Akumu',i r'yus|'t,n G, strik induk

1 3 7 03 03 06 002 Akumul.fl Ftnyu!ur[an  lttful.SI a.rd Strlk  oistribusl

i 3 7 03 03 06 003 Akumul.!l Peny`I!iit.a  ln n(at
1 3 7 0, 03 06 004 Akumul,I nyusutan  ln!tal isI Gard nnva
1 3 7 03 03 07 000 AK UM ULASI  PENYUSU ALASI  PEf`TAHANAN

1 3 7 03 03 07 001 Akumulai nyusut.n  ln •nan  Di Dar.t
1 3 7 03 03 07 002 Akumula!i  Penyu!ut.n  ln r\ , r\ nr,y.
1 3 7 03 03 08 OCD AititM u LAsi  peNyitsu ALASI  GAS

1 3 7 03 03 08 001            Aku mulasl  Penvu!uun  ln GlrdiiGas
1 3 7 03 03 08 002             Aku muL.!i  Penvi/sutan tg   ,}iJarin pa Gas
1 3 7 03 03 08 003 Aku mul®si  Penyusutin •n80'ah. iiiiiiiiiiiiiii-
1 3 7 03 03 08 004 Akumuta§I  Penyu!u(an .,r,nya
1 3 7 03 03 09 000 AKUMUIASI  PENyusu ALASI  PENGAMAN

1 3 7 03 03 09 COL Akiimute!I  P.nyu!ut.ri ln tE I.5Ipenaaman  pe nanBkal  Petlr
1 3 7 03 03 09 Cro2 Akumulasl  Pcnyusut.n I n ReaktorNukll/

1 3 7 03 03 09 003 Akumulas nyu!uten `n •h.a  umbeh A.a(a Akt`f
1 3 7 03 03 09 004 Akumulas nyu!ucari  ln man laimva
1 3, 7 0303 03 1010 OcO AKUMUIASI  PENYUSUTAN  INSTA

1 7 03 001 Al(umul,SI  PAKUMULAslenvusul.nP€NYUSU |,'nNGAN
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